ISI INFORMASI ARSIP REKAMAN SUARA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TAHUN 1989 - 1993

NO.
Volum URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.
e
1 2 3 4 5
RAPAT PARIPURNA
1 [Rapat Paripurna ke 3/1/1989-1990 Volume | Rapat Paripurna ke Rabu, 06 Septembe| Suara Jela
Side A: 3/1/1989-1990 1989

PembukaarRapatParipurnaDewanBP3masapersidangarke-1tahun sidang89-90denganpesertapara anggotadewanyangmewakili
pemerintah.Acaraselanjutnyalaporankunjungankerjakomisi-komisimasaresespersidangarke-4 tahun sidang88-89,denganparajuru
bicarayangmewakilidari masing-masingomisipadasidanghari pertamaRabu6-Septtember-198%aitu: -Komisil : SuwandiKomis|
2 : AdiPranoto;Komisi3 : MulyadiJayaNegaraKomisi4 :Ir SMTampuBolon;Komisi5 : Ir H. AbdullahPuteh; Komisi6é : Ir
Zulkifli Indrakusuma

Sedangkanntuk sidanghari keduaKamis7-september-198%aitu : KomisiAPBN: Drs. Sutikno;Komisi7 : HayeSanggorKomisi8
: Dr Anda Herawati Tarigan; Komisi 9 : Drs. Asman Simanjuntak; Komisi 10  : Hsk Susilastuti Sutopo Isnomo.
Laporankunjungankerja Komisil disampaikaroleh Suwardi,obyekkunjungankerjaadalahsatuanHankamABRIunit kerja Departemer,
Penerangan dan instansi yang dinilai punya kaitan.

Side B: BidangPenerangaryang menjadi obyek kunjunganadalah TVRISide B: LaporanBKSKABebagaipenasehatkhususDPRRI ke
sidangMajleis PBBke- 44 di New Yorktanggal19-20Septemberl990. Drs. Subagyogdalamsidangtsb Menlu Argentina,Yosepen Garbe
menyetujuitentang Palestinadan Israel untuk dibahasdalam sidangMajleis PBB.Negaraberkembangmenjadikorban dalamekonomi
tentang hutangluar negeri,pemiludi Namimbiaharusdilakukansecarademokratisagendalain yangdibahasadalah:menyerukansemue
anggota PBBdapat meratifikasi, masalahTimor Timur ke Rl ditunda sampai7 kali berturut-turut dimana Bawardimandan Subagy!
ditunjuk sebagaistaf khusus.Selamadi New YorkbersamaMenlu Ali Alatas dan staf khususserta anggotatetap melakukankegiatar
denganhasil yang dicapaiadalah: Ekuinmengadakarsidangkhusus untuk komoditi utang luar negeri, aliran dana, narkotika, wanita
dalam pembangunan, pengembangan SDM di bidang Iptek, dan masalah Kamboja supaya statusnya merdeka.
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Side A Lanjutan Rapat Paripurna ke 3/1/1989-1990 Volume 2

-BidangPemerintahanmeliputi rencanapemekaranwilayah PemdaTk | Lampungdimana wilayahtingkat Il dari 4 daerahtingkat Il
menjadi 10 daerahtingkat Il, 76 Kecamatanmenjadi 229 Kecamatandan 1517 desamenjadi 2175 desa, PemerintahanKecamatar
PemilihanKepalaDesaserta program pengembangarkawasanseperti kawasanindustri yang diprogramkansecarapasti peningkatar
kesejahteraannya.

Laporan Kunjungan Kerja Komisi lll disampaikanoleh Mulyadi Jaya Negara. BerdasarkanSurat KeputusanPimpinan DPRRI
no.55/Pim/4/88-89tanggall7-7-1989dan KeputusanRapatKomisilll DPRRItelah ditetapkanuntuk membentuk Tim KunjungarKerja
Komisilll ke daerahProvinsiMaluku. TujuanTim Komisilll melakukankunjungankerja ke ProvinsiMaluku adalahuntuk melihat sejaul
mana keberhasilanpelaksanaarpembangunarhukum khususnyapenegakarhukum di daerahtersebut serta permasalaharapa yang
dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Provinsi Maluku.

Side B: Adapun hasil kunjungankerja adalh Kanwil DepartemenKehakimandimana pelaksanaarkenaikanpangkatbagi personilnye
sudahberjalandenganlancarterkecualiuntuk mutasi pegawaieselonV yangtersendatkarenamenunggukeputusandari pusatserta
belum adanyamutasi bagi hakim dan panitera kepala/paniterapenggantidi sejumlahdaerah.LembagaPemasyarakatanAmboyanc
daya tampungnyahanya 80 orang tapi kenyataannyasetiap bulan terdapat 100 -150 orang serta kondisi bangunannyayang belum
direhabilitasi.Imigrasi, yangsebagiarbesarberasaldari Belandayangmelakukankunjunganke PulauBandaMaluku Tengah Kegiatai
Poskumdu(PosHukum Terpadu)di Maluku berjalan denganlancar berkat bantuan masyarakatdan kerjasamainstansiterkait, telah
terbentuk 24 Poskumdu dan dilaksanakan setiap triwulan.

Rapat Paripurna ke
3/1/1989-1990

Rabu, 06 Septembe
1989

Suara Jela

Side A: Lanjutan. Rapat Paripurna ke 3/1/1989-1990 Volume 3

Kesimpulan dan Saran :

-Gangguarkamtibmasdi daerah Maluku selama5 tahun terakhir mengalamipeningkatankuantitasnyayang terbanyak adalahkasus
penganiayaan. Saran Komisi Ill semua kasus tersebut harus ditangani secara terpadu, mendasar dan tanpa pandang bulu.
-Pelaksanaapenegakarhukum di daerahMaluku seringmengalamihambatandiantaranyakeadaangeografisyangterdiri dari banyak
pulau, keterbatasan petugas serta sulitnya sarana dan prasarana perhubungan.

-Program pengawasandan dan pembinaan terhadap aparatur penegak hukum sangat diperlukan sehinggamampu memberikar
pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat.

-Prosegeradilanyangsecaracepat, sederhanadan biayaringanyangterjangkaukepadaseluruhlapisanmasyarakamenurut Komisilll
DPR RI dalam prakteknya tidak terlaksana sepenuhnya . Oleh karena itu dipertegas lagi semua kebijakan yang ada.
Laporankunjungankerja KomisilV yang disampaikanoleh Ir. SM. Tampubolon. Sesuaidengankeputusandewan, KomisilV terbagi
menjadi 4 Tim kunjungankerja meliputi daerah ProvinsiTimor Timur, SulawesiUtara, kalimantanBarat, dan JawaBarat. Disampin
dalam bentuk Tim para anggota Komisi IV juga melakukan kunjungan kerja perorangan. Hasil kunjungan kerjanya adalah di se
-Pertaniarsubsektortanamanpanganproduksidi daerahl. Timor Timur: makanarnpokokadalahjagungyangmerupakanhasilproduks
sendiri dan makanankedua adalah beras, akan tetapi masih harus didatangkandari luar Timor Timur, 2. SulawesiUtara : sampa
sekarangbelum swasembadgpanganberas dan kedelai namun untuk jenis panganlainnyatelah terpenuhi seperti : ubi kayu, padi,
sayuran dan buah-buahan.

-Produksiperikanandi Timor Timur masihjauh dibandingkardenganProvinsilain di Indonesia, eksploitasidari dasarlaut masihkurang
1% dari potensi yang ada dan usaha penangkapan baru bersifat tradisional yaitu menggunakan tombak.

Rapat Paripurna ke
3/1/1989-1990

Rabu, 06 Septembe
1989
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Side B:Sektor kehutanan di Sulawesi Utara terdapat hutan tetap dan kawasan hutan produksi yang menghasilkan kayu.
-Programtransmigrasidi SulawesiUtara dimulai sejaktahun 1953 sampaiakhir Pelitalll telah ditempatkan7382 KK,selamaPelita |V
programtransmigrasidititik beratkanpadatanah lokal/resattlemenatas dasarpertimbangantertentu sperti beradadi Hutan Lindung
Sedangkantransmigrasidi KalimantanBarat, pembinaanyang yang diberikan meliputi konservasilahan, rehabilitasi pemukiman
pembinaan usaha ekonomi sosial budaya, peningkatan produksi dan pemasaran.

Laporankunjungankerja KomisiV yangdisampaikaroleh Ir. H. AbdullahPuteh,BRE SesuaBuratKeputusarDPRRIN0.55/Pim/IV/199(
tanggall7-7-1989danugaberdasarkarKeputusarRapatPlenoKomisiV DPRRImakakunjungankerja KomisiV adalahDaerahlstimewg
Acehyangdi pimpin oleh lwan Danayangberabnggotakari4 orangdan kunjungankerja dimulai sejaktanggal3 s/d 14 Agustus1989.
Temuan-temuan di lapangan :

a. Sektor PekerjaanUmum : proyek-proyek pengembanganjalan, parasaranadan sarananyabanyak mengalami hambatan dan
keterlambatandikarenakarPilaryangdirekomendasikamntuk bangunanalantidakdiketemukan,sehinggavaktu lamadan biayamahal
karena menggunakan Pilar yang lebih kecil.

b. SektorPerhubungan keretaapi masihterlalu sempittata letak untuk penumpang sarangjalan dan prasarananyaudahtak berfungs
lagi dikarenakandukungananggaranmulai berkurangdan lama kelamaandukungandan perawatan kereta api sudahtidak ada lagi
sehinggak Atidak digunakanlagi. Sedangkarsektor perhubungariaut hanyadigunakanuntuk zonaindustri mengangkutndustri kimia,
pupuk, kertas, LNG sedang kan zona pertanian mengangkut hasil perkebunan dan kelapa sawit.
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4 |Side A : Lanjutan. Rapat Paripurna ke 3/1/1989-1990 Volume 4 Rapat Paripurna ke Rabu, 06 Septembe| Suara Jela
Perhubunganudara : Bandarudara Malikus Salehdibuat oleh Pertaminamemiliki aksesjalur yang bagusuntuk lintas daerahyang  3/1/198919-90 1992
posisinya 20 Km dari Loksumawe.
Kesimpulan dan Saran Komisi V :
-Ketidakseimbangarpembangunarantara kawasantimur utara dan kawasantengahbarat dan selatansehinggatimbul kecemburual
sosial.
-Masalahpemerataankesempatarberusahawalaupunbanyakterdapat proyek besarnamun masyarakatsetempatsebagaipengusabhi
swasta lokal amat sulit untuk dilibatkan karena semua dimenangkan oleh BUMN dan Perusahaan asing.
-Manajemen pengelolaan proyek selalu mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kurang matangnya perencanaan proy
-Kebijaksanaan dan pola transportasi yang terpadu.
Saran Komisi V adalah :
-Agar pemerintah menciptakan suatu pola transportasi yang terpadu.
-Pembangunarkota Lhokseumawesebagaikota modern yangberkembangdan mengusahakarkerjasamaantar sektor terkait dengar
instansi Pemerintah.
-Dalam mengembangkan keperusahaan daerah Aceh Zona perindustrian Lhokseumawe dan bandar udara dapat lebih difungsi
Laporan Kunjungan Kerja Komisi VI yang disampaikan oleh Z. Indra Kusuma.
Daerahkunjungankerja adalahProvinsiMaluku, KalimantanTengahdan KalimantanSelatan,D.l. Yogyakartedan ProvinsiJawaTengal
serta ProvinsiSumateraSelatan,LampungDan JawaBarat. Adapunmaksuddan tujuan dari kunjungankerja tersebut adalahuntuk
melaksanakariungsi pengawasarDPRdenganmelihat langsungdi lapangankhususnyéabidang energi, pertambangan,industri, tenagg
kerja dan penanaman modal.
Keadaan dan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :
Bidanglindustri: di Malukuterdapat2 pabrik kayulapisdan penggergajiaryangbahanbakunyadari Maluku, KalimantanTimur danIrian
Jaya.
SideB: Lanjutan.Bidangpertambangandan energidi Maluku; Pertaminadepot Ambonmengalamipermintaanyangmeningkatkarene
banyaknelayanyangsudahmenggunakamperahumesin.Permasalaharyangterjadi adalahsumberbahanbakarlain selainbahanbakatr
minyak masih belum dimanfaatkan.Perkembangaristrik di KalimantanTengahterdapat 75 buah PLTDhal ini menyebabkardaerat
tersebut mengalamikerugian.Daerahlstimewa Yogyakartaerdapat program peningkatanpelayanan efisiensi,pemasarandan mutu
keandalan Penambangan Batu Bara di Bukit Asam mengalaml peningkatan dengan kualitas yang baik setiap tahunnya.
5 Rapat Panpurna ke 3/I/198919 90 Rapat Paripurna ke Kamis, 04 Januari| Suara jelas
Side A; Tidak ada suara 3/1/198919-90 1990
Side B : Tidak ada suara
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Rapat Paripurna ke 11/111/1989-1990 Volume 1 dan 3

SideA : RapatParipurnapembukaanmasapersidanganll tahun sidang1989-1990sesuaiketentuantata tertib pasal96 ayat 3 rapat
dinyatakanterbukauntuk umum. Sebagabagiandari pelaksanaafRepelitaV RAPBNL990-1991mempunyaiarti yangpenting bagidalam
rangkamemantapkarkerangkapembangunamasional DisampingnembahasRAPBNDPRuga membahasRUUyangtelah disampaikal
ke Pemerintahyaitu: RUUKonservasSumberDayaAlamHayatidan Ekosistemnyaerta RUUwajib serahsimpankaryacetakdankarya
rekam,sedangkarRUUtentang pembentukanDaerahTingkatll Halmaheral engaldan RUUtentang SussunaPemerintaharDKIJakarte
masih menunggurapat musyawarahyang akan datang. Amanat PresidenSoehartodalam menyampaikarNota Keuangandan RAPBI
1990-1991:

-Jadwal penyampaian RAPBN kepada DPR RI terjadwal setiap minggu pertama bulan Januari

-Pelita IV dan V merupakan sebuah kerangka landasan pembangunan, Pelita VI implementasinya (era tinggal Landas).

SideB: Tahun1989terjadi banyakkecelakaardi instansiperminyakansehinggamenimbulkanpergolakanperekonomianPerkembanga
yang terjadi di skala Internasional (dibawah OPEC)menimbulkan perubahan harga perminyakan diberbagai negara. Atas dasal
kemungkinan yang terjadi, Pemerintah menentukan harga minyak pada RAPBN 1990-1991 sebesar 16,5US/barell.
-Penerimaardiluar migasdiperkirakannaik 25%sedangkarpenerimaanliainnyaadalahpenerimaanpembangunaryangberasaldariluar
negeri yang terdiri dari bantuan program dan program proyek.

-Belanjapegawaimeliputi pembayarangaji PNSdiantaranyakenaikangaji PNSsebesar10%, dan untuk anggaranrutindipergunakai
untuk subsidi BBM dan anggaran untuk pembangunan naik 23%.

Rapat Paripurna ke
11/111/1989-1990

Kamis, 04 Januari
1990

Suara jelag

Rapat Paripurna ke 11/111/1989-1990

Side A : Lanjutan. Persiapanmenghadapiera globalisasidampak dari perkembanganteknologi informasi dari segalaaspek. Laju
pertumbuhanekonomi dalam RepelitalV sudah mengalamipeningkatanterutama dalam sektor non migas. Disampingdari sumbet
keuangannegaramelalui anggaranpembangunanyang semakinmeningkatdari tahun ke tahun. Perkembangarekonomi, stabilitag
nasionalserta kebijakanekonomi telah terus mendorongpara penanammodal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Upayg¢
peningkatanpertumbuhanekonomiyang cukup tinggi dan pemantapanstabilitas nasionalyang dinamisakanterus ditingkatkanpada
PelitaV tahun ke dua ini agartrilogi pembangunardapat terwujud ke arah yanglebih baik.Koperasmerupakansalahsatun prasarang
penunjang perekonomian masih banyak yang harus dibenahi agar dapat berfungsi maksimal sehinggamenjadi sebuah kekuatar|
perekonomian nasional. Penyusunan RAPBN 1990-1991 tetap mempertahankan prinsip anggaran berimbang yang dinamis.
SideB : Lanjutan.Pembangunarsub sektor transmigrasimerupakansektor yangmemberikanperananpenting juga dalam pemerataar
pembangunansektor pemukimandan perumahanrakyatjuga besarperanannyadalam meningkatkarkesejahteraarrakyat, salahsatu
programnya adalah penyediaanair bersih. Sektor aparatur pemerintah salah satu programnyaadalah penyempurnaanaparatur
pemerintah dan meningkatkan pengawasannya.

Rapat Paripurna ke
11/11/1989-1990

Kamis,11 Januari
1990

Suara jelas
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Rapat Paripurna ke 12/11119/1989-1990 Volume 1

SideA : Penyampaiarpokok-pokokpikiran KomisiAPBNatas RUUAPBN1990-1991serta Nota Keuangardan laporan hasil-hasirapat
kerja pembicaraanpendahuluanyang disampaikanoleh Ketua Komisi APBNDrs. H. Muhammad Murni. Hasil-hasilpembicaraal
Pendahuluan RAPBN 1990-1991 yaitu : Masa persidangan | Agustus s/d Oktober aspirasi rakyat telah disalurkan kepada Kom
sampaipadaKomisiAPBNdan hasil-hasilpembicaraarpendahuluandari Komisi-komistersebut telah tersampaikanpada KomisiAPBN
dan dibahasoleh Menteri Keuangaryangselanjutnyadibawa ke RapatKerjaMenteri KeuangardenganKomisiAPBNyangmembaha
sejumlahRAPBNuntuk tahun 1990-1991termasuk didalamnyasaran-sarardan masukanpara fraksi tentang aspirasirakyat tersebut,
dan padabulan Novemberdibahaslaporansmesterl dan pradiagnosasmesterll gunamemberikananggarantahun berjalananggarai
tahun berikutnya.

SideB : Lanjutan.Pengeluarardan PenerimaarNegaradalam RAPBNL990-1991adalah: Penerimaardalam negerinaik 25%meliputi
penerimaanmigasdan non migas kebijakanekonomidiluar migasbertujuanuntuk mendorongperekonomianmembatasimpor barang
mewah, merangsangekonomilemah, dan membukalapangankerja. Penerimaanpembangunandalam hal bantuan luar negerilebih
sedikit jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran rutin naik 13% dari sebelumnya karena digunakan untuk [
bungacicilanpinjamanluar negeridan subsidiBBM. Pengeluararpembangunamaik 23,6%dan alokasidiberikanuntuk pembangunal
nrasarana dasar vann meniiniann nemhanaiinan eknnomi_nennemhananan SDM dan nemeliharaan fisik

Rapat Paripurna ke
13/111/1989-1990

Senin,15 Januari
1990

Suara jelag

Rapat Paripurna ke 13/111/1989-1990 Volume 1

SideA : RapatParipurnakali ini adalahmelakukanpembahasamengenaipemandangarumum para anggotatentang RUUAPBNahun
anggaranl990-1991denganpara pembicaraadalah: Ir. Indra BambangUtoyo dari FKP Sri Sukarto dari FABRIDrs. H. Bunyamin
Mattaliti dari FPPdan AbersonMarley Sihaloho dari FPDI.Pembicara-ladalah:Ir. Indra BambangUtoyo dari FKPmengemukaka
bahwa :APBNtahun anggaran1990-1991harus ditetapkan denganUndang-undandarenahal ini merupakanisyarat tanggungjawal
pelaksanaarpembangunamasionalyang dituangkandalam GBHNdan Repelitamerupakanmerupakantanggungjawalkonstitusiona|
antaraDPRdan Pemerintah RepelitaV sebagatahap penutup pembangunanangkapanjangmerupakanarahpemantapankerangkdaju
pembangunanagar bangsalndonesia dapat memasuki proses tinggal landas dalam rangka pembangunannasional tahap 1. FKH
sependapatdengangagasarPresidenSoehartodalampolitical willnya dimanadalam perusahaan-perusahaaswastaharusdimasukkal
semangat koperasi sehingga pada gilirannya akan terwujud arah kekeluargaan.

SideB : Pembicarake-2: Sri Suharto dari FABRmengemukakarpemandangarumumnyaterhadap Nota Keuangardan RUUtentang
RAPBNahun anggaranl990-1991adalahldeologibangsatercermin dalam perkembanganpolitik dalamarti luasdimanasemuaaspek
yang mendukungsistem politik merupakancermin dari ideologi nasionalyaitu PancasilaPembangunamasionaldi Indonesiatelah
mencakup beberapa dimensinyang dituntut oleh berbagai ideologi dimana telah mencakup pula dimensi kemanusiaan dan keay

Rapat Paripurna ke
13/111/1989-1990

Senin,15 Januari
1990

Suara jelas
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Rapat Paripurna ke 13/111/1989-1990

SideA : Lanjutan.FABRtetap mempertahankarpendapatPemerintahmengenaiprinsip anggararnberimbangdan dinamisyangsecare
substansialdari RAPBNadalah merupakan: Komitmen Pemerintahuntuk mengusahakarpembangunanyang menyeluruhterutama
kepentingarkelompokyanglemahdan daerah-daeraherpencil sertaterbelakang Membangunsuatuinteraksiyangsemakinmeningka;
antara keberhasilanpembangunanekonomi, perluasanpendidikandan kesadaranperan serta masyarakatdalam demokrasi.Secar:
umum angka-angkadalam RAPBNahun anggaran1990-1991mencerminkanperbaikanekonomi rakyat Indonesiayang mapandan
prospek lebih baik. Tertib penerimaannegara menunjukkankeadaanekonomi yang lebih sehat dan yang lebih menguat terhadag
penerimaansektor non migas. TabunganPemerintahtahun anggaran1990-1991meningkatdan mendudukiposisi30,4%dari seluruh
pengeluararmpembangunanPembangunaryangberasaldari pinjamanluar negerisedikitberkurangdari tahun yangsedangberjalan.Dan
pengeluaranpembangunanmeningkat 24% dibanding pada tahun 1989-1990sehinggadapat mendorong kearah yang lebih besai
terhadap kegiatan pembangunan.

Side B : Lanjutan. Pemandangan umum dari FPP yang disampaik@ileh Bunyamin Mattalitiadalah sebagai berikut :

- FPP sependapat dengan Pemerintah bhw Repelita V sangat strategis karena menentukan keberhasilan pembangunann berik
-Meningkatkan dan memantapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanpembangunan juga menmengembantugas dan
tanggungjawab.

-PrioritaspembangunarRepelitaV adalahmeningkatkarkecerdasarbangsadan taraf hidup masyarakasertakesejahteraaimasyaraka
yang semakin adil dan merata.

Rapat Paripurna ke
11/111/1989-1990

Senin,15 Januari
1990

Suara jelag

11

Rapat Paripurna ke 13/111/1989-1990 Volume 3

Pemandangaumum FPDlyangdisampaikanoleh AbersonMarley Sihaloho : RUUtentang RAPBNL990-1991diproyeksikankepadg
hargaminyak dunia dan ekspornon migasyangkini lebih ditingkatkan.Dalamhubunganperdagangariuar negeri denganperubahar
ekonomi global yang ditandai dengankemunculannyadi berbagainegara perusahaanmulti corporate maka pendekatannyaadalal
secaraefektif yaitu memanfaatkarpeluangyangsekaligugantanganbagipemerintah. Tanggapamengenaikerangkaandasardibidanc
politik yangtelah banyakmengalamikemajuanantara lain telah diberlakukannya UU di era pembangunarpolitik yaitu sejauhmang
Pemerintahmerencanakardan melaksanakarprogram pembangunandibidang politik dan berapa besaranggaranyang dialokasikal
pada RAPBN 1990-1991 bagi kekuatan organisasi sosial politik.

SideB: Lanjutan.Penerimaarmmigaspadatahun 1990-1991mengalamikenaikan37%denganproyeksidari tahun berjalansekarangni,
pinjaman luar negeri dimana Bank Dunia beserta negara-negarapendonor berusaha mengalihkan pinjaman ke negara-negar
berkembangdainnya.Penerimaardari pajakmengalamikenaikanl,7%.FPDkependapatdenganPemerintahuntuk menaikkangaji PN
dan pensiunan serta anggota ABRI yang mengacu sepenuhnya terhadap efisiensi, efektifitas dan peningkatan produksi kerja.

Rapat Paripurna ke
13/111/1989-1990

Senin,15 Januari
1990

Suara jelas

12

Rapat Paripurna ke 13/111/1989-1990 Volume 4

SideA : Lanjutan.Pemerintahmengatakanbahwa ketahananekonomi Indonesiatelah mengalamipeningkatansejak dikeluarkannyi
paket kebijaksanaarderegulasidan debirokratisasidalam beberapatahun ini. Asumsibahwaini akanberlanjut/berjalanterus selamg
tahun 1990-1991makapeningkatanekspor,impor dan jasadalamtahun 1990-1991diperkirakanmemadaisehinggaransaksiberjalar
dapat dikendalikan.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
13/111/1989-1990

Senin,15 Januari
1990

Suara jelas
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13

Rapat Paripurna ke 13/111/1989-1990 Volume 1

SideA : Pemndangarumum yangdisampaikaroleh G. Hartanto Sunaryodari FABRJaitu : tinjauan ataslintas sektoral RAPBNahun
1990-1991RepelitaV tahun ke 2 ditandai denganprioritas-prioritasyanglebih dipertajam. FABRImendukungsikap Pemerintahyanc
telah menentukankebijaksanaamenaikkananggararbelanjabaikanggararrutin maupunanggararpembangunanBerdasarkaiRAPBI
tahun 1990-1991bahwarencanaanggarardibidangpembangunamaik sekitar16,4%-65,9%intuk sektortenagakerjadantransmigrasi
sektor pertaniandan pengairandimanapembangunarpertaniansesuaidenganGBHNL988telah ditetapkanadalahuntuk memantapkat
dan meningkatkarswa sembadapanganyangdiarahkanuntuk menghasilkarproduksidesadan kota pertaniandenganlangkah-langka
diversifikasi,ekstensifikasdan rehabilitasiserta intensifikasipertanian. Untuk sektor pendidikanditetapkanwaijib belajar 9 tahunserte
pemerataan pembangunan sarana pendidikan terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal.

SideB : Lanjutan.Pemandangaimum yangdisampaikaroleh Ir. Niken Tarimasdiyono dari FKPyangpadaumumnyalebih menyoroti
pembangunarlintas sektoral yaitu : Sektor Hankamnasyang ditujukan untuk memeliharakemampuandan kekuatanyangdiperlukar
untuk memelihara stabilitas keamanan nasional dan untuk menghadapi ancaman dimasa datang yang dapat membahayaka|
keselamatanbangsadan negara. Sektor pembangunandaerah, desa dan kota denganprinsip pemerataanpembangunandan hasil-
hasilnyake seluruhtanah air sesuaidengantrilogi pembangunanDanRUUPemekararDaerahKabupaterHalmaheraJtara agarsegerg
di sahkan menjadi UU.

Rapat Paripurna ke
14/111/1989-1990

Selasa,16 Januari
1990

Suara jelag

14

Rapat Paripurna ke 13/111/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutan.Untuk sektor pendidikanwaijib belajar 9 tahun berupa perintisanwajib belajar yang didukungdenganpembangunal
fasilitasgedungSMP470 buahdi seluruhwilayahIndonesia sedangsektoragamasejakRepelitalll s/d IV telah menunjukkanhasil-hasi
yangmenggembirakamamun masihdirasakankurangnyaguru agamadi sekolah-sekolalmulai TK,SDs/d PerguruanTinggi.Dibidang
Iptek faktor yang amat penting denganapa yang disebut dengannilai tambah sumber dayaalam, SDM, realisasidan pengembanga
masyarakatindustri yang ditunjang dengan pertanian yang tangguh memerlukan pengetahuandan teknologi dimana anggaranny
meningkat 45,5% dibanding dengan anggaran yang sedang berjalan.

SideB: Lanjutan.Pemandangammum yangdisampaikaroleh H. MohamadHartono, BAdari FPPyangmenyoroti RUUtentang RAPB]
tahun 1990-1991mengalamikenaikansebesarl4,7%dibandingkandenganAPBN1989-1990,dimana komponen-komponeranggaral
1990-1991berasaldari Penerimaamegarayangberasaldari penerimaandalamnegeri,penerimaandari PajakPenghasilarfPPH) Pajak
PertambaharNilai (PPN)dan penerimaandari PajakBumidan BangunanPBB).Pemberdayaasumberdayaalam seperti Hutan Tropi
Basahyangdimiliki oleh Indonesiadimana sekarangini kurangmendapatperhatiandari pemerintahmengenaikelestariannyakareng
Hutan Tropis Basah yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia.

Rapat Paripurna ke
14/111/1989-1990

Selasa,16 Januari
1990

Suara jelas
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Rapat Paripurna ke 13/111/1989-1990 Volume 3

SideA : Lanjutan.Penerimaarcukaitembakaudalam RAPBNL990-1991mengalamikenaikansebesarRkRp 380,93 Milyar, sementaraitu
mulai bulan Januaridi pasaransudahmulai adakenaikanhargarokok tertentu sedangkarhargacengkehdantembakauyangdiproduks
petani harganyacenderungmenurun.Untuk subsidiBBMapabilapadatahun 1989-199tidak dianggarkaradanyasu. DalamRAPBMNidi
BBMtetapi dianggarkaradanyapenerimaandari hasil penjualanBBMdisebabkakarenapemerintahtelah menentukanpatokanharge
minyaksebesarl4 U$ /barell. DalamRAPBN.990-1991telah dianggarkaradanyasubsidiBBMjutan.denganasumsihargaminyakbumi
sepertisekarangni makasudahbarangtentu subsidiBBMtahun 1990-1991akanterus meningkat,namundemikianFPPmengharapka
agarhargajual BBMdalamnegeritidak mengalamikenaikanmengingatdampaknyasangatluas terhadap penentuankomponenharge
dan tarif.

SideB: Lanjutan.Sektorpertaniandan pengairanmendapatalokasianggararsebesamRp2, 391,6trilyun dalamtahun 1990-1991dengar
sasaranuntuk meningkatkanpendapatanrakyat pedesaanmemperluaslapangankerja dan mengurangijumlah penduduk desayang
hidup dibawah garis kemiskinan untuk mendukung industrialisasi dan mempertahankan swa sembada pangan khususnya beraj

Rapat Paripurna ke
14/111/1989-1990

Selasa,16 Januari
1990

Suara jelag

16

Rapat Paripurna ke 13/111/89-90 Volume 4

SideA : Lanjutan.Sektorkesehatankesejahteraamakyat, perananwanita, kependudukardan KeluargaBerencanalalamRAPBNahun
1990-1991anggaranpembangunansektor ini direncanakanberjumlah sebesarRp 591,7 Milyar. Berdasarkanrencana penggunaa
alokasidanasub sektor kesehatarakandigunakanbagipeningkatanmutu dan perluasanjangkauarnpelayanarkesehatandasar.Bertitik
tolak dari pembangunarsosialuntuk mengurangidan mencegahkesenjangarsosialbaik sosialekonomi, budaya,fisik maupunmental
maka kebijakan pola penanganan harus mengalami perbaikan yang mendasar.

SideB : Lanjutan.Untuk penanamarmodal sesuaidenganapayangditargetkanPemerintahmakadidalamPelitaV ini diharapkanadanye
investasiswastasebesarRp 131,5 Trilyun yang berarti rata-rata Rp 26,3 Trilyun/th. kalau melihat persetujuanyang dikeluarkanoleh
BKPMs/d Desember1989 makauntuk PMDNmencapaiRp 19,59 Trilyundan untuk PMAU$ 4,53 milyar yangberarti target rata-rata
penanamarmodal Rp26,5 Trilyun/th dapat dicapai.FPDImenilai bahwagagasarini merupakankonsepsiyangamat baik sehingga=PD,
serta merta memberikandukunganpolitik yangkuat terhadappelaksanaargagasartersebut, lebih dari mitu FPDIberpendapatbahwa
mengingatstrategisnyagagasarini dalam pelaksanaarps 33 UUD'45makagagasarnini harus diberi landasanhukum yang kuat agatr
semuapihakterikat danwajib melaksanakanBahwaBUMNadalahmilik negaramakatidak dibenarkanadanyapemikiranuntuk menjual
saham BUMN baik secara keseluruhan maupun lewat pasar modal.

Rapat Paripurna ke
14/111/89-90

Rapat Paripurna ke
14/111/89-90 Volume
2

Suara jelas
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17

Rapat Paripurna ke 14/111/1989-1990 Volume |

Side A : Sidang membahas tentang laporan hasil kunjungan kerja dari masing-masing Komisi antara lain :

-KomisiV yang disampaikanoleh AM Thamrin; SesuaidenganSurateputusanPimpinanDPRno: 18/Pim/2/1989tgl 11-12-1989dan
KeputusarRapatKomisiV DPRRItanggall5-12-198%KomisiV malakukarkunjungankerja ke daerahPropinsiTingkatl SulawesBelatar
dan Sulawesi Tenggara. Maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk melihat secara langsung hasil pelaksanaa
pembangunankhususnydibidang perhubungandan pekerjaan umum, pariwisata pos dan telekomunikasiserta perumahanrakyat
besertapermasalahannyakunjungarkerja dilaksanakampadatanggall8 s/d 24 Desember1 989. Daerahtujuan dari kunjungankerjake
Propinsi SulawesiTenggaraadalah Pulau Buton sebagaipenghasilaspal karena merupakankekayaanhasil bumi Indonesia.Bidang
pekerjaanumum antara lain : proyek bendunganserbagunaBili-Bili yang digunakansebagaipusat drainasekota Ujung Pandangdan
untuk penampungarair bersihuntuk kepentinganrumah tangga,industri, suplaiair minum, irigasi,pembangkittenagalistrik, pariwisate
dan perikanan.Pembangunaiproyek IrigasiSadangViaraso.Proyelpembangunarjalantol di KotamadyaJjungPandanchinggamenuju
pelabuhanMakasar sepanjang3.5km serta pembangunanjalan ruas mamuju batas Sulawesitengah yang akan menghubungkar?
Propinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi tengah sepanjang 334km.

SideB: Lanjutan.Bidangpariwisatayaitu kampanyesadarwisatadengansaptapesonanygperlu digalakkarterus meneruspadaseluruh
lapisanmasyarakatgartertarik danturut berpartisipasiagardapatdapatmengembangkampotensipariwisatayangterdapatdi Sulawes
Selatan.

Rapat Paripurna ke
14/111/1989-1990

Selasa, 23 Januar
1990

Suara jelag

18

Rapat Paripurna ke 14/111/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutan.PN.KertasPadalarangerdiri padatahun 1961 yangdibentuk berdasarkariJU No.30.Padapabrik tersebut tersedia3
buahmesinmasing-masingnesinl dipasangpadatahun 1923dengankapasitas2700ton/tahun yangdapatmemproduksiberbagaienis
kertasyangtebalnyaantara 60 s/d 229gr, mesinke 2 dipasangpadatahun 1931 dengankapasitaskertas 1800 ton/tahun yangdapat
memproduksijenis kertas 26 s/d 80 gr dan mesinke 3 dipasangpadatahun 1975 dapat memproduksikertas 3000 ton/tahun dengar|
ukuran23 s/d 32 gr. Bahanbaku utama pembuatankertasadalahmerang,pulp, kayudan bahanlainnyadan untuk pulp masihdiimpor,
dari luar negeri. Padatahun 1973 penambahanmesin baru dengan kapasitas5000 ton/hari menjadi 8000 ton/hari dan untuk
pengembangan jangka panjang dalam rangka pembuatan kertas-kertas tipis doorslag.

SideB : Lanjutan.Kunjungarkerja Tim padatanggal18 Desember1989terdiri dari; H. Ipik Asmasubrata sebagaiketua denganpara
anggotaadalah: SusatyoMadi, BagusSasmito,Supomo,Said Abas,Drs.Zamhari,AzmiPerkasaAlam, Azim Zahid, Suparman,HM.
AmshariSyam,Puji Santosodan Heru Pradipta. Yangmenjadipokok bahasarkunjungankerjaadalahbidangHankam,Ekonomi,Soaia
Budaya dan Penerangan

Rapat Paripurna ke
14/111/1989-1990

Selasa, 23 Januar
1990

Suara jelas
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Rapat Paripurna ke 14/111/1989-1990 Volume 3

SideA : Lanjutan.Jurubicara Komisill Hartini SusiloWahidi mengemukakarbahwa dasardari pelaksanaarkunjungankerja Komisill
adalahKeputusanPimpinanDPRNo0.17/Pimp/I1/1989-1990T opikpembahasammengenaipelaksanaamtonomi daerah,yangmanasifat
dari pelaksanaamtonomi daerahmenurut pasal7 UUNo.5/1974adalahmerupakanhak, wewenang dan kewajibansuatudaerahuntuk
mengatur dan mengurusrumah tangganyasendiri secaranyata dan bertanggungjawabdalam kerangkanegara kesatuanRI yang
tergantungpada 3 hal yaitu : 1. Kemampuaraparatur Pemerintahyang ada pada daerahtingkat Il untuk melaksanakariugas-tuga;
pemerintahandan pembangunan.2. Tersedianyasumber daya dan potensi untuk dikembangkanbaik sumber daya alam maupur
manusia dan budaya agar dapat memperoleh penghasilanuntuk membiayai pembangunandi Pemerintahandan Daerah. 3. Polg
hubungan di pusat dan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah.

SideB: Lanjutan.Bidangperhubungardarat : dalamrangkamewujudkankesepakatarGubernurKDHseKalimantan PemerintahDaerat
Tingkat!| se Kalimantantelah membuat program pembangunandan peningkatanjalan lintas KalimantanPoros Selatan.Untuk tahun
anggaranl990/1991direncanakarkegiatanlanjutan peningkatandan pemeliharaarruas-ruagalantersebutdiatasmelaluisumberdanag
APBN. Laporanjuru bicara Komisilll yangdisampaikanoleh Abu Bakar,SH,bahwatujuan kunjungankerja ke Lampungadalahuntuk
melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan hukum didaerah tersebut.

Rapat Paripurna ke
14/111/1989-1990

Selasa, 23 Januar
1990

Suara jelag

20

Rapat Paripurna ke 14/111/1989-1990 Volume 4

SideA : Lanjutan.LembagaPemasyarakataiMetro dengankapasitas250 orangpadasaatini berisi 133 orang Narapidanadan 65 orang
tahanan,gedunglembagapemasyarakatannyaedangdirehabilitasiterutama meninggikaratap 4m gunaterhindarnyaparanarapidan:
yang mencobauntuk melarikandiri. Jumlahpegawailembagapemasyarakatam6 orang termasuk petugaskeamanan.Maslahyanc
merupakanhambatanadalah bea makan dan lauk pauk narapidanakarena pada tahun anggaran1989-1990hanya bisa dibayarkar,
selama 9 bulan sehingga masih ada tunggakan sekitar 3 bulan.

SideB: Lanjutan. JurubicaraKomisilV : R.Wijaya Nata Kusumah, mengemukakatahwawilayahyangmenjadilokuskunjungankerja
KomisilV adalah: daerahtingkat | DKIJakartaRaya,JawaBarat, JawaTengah,dan JawaTimur yangdititik beratkanpadaKonservag
SumberAlam Hayati dan Ekosistemnyayang tidak mengabaikantugas-tugasbidang lain dalam lingkup tugas KomisilV DPRRIyang
dilaksanakanpada tanggal 18 s/d 23 Desember1989 dengan obyek yang dikunjungi adalah ruang lingkup DepartemenPertanian
Kehutanan, dan Transmigrasi.

BidangPertanian: Subsektor pertanian penampangardi wilayah DKl Jakartahasil produksipertaniandari areal seluas3067hatelah
menghasilkargabahkering giling dan sayuran.Untuk wilayah JawaBaratyaitu di Serangdan Pendeglangelah berhsil mencapaiswa
sembadaberas, untuk wilayah JawaTengahjuga telah berhasilmencapaiswa sembadaberas. Sub sektor Perikanan: di DKlJakarte
pengelolaanperikanantradisional Muara Angke JakartaUtara yang semula merupakankawasankumuh kini telah berubah menjadi
kawasarnyangpatut dibanggakarsetelahdibenahisebagaproyekyangdikelolaoleh PemdaDKIJayadi JawaBaratyaitu di Penjambet
Labuan dikembangkan proyek pengembangan udang.

Rapat Paripurna ke
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21 [Rapat Paripurna ke 14/111/1989-1990 Volume 5 Rapat Paripurna k¢ Selasa, 23 Januar| Suara jelas
SideA : Lanjutan.Di JawaTengahPekalongamproyek pengembangafPelabuharNusantaramengalamiperkembangaryangcukupbesal|  15/111/1989-1990 1990
dimanaproduksiikan dewasaini meningkathinggamencapail50ton/hari yanghasiltangkapannyaidak kurangdari 400 kapal. Sektol
transmigrasi;realisai program transmigrasiDKI Jakartatahun 1989/1990s/d bulan November1989 baru mencapai30% dari jumlah
sasararprogramsebanyakl240KK .Masihrendahnyarealisasiprogramfisik ini menurut hematKomisilV DPRRIdisebabkaroleh kondis|
kependudukardalamhal keterampilannyayangyangberbedadibandingdaerahpengirimanlainnya.Olehkarenaitu perlu pengangana,
program proyek denganpola networking planning project yang tepat dan terencanayangtepat dan terencanadenganperhitungar
kondisi pendukungmasalahyangmungkintimbul dankoordinasidengandaerahpenerimadan masalah-masalaketerlambatanproyek
dapat dihindari.
Side B : Tidak ada suara

22 |Rapat Paripurna ke 15/111/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurna ke Rabu, 24 Januari | Suara jelag

SideA : Laporankunjungankerja Komisi-komisselamamasaresespersidangarke Il tahun sidang1989/1990yanglalu. Adapunjuru
bicara yang akan menyampaikan laporan kunjungan kerja Komisi-komisi adalah sebagai berikut :

Komisi IX - H. Ali Tamin, SH

Komisi X : Drs. Popo Sonata Harun

Komisi APBN : Maskan Sajarwo, SH

Komisi VII : Drs. Abdul Munir

Komisi VIl : Ny Nani Dading Kalbuadi

JurubicaraKomisilX Ali Tamin, SH melaporkanbahwadaerah-daeratyangdikunjungiadalahJambi,Jateng,Jabar,Sumbar,DIY Jatim,
Bali, NTT,Sulsel Kaltim, Sulut, Maluku dan Irian Jaya.Dasarpelaksanaarkunjungankerja adalahKeputusarBadanMusyawarahDPRR]
tanggal30-11-1989 SuratKeputusanPimpinanDPRRINo.17 dan 18/Pim/11/1989-1990tanggall1-12-1989%dan SuratKeputusarRapa
PlenoKomisilX DPRRItanggal5-12-1989.Tujuandari kunjungankerjaini adalahuntuk memantauperkembangardan hasilyangtelah
dicapai oleh daerah-daerahyang dikunjungi dalam bidang pendidikan, kebudayaan,agama, pemuda dan olah raga serta untuk
memperolehmasukanberupa data dan informasi sebagaibahan analisadalam membuat penilaianterhadap pelaksanaarperaturan
perundang-undangan program-program pemerintah berdasarkan GBHN 1988 dan Repelita ke V.

SideB : Lanjutan.Juru bicara KomisiX Drs. Popo Sonata Harun, melaporkanbahwa tema kunjungankerja KomisiX kali ini adalal
Konservasiahandalamrangkapelaksanaampembangunaryangberwawasaringkungan Atasdasartema tersebut KomisiX melakukar,
kegiatanuntuk memantaumasalahyang menyangkut: Rencanapembangunandaerah, Kependudukardan lingkunganhidu, Peranal
perguruan tinggi dalam pengembangan Iptek dan penelitian, dan Per statistikan

15/111/1989-1990

1990
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23

Rapat Paripurna ke 15/111/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutan.Drs.PopoSonataHarun, KonservassumberdayaalamselamaPelitaV telah berhasildilaksanakamenganmelakukar
konservasididalamdan diluar kawasankonservasidengancara-carapembinaanhutan, pembangunartaman nasionalpengembangal
wisataalam, pembinaanpencintaalam, monitoringdampaklingkungansertaperlindungandan pengamanarhutan. Namunkarenadang
terbatas pelaksanaan konservasi tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

SideB : Lanjutan.Kesimpulan Terobosanpembangunardaerahyangdilakukanoleh PemdaSumbardenganManunggalSakatotelah
menunjukkan hasil yang menggembirakan,sekiranya perlu mendapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam seg
pendanaannyaAnggararrutin yangbelum mencukupiperlu mendapatperhatiandari pemerintahdan dalamrangkapenerimaandaerat
dari sektor perpajakarmakaperlu diadakanpembenaharterutam pajakBumiBangunaryangmasihmenggunakamlatatahun 1970yanc

sudahtidak relevanlagi. Proyek-proyekyangterkena penjadwalanulangperlumendapatperhatiankhususyangkiranyadapat dibiaya
nlah ADRNI

Rapat Paripurna ke
15/111/1989-1990

Rabu, 24 Januari
1990

Suara jelag

24

Rapat Paripurna ke 15/111/1989-1990 Volume 3

SideA : Lanjutan.LaporanKomisiVIl oleh Abdul Munir melaporkanbahwaKomisVIl melakukankunjungankerja ke PropinsiSulawes
tengahyangberlangsunglari tanggall7 s/d 23 Desemberl989 dengansusunananggotatim terdiri dari; 7 orangdari FKP2 orangdari
FABRI1 OrangFPP 1 orangdari FPDlyangdipimpin oleh Ny Hj. SisiHerawatiHadiwitarto dari FKP Adapuntema dari kunjungankerja
adalah: Mengusahakarterumuskannyademokrasiekonomi dalam rangka sistem ekonomi nasional yang berdasarkanPancasiladan
UUD'45 dengan sub tema antara lain

a. Kebijaksanaamleregulasidan debirokratisasihendaknyatetap tertumpu pada pelaksanaartrilogi pembangunardengantitik berat
pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

b. menjadikan komoditi andalan sebagai keunggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani produsen.

SideB : Lanjutan.Kesimpularyaitu : Penerimaamegaradari sektor perpajakanbaik PPHmaupun PPN3 tahun terakhir ini meningka;
walaupundalamjumlahyangrelatif kecil. Penerimaamegaradari PajakBumiBangunarbelum mencapaitarget bahkanmenurunsekital
10%. PendapatanAsli Daerah(PAD)menyumbangl?7,3 % terhadap APBDmenurun menjadi 10,7%pada tahun 1989. Pengembanga
usaha golongan ekonomi masih lambat walaupun telah dilakukan upaya untuk meningkatkannya pada tahun-tahun yang lalu.

Rapat Paripurna ke
14/111/1989-1990

Rabu, 24 Januari
1990

Suara jelas

25

Rapat Paripurna ke 14/111/1989-1990 Volume 4

SideA : Lanjutan.LaporanKomisiVlllyangdisampaikaroleh Ny. NaniDadingKalbuadimelaporkanbahwamateri yangditinjau di daerak
meliputi :

-Bidang kesehatan : air bersih pedesaan, penggunaan obat generik, rumah sakit, puskesmas dan Perum Husada Bhakti.
-Bidangsosial : karangtaruna Iposos (ideologi, politik, dan sosial), setgasos,penyantunandan pengentasanfakir miskin, proyek
pemugaran perumahan pedesaan terpadu, program bantuan korban bencana alam dan pemukiman desa nelayan.

-Bidang urusan peranan wanita : PKK, peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS), tenaga K
-Bidang KB :Pos Yandu dan upaya peningkatan pendapatan keluarga dan aseptor.

SideB: Lanjutan.Berdasarkampengamatartim KomisiVIlldi lapanganhambatanprogramKBdisebabkarantaralain: masihadanyarasa
engganpemasangaralat kontrasepsispiral yang dilaksanakaroleh dokter laki-laki, tingkat pendidikanyang masihrendah terutama di
pedesaantingkat kesehatamrmasyarakatyangmasihperlu ditingkatkan.Sehinggaintuk mengatashambatan-hambatartersebutdalam
PelitaV ini ditetapkan5 jurus prioritas pemantapansebagastrategioperasionaprogramtersebutantaralain : pemerataanPeningkatal
Kwalitas, Peningkatan Kemandirian, Peningkatan Peran Generasi Muda, dan Pemantapan Lini Lapangan.

Rapat Paripurna ke
15/111/1989-1990

Rabu, 24 Januari
1990

Suara jelas
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26

Rapat Paripurna ke 15/111/1989-1990 Volume 1

Side A : Jawabandan tanggapanPemerintahterhadap pemandanganumum DPRRI mengenaiNota Keuangandan RAPBNahun
1990/1991.APBNharusditetapkandenganundang-undangleh karenaitu ketetapandan pelaksanaaAPBNmerupakantanggungjawal
konstitusional DPRbersamadengan Pemerintah, untuk itu segalapandangandan tanggapanatas RAPBN1990/1991 merupakar
masukanyang sangatberhargadan sekaligusmerupakanwahana didalam menyatukanpola pikir antara DPRdan Pemerintahguna
melanjutkan pembangunanbagi tercapainya sasaran-sasararyang ditetapkan dalam Repelita V, karena dengan terlaksananyi
pembangunamasionalselamalebih 20 tahun hinggamemasukitahun ke 2 RepelitaV telah berhasilmencapaibaba baru diberbaga|
bidang ekonomi.

SideB : Lanjutan.Sistempenggajiaruntuk PNS ABRIdan pensiunansertaisahauntuk meningkatkanproduktifitas pegawai.Pemerinta
berpendapatbahwapeningkatankesejahteraarmpegawaiperlu mendapatperhatiandan upayapeningkatandisiplin, produktivitaskerja,

nficinnei _Aan nannintaan anaratiir namarintah vinna hareih dAan haraiihawin

Rapat Paripurna ke
15/111/1989-1990

Kamis, 25 Januari
1990

Suara jelag

27

Rapat Paripurna ke 15/111/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutan.Bahwauangdalammasyarakaberfungsiuntuk melancarkarpertukaranbarangdan jasadiantaraanggotamasyarakal
Dalamhal ini jumlahnyaharusdijagadengansebaik-baiknyagarsesuaidengankebutuhanmasyarakayangjugadipengaruhiantaralain
tingkat produksi barang dan jasa, tingkat penggunaan uang atau moneynisasi dalam masyarakat, volume peredaran barang d¢
tingkat kepercayaan masyarakat kita atas nilai rupiah. Dalam hal iklim ekonomi cukup baik bagi kegiatan ekonomi maka masy:
menggunakan uang untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat, dan begitu pula sebaliknya.

SideB : Lanjutan.dari tahun ke tahun pemerintahtelah berusahasecarabertahap menyempurnakarmekanismeperencanaardengar
melibatkandaerahdalamhal ini kemampuanpara perencanadi daerahtelah ditingkatkandan selanjutnyaakanditingkatkanpula para|
perencanaditingkat kabupatendan Kecamatangdengandemikiankebutuhandaerahdapat ditampungdan diserasikardenganprioritas
nasional dalam kemampuan pendanaan pemerintah.

Rapat Paripurna ke
15/111/1989-1990

Kamis, 25 Januari
1990

Suara jelas

28

Rapat Paripurna ke 15/111/1989-1990 Volume 3

SideA : Lanjutan. Jawabardan tanggaparpemerintahterhadappemandangarumum DPRmengenaiNota Keuangardan RAPBNahun
1990-1991sebagakalahsaturangkaiartugaskonstitusionalyangtelah menjaditekad bersamayaitu PemerintahOrdeBaruuntuk dapat
memenuhi sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan. Pemerintah dengan sungguh-sungguhdalam batas-bata;
kemampuannyaelah berusahauntuk menjawabselengkapnungkinsemuapertanyaandan menanggapberbagaipendapatyangtelah
diketengahkaroleh paraanggotayangterhormat atasnamafraksimasing-masingangmencakupkeseluruharusahapembangunardan
kegiatanumum pemerintah. Semogausahabersamayangdilaksanakarberdasarkarkesadarandan tanggungjawalkepadatercapainyq
tujuan kemerdekaanakan mendapatkanmanifestasinyadidalam bentuk undang-undangAPBNsebagaiperwujudan baik ndari politik
rakyat untuk menyelenggarakan kesejahteraannya.

Side B Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
16/111/1989-1990

Kamis, 25 Januari
1990

Suara jelas
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29

Rapat Paripurna ke 16/111/1989-1990 Volume 1

Side A : Acara rapat hari ini adalah pembicaraan tingkat | yaitu Keterangan Pemerintah atas :

1. RUUtentang KonservasiSsumbédamHayatidan Ekosistemnyé#elah disampaikaroleh PemerintahdenganamanatPresiderNo. R.04
PU 11 89 tanggal 14-11-1989 diumumkan dalam rapat Paripurna tanggal 20-11-1989.

2. RUUtentang Wajib SerahSimpanKaryaCetakdan KaryaRekamelah disampaikaroleh PemerintahdenganamanatPresiderNo. R.04
PU1189tanggal21-11-1983iumumkandalamRapatParipurnatanggall1-12-1989keduaRUUtersebuttelah dibicarakandalamrapat
BadanMusyawarahpada tanggal 30-11-1989dan naskahnyatelah ada ditangan para anggotadewan yang terhormat. Pembicaraa
tingkat | keteranganpemerintah atas RUUtentang KonservasiSumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnyayang disampaikanoleh
Menteri Kehutanaryaitu : StrategiKonservasDuniapadatahun 1980dan pemerintahlndonesiamelalui pernyataanbersamaMenpan,
Menteri Pertanian, Menteri PPLHdan Menristek pada tanggal 6-3-1980 mengeluarkanpernyataan mendukung strategi konservas
tersebut.

SideB : Lanjutan.RUUtentang KonservasSumberDayaAlam Hayatidan Ekosistemnyderdiri dari 4 bagianyaitu : Judul,Pembukaar
Batang Tubuh yang memuat materi-materi yang dapat dikelompokkan dalam 11 Bab dan 39 pasal, dan bagian akhir adalah P¢

Rapat Paripurna ke
16/111/1989-1990

Senin, 29 Januari
1990

Suara jelag

30

Rapat Paripurna ke 16/111/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutan.PenjelasammengenaiRUUKaryaCetakdan KaryaRekam Salahsatu unsurutamadalamkecerdasarbangsaini adalat
tentu sajasumberinformasidan pengetahuaryangdapatdigunakandalamkehidupanbangsani, salahsatu bentuk utamadariinformas|
adalahkoleksibahanpustaka.Karyacetak dan karyarekamyangtelah dihasilkanitusedikit banyaknyaadalahpenting sebagaisumbel
informasi dan pengetahuanmengenaikehidupanmasyarakatyang bersangkutaroleh karenanyaharus tersimpanbaik serta tersedig
untuk dapat dimanfaatkansebagaisumber informasi dan pengetahuan.Karyacetak dan karya rekam merupakankarya intelektual
bangsadan diharapkanbangsakita akan memiliki koleksinasionalberupa karya cetak dan karyarekam yanglengkapdan terkumpul
serta terpelihara di tempat tertentu sebagai dokumen nasional.

Side B Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
17/111/1989-1990

Senin, 29 Januari
1990

Suara jelas

31

Rapat Paripurna ke 17/111/1989-1990 Volume 1

SideA : Sesuaidenganjadwal acararapat-rapat dewan dalam masapersidanganke Il tahun sidang 1989-1990yang berlaku mulai
tanggal4 Januaris/d 10 Maret 1990, hasil keputusanbadan Musyawarahtanggal 30-11-1989acara RapatParipurnahari ini adalat
Pembicaraartingkat Il tentang Pemandangarmum anggotaDewanmengenaiRUUtentang tentang SumberDayaAlam Hayatidan,
EkosistemnyaUrutan juru bicarayangmewakili fraksi-fraksinya antaralain : F ABRIZainudin, FKPDrs. Sudarmaji, FPPMuhammad
Fajar Sidig FPDNicolas.

Pemanfaatarsumber daya alam hayati yag tidak terkendali mengakibatkarkerusakan-kerusakapang dapat menurunkanpotensinyg
dan bahkandapat rusak/punahsamasekali apabila pemanfaatannyamelebihi alat dukungitu sendiri. RUUSumberAlam Hayatidan
Ekosistemnyanerupakanpelaksanaariindak lanjut dari UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentauarPokokPengelolaarLingkunga
Hidup seperti yang ditetapkan dalam pasal 12.

Side B : Lanjutan. KehadiranUU tentang Sumber daya alam hayati dan ekosistemnyasangat diharapkansebagaipelengkapyang
peranannyadiharapkanlebih besardalam upayamengatasisepenuhnyaMasyarakatindonesiapada umumnyasangatmengharapka

lealhadivanm 11 ini AdAan~an Aarnilsinn Aita At vinna tavizandiina Aalams nacnal 9D LHINAE Alzan Aanat tnvlalianana cnnava vk

Rapat Paripurna ke
17/11/1989-1990

Senin, 12 Pebruari
1990

Suara jelas
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1 2 3 4 5
32 |Rapat Paripurna ke 17/111/1989-1990 Volume 2 Rapat Paripurna k¢, Senin, 12 Pebruari| Suara jelas
Side A : Lanjutan. Dalam mutu perundang-perundangan yang ada menjadi satu hukum nasional yang bersifat menyeluruh. Ser| 17/111/1989-1990 1990
Pemerintahdengan FKPagar didalam undang-undangyang baru tersebut dapat lebih mengatur, menyatukandan memajukansetarg
bahkan semua peristilahan dan terminologi yang ada sehingga menjadi lebih jelas tidak rancu dan tumpang tindih.
SideB : Lanjutan.Pemandangarumum dari FPPMuhammad Fajar Sidiq: RUUSumberdaya alam hayati dan ekosistemnyatelah
disampaikaroleh PemerintahkepadaDPRRIdenganamanatPresdienRItanggal14-11-1989%angkemudiandilanjutkan denganSural
Keputusan Pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 9-1-1990
Meskipun upaya konservasiini telah dirintis beberapa tahun yang lalu nhamun permasalahannyamasih selalu timbul dan terus
harlannciinn
33 |Rapat Paripurna ke 17/111/1989-1990 Volume 3 Rapat Paripurna k¢ Senin, 12 Pebruari| Suara jelas
SideA : Lanjutan.Keadaanini harus segeradihentikan, dan langkahawal untuk itu dipandangperlu pembenahankembaliperangka| 17/111/1989-1990 1990
peraturan perundang-undangadibidang KonservasSumberdayaalam hayati dan ekosistemnyayangtelah dibagi dalam 2 kelompok
yaitu :
-Kelompokl : peraturan perundang-undangayangdisusundan diundangkanoleh PemerintahHindia Belandayangmasihberlakudan
bersifat kolonial serta parsial sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional.
-Kelompokll : Peraturanperundang-undangagangdisusundan diundangkaroleh negaraRlyaitu : UU No 5/1967 tentang ketentuan-
ketentuan pokok kehutanan,UU No 4/1982 tentang pengelolaaningkunganhidup, dan UU No 9/1985 tentang perikanan.Dari ketiga
undang-undandersebut belum dapat menampungsemuapermasalaharyangtimbul dibidangkonservassumberdayaalam hayati dan
ekosistemnya.
Side B : Lanjutan. Gambaranusaha yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka melestarikan sumberdayaalam hayati dan
ekosistemnya, pada saat ini telah menyisihkan sebagian wilayah menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
-Kawasan cagar alam 177 lokasi seluas 5,9 juta ha
-Kawasan cagar alam laut 5 loksi seluas 928 juta ha
-Kawasan taman wisata 65 lokasi seluas 263.000 ha
-Kawasan taman burung 11 lokasi seluas 242.000 ha
-Kawasan taman laut 7 lokasi seluas 73.000 ha
34 |[Rapat Paripurna ke 17/111/1989-1990 Volume 4 Rapat Paripurna ke, Senin, 12 Pebruari| Suara jelas

SideA : Lanjutan. Kawasan-kawasaersebutletaknyatersebardiseluruhindonesia,selanjutnyadalamPelitalV saatbangsakita tinggal
landaskawasarsuakalam dan pelestarianalam direncanakarmencapaiareal 18,7 juta ha daratandan 10 juta ha perairanlaut. Apabilg
RUUtelah m,enjadi UU apakahsikap dunia akan berubah terhadap Indonesiadibidang pemanfaatansumberdayaalam hayati dan
ekosistemnyatu danakanmenjaminpelaksanaameboisasipenghijauanterhindarnyapencemararair dan udara?Apakahimpianumat
manusiauntuk terus maju akan disertai dengankelestarianlingkunganhidup yang menghidupinyaatau akan dikurashabis yangakar
mendatangkan bencana? Tiba-tiba suara hilang.....................

Side B Tidak ada suara

18/111/1989-1990

1990
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35 |Rapat Paripurna ke 18/111/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurna ke, Selasa, 13 Pebrual Suara jelas
SideA : RapatParipurnaDPRentang pembicaraartingkat Il yaitu pemandangarumum paraanggotamengenaiRUUtentangwajib serat|  18/111/1989-1990 1990
simpan karya cetak dan karya rekam. RUU tersebut disampaikanoleh Pemerintah bersama dengan amanat Presiden Rl No.
R.05/PU/11/1989%9tanggal 21-11-1989.Adapun daftar nama fraksi-fraksiyang akan menyampaikanpemandanganumum atas RUU
tersebut adalah:
1. H. CH. Muhammad Muas dari FKP
2. Burhan Arifin dari FABRI
3. H. Ali Tamin, SH dari FPP
4.Drs. Ukun Suryana dari FPDI
FraksiKaryaPembangunamisampaikaroleh H. CH.Muhammad Muas Padatanggal9-01-19890menteri pendidikandan Kebudayaa|
atas nama pemerintah telah memberikan keterangandalam SidangParipurna DPRRI. RUU ini bertujuan untuk melindungi dan
mendayagunakatkaryabaik putra dan putri Indonesiamaupunkarya WNA tentang Indonesiayangberbentuk karya cetak atau karyg
rekam dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
SideB: Lanjutan.FraksiABRIdisampaikaroleh BurhanArifin : Upayauntuk mencerdaskamangsaadalahkeharusaruntuk memilikidan
mengembangkakemampuardan memanfaatkarpotensisertakemampuarsumberdayanasionaltermasukpotensiinformasikeutuhar
yang dimiliki bangsa dalam bentuk seni dan budaya.

36 [Rapat Paripurna ke 18/111/1989-1990 Volume 2 Rapat Paripurna ke| Selasa, 13 Pebruai Suara jelas

SideA : Lanjutan.Bahwapemerintahtelah mengambilkeputusanuntuk menghimpunsemuahasilkaryasenidanbudayadenganciri-ciri
yang selarasdengan perkembangankemajuan teknologi disertai tata cara penyimpanandan pengamanannyasecaralebih cermat
termasukpendayagunaannydalamrangkapelestarianhasilkaryabudayabangsa. FraksiPersatuanPembanguardisampaikamoleh H
Ali Tamin, SH: halini mencerminkarpula bahwanilai strategishasilbudayabangsadalambentuk karyacetakdankaryarekamtersebut
sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa akan semakin dikagumi secara proporsional dan cermat termasuk
pelestariannyaFPPsejalandenganPemerintahbahwaperlu diciptakanperaturanperundang-undangadibidangkewajibanserahsimpar
hasil karya cetak dan rekam yang dapat menampungperkembanganmasyarakatserta pengetahuandan teknologi sehinggamasg
berlakunya cukup lama.

SideB : Lanjutan.FraksiPDIdisampaikaroleh : Drs. Ukun Suryaman Salahsatu tujuan amanatUUD'45adalahterbentuknyaNegare
Indonesiaadalahturut mencerdaskarkehidupanbangsa.Bahwausaha-usahgang dilakukanPemerintahtelah cukup banyakdengar
telah diundangannyadJU. RUUwajib serahkaryacetak dan rekam yang masihdalam kaitan programmencerdaskarbangsabertujuan
ingin mewujudkansuatu perpusnasyangdapat diandalkansebagaisumberinformasidan pengetahuandimanaterhimpun semuakaryg
cetak dan rekam dalam bentuk apapun.

ApabilaRUUini diundangkanmenjadi UU dapat memberikannuansakepekaanakan kewajibanuntuk menyerahkankarya cetak dan
rekamnyabukan karenaketerpaksaanDemikianpemandangarumum FPDIdalam rangkamembahasRUUwajib serah simpankaryg
cetakdan rekam, apayangbelumtermuat dalampemandangarumum ini akandisampaikarpadapembicaraartingkat 11l yangdimuat
dalam Daftar Isian Masalah (DIM).

19/111/1989-1990
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37

Rapat Paripurna ke 19/111/1989-1990 Volume 1

SideA: LaporanKomisiAPBNtahun 1990/1991 tentang RUUAPBNdiperlukan perangkatundang-undangyaitu RUUPerbankan RUL
APBNdan RUUdi bidang PerdaganganDalampembahasannygemerintah dapat menggunakariJuU APBNtapi harus memperhatikar,
tentang pengembalianutang dari Bank pembangunanAsia, untuk pengawasandan dana bantuan luar negeri untuk pembangunal
nasional.Untuk menghadapeksportsainganuar negeriperlu danapengembangameksportnon migas.Pembinaarmasyarakagolongar
ekonomi lemah melalui koperasi untuk itu perlu adanya peningkatan manajerial.

Side B: Alwi dari Fraksi Karya Pembangunan, pemerintah harus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong s
untuk mencapaikemakmuran.Koperasiperlu ditanganidenganbaik karena sebagaisoko gurunasional.Prosespembangunanjangke
panjang untuk mewujudkan cita-cita bangsasehinggakemakmurandapat tercapai untuk itu perlu disemangatiproses kehidupar
bermasyarakatuntuk mendorongprosesdemokrasipolitik melalui dialog sehinggademokrasidapat berkembangsesuaihak-hakwarga
negaradapat dipenuhi. Semakinbaiknya sandangpapan maka 30 juta masyarakatyang kurang mampu perlu diperhatikandengar
menyiapkanapanganpekerjaan.Adanyapraktek koklomeratdan monopolioleh kelompokswastatertentu dapat merugikankelompok
usahamenengahke bawah untuk itu perlu adanyakerjasama.Bantuanluar negeri untuk menciptakaniklim yangbaik untuk usahg
dengancaramengembangkarkoperasi.Perludioptimalkan penerimaanpajak dan mencegahpajak bergaandayangdapat merugikar
rakyatkecil. Dengarmemanfaatkarbantuanluar negeriuntuk pembangunardapatmemebrikankesejahteraardananggararrutin untuk
membayar utang luar negeri secara rutin.

Rapat Paripurna ke
19/111/1989-1990

Selasa, 27 Februal
1990

Suara Jela

38

Rapat Paripurna ke 19/111/1989-1990 Volume 2

Side A: Pengeluarananggarannaik 20 % perlu peran serta masyarakatdan dunia usaha mendukung penghimpunantabungar
masyarakat.Pembangunarwilayah Timur perlu ditingkatkanterutama di bidang perhubungandan ketrampilan untuk memudahkat
pelaksanaarkerjadi lapanganUntuk mencapaipembangunartinggallandasperlu peningkatananggararuntuk transmigraskhususny;
tran swakarsaguna pemerataanpenduduk, pengawasanditingkatkan untuk menghindarikebocorannegara, pembangunansarane
prasaranaperhubungandan peningkatansektor pariwisata,jumlah tenagaguru ditingkatkan.FraksiKaryaPembangunamengusulkal
RUU APBN untuk disyakhan menjadi undang-undang.

SideB: FraksiABRI,mengucapkarterima kasihkepadamedia pers yang meliput prosesRUUmenjadi UU untuk pelaksanaaranggarai
tahun ke dua Repelitake V akandisyahkanpadatanggal 19 maret 1990. Di Eropasedangbergejolakanjloknyamata uang dunia dan
harga minyak bumi di pasarandunia dan bangsalndonesiamampu melewati masalahini. Kebijakanperkembanganekonomi dan|
moneter dapat memberikanpertumbuhanguna meningkatkanpelaksanaarpembangunanPemilikansahandi perusahaarbesaroleh
koperasiyangdianjurkanoleh PresidenRI supayakoperasidapat berkembanguntukkesejahteraaranggiotanyaBantuandanadonatur,
sekarangpindahke EropaTimur, APBNmeningkatl7 % penerimaamaik 25 %dari pajaknaik 31,7 %.PBBturun tetapi penerimaanmiga
naik ditunjang kenaikantabunganpemerintah sehinggamembantu pinjamanluar negeri dengandemikiananggaranmenjadi seimbang
sesuaiprinsip ekonomidan dapat menekaninflasisampai6 %.Penarikannvestorluar negeridapatmemebrikannilai tambahkeuangatr
negaradan menyeraptenagakerja. Sumberminyak bumi dihemat untuk kemakmuranrakyat dan pemerintah mengupayakarbantuan
luar negeriuntuk pelaksanaarpembangunarsesuaikebutuhan.Pembangunamerhubunganuntuk meningkatkaralat transportasi dan
mencapaihubunganantara wilayah sehinggamenyeraptenagakerja. Pendidikanditingkatkankualitasnyauntuk pembinaangeneras
muda untuk pembangunan Indonesia yad untuk pertahanan nasional menjadi ilmuwan yang berwawasan.

Rapat Paripurna ke
19/111/1989-1990

Selasa, 27 Februal
1990

Suara Jela
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39 |Rapat Paripurna ke 19/111/1989-1990 Volume 3 Rapat Paripurna ke| Selasa, 27 Februal Suara Jela
SideA: A. makruf dari FraksiABRI,Pembangunanvilayah Timur dapat terpadu, efektif untuk mencapaikesimbangardengananggaraf 19/111/1989-1990 1990

naik 30 % dari tahun yanglalu laju transmigrasiperlu diarahkanuntuk mencapaihasil terpadu mulai dari kemauanyang kerasdan|
penyiapan lahan yang tepat. Pembinaan hukum ditingkatkan sehingga investasi dapat masuk dan menyerap tenaga kerja. Pen
bagi yang mampu belum tertangani untuk membiayaipembangunanEkonomimasihterhambat karenakarena seharusnyamelayan
tetapi sebaliknyasehinggabanyakproyek pembangunarwilayahTimurkurangditanganidenganbaik. Menciptakanlapangarkerjasesua
denganfungsionaldapat diperdayakarsehinggadapatberkembangdanwaskatdimulaisejakdirencanakarsampaipelaksanaamengar
diawasidan diarahkansehinggadapat dicegahpenyalahgunaanvewenang. Kenaikangaji PNS10 % membantukesejahteraarPNSdan
FraksiABRImenyetujui RUUAPBNmenjadiUU. Moh. Mansurdari FraksiPPP pelaksnaarpembangunarwilayah Timur mulai membaik
dan demokrasiekonomiberkembangbaik, penerimaandari gasdan minyak bumi naik 10,7 triliyun perlu ditingkatkanserta PPnnaik 7
%.

Side B: Mansur dari FraksiPPP,petani dibebaskandari PBB,bantuan luar negeri memberi kontribusi untuk pembangunansejaul
penggunaardana untuk kesejahteraarrakyat. Penerimaanpinjamanini tidak ada kaitannyadenganpolitik dan merupakanpinjamatr
lunak. Pembayararhutan 84 % dari anggararharusdibayarsupayamendapatkepercayaantanpanelanggarkesepakataryangdiambil,|
Untuk kesejahteraarPNSperlu ditingkatkanterus dan 4,9 triliyun tabunganmasyarakatitingkatkanuntuk pembiayaarpembangunar
sasarandan pemerataananggaranuntuk penyerapantenagakerja. FraksiPPPmengusulkarpenyempurnaarpelaksanaarpemilu dan
penataranP4 hasilnyabelum maksimaluntuk itu perlu dimaksimalkarkurikulumnyasupayapesertanyabenar-benarmenerapkanisi
Pancasila.Perlu peningkatanmutu pendidikan Madrasahagar siswa dapat menerapkanpendidikan agamadi masyarakat.Aparal
penegakhukumtidak membedakanmasyarakatyangmencarikeadilandan pemerintahdianjurkanuntuk memberibantuanhukumbagi
yangtidak mampu. harga pupuk petani dimurahkanuntuk kesejahteraanpetani dan menuju ke swasembadgpangan.meningkatkatr
semangatkoperasiuntuk kepentinganorang banyakdan perusahaandiminta untuk memberika25 % untuk pengembangarkoperasi
Taraf hidup para transmigran ditingkatkan sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan program Inpres diberikan secara utt
masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.
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40 |Rapat Paripurna ke 19/111/1989-1990 Volume 4 Rapat Paripurna ke| Selasa, 27 Februal Suara Jela

Side A: Kegiatanwaskat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatbelum tuntas untuk itu pengawasanfungsional perlu
ditingkatkan dengan cara disiplin nasional. Anggaranfungsional meningkat yang melakukan pemantauan pemeriksaan.Fraksi PPF
menghimbauSDM perlu ditingkatkanketagwaannyaPemerintahharusnyamenyalurkanpaket kecil peminjamanuang untuk koperas
gunasehingggetani dapatmencapaipemerataarkesejahteraarsehinggagolonganekonomilemahdapatkeseimbangamidup sehingg:
ekonomi menjadi kuat. Moh. Mansyur, dari FraksiPPPdenganpejabat Depkeupada pemandangarRUUAPBN. APBNsesuaiTrilogi
Pembangunanintuk mencapaipembangunartinggallandas denganberpatokanpadaharhaminyakbumi. Pembangunanvilayah Timur
harus ditingkatkan ketertibannya dan mendapat prioritan sehingga pemerataan Trilogi pembangunan dititikberatkan pada
pemerataantaptidak sepertiyangdiharapkansehinggaimbul konglomerat Koperasdapat memanfaatkarpeluanguntuk kesejahteraal
bantuan sosialParpoldan Golkaruntuk mendahulukarrakyat supayarakyat punya hak dan kewajibanuntuk memikultanggungjawal
pembangunan. ABRIdiminta untuk mengayomirakyat karena asal-usulABRIdari rakyat sehinggamasyarakattidak jenuh dengar
perilaku kekuasaan ABRI.

SideB: FraksiPDI,ClarisSitompul, menyambutbaik kebijakanMenteri DalamNegeri, RudiniNo. 13/2/1990 tentang penyusunartatib
DPRDTK I dan Il.Kekurangarguru pada Pelita VI belum terpenuhi untuk itu perlu ditunjang dengansaranadan prasarana.Upayg¢
penciptaantanah perlu dilakukanuntuk pemerataankepemilikantanah karenasebelumnyabelum terpenuhi sehinggaperlu realisasi
DepartemenTransmigrastapat merealisasikaranggaransesuailnpres No. 1 tahun 1986 untuk penyerapananggaran.Penggarapal
hutan perlu ditingkatkanuntuk menyerapSDMdan menghasilkanhasileksportrotan. Danarehabilitasiperlu diterapkanuntuk reboisas
yangmenyerapdana4 milyard untuk itu perlu adanyareboisasi.Polapenyuluhanhukumyanglangsungnenyentuhmasyarakasupaye
warganegaradapat mematuhi hukum dan taat hukum supayaUU Perkawinanmelalui Sadarkum Untuk pemerataankesehatanperlu
proyek rehabilitasiuntuk anak -anak dan tempat bersalindi RSProvinsi.Kerjasamgpertamina dan swastaharus diawasidenganbaik|
sehinggaBBM tidak dinaikan karena sangat mempengaruhi.PenyerapanSDM perlu diatur dengandasar hukum untuk melindung
bekerja. Anggaranpenelitian dinaikanuntuk pengembanganFraksiPDImenghargaikeberhasilanpemerintah tentang pengembanga
listrik tenagasuryadi Sukabumisehinggahal ini bisa dikembangkandi daerah perbatasanatau daerahterpencil untuk pemerataan
Perbaikanperumahankumuh melalui program perumahandan masyarakatrendah bisa mendapatkancicilan rumah denganbungg
rendah untuk menghindari gejolak sosial.

19/111/1989-1990

1990
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41 |Rapat Paripurna ke 20/111/1989-1990 Rapat Paripurna ke Selasa, 27 Februall Suara Jela
SideA: ClarisSitompuldari FraksiPDI,untuk pendidikansumberdanadari masyarakatdigunakansebaik-baiknyalan untuk mencapa| 20/111/1989-1990, 1990

eksportnon migaspemerinahdiharapkanmengelolabahan bakuuntuk diproduksisendiri sehinggadapat menekandevisit.Pemasuke
modal dan peminjaman dana dari luar negeri untuk pembangunanpemerintah dapat merealisir dengan penuh tanggung jawab,
Walaupun harga minyak bumi naik APBN1990 masih ada devisauntuk itu perlu ditingkatkan pendapatanpetani dan pengadaai
peralatankerja untuk pelayananmasyarakatRUUtentang perimbanganpembiayaandaerahdan pusat perlu diperbarui supayadaeral
mempunyaisaranahukumdalammengaturpembiayaardaerah.Pendapaiakhir FraksiPDldalampembicaraanTklll bahwakesenjanga
pusatdan daerahitu adadan perlu adanyakomputerisasiserta monitoring penggunaaranggaranRUUtentang perbendaharaamegare
yang diajukan pada taun 1990 dapat diterima dan disetujui RAPBN tahun 1990 untuk disyahkan menjadi undang-undang.
SideB: Rapatyangdihadiri 335 anggotadewanuntuk mengesahkaiRUUAPBNmenjadiUndang-UndangMenteri KeuanganJB.Sumarlir
: Bahwauntuk menjagakelangsungampembangunammakaUU telah disyahkandan kami mengucapkarterima kasih.Pemerintahselaly
mengajukanRUUAPBNpada tahun ke- 2 RepelitaV untuk memasukkipembangunarera tinggal landas.Aliran modal lebih besarke
negaraindustri dari padanegaraberkembangdisebabkaradanyaproteknise,hal ini mempengaruhinegaraberkembangsehinggaharge
minyak bumi tidak mengalamikenaikan.Aspekpengelolaanuang negaraagar dapat digunakansesuaisasaransehinggaperlu adanyg
pengawasarfungsional sebagaimata rantai APBNuntuk menghindarikebocorannegara. Pertumbuhanekonomi dapat berkembang
karenaadanyapeluanguntuk meningkatkanproduktifitas sehinggadunia usahadapat terarah jelas sehinggahasil pembangunardapat
dirasakansecaramerata untuk itu pemerintah memberikan deregulasidan debirokrasi secara sistem. Penyempurnaarkebijakar
pemerintah berbagai perangkat hukum dimantapkan agar mencerminkanpada kesetiakawanannilai kekeluargaan kebersamaa
bersumberpadaUUD1945 dan Pancasilaintuk memberikanaturan hukumyangjelasdalampelaksanaannyaDanadalamnegeridapat
digunakansecaraoptimal dan investasiluarnegeri dapat memberi peluanglapangankerja. Berhasilatau tidak penggunaaranggarai
tergantungdari instansidan kesangguparaparatur yang menggunakaroleh sebabitu harusberpegangsecaraterarah dan terkendali
sesuairencanaprogramdan disiplin pembiayaarfungsiserta kegiataninstansitsb sehinggadituntut untuk berhematsesuaikebutuhan
disiplin kerja, jujur, tekun, efisien.
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42 |Rapat Paripurna ke 21/111/1989-1990 Rapat Paripurna ke Kamis, 1 Maret 198 Suara Jela

Side A: BJ. Habibie, menyampaikanrancangan pemerintah tentang RUU Iimu Pengetahuanindonesia. Teknologi sebagaiilmu| 21/111/1989-1990
pengetahuarnyangharusdikembangkardenganmetode secarakeseluruhannformasi untuk yangdigali dan disusununtuk memberikar,
kejelasantentang hakekat berbagaigejala alam dan kemasyarakataruntuk memperoleh hasil yang diperlukan bagi kelangsunga|
hidupnya sehinggadapat merubah peradabanmanusia.Sekaranglmu pengetahuandan teknologi dapat berkembangdenganpesal
untuk kehidupan pribadi, masyarakat,dan internasional. Kekayaanbangsatergantung dari kekayaanlptek dan teknologi untuk
percepatanteknologi gunamemperolehproduk baru semuaini karenaditunjang denganiptek sehinggaakan mendapatnilai tambah.
Meningkatkanmutu hasil pembagunanyandperhubungandenganinternasionalkarenasebagaiprestise dan kemajuanbangsa.Setiay
bangsaberusahameningkatkanpengetahuansupayatidak ketinggalandenganbangsalain denganmajunyabangsalndonesiamampy
menyumbangkan memanfaatkandan menerapkarteknologimutakhir di bidangtransportasi komunikasi penginderaararakjauh, dan
penerbangan.

Tujuanlptek sebagaisaranayang mampu sebagaipenunjangpembangunanTahun1956 dibentuk Majelis Pengetahuamasional tahun
1967 diganti lembagaRisetNasional tahun 1978 hadir BPPThal ini untuk untuk menghadirkarkegiatanpenelitian dan pengembanga
penelitian. Tahun1984 tahap penggunaarteknologi,tahap penerapantransportasi, tahap pengembangandan tahap penelitian, hal ini
akan menghasilkan8 wahana yang hasilnya untuk kesejahteraanmasyarakat yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupar
bermasyarakatParailmuwanbertanggungawabdengahasilpenelitiandan dampakyangditimbulkansehinggeharusadapertimbangar,
para ahli sehingga wajar Iptek diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia.

Side B: Akademillmu Pengetahuanindonesiatugasnyamenyampaikansaran pertimbangantentang ilmu pengetahuan,tujuannya
melaksanakahubunganinternasionalsehinggadapatmenampungdan mendapatdata untuk perkembangarptek, melaksanakatelaah
di bidang pengetahuan dan teknologi data dan informasinya untuk kepentingan nasional dan internasional yang dapat
dipertanggungjawabkan.Investasi ilmu pengetahuan dapat memberikan nilai tambah untuk kehidupan manusial
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43 |Rapat Paripurna ke 22/111/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurna ke Senin, 5 Maret 1990 Suara Jela

SideA: Mendagri, Rudiniselakumewakili pemerintah mengajukanRUUtentang pembentukanKabupatenTk Il HalmaheraTengahdan| 22/111/1989-1990
RUUKodyaTk. Il Bitung. Untuk mewujudkanaspirasimasyarakatHalmaheraTengahdan Biitung merupakanjanji pemerintahsehingg:
dibahaspada RapatParipurnaini. HalmaheraTengahdalam sejarahnyaikut mengembalikarwilayah Irian Baratdimana saat dikuasa
oleh Belandadaerahtsb berbentukKawedanarTidoredandi daerahini telah dicetuskanTrikora. Tanggall3 Juni1967 GubernurMaluku
menegaskardaerahlrian BaratdisiapkanmenjadidaerahTk 1. Sekretariatdan daerahdan jumlah pegawaidari semuadinasada 1181
orang.

SideB: KabupatenTkll Halmaheral engahmerupakarkota administrasiyangdibentuk pertamaterdiri dari 3 kecamatarapabiladitinjau
dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum . Kota administrasiBitung berkembangsangat pesat banyak industri baru,
konstruksi, perikanan mengakibatkanbertambahnyapenduduk naik hingga 75 % maka perlu dibentuk pemekarankecamatanuntuk
meningkatkan pelayanan masyarakat. Walaupun Bitung hanya kota administrasi tetapi kkgiatannya dan kesibukan perangka
administrasinyaseperti Tk sedangkajumlah pegawaihanyal94 orang. Semuakecamatarmempunyaigedungkantor setingkatKanwi
untuk tingkat Il. KecamatarBitung Utara, Tengah,dan Timur untuk mewujudkanketertiban keamananurusantsb dilaksnaakarsecare
nyata oleh suku dinas. Kota Madya Bitung dan KabupatenpengangkatarKepalaDaerahDPRDsesuaiperundang-undangarnalikota
Madya diangkatoleh Gubernurdan akan diangkat20 anggotaDPRDdari Minahasauntuk ditempatkandi Bitung. Pembiayaarakar
mendapatbiayatambahandari pemerintahuntuk operasional dan penambaharpegawaiselama3 tahun. Berdasarkarfakta -fakta tsb,
sesuaiketetapanMPRRINo II/MPR/1988,GBHNkhususuntuk pemekarandaerahdan pembentukanKabupaterHalmaheraTengahdan
Kodya Bitung merupakan janji pemerintah maka dibentuk kedua daerah tsb dari kecamatan menjadi Kabupaten dan Kodya.
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44 |Rapat Paripurna ke 22/111/1989-1990 Volume 2 Rapat Paripurna ke Kamis, 8 Maret 199 Suara Jela

SideA: Menteri Muda TanamarKerasaParadaHarahapselakupemerintahmemberikanjawabandalam pemandangarumum tentang|  22/111/1989-1990
RUUWajib serahkarya cipta dan karya rekam. Untuk mengamatiUU Produk Hindia BelandaPs 33 disebutkanbahwa bumi air dan
kekayaanyang terkandungdi dalamnyadigunakanuntuk kesejahteraanrakyat artinya semuayang ada dibumi harus dikelola dan
dimanfaatkansebaik-baiknyauntuk masakini dan mendatang.untuk meningkatkankesadaranhukum warisan Belandamaka RUL
sumberdayaps 12 No. 4 Tahun1984tentang Pokok-PokokPolaLingkungarHidup pengertiansumberdayaada 3, yaitu: Perlindungal
eko sistem,pengawasarenissatwa,dan pelestariansumberdayahayatidan ekosistem Konservasbukanuntuk kepentingarkonservas
belakatetapi mengenaikesejahteraarrakyat sehinggadapat manfaat dan masyarakatikut bertanggungjawahuntuk menyelamatkal
ekosistemsehinggadapat berhasil. *Posesekosistempunya manfaat tinggi sehinggaperlu diwujudkan pelestariansatwa kehidupandi
wilayahRI.RUUyangdiajukanuntuk menggantiUU yangadaal: UU No. 5 Tauhun1967 tentang KetentuanPokokKehutananUU No. 4
tahun 1982tentangKetentuanPokokLingkungarHidup,UUNo. 9 tahun TentangPerikananHalini karenapenjabarannyanasihterbatag
misalnyaperaturantentangpenangkaparikan, wisatalaut, kepemilikansatwaperoranganbelumdiatur dalamketigaundang-undangni.
Alasanyang mendasariadalahkedudukangeografiswilayah Indonesiamenjadijalur internasionalantara Pasifikdan SamuderaHindia
untuk itu perlu adanya UU yang ketat dan menanggapi anti kayu tropis hal ini untuk menangkal isu tsb sesuai kondisi kita.
Tujuanlptek sebagaisaranayang mampu sebagaipenunjangpembangunanTahun1956 dibentuk Majelis Pengetahuamasional tahun
1967 diganti lembagaRisetNasional tahun 1978 hadir BPPThal ini untuk untuk menghadirkarkegiatanpenelitian dan pengembanga
penelitian. Tahun1984 tahap penggunaarteknologi,tahap penerapantransportasi, tahap pengembangandan tahap penelitian, hal ini
akan menghasilkan8 wahana yang hasilnya untuk kesejahteraanmasyarakat yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupar
bermasyarakatParailmuwanbertanggungawabdengahasilpenelitiandan dampakyangditimbulkansehinggeharusadapertimbangar,
para ahli sehingga wajar Iptek diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia.

Side B: Akademillmu Pengetahuanindonesiatugasnyamenyampaikansaran pertimbangantentang ilmu pengetahuan,tujuannya
melaksanakahubunganinternasionalsehinggadapatmenampungdan mendapatdata untuk perkembangarptek, melaksanakartelaah
di bidang pengetahuan dan teknologi data dan informasinya untuk kepentingan nasional dan internasional yang dapat
dipertanggungjawabkan.Investasi ilmu pengetahuan dapat memberikan nilai tambah untuk kehidupan manusia.

45 |Rapat Paripurna ke 23/111/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurna ke Kamis, 8 Maret 1990 Suara Jela
SideA: Indonesiamenyamnggupimembayarbiaya kegiatanpadatahap I. Sekjendari ASEANJan masajabatan sekjen5 tahun biaya 23/111/1989-1990
ditanggung bersama dari AIPO. Susunananggota: Abdul Lopez diangkat sebagai Sekjen AIPO diberi 1 sekretaris berkantor di
Jakarta.JabataBSekjendan Deputi AIPO3 tahun dari ASEANedangkarstaf berdomisilidi Jakarta Mulai Septemberl990jabatanSekjer
dari Indonesiawakil dari Thailanddan berkantordi gedungDPRRIdi JakartaTanggall 7 Februariberdiri sekretariattetap di Jakartayang
ditandai dengapengguntingarpita. SekjenAlPOjabatan sampaisidangAIPOmendatangdi Singapuradimanastruktur nantinyaakar
ditatapka di Singapurasedangkarstaf di Jakartadan rencananyaakan mendirikansekteraiatnasionaldi setiap negaranya.lndones|
bersediamenyiapkardanaoperasionalnyalan dalamsidangtsb menghabiskamlana120.000$ ditanggungoleh 5 negaraAIPO/ASEAN
DalamkegiatanAIPCOdi jakartadihadiri 322 dewan,FraksiABRIB2, PPP30 orang,PDI23 orang.KetuaDPRRI,Daryatmomenurut sidang
AIPO.

Side B : Tidak ada suara
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46 |Rapat Paripurna ke 24/111/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurna ke Jumat, 9 Maret 1990 Suara Jela

SideA: Menteri DalamNegeri,Rudinidalammemberikanketeranganpemerintahtentang RUUSusunarPemdaDKIJakartapadapasal6
1976 kedudukanJakartasebagaiibukota Rl apabila kedudukandisamakandengan provinsi lainnya akan mengalamikendalakareng
Jakartamerupakantempat menyelenggarakakegiatansecararegionalnasionaldan internasional, maka RUUtentang susunanPemde
DKlsebagaibukotaRI. LatarbelakangRUUini karenaJakartamengalamipertumbuhandengancepatyangdilatarbelakangoleh faktor
historis lahirnya Budi Utomo, PancasilalJUD 1945, dan Proklamasi.UU No. 1 Tahun1956 UUD SerikatPemerintahlbukota Jakart
dijalankanoleh Walikotaataspetunjuk Menteri DalamNegeri,kemudianUU No. 1 ayat 1 tahun 1957 Jakartasebagaibukotadan mulai
Februari 1961 Jakartadipimpin oleh Gubernurdan dalam PenetapanPresidenPemerintahJakartaRayameliputi DaerahKotapraje
JakartaRayadikuasaioleh PresidenRI melalui Menteri | kewenanganJakartaRayamelaksanakarkegiatan pemerintah pusat dan
anggaranditetapkanoleh pemerintah Agung.Maka mulai saatitu disebut DKI.UU No. 10 tahun 1964 tentang pernyataanDKIlJakarte
RayamenjadiJakartaRayakemudianditata denganperaturanNo. D.3/1/1/66 tentang pembentukankota administrasiyangdikukuhkar,
NO25tahun1978ps6 UUNO.5 tahun 1974 IbukotaRImengingatpertumbuhanpendudukdan lainnya.UU yangmengatursecarakhusug
adalahNo. 2 dan No. 10 tahun 1974 sehinggatimbul masalahkarena sebagaidaerah provinsi denganotonomi khususmengahdag
tantangan secara komplek karena wilayahnya terbatas tapi jumlah penduduknyatinggi sehinggaperlu adanya sinkronisasidari
penanganaran penyelenggaraannyanakaDKItidak dibagimenjadiDaerahTKII tetapi sebagadaerahotonomi khususTk| hal ini untuk
tidak melahirkanotoritas lain tetapi untuk kesatuanpembinaan.DKIdibagi wilayah Kodya,gubernur dibantu 3 walikota dan wakil
karena tugasnyabanyak maka tidak memungkinkanuntuk kelancarankegiatan pusat di bidang politik, acara kenegaraan,pusal
kegiatannasionalregionaldan internasional,dan pembangunarkota makagubernurminta petunjuk presidendimana anggaranAPBI|
dibantu dengan APBN.

SideB: LaporanBKSKABebagapenasehakhususDPRRI ke sidangMajleis PBBke- 44 di New Yorktanggal19-20September1990.Drs,
Subagyogdalamsidangtsb Menlu Argentina,Y osepen Garbamenyetujuitentang Palestinadan Israeluntuk dibahasdalamsidangMajleis
PBB.Negaraberkembangmenjadi korban dalam ekonomi tentang hutang luar negeri, pemilu di Namimbiaharus dilakukansecarg
demokratisagendalain yangdibahasadalah:menyerukansemuaanggotaPBBdapat meratifikasi,masalahTimor Timur ke Rl ditunda
sampai? kali berturut-turut dimanaBawardimandan Subagyaditunjuk sebagaistaf khusus.Selamadi New York bersamaMenlu Ali
Alatas dan staf khususserta anggotatetap melakukankegiatandenganhasil yang dicapaiadalah: Ekuinmengadakansidangkhusus
untuk komoditi utangluar negeri,alirandana, narkotika,wanita dalampembangunanpengembangars DMdi bidanglptek, danmasalal
Kamboja supaya statusnya merdeka.

24/111/1989-1990
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47

Rapat Paripurna ke 24/111/1989-1990 Volume 2

SideA: RapatpembahasarTk| keteranganpemerintahtentang RUUKepariwisataardan Tk || jawabanpemerintahtentang RUUwajib
serah karya cipta dan karya rekam. Rapat dihadiri oleh 218 anggotadewan dari 3 fraksi. Menteri Pariwisata, Susilo Sudarman
Pembangunampariwisatadenganmengembangkapotensikepariwisataaruntuk menghasilkarekonomigunamendorongkesejahteraal
rakyat. Tanggal29 Desember1990 untuk pertama kalinya disampaikanRUU Kepariwisataanguna memudahkansektor pariwisate
sebagai sektor devisa non migas yang setiap tahunnya selalu meningkat sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Pariwisat:
memanfaatkarsektor alamyangsudahadahal ini akanmemperkokohjatidiri bangsadan hubunganantar bangsasebagabangsayanc
berbudaya.Alam merupakanpotensi besar dari bahari untuk itu perlu dikelola denganbaik dan profesionalismesehinggawisatawar,
dapat tertarik dengan alam dan budaya kita sehingga bisa dikenal diseluruh dunia.

SideB: SesuailnpresNo. 3 Tahun1989 tentang kepariwisataanmenjadikanVisit Indonesiasetiap tahun diprogramkanmelalui Sapte
PesonaPariwisatahal ini untuk menyeraptenagakerjasehinggasektornon migasmenjadibesar.RUUini dirintis dari tahun 1974 melalui
pertemuan-pertemuarsebelumdibentuk Deparpostel. Setelahtahun 1983 berdiri Deparposteimakaperlu penambaharmmateri melalui
RUUmembentuktim dari pariwisataswastadan melibatkanberbagaiinstansi. Kegiatanpariwisatamemanfaatkanalam dan budayg
sehinggamenyeraptenagakerja dandevisanon migasuntuk itu perlu dibangunobyekwisatayangterakomodirdalampasall5 tentang
keamanandan ketertiban, pasal 19 tentang angkutandan perhubungan,pasal 20 tentang pendidikandan kebudayaandan pasal 33,
tentang lingkungan hidup.

Rapat Paripurna ke
24/111/1989-1990

Sabtu, 10 Maret 199

OSuara Jela

48

SideA: Jawabarpemerintahtentang RUUwajib serahsimpanhasilkaryacipta dan karyarekam. Menteri Pendidikandan Kebudayaar
tanggal29 Januaril990usahapengumpularkaryacipta dan rekamandibuat RUUsupayapembangunardibidangperpustakaamasiona
dan daerahdapat berkembangkarenaapat meningkatkarkualitasdan kuantitas. Pengelolaarperpustakaarsupayadapat digunakar
untuk mengembangkaiimu pengetahuardengancara pengumpulanpelestarian,pendayagunaatasil budayabangsasehinggasemug
jenis terbitan dalam bentuk apapundapat dikonsumsimasyarakatiuas dan disimpandi perpustakaanpusat dan daerahuntuk dapat
didayagunakan.

Side B: Materi karya cipta dan rekam pemerintah akan menyimpan setelah diserahkan. Lembaga Perpustakaan dapat melakuk
pelestariandan penyimpananhasil cetak dan karya rekam yang pembiayaannyadilakuka oleh pemerintah. PembicaraanTK. 1l RUU
Sumberhayati selesaitanggal8 Maret 1990 dan RUUSerahdan Simpan selesaitanggal 10 maret 1990. Dalamrangkapemanfaatai
landasankerangkapembangunandituntut untuk semakinmemperkokohsolidaritassosialnasional.Walau mencapaisuksesdi bidang
pembangunartetapi masihbanyakyanghidup sulit. Ny. FatimahAchmad,studi bandingke Australia,Malaysiadan SyaifulSulun,H. J
Naro dan Drs. Suryadi melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk mendengar aspirasi dan menampung keluhan masyarakat|

Tidak Ada judul

Sabtu, 10 Maret 199

OSuara Jela

49

Rapat Paripurna ke 25/1V/1989-1990
Side A: Tidak Ada Suara

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
25/1V/1989-1990

Tidak Ada Tangga

Tidak ada
suara
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50

Rapat Paripurna ke 25/ /189-1990 Volume 2

SideA: LaporanMenteri Muda Keuanganpelaksanaampembiayaarpembangunaririgasidi JawaBarat,JawaTengah SulawesiNTBdan
pembangunané bendungandi Jawadan Kalimantan.Pembiayaarprogram rehabilitasijalan, jembatan, rel KA, dan pengembangal
kesyahbandaramlisampingitu program pendidikantingkat atas dan tinggi baik kejuruan maupun non kejuruan, gedungpoliteknik,
laboratorium, program energi listrik, PLTUIIlI dan IV di Belawandan Tulungagungsemua ini dibiayai dari tambahan anggaran
Pengeluaramutin 17 triliyun 350 milyard untuk realisasibelanjapegawai,operasional,dan pemilu. Tabungarpemerintah4 triliyun 351
milyard dan penerimaanpembangunarb triliyun 562 milyard. Ketua sidangmembacakansusunananggotapansusuyang ditentukan
berdasarkarrapat paripurnauntuk membahasRUUKonservasisumberdayaalamdan ekosistemyangterdiri dari: TambunanRangkuti
HE. marboen, Jamarisius Hardoyo, R. TubagusHamsyah,Suwardjo Djoyohadisusno,Sutopo, Drs. Sudarmadji,Drs. Syarif Alkadri|
Bambang Supangat, Indrajaya, Alam F, Dra. Ulfah HS Harmanto, Rapat ditutup.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
25/ /1989-1990

14 Mei 1990

Suara Jela

51

Rapat Paripurna ke 26/1V/1989-1990 Volume 1

SideA: Sidangdihadiri 304 anggotadari 3 fraksi untuk pembukaanmasasidangke- 4 1990/1991untuk membahaspembukaanmase
sidang ke- 4 tahun 1989/1990, pembicaraanTk. | tentang RUUtambahan dan perubahan APBNtahun 1989/1990, penghitungat
anggaramegaral988/1989,pembicaraanPansusekosistem.Sidanguntuk membahasl0 RUUal: RUUkonservasidan ekosistem,RUL
wajib simpankaryacetak, RUUsusunarDKIlJakarta RUUPembentukarKabupaterHalmaheral engah RUUAkademillmu Pengetahua
Indonesia, RUU Kepariwisataan, RUU PTUN di Jakarta, Medan, Ujung Pandang, dan RUU Perhitungan APBN.

SideB: Ketuamembukasidangdan mengucapkarbela sungkawakepada3 dewanyangtelah meninggaldunia dan mengangkatSekjer
DPR RI. Wakil Menteri Keuangan,Drs. Suryadi memberikan penjelasan tentang RUU Tambahan Keuanganuntuk memenuh
ketentuankonstitusionaPasals UU No. 1 Tahun1989tentang Pendapatardan anggararnbelanjanegaratahun 1990.UU ini disiapkar,
untuk setiap tahun anggaran sesuaistrategi pembangunanseperti yang diamantkandalam Repelita. Ketahananekonomi nasiona|
berkaitan denganminyak dan gas sehinggapemerintah berusahameningkatkansumber dana dari non migasterutama dari sumber
sumberpajak.Penerimaarpajakmigasnon igasmencapasasararkarenaperkembangarhargaminyakdangas,PPn,PPh,pajakekspori
mengalamkenaikanhal ini bisadigunakanuntuk pembiayaarpembangunaryangsedangdilaksanakanHalini untuk memberisemangal
kerja aparatur negaraserta biaya operasionalpeningkatansubsidibahan bakar minyak karenamelonjaknyaharga minyak di dunia|
menyebabkarbiayarutin meningkatmenjadi220 milyard. Repelitamemberibatasandan petunjuk dalampembiayaanRepelita seperti
pertamina, pariwisata dll. 39 % dibiayai pelaksanaan pembangunan dari tabungan pemerintah dan utang luar negeri.

Rapat Paripurna ke
26/1V/1989-1990

14 Mei 1990

Suara Jela
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52 |Rapat Paripurna ke 26/1V/1989-1990 Volume 2 Rapat Paripurna ke 29 Mei 1990 Suara Jela

SideA: Rapatdihadiri oleh 324 dewanuntuk melaporkanhasilkerja komisi-komispadamasareses.Ir. UmbuMehangkundadari Komis| 26/1V/1989-1990
IV, melaporkan hasil kunjunganke Bengkulu,Maluku, NTT pada tanggal 12 - 18 Maret 1990 pada obyek kehutanan, pertanian,
transmigrasidan perorangan Produksipangandi Maluku mengalamipeningkatar4,5 % untuk perbaikangizi dan swasembadapangar
karenapembangunaririgasi, penyediaanbibit pertanian,dan penyuluhanpertanian. Perkebunanintensifikasikapasdi NTTmengalam
peningkatansehinggapemerintah menyediakan pabrik kapasdi KabupatenSikayang dikelola oleh PTPVI tetapi lama kelamaar,
mengalamipenurunankarenaanimo masyarakatuntuk menanamkapasberkurang disebabkanhargakapasrendah, kesulitankredit,
hama, lahan sempit, dan tata laksana.Perikanandi Maluku meningkatdi P. Obi karena melimpahnyahasil tangkapanmenimbulkar,
harganyamurah. Anggotadewan menyarankaradanyapabrik pengolaharikandan colstored.Di Balidan NT Tnelayanmendapatkredit|
perahudari pabrik pengolahikan "Mintarko Raya'sehinggamenyeraptenagakerja. DinasPertikanandi Bengkulumenyediakarsarang
diklat sehinggapeternak udang dan bandengbisa mengembangkarperikananikan baronangdan kepiting sehinggamendatangkal
investordan adanyapabrik yangdikelolaoleh BUMNsehinggamenyerapSDM. Peternakarsapi,kerbau,dan kudaserta ternak potong
yangdidampingioleh penyuluhdi NTTsebagaisumberpenghasilanKehutananindustri kayudi Maluku dan Irian Jayadikelolaoleh PT
jayanti Group sehinggaproduksi kayu lapis dan gergajianuntuk memenuhidaerahtsb. KomisilV mendukungadanyareboisasiyan
dilakukan oleh PT. jayanti Group untuk kesejahteraan rakyat.

Side B: Hutan di NTT produktivitasnya rendah karena hanya 10 % sisanya berupa ladang tapana sehingga kebutuhan kayu tid;
JPerumPerhutaniJawaTimur melakukanreboisasidengansistemtumpangsari. Lahankritis di Yogyakartadan JawaTengahdi aliran
sungaiOpak, Progo, Comal,dll. Transmigrasdi Maluku didatangkandari P. Jawadenganpola tanaman pangandan nelayantetapi
daerahnyabelum terpenuhi air bersih sehinggabanyak yang pergi menjadi buruh di kta hal ini disebabkanpengolahanlahan yang
dipaksakanTransmigrasti NTT,Irian jaya, Sul Sel,Kal Tim, dan Kalselbanyakyangberhasiltetapi kantor transmigrasidi NTTmasih
ngontrakdi rumah penduduk.Peninjauarke Timor Timur pelaksanaampembangunarberjalandenganbaik sesuaiGBHN Pembanguna|
rel KAuntuk mengangkutbatubara,dan semenindarungseringterkendalakarenatanahlongsordandewanmenyarankarpembaharual
kereta api karenausianyasudahtua. PelabuhanTelukbayurdan lapanganterbang Tabingperlu dikembangkarpembangunannyaintuk|
mendorong eksport non migas SumateraBarat . Dinas PerhubunganLLAJRdi Riau untuk jembatan tibang perlu ditambah dan|
pembangunanpelabuhan perintis untuk menanggulangipenumpang. Fasilitas pelabuhan di Batam perlu dikembangkantentang
keselamatarpenumpangdan barangkarenaasalwisatawandari Singapuraneningkat.Pelabuhardi BanyuasinSumateraSelatansudal|
mengalamikedangkalarmaka perlu dilakukanpengerukanPelabuhan_uwukdi SulawesiTengahperlu dilakukanpembangunaruntuk
melayani kapal perintis.
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53 |Rapat Paripurna ke 26/1V/1989-1990 Volume 3 Rapat Paripurna ke 29 Mei 1990 Suara Jela

Side A: Proyek pembangunanjalan PadangBaypassepanjang22 Km perlu dibebaskanuntuk kota Padangyang dibiayai oleh pusal
sedangkankapelaksanaarpembangunannyaleh daerahdenganbiayal5 milyard. Junarsopiayaganti rugi hanyauntuk tanamandan
bangunanPembangunaiirigasidi Riautersebadi 5 kabupaten.Permasalahagyangditemuaianggotadewanadalahbelum semuatanah
diolah menjadi sawahsehinggairigasi kurangbermanfaat. Pembangunaralan akandibukadi lintas Timur untuk memperpendeljarah
tempuh dan mengaktifkanjembatan timbang yang ramai dilalui. Pembangunanjalan di KapuasHulu, KalimantanBarat dimans
masyarakatnyaela tanahnyadibangunjalan. Pembangunafembatandi KalimantarSelatandari jembatankayudigantijembatanbeton.
Pembangunaralandi NTTperlu tambahandana. Parpostel banyaknyawisatawandari Belandake SumateraSelatandan Batam,maks
perlu daerah tsb dikembangkandan kendalanyaadalah modal untuk mengembangkanpariwisata. Pembangunantelekomunikas
terhambat karena prosedur pabean, tanah mahal, pelelangan dan DIP terhambat.

SideB: R.BudiWinarno,anggotadewan melakukankunjungankerja ke SulawesiTengggaraSulawesiSelatan,SumateraSelatan Jawe
Barat.balailatihankerjadi Palu,kerajinandanindustri di Donggalanihil. Anjloknyahargatimah mencapab0 %karentidak biasaoperas
tambangtimah dan kurangnyaperalatansehinggamempengaruhkesejatreaarrakyat. Karenatambangtimah mengandungadio aktif
makaperlu diolah denganbaik dan reklamasipantai untuk pelestaruaningkungarhidup perlu dilakukan.Bahanbaku produksikrakatay|
steel sehinggamendatangkardari luar negeri. Perlunyapengawasarstandarindustri bahanbakudari PT.TunasInti. Karenamasyaraka
SulawesiSelatanmemerlukanbanyakBBM maka perlu ditingkatkanproduksinyadan penggunaanlistrik di Palusangattinggi kareng

perkembangan industri.”

26/1V/1989-1990,
Vol. 3
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54 [Rapat Paripurna ke 26/1V/1989-1990 Volume 4 Rapat Paripurna ke Selasa, 20 Mei 1990 Suara Jela

SideA; SuwardiWirya, kegiatanTVRIsudahmenjangkaupelosokmisalnyadi SumateraTImur. TVRItayangannydebih bagusdari pads| 26/1V/1989-1990
Malaysiatetapi RRIkalah dengansiarandari luar negeriyang sudahada 8 stasiun.Kegiatankeammananyang dilakukan ALRImasih
kekuarangarsaranakapal untuk operasikeamananlaut dimanabanyaknelayanluar negeri yang mencariikan di perairanIndonesie
untuk itu perlu penambahanSDMALRI, bea cukai,dan kelauatan.Aparat peneranganmobil banyakyangrusaksehinggaperlu diberi
mobil untuk operasi penerangan dan klopencapir tentang produksi da perdagangan . Komisi Il dalam kunjungannya ke Medan
menemuiadanyaprogrampembauranwargadi Medandan banyaksengketatanah di perkebunanhal ini perlu segeradiselesaikaroleh
KomisilV dimanahutan di Simalungursedangmemperluasarealhutan yangdilakukanoleh PT.Indorayon.Pariwisatadi Batam,dimang
kapal Feri tujuan Belawan- Pangkal Pinang dihentikan karena sedikit wisatawan yang datang dan kondisi Istana Deli, Medan
memprihatinkan untuk itu perlu dilakukan rehabilitasi dan pemindahan lapangan terbang Polonia karena jauh dari Ibukota Med:
SideB: HS.Amini, SH laporanhasilkunjungananggotadewanke daerahTk.| JawaTimur, Bali,Aceh,SumateraUtara, SumateraBarat,
dan JawaBarat. Otonomi daerah Tk. Il mulai dilakukanoleh PendapatanDinasPU dan Dinas Pertanian.Pemekaranwilayah untuk
mempermudahpelayanan.Denpasamenjadi Kodyakarenasudahmemiliki BAD,gedung DPRdIl.LKMDterhambat karenadana untuk
demokrasidesaperlu diperhatikanmelaluiBanpresyaitu penggatiarkepaladesamelaluipemilihanuntuk mencerdaskamasyarakatian
perlu peremajaandan untuk lurah dicarikandanadari PBB Kondisinelayandi Pasuruarmasihrendahekonominya pembangunarinpresg
kesehatan , jala, sekolah di daerah tsb terhambat karena dana dari pusat terhambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan per
KepalaDaerahMalangmenyetujuipenggunaarianahgarapanoleh rakyatdantanahdi BatamseluruhnyabelumadaHTLuntuk itu perlu
dilakukan pendataanuntuk memenuhikeinginanrakyat. pendaftaranulang ex anggota PKluntuk menghadapipemilu. Moh Roem
penegakarhukum korupsi, eksekusperkara,imigrasi,pembinaandan pemasyarakatangdan bantuanbiayaperkara.Penegakarhukum
di RiauyangberbatasandenganSingapurayietnam,Malaysia.Sarangperhubungarbelumlancarsehingggpenegakarhukumterhambat
danbiayaperkarasangattinggi sehinggebanyaktunggakarperkarabaik pidanamaupunperdata. Polri sebagaujungtombak Kuhaptapi
Polri hanya sedikit yang dapat menyidik perkara untuk itu perlu diadakan pembinaanhukumuntuk Polri yang menyulitkan dalam
pelaksanaan KUHAP.

55 |Rapat Paripurna ke 26/L.1V/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurna ke Selasa, 29 Mei 199D Suara Jela
Side A: Moh Roem, Terbatasnyaruang untuk pemeriksaanperkara di Polda Riau perlu dilakukan perluasanbangunan.30 % yang 26/Lj.1\V/1989-1990
terselamatkandari perkara korupsi dari SPJfiktif dan penyelundupansebagiandapat diselamatkan.Hasil perkebunan, perikanar
dipasarkandi Singapurauntuk dijual kemudianmembeli kebutuhan pokok sehari-hariserta barter di tengah laut. Penasehatukum
tempat tinggalnya di propinsi sedangkanperkara ada di daerah sehinggamemerlukan biaya tinggi hal ini berpengaruh oada
membengkaknya perkara . Untuk pengawasan imigrasi di wilayah pulau dan daratan di Riau perlu penyempurnaan administra
Side B : Tidak ada suara
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56 |Rapat Paripurna ke- 26 (Lj)/IV/1989-1990 Voume 2 Rapat Paripurna ke| Rabu, 30 Mei 1990 Suara Jela

Side A: LaporanTengkuHaji GazaliAmna, Drs. Ukun Suryawan,Aminulah Adiwilaga(komisi X), Drs. Sutikno (KomisiAPBN),Martin| 26 (Lj)/1V/1989-199(
BalalembandKomisiVIl). Laporankunjungankerja bidangkesehatan sosial,perananwanita, BKKBNMasareses1989/1990.Sulawes
SelatanKalimantanSelatanDatil di indonesia,SumateraUtara. kesehatardi SulawesBelatan KalimantanSelatandapatmeningkatkay
derajat kesehatanmasyarakat.Rumah Sakit di Ujung Pandangsebagairumah sakit rujukan, pendidikan, penelitian sehinggadapat
bergunabagimasyarakatumahsakitini letaknyadekatdenganRumahSakitrujukanuntuk itu harusdipindahkansalahsatunya. RSURi
SulawesiSelatanpembuatanbaru PuskemasRSUUlina Banjarmasinahan kurang mendukungkarenarawa tanahnyadan lingkungat
kurangsehat, rujukan belum berjalanbaik dan bebankerjanyasangattinggi untuk itu perlu perubahan.RumahSakitUmum di Medan,
pembangunanfisik terhambat termasuk obat-obatanbanyak didatangkandari luar, peningkatanbiaya operasionalsehinggakurang
mampu mengelolarumah sakit tersebut. Jumlahpara medis belum sesuaibila dibandingkandenganjumlah pasien. Bangunanbekas
Belandatersebut perlu di renovasikarenasudahtua. BantuanperalatanLuarNegerikurangkarenakesalaharteknis. Pengadaarobat-
obat murah/ generiksudahhampir ke daerah,tetapi kendalapengadaarkurangdan sulit diperoleh. Adanyaperbedaanpelayanaraskes
danumum karenadanasehinggeSBBQlihentikan.Dokter ahli kurangehinggaperlu di realisasiPenanganassukuterasingdi Riaukurang
berhasilpembinaanoleh EpartemenSosial Dep.pertanian,PU,Deptran,dan Depdagribaru mencapail 9%yangberhasildipemukimkan|
Danapembinaantidak dapatdiperolehsesuaidengandanayangdialokasikanPemukimarkembalisuku Tabalangli KalimantanSelatar,
setiap kepala keluarga dapat rumah, alat pertanian, tanah tapi tanah yang ditempati kurang air sehinggamasih masuk hutan.
Penanganatbencanaalamdari laut dapatarumah, tanahtetapi belum adatenagapenyuluhpertaniandan perikanan,sekolahjauh dan
rumah sudahbanyakyangrusak. Penempatansatgassosialadalahpendampingsukuterasingpembentukankarangtaruna di Sulawes
SelatanKalimantarSelatarsudahadatetapi tiddak unyausahakarenakurangdanaperlulintas sektoralagardapat punyausahasendiri,
Perlu banyak sekolah SD dan Puskesmas.

SideB: Perananwanita menunjukkanpeningkatandi SulawesiSelatan,KlimantanSelatanseperti PKK KOWANIBKW,kurangtenagg
untuk perencanaadministrasiehingga perlu adanya kerjasamadengan universitas. Daerah transmigrasi,terasing, terpencil khusug
mendapatkanbantuan KB untuk mempercepatprogram KB mandiri untuk itu perlu dilibatkanulama, institusi. PengadaartenagaPLKI
perlu dilakukanuntuk menanggulangpenyuluhanKB. ProgramKB dapat menekanjumlah penduduk. Pembinaansuku terasingperlu
ditingkatkan.Drs.H. Ukun Suryaman(komisilX). Laporankunjungankerja Irian Jaya, JawaTimur,JawaTengah DIY,SumateraSelatan
Jambi,NTT,SulawesUtara, SulawesBelatan Kunjungarkerja sesuaiSuratKeputusarBadanMusyawarahDPRRI. TK,D, SMP,SMA,PT
PeninggalariPurbakalaPerkembangampendidikandi Jawameningkattetapi untuk gedungsekolahperlu direhabilitasimengingatadanyg
bencanaangin puyuh untuk daerahpedalamankarenajauh. Pembatasartugasantara DlnasP&K Kanwil untuk itu set|ap kecamatar
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57 |Rapat Paripurna ke 26 (Lj)/1V/1989-1990 Volume 3 Rapat Paripurna k¢ Rabu, 30 Mei 1990 Suara Jela

Side A: Drs. H. Ukun Suryawan,Program penyerataanguru SD yang akan dilakukanoleh UniversitasTerbukaperlu dipikirkan dan
programpenyerataanusahamandiri di UniversitasMalangperlu dipantauuntuk mengetahuisejauhmanakeberhasilannyaPeninggalal
purbakalaseperti candi-candibanyakyang perlu diawasipengelolaanyamengingatbanyaknyaorang yang menjual benda purbakalal
Pembinaanolahragaperlu ditangani secaraorganisasi Kurangmerata penempatanguru agamadi jawa Tengah Irian Barat, Sulawes
Selatandan kepulauanainnyaperlu segeradirealisasikanPerbaikarrumahibadahcepatditanganidan Jemaatumroh adayangmenjadi
TKilperlu ditertibkan serta aliran agamaKongFu ChudiserahkankepadaDirjen Agama.Calonguru pria haruslebih banyakdari pada
wanita supayasiap ditempatkandi daerahterpencil yangakandibangunkangedungSDdan adanyaSMPterbuka untuk golongantidak
mampu. Drs. Aminulah Adiwilagadari KomisiX, Bapedadi NTTbelum berfungsisesuaiyang diharapkanuntuk itu perlu ditingkatkar
melaluidiklat, pembangunargedung,tenagaabhli, dan konsultanpembangunanPerencanaampembangunardi NTTperlu direncanakal
denganbertumpu pada kemampuansupayamendapatbantuan konsultan denganbiaya dana dari luar negeri denganmeningkatkay
saranafisik . PadaRepelitaV mamasukkitahun ke- 2 sejak UU No. 4 tahun 1986 tentang analisisdampak lingkunganperaturan
pelaksanaannyaperlditanganidenganbaik ditanganioleh Amdaldan KLHtetapi sampaisekarangoelum dilaksanakarsecaraoptimal
karena perbedaan birokrasi yang kurang memahami tentang amdal.

Side B: Drs. Aminulah Adiwilaga,lahan kritis di NTT meningkat10,6 % sehinggaperlu Inpres penghinjauanmelalui hutan tanamar
industri. Peningkatarkonservaslahanuntuk penghijauaradanyaembung-embungir perlu ditingkatkan.Habitatbinatangkomodoperlu
diobservasi untuk kepentinganpariwisata mengingatbinatang tsb sudah langka. Prokasihkerjasamadengan46 perusahaanuntuk
mengolahair limbah gunamentaati lingkunganhidup. Masyarakatdiberi bekal pendidikankesehatandenganbekerjasamalenganLSV
melalui penyuluhanhidupsehat lingkunganbersih.NTTperlu diteliti mengingatdaerahtsb kering, daerahkritis dan jenis tanah tidak
subur karenakemiringannyasehinggabanyaksawahtadah hujan. PemerintahmendorongUniversitasCendanauntuk mengembangka
penelitian daerah NTT. Pemanfaat. Pemanfaatantenaga surya yang dilakuka oleh BPPTbekerjasamadengan Jerman barat untuk
mendapatkarair bersihdi daerahKupangSumbaBaratdan SumbaTimur. Penyediaaristrik di JawaTengahmenggunakarenaganuklir,
denganPLTNtetapi masyarakatsekita mengkhawatirkanbahayayang ditimbulkan PLTN.Penelitiastatistik dampaknyakarenadana,
data, SDMterbatas sehinggamutunya kurangbaik dan tingkah laku respondenkarenaperusahaarkurangterbuka dalammemberikar
informasiuntuk itu perlu ditinjau kembaliUU StatistikNO. 7 tahun 1960karenapeta rupa bumi, tematik, klimatologibelum dimiliki oleh

daerah kecamatan.

26 (Lj)/1V/1989-199(
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58 |Rapat Paripurna ke 26 (Lj)/1V/1989-1990 Volume 4 Rapat Paripurna k¢ Rabu, 30 Mei 1990 Suara Jela

Side A: Drs. Sutikno dari Komisi APBN,Pendapatantahun 1989-1990pada Pelita IV direncanakandari PBBdan minyak gasbumi.| 26 (Lj)/1V/1989-199(
Hambatanpembangunardi Irian Jayaadalahtanah adat, hargamahaluntuk itu Kanwildi Irian Jayadiberi kewenangaruntuk merubat
DIP.Bankmeningkatdan pergerakandanamilik masyarakatuntuk pembangunanl0,3 %, kredit macet 12,9 % dari total kredit hal ini
karenakelemahanpengawasardebitur. Korupsimengakibatkarkerudiannegara200 juta. Jalandaei Merauke - Timikapenuhdengar
hutan . Perkebunarsawit perlu ditopang dengan adanyaperusahaarMinyak sawit untuk mengolahdan untuk meningkatkanP ADdari
PT.Frepotperlu adanyaperaturan pembangunauntuk devisanegara.Perluadanyainvestordari luar untuk memajukanirian jayadan|
pembangunanpendidikan,perhubungandan untuk penanganannyaidak seperti daerahlain karenalatar belakangdaerah. Di Timor
Timur PADnya kecil hanya dari ikan sedangkandi NTB PAD5 Milyard 337 juta ini sangatkecil dari dari non pajak. Pendapatal
masyarakamasihkecildan kepatuhanmembayarpajak 93 %tidak ada peta, batasdesa,letak geografis. Pembangunamproyekkareng
pimpro di Jakartadan kemampuanSDM terbatas sedangkanuntuk pengembangarpertanian mendapat bantuan dari Bank Dunia
penyediaanbibit sapi dari Australiarealisasi37 % angkakematian bibit sapi 11 % sehinggaSDM tidak terserap . Pembanguna
bendunganSutamiuntuk irigasi belum dimanfaatkansepenuhnyadan pembangunarrumah sakit di KabupatenEnde perlu dilakukar,
karenamengalamkerusakanBaliPADnyal8 Milyard 380juta (80,4%)penerimaamegara62 milyard 80 juta mengalamkenaikanl6 %
dari pariwisata. kebutuhan daerah Bali terhadap pegadaian positip tetapi lemah di pengawasan.

SideB: KalimantanSelatanPADnya 8,5 % temuan pada kelemahanadminsitrasi.Martin, DaerahTernate yangdihasilkankayu lapis,
nekel, pala, coklat, dan ikan. PinjamanKUKmaksimalRp 200.000untuk masyarakatelum jalan karenatenagaBankbelum disiapkar,
untuk menangani KUK. Eksport ikan mengalami kenaikan "1, 15 % harena harga ikan tertinggi dan dari mutiara 22 %.

59 |Rapat Paripurna ke 27/1V/1989-1990 Volume | Rapat Paripurna k¢ Rabu, 30 Mei 1990 Suara Jela
SideA: Martin Balalembanglari KomisiVIl, pemasangamumpon untuk meningkatkarpendapatanperikananoleh PT.HusasaMinadan| 27/I\V/1989-1990
nilai eksporkayulapisndangergajian. Eksportcengkehdi Maluku mencapai 4000ton tetapi harganyaselalumerosotuntuk itu perlu
pembentukanKUDuntuk membeli cengkehrakyat sehinggaperkembagankoperasi dan non KUDmeningkat. Puskuddi Ambon dan|
Ternatekurangtenagapenyuluhandan koperasikurangtenagaadministrasi.Dologdi Maluku mensuplaiberasuntuk keperluandaeral
Maluku dan Ternatemelalui angkutanlaut termasukgula. Karenalndonesiamerupakanwilayah seribu pulau maka harusberwawasat
kelautansehinggaperlu menambaharmadalaut dan landasanlapanganterbang perlu diperluasuntuk mengangkuthasil laut melalui
udara . Pembangunardi P. Searmsetelah Pelita Ill tidak selesaimenimbulkanpertanyaan.Angkainflasi di Maluku tinggi , harge
kebutuhan hidup tinggi untuk itu perlu perhubungan darat, laut, dan udara untuk menyeimbangkarpendapatandan kebutuhan
Perhatian pemerintah terhadap koperasi perlu ditingkatkan dan perlu diberi tunjangan kemahalan serta simpan pinjam untuk
masyarakat.

SideB: Kebutuhanhidup di Ambomsangattinggi karenatelur didatangkandari SurabayaPolatata niagaeksportpaladan coklattetapi
faktor kendalanya adalah alat transportasi. 31 jenis eksport naik 47 % akibat deregulasi dan debirokrasi pemerintah.

Side B :; Tidak ada suara
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60 [Rapat Paripurna ke 27/1V/1989-1990 Voume 2 Rapat Paripurna ke Selasa, 5 Juni 1990 Suara Jela

SideA: Mendagri(Rudini),dalampemandangarumum AnggootaTKIl RUUIbukota JakartaNo. R/07/PU/XI1/1989-7 Desemberl989 27/IV/1989-1990
PembangunamasukRUUIbukota JakartaNo. 15/5/1990 oleh Mendagridisampaikardi depanDPRPembicararKll. Drs.H. Hasanudil
(Golkar),Rudiyanto(ABRI) Kun Solehudin(PPP)Adi Pranoto(PDI).Drs.H. Hasanudin sejarahibukota JakartaRayaUU No. 1/1960 RIS
No.20tahun 1950 dijalankanoleh Walikota. PemerintahdijalankanUUNo.20tahun 1956. 2. StatusKotaPrajadi pertahankanoleh UU
No. 1 tahun 1957. 3. Setelahdekrit 1959 ada 2 keputusan:a. PenetapanpresidenNo. 2 tahun 1961 tentang PemerintahDKIlJakartz
menjadiJakartaRayamenjadilbukota Jakartadiberi daerahkhususlbukotasehinggadiatur dalamUUmengembar? fungsi.Landsardil-
Pancasila,LandasanKonstitusioanal-UUD 1945. Jakarta harus tampil menjadi Kota metropolitan yang mencerminkancitra dan|
masyarakatindonesiamempunyaikultur kebudayaandimata masyarakatdunia. Untuk itu perlu dikembangkardenganBMW- Bersih
Manusiawi, Berwibawa.Jakartadiberi status harus memberi pelopor dengansusunanpemerintahyang khusus.UU No. 5 tahun 1974
sudahmemberiarah untuk itu perlu ditekankantingkat kekhususarbidangapa sajadalam peran serta pembangunaruntuk itu perlu
ditekankantentang kekhususarkarena perkembangan pendidikan,dll harus ditangani secarakhusus.side B: Untuk mendewasaka
masyarakatyang tersebar tidak digunakanotonomi daerah yang nyata-nyatabertanggungjawabyang seluas-luasny&arena akar
mengarahpadahal-halyangmenimbulkankecenderungampenukaranyangmembahayakaragi keutuhanRepublikindonesiaUU No. 5
No. 1974.PSllayat 1- titk berat otonomi daerahdiutamakanpadadaerahTKII karenaDKItidak punya TKII dimanaotonomi tersebut
dilaksanakampadaseharusnyanenampangkepesatarDKI.DKIltidak dibagi-bagke wilayahTKIl karenamemberipercepatanpelayanat
masyarakatdan pengambilankeputusan.FungsikhususDKI - sesungguhny&onsekuensisebagailbukota Republikindonesiasampa|
menjadi pelayan pemerintah pusat disamping sebagai pelayan masyarakat.

side B: Untuk mendewasakamasyarakatyangtersebartidak digunakanotonomi daerahyangnyata bertanggungawab seluas-luasny
karenaakanmengarahpadahal-halyangmenimbulkankecenderungarmpenukaranyangmembahayakarbagikeutuhanRIUU No. 5 No.
1974psl11 ayatl. Titik berat otonomi daerahdi TKIl karenaDKItidak punyaTKII dimanaotonomi tsb dilaksanakamadahalseharusnyi
menopangkepentinganDKI. DKl tidak dibagi2 ke wilayah TK 1l untuk memberi percepatanpelayananmasyarakatdan pengambilai
keputusan.FungsikhususDKI- sesungguhny&onsekuenssebagailbukota Rl samapaimenjadi pelayanpemerintah pusat sedangka
harussebagapelayanmasyarakatPertanggungjawabagubernurkepadapresidenpadapasall0 ayat1 RUUDPRanggotadewanminta|
penjelasankarenagubernur setingkatmenteri dan penyelenggaraapemerintah dibebankanke APBNbukan ke APBD Rudiyantodari
FraksiABRIdinamikapembangunarsemakinpesatdan DKImenuntut adanyakemajuandalampelayanarnyangkeinginanyeberagam.60
% uang beredaardi Jakartakarenapusat pemerintahandan pusat pengambilankeputusansehinggaperlu adanyapengaturanJakartz
sebagaifungsi kedaerahandan Jakartaharus dapat memberikan pelayanan.Hal yang menjadi pemikiran dewan adalah: Hakeka
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61 [Rapat Paripunar ke 27/ 1V / 1989-1990 Volume 3 Rapat Paripunar ke Selasa, 5 Juni 1990 Suara Jela

SideA: KunSolahudindai FraksiPPP Jakartaharusdikembangkammenjadiibukota baik yangberkaitandengantransportasi,pemukiman| 27/ 1V / 1989-1990
industri, dan kegiatanpemerintahan.Harustampil seefisienmungkin dan memudahkanpelayanan.Tata ruang harus dikaji sungguh
sungguh.Jakartatidak perlu diberi daerahkhususkarenasudahmenjadiibukota negaradan mendapatkekhususan Pengaturarwilayah
ibukota perlu penataanruang yang baik dan tepat serta beban bebanwalikota non otonomi telah disetujui presidendan FraksiPPF
memahamikarena gerak pembangunanwilayah Jakartasebagaikhsususibukota mencakupbanyak kegiatanbaik nasionalmaupur
internasionaltetapi FraksiPPPingin mengetahuisejauhmangperananMendagri, bagaimanaposisidaerahDKI, bagaimanalegitimas
rencana induk yang dimiliki untuk tahun 1995 -2005 sesuai pasal 11 ayat 1 apakah harus ditata kembali.

SideB: Adi Pranotodari FraksiPDI,SusunarDKlaturanyasamadenganprovinsilain yangmengaturotonomi tetapi UU Psl5 tahun 1974
bahwa mengingat perkembangan dan pertumbuhan wilayah DKI disesuaikan dengan ketentuan ternyata dalam pasal tsb samg
belum ada. SaatUU dibuat jumlah pendudukDKItahun 19895,9 juta dan setiaptahunnyabertambahbanyak.Titik berat otonomi pada
pasalll ayat 1 dimanadaerah TKII sebaiknyaKodyadan DKIpunya walikota tetapi tidak punya DPRDTk Il semuaberpusatpada
gubernur sebagaiKanwil yang langsungkepadagubernur sehinggakekuasaartidak berpusatke gubernurtetapi ke walikota. Hal ini
wewenangbisatersebarke walikotasehinggamenjadikonnkrit padatahun 2005.UU No. 74 sudah16 tahuntitik beratotonomi padaTk
| dan kewenangan walikota ditambah sepanjang tidak menyangkut masalah militer dan kenegaraan.

62 |Rapat Paripurna Ke 28/1V/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurna K¢ Selasa, 5 Juni 1990 Suara Jela
Side A: Dalam rangka memberikankebutuhan pelayananPemda DKI membentuk Dinas-dinasdaerah masih tumpang tindih dalam 28/1\v/1989-1990
memberikanpelayananMisal: Telp,perhotelan,air minum, PLNhal ini perlu dijelaskanoleh Mendagri.ProklamasiPancasilayuD1945
lahir di Jakartapada HUT RI sesuaidengan pertumbuhan dan perkembanganpemerintah diminta ada 5 wilayah perlu penjelasat
pemerintah sesuai dengan RUU tentang susunan Pemda DKI Jakarta. Sidang ditutup oleh Ketua sidang.

Side B: Tidak ada Suara
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63 |Rapat Paripunar ke 28/ 1V/1989-1990 Volume 2 Rapat Paripurna ke Rabu, 6 Juni 1990 Suara Jela

SideA: Rapatdibuka oleh KetuapembicaraTk II RUUpembentukanKabupatenTk II HalmaheraTengahdan KodyaBitung. Alexande| 28/ 1V/1989-1990
Wenas dari Fraksi PDI, pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah atas aspirasi Halmahera tahun 1962, Provinsi Irian Barat
dari KawedanarTidore dan Wedadikembalikanke Maluku bukanke Maluku Utara . Padatanggall3 Juni1967 daerahex Irian Barai
perjuangandijadikandaerahTk.Il hal ini sesuaidengansejarah,akar,danaspirasiyangtidak bisadipisahkan WilayahKesultanarTidore
dikembalikanmenjadi Tk Il. Untuk wilayah Bitung atas aspirasimasyarakaBitung sebagaikota administratif| di SulawesiUtara walau
sehari-harikota administrasitetapi kegiatanadministrasinyassemakinmeningkat.Berdasarkarkemajuanyangberkembangpadatangga
16 Septemberl983 SuratGubernurSulawesUtaramengusulkarDati Tk 1| BitungmenjadiKota Madya. Golkarberjanji ataspemekarar,
HalmaheraTengahdan Bitung tetap diperjuangkandan padatanggal 15 maret 1980 kedua daerahtsb menjadijanji pemerintahdan
dibahasoleh anggotadewan dan merupakanproduk yang | tentang pokok-pokokpemerintah di daerah. Setelahmendengarsikag
pemerintahmakaanggotadewan dari Golkarberpijak pada Pancasilessebagaiazasnegaramemantapkanpemekarandi daerahuntuk
meningkatkan operasional GBHN.

Side B: Adolf Yopi Sondagdari FraksiGolkar, sependapatdengan pemerintah karena erat hubungannyadengan politik will supaye
perkembangandapat dilaksanakansecaramerata. Untuk memantapkanpenyelenggaraarpemerintah Tk 1l sangat penting untuk
pembinaan masyarakatuntuk mencapaikesejahteraansesuaiUU NO. 5 tahun 1974 supayadapat memberikan pengayomandan
pelayanaryangcepatkepadamasyarakatyYangdipertanyakarDewanadalah:kesamaaraturan padahal yangsatuotonomi Tkl dan Tk
I, KabupatenHalmaheraTengahdan KodyaBitung ada 9 urusan pemerintah yang selamaini dilayananioleh dinas-dinastermasuk
perikanandan kehutanan.Bitungterdiri dari 3 kecamatanmengapayang2 kecamatartidak diajukan?Untuk menetapkanbataswilayah
HalmaheraTengahberhadapandenganLautan Teduh harusnyaMendagri menyebutkanpada pasal6 ayat 3 tetapi tidak ada. Masg
jabatankepaladaerahBupati,Walikota,dan DPRDmasajabatannyaMuhamadlsnaenmahmuddari FraksiABRI2 RUUsudahditunggu-
tunggu oleh daerahmasing-masingintuk melaksanakarotonomi daerahnyayangtujuannyauntuk memberi wadah daerahybs untuk
mengatursendiridanmengeloladaerahnyadalammemberikanpelayanarkepadamasyarakauntuk mencapakesejahteraanHubungatr
fungsionalperlu ditata kepaladaerahdan DPRDuntuk menyerasikarperlu dikoordinasiantara aparatur negaradan masyarakatdapat
diayomi. Batas wilayah perlu diperjelas disertai koordinasi antara fungsional Halmahera dan maluku Utara.
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64

Rapat Paripurna ke 28/1V/1989-1990 Volume 3

SideA: HalmaheraTengahtelah mempunyaiSDMyangbaik wilayah SoaSiutetap sebagaibukota KabupatenHalmaheraTengah Apa
ada rencana untuk menarik anggota DPRDdari Minahasauntuk mengisi jabatan yang kosong untuk HalmaheraTengah.Kema
Badarudindari Fraksi PPP pembentukanotonomi 2 daerahtsb sangatditungguuntuk memacupembangunandaerahdi bagianTimur
karenasumberdayalaut belum banyakyangdiolahdan daerah-daerahini menjadisengketaantaralrian Barat- Maluku- Timor Timur,
Halmaheraposisinyastrategis karena saat pembebasanirian Barat daerahini menjadi daerah perjuanganyang wilayahnta dibawat
KesultanarTidore. Tanggall5 April 1969Halmaheral engahsudahmengaturdaerahnyasendiridenganibukota SoaSiuyangberadadi P,
Tidore dimanawilayahtsb kecil . DenagnadanyaHalmaheraTengahmaka daerah Maluku akan terpecah-pecahKota Bitung dalam
melaksanakan tugas menyamai dengan daerah Tk. L. Bitung sebagai kota pelabuhan , pangkalan T

Side B: AlexanderWenasdari FraksiPDI,tanggal 7 Desember1986 sesuaiamanat presidententang pembentukanRUUHalmaher:
Tengahdan Bitung. Kemauaryangkerasuntuk mewujudkan Halmahera TengahmenjadidaerahTKIl atau daerahera perjuanganirian
Barat.KantorDinasdi SoaSiumenjadiDinasjawatanyangkeberadaannyali rumahkediamanBupatidan DPRDnendapatperhatiandari
Pemdayangkewajibannyamengembaramanatrakyat dan kedudukanbupati tidak dapat karenabelum adaDPRDPengangkataPRI
paling sedikit 3 orang bertempat di tinggal di daerahpemekaran.Bitung dari daerah Tk Il menjadi Kodya adalahwajar dan selaras
pemekarandesadan pemecahanvilayahsudahdiatur. Bagaimangengangkatarmdministrasipegawaipemerintahdan gedungpegawa
apakah pegawaikelurahanadadi Bitung. Sumberpendapatandi Bitungdari pajak,bagihasilbukanpajak,sumbangardil denganjumlah
anggaranini Bitung dapat mandiri. Pemdadikepalaoleh KepalaDaerahdan DPRDsehinggapenyelenggaraaPemdadilakukanoleh
kepaladaerahyang memimpin eksekutifdan DPRDyang bergerakdi bidanglegislatif. Kepaladaerah sebagaikepala daerahotonom
fungsinyasebagaikepalawilayah yang menyelenggarakampemilu dan mendapatkepercayaardari masyarakatdi daerahnya.Dewar
menyarankanuntuk memperhatikanUU No. 5 tahun 1974 tentang peraturan pemerintah daerah.NI,pangkalanminyak, terdapat 4
pabrik pengalengan ikan, pengolahan kayu. Posisi kota Bitung akan menjadi kota terbesar di wilayah Timur.

Rapat Paripurna ke
28/Iv/
1989-1990

Rabu, 6 Juni 1990

Suara Jela

65

Rapat Paripurna ke 29/ 1/ 1989-1990 Volume 1

SideA: AlexanderWenas dari FraksiPDI,anggotadewan dari FraksiPDImenyetujui dengananggoraDPRDsejumlah22 orangsetiag
fraksikurang3 orangdiangkatbukandipilih denganketentuanUU No. 5 Pasal25 tahun 1985 dengantempat tinggal di wilayahBitung
daerah Tk Il dan disediakan gedung untuk DPRD. Sidang ditutup oleh Ketua.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
29/ 1v/ 1989-1990

Rabu, 6 Juni 1990

Suara Jela
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66

Rapat Paripurna ke 29/ IV/ 1989-1990 Volume 2

SideA: Untuk membicarakarRUUKepariwisataartingkat Il yang diajukanoleh pemerintahyang disampaikanoleh Yupito dari Fraks
ABRI,Karenaselamaini belum ada produk hukum yang memayungikepariwisataanmaka anggoradewan menanggapidenganbaik
untuk menyambuttahun pariwisata yang bisa mendatangkardevisadari sektor non migas. Ini dapat mengaturtanggungjawab dan|
fungsisertaperanankepariwisataanRUUini mendapattanggaparpositip dari kalangarswastamaupundari mahasiswauntuk mengatut
tentang kepariwisataarkarenaperkembangannyaangatpesat di AsiaPasifiksehinggasecaradini kita sudahmenyiapkanaturannya
Pembangunamariwisatadapat menciptakankesenjangarsosialyangmenjadipertanyyadalampasal6é mengapausahakepariwisataal
harus dijalankan oleh perseroan terbatas?

SideB: Padabagiandampakkepariwisataarpadamateri pidanakurangtegaspadapasal24 dan 25 karenabelum jelasdelik pidananyz
untuk itu perlu dirumuskankembali. MansyursahArdian, Pancasilasebagaipandanganhidup dan landasandalam melaksanaka|
pembangunanpariwisata yang perlu ditingkatkan untuk menambahdevisa negara, menyerap SDM, dan tetap menjada kelestariar
kebudayaanbangsauntuk memupuk cinta tanah air oleh sebabitu perlu disediakansaranaprasarana,mutu, dil. Pembanguna|
pariwisataperlu dikembangkardan diamdalkanuntuk menjagaiman dan alam lingkunganhidup. Pengamanatingkunganhidup perlu
dilakukansebagaiupayaterpadu dan dapat mendorongdemokrasiekonomi sehinggaperlu perananBUMN, koperasi,dan swastaikut
mendorong perkembanganpariwisata. Pembangunanpariwisata dapat membantu menyerap tenaga kerja, kesempatanberusahg
masyarakat sehingga dapat berperan di dalamnyamaka pembangunan lintas sektoral dan non sektoral.

Rapat Paripurna ke
29/ 1V/ 1989-1990

Kamis, 7 Juni 199(¢

Suara Jela

67

Rapat Paripuna ke 29/ 1vV/1989-1990

FraksiPembangunarKarya/Golkar-MansyuiPenyelenggaraaX X ®dVIN,Koperasi X ®@iberi hak untuk ikut mengelolasesuaidengar
demokrasiekonomi.Pengelolaardilakukanoleh PTbelum memberikanhasil yangoptimal. PromosiX ®elum seperti yangdiharapkar
untuk itu dituangkandalam RUUini. Sampaimana tata ruang yang ditetapkan pemerintah sesuaidengan UUD 45 dan bagaimani
memberikan perlindungankepada pengelola perusahaandan sejauhmanapemerintah membentuk badan untuk megelola....Husn
Thamrindari FraksiPPP........ dapat merusaktata ruangbudayadi Bali dan JawaBarat merusaklingkungankurangnya.... sehingga.|
hanya....... bahwa hanya pulau Bali tempat pariwisatadi Indonesia.FraksiPDI-RUUini sebagaiacuandalam kepariwisataandalam
mengelolah RUU menjadi UU dan pelaksanaan kepariwisataan yang dijamin oleh UUD, Pancasila, dan GBHN.

Rapat Paripuna ke|
29/1v/1989-1990

Kamis, 7 Juni 1990

Suara Jela

68

Side A : Putus
Side B : Putus

Rapat Paripurna ke

30/ 1v/

Kamis, 7 Juni 199
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69 [Rapat Paripurna ke 30/ IV/ 1989-1990 Volume 2 Rapat Paripurna ke Senin, 11 Juni 1990 Suara Jela

SideA: Dr. Ida YudiDahlan,RUUAkademillmu Pengetahuamalamsejarahnygertamakali diterapkannyaUUNo. 6 tahun 1956tentang| 30/ 1/ 1989-1990
pembentukanMajelisIPlkemudianSKKepMPRSNo. 18/B/1967+D68anggall6 Februaril967 pembubaranLembageRisetNasionadan
Majelisllmu Pengetahuarndonesiadan pembentukanLIPl.SesuakepresNo. 94 tahun 1962diadakannyaVenteri UrusanRisetnasiona|
dan penempatannyaberadadi bawah Menristek Nasional.Kepres128 tahun 1967 MpembentukanLIPltugas pokoknyamenyiapkat
pembentukanAkademillmu PengetahuarsesuakepresNo. 64 tahun 1973dansesuaiKepresNo. 34 tahun 1974kedudukanLIPImenjadi
non Departemen.Dalamrangka pembangunartinggal landaspengembangarieknologi disesuaikardenganpembangunarpenerapar
teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksional sebagaidaya saing dengan negara lainuntuk itu peran aktif masyaraka
mengembangkanPIl. WadahAlPladalahorganisasipara ilmuwan yangsifatnyanon struktural dan mandiri merupakanbagianBadar
pemerintah yang memperolehdana dari APBNdari SekretariatNegarasehinggaperlu dijelaskanbagaimanabentuk pola AlPlyang
diterapkandi negarayangbermoral PancasilaParailmuwan dipilih menjadi anggotadan usia pensiun bisa diperpanjanghal ini perlu
ditanggapi karenaapabilaadakesalaharharusdiberhentikantetapi materi disinitidak dijelaskan sejauhmangewenangarpemerintak
untuk mengawasi AlPI.

Side B: Masnan SastraPutra dari FraksiABRI,GagasanAlPI sudahlama tetapi karena situasi dan kondisi tidak terealisasi.Untuk
mewujudkanllmu Pengetahuarpada pembangunannasiondtarenatumpang tindih MIPI makadibubarkan padamasaPRSemudiar
dibentuk LIPI.IPIberkembangdenganpesatmakauntuk mengimbangidan tidak tergantung dengannegaramaju makaperlu dibentuk
AIPI yang dipayungi dengan UU sebagailandasanhukum untuk pembangunanera tinggal landasmenujuke industrialisasiyanc
memerlukanteknologi. Alangkahbaiknya jika AlPI dimasukkandalam batang tubuh UU. Peroleh dana bukan merupakan struktur
pemerintah walau demikian karena menghasilkandaya intelektual wajar apabila pemerintah memberi dana dan sarana hanyg
pemerintah tidak boleh mencapuri hasil AIPl,mengapa dana diminta dari APBN?

70 |Rapat Paripunr ke 30/1V/1989-1990 Volume 3 Rapat Paripurna ke, Senin, 11 Juni 1990 Suara Jela
SideA: Dra. SyarifahMutarom dari FraksiPPPRUUAIPIdiajukanpemerintahtanggall Maret 1989 melaluisurat presiden.Bangsayang 30/1V/1989-1990
berazaskarPancasileharus meninjau sudut lain untuk kemaslahatarbangsa.llmu tanpa pengetahuanakanlumpuh dan pengetahuat
tanpa ilmu akan buta. Seorang Pancasilaigidak boleh ragu dalam amanat GBHN,pembangunanjangka panjang Il terciptanye
masyarakatadil dan makmurberdasarkarPancasilalan UUD 1945 sehinggahubunganantara manusiadenganalamdan Tuhansaling
terkait.

SideB: LembagaAlPlditingkatkanmenjadi AkademiAlPlyangdilindungi UU. Perlu penjabaranyangyang seimbangantara ilmu dan
amanat. FraksiPPPmenginginkanAlPI dilindungi UU untuk kesejahteraanmanusiadan seisinyadi dunia. Papo SunataHarun, surat
pemerintah No. R.08/EU/12/1989tanggal 23 Desember 1989 menyampaikanRUU AIPI dan tanggal 1 Maret 1990 Menristek
menyampaikarketerangantentang pentingnyaperananteknologi. FraksiPDIsependapatdenganpemerintahmakaperlu ditingkatkar|
ilmu pengetahuandan teknologi untuk kemajuan,kekuatan,dan prestise suatu bangsa.Mengingatindonesiamasihdi bawah Jepang
Thailand,dan Pakistanmakadewanmenyadariperlu adanyaUU yangmemayungi.Untuk meningkatkarilmu pengetahuarbiayanyany;
perlu ditingkatkan supayateknologinyamaju untuk memasukkiera tinggal landas.Kegiatanpenelitian merupakankegiatanstartegis
suatu bangsa karena maju mundurnya suatu bangsa dapat diukur dari hasil penelitian untuk itu pemerintah perlu memprogram|
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71 |Rapat Paripurn ke 31/1vV/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurn ke| Senin, 11 Juni 1990 Suara Jela

SideA: PapoSonataHarun, kurangnyaminat SDMuntuk menjadipeneliti dan kurangnyadanayangmenunjangpenelitianbagaiman
kemandirianAlPItsb? Peranteknologi sangatpenting karena dapat menjunjungtinggi bangsa.RUU peradilanagamauntuk perkarg
perdata yang beragamalslam, hal ini berlaku di pengadilanagamayang kewenangannyamengadiliagamatertentu sejajar dengar
penhadilanagamayang lain untuk itu hal-hal yang menguraikankeputusandihapus seperti pengukuhanpengadilanagama untuk|
memantapkan pengadilan agama maka dalam UU ini diadakan juru sita. UU perkawinan diatur secara khusus No. 9 tahun 197
SideB: DalamUU perkawinanapabila seorangistri menggugat cerai makasesuaiPeraturanPemerintahUU No. 9 tahun 1975 yanc
menentukan bahwa gugatanharus diajukan ke PengadilanAgamayang daerah hukumnyaberada di daerahtergugat sesuaiprinsip-
prinsip hukum pidana umum, tetapi perkaradiajukanke pengadilandi daerah hukumnyatertgugat. Seoranghakim yang melakukar,
perbuatan tercela di depan pengadilandihukum 3 bulan apabila sikap perbuatan merendahkanpengadilan. Hukum tidak boleh
diberhentikandari kedudukannyasebagalPNSdan sebelumdiberhentikansebagahakim.Hakimbukanjabataneksekutif oleh sebabitu
pemberhentiannyatidak seperti PNS.Padapasal22 yangdimaksudpengadilandalam perkara pidana adalahPengadilanNegeriatau
Pengadilan Militer.

31/1V/1989-1990

72

Rapat Paripurna ke 32/1V/1989-1990 Volume 1

Side A: Yoke Sondagdari Fraksi Karya Pembangunanmemberikan jawaban pemerintah tentang RUU pembentukan Kabupatet
halmaheraTengahdan KodyaBitung.Rudini(Mendagri)menyampaikajawabanpemerintahpadatanggalé Juni1990oleh fraksi-fraksi
JawabanFraksiKaryaPembangunan) oke SondagKabupatenHalmaheraTengahkarena faktor historis yang dipegangoleh seorang
Bupati selama25 tahun. SistematikaRUUdisusunberdasarkanserupawalaupunmaterinya berbeda satu Kabupatenl Kodyaurusar
kewenangarakanmenjadiurusanrumah tanggadaerah sesuaikemampuanSDMdan sarana/prasarana.Urusanperikananlaut masit|
wewenangdaerahbataswilayahdenganmenyebutwilayah TKII denganberbatasandenganKecamatarini sebagaipelengkap Anggotg
DPRDBitungditarik dari Minahasatanpa melalui pemilihandari awal diisi sesuaidaftar nomor urut hasilpemilutahun 1987 dandomisili
di wilayahBitung sepertihalnyadi HalmaheraTengahUsnaenmachmuddari FraksiABRI statuskecamatandi Bitungtetap kecamatai
pembantu, pengisianggotaDPRDseperti di atas karenaketerbatasandana dan faktor historis Soa Siu sebagaiibukota Halmaherg
Tengah karena transportasi melalui laut . Modal pangkal 3 tahun karena 2 daerah tsb sudah mampu membiayai untuk daerahn

Rapat Paripurna ke
32/ 1v/ 1989-1990

Selasa, 12 Juni 1990Suara Jela
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73 |Rapat Paripunar ke 32/1V/1989-1990 Volume 2 Rapat Paripunar kg Rabu, 13 Juni 1990 Suara Jela

SideA: MuharsonoKartodirdjo dari KomisiAPBN pembahasardilakukansecarasingkatyang rapat-rapatnyadilakukanoleh Menteri| 32/I\V/1989-1990
Keuangardan KomisiAPBN.Denganadanyapendapatanyang meningkatkarenaadanyakenaikangaji PNSdan pemberiantunjangar
khususuntuk pegawaidi wilayah Ambon. Untuk mengendalikaninflasi supayatidak mempengaruhiekonomi rakyat maka nerace
perdagangardapat diatur denganbaik. TemuanBPKdapat digunakansebagaipedomanpelaksanaarAPBNanggarantahun 1987/198¢
pelaporannyadapat ditingkatkan.Realisasbelanjapegawailebih tinggi karenauntuk pembayarangaji PNSyang memangdibutuhkar
adalah guru dan pegawai rumah sakit.

Side B: Meningkatnyaeksport tekstil memperbaikidevisanegara. Neracaperdaganganuntuk mempercepatperhitungananggarail
denganmeningkatkanbiro-biro keuanganuntuk memperhatikan SEMenteri KeuanganBataswaktu penyampaiarlaporan keduaRUL
sudahdisempurnakamleh Tim perumus KomisiAPBNuntuk itu Menteri keuanganbisa membahaspada tingkat 1V. KomisilV APBN
mempersilakaruntuk memutuskankedua RUUtsb. Pendapatakhir DPRdari EndangJunaedi,setiap APBNditentukan denganUU dan|
ditetapkanoleh DPRRencanaAPBNsemakintumbuh denganbaik hal terlihat dari banyaknygpemasukkamegaradari non migas.Fraks
KaryaPembangunanmengharapkanalat mobilisasi disiapkanuntuk menjamin pelaksanaarpemilu sehinggadapat berjalan dengar
baik. Untuk mewujudkanagrariayang baik untuk menjamin kepemilikantanah di sertifikat untuk kepastianwilayah industri jangar
sampai menggunakanlahan pertanian. Unutk membangun perekonomian himbauan presiden perlu dilaksanakandimana untutk
memberikan ..... dari perusahaan besar kepada pengusaha lemah sehingga pasal 33 UUD 45 dapat diwujudkan

74 |Rapat ParipurnakKe 32/1V/1989-1990 Volume 3 Rapat Paripurna k¢ Rabu, 13 Juni 1990 Suara Jela
FraksiKaryaPembangunanSide A: RUUkeuangan perdaganganperbankanDPRmeminta kepadapemerintahuntuk segeradiajukan| 32/I\V/1989-1990
DPRprihatin masih banyakyang belum memberi kesejahteraanburuh sesuaihak-haknya.Berbagaikebijakanuntuk memberi mutu
pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik untuk itu subsidi untuk rumah sakit di daerah perlu dipertahankan bant
prasaranadari Bank Dunia dapat dimanfaatkandengan baik- Tunjanganintensif guru perlu ditingkatkan karena belum memadai
Pelaksanaarpembangunaninpres ditingkatkan untuk pemerataan pembangunan.Pemerintah berhasil mengajukan pertambahar,
anggararpemerintahdapatmemenuhiaturantetapi ..... APBNsetiaptahun harusdapatmendapatpersetujuanDPR Pelaksanaa@PBN
dan tambahanAPBNsesuaitahun 1989. Fraksikarya Pembangunammenyetujui 2 RUUuntuk ditetapkan menjadi UU untuk mencapa
masyarakatyangsejahtera,adil, dan makmur sesuaidenganUUD45. FraksiABRI- Mahmudi HadisarosoUntuk membayarutang luar,
negeri ..... ditingkatkan kualitas ekspor seluruh sektor produksi. Tingkat pertumbuhan 7,9% dapat menyerap SDM.

Side B : Penerimaan dalam negeri diterapkan untuk menjaga aparat pemerintahanyang berwibawa. Rencanapemerintah akar
menaikanhargaBBM 1989/1990tidak jadi .... hargaminyak mentah di pasardunia naik tetapi dampaknyahargabahanbaku mentah
naik, karenakelebihanpenerimaanuangtersebutdapatmensubsidBBMsehingganasyarakatidak kenadampaknyaRealisasbantuan
programdan proyek ..... tapi dapat ditutup dari tabungan,untukitu ....... PBBgunadevisanegara.Apabilaadatemuan harusditindak
lanjuti sesuai UU yang berlaku. Fraksi ABRI menyetujui 2 RUU yang sudah ..... maka untuk menjadi UU.
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75 |Rapat Paripurna ke 32/1V/1989-1990 Volume 4 Rapat Paripurna k¢ Rabu, 13 Juni 1990 Suara Jela

FraksiPPP- BenyaminMataliti. Realisaspenerimaandari minyak bumi dan gasalam dan non minyak bumi dan gasada peningkatatr
24,9%.Fraksibersyukurhargaminyak dan gasbumi mengalamikenaikansehinggamenigkatkandevisanegara.Untuk menghematgas
bumi yang ditunjang dari PLTA,PLTUdan tenaga nuklir. Berkurangnyaanggarankarena kurangnyabantuan proyek dari luar negeri
sehinggdidak terealisaskarenaprosedur/ sayaratyangharusdipenuhi.Dewanmenilaibaik kebijakanpemerintahdalammenggunaka
anggaranmenggunakandana dari luar negeri untuk pembangunansehinggamemperinganpengembalianutang. Pengeluararrutin
berkaitan dengan pelaksanaanpembangunanperekonomianIndonesiacukup baik untuk menghadapipembangunantinggal landas
neraca keuangan harus baik. Side B: Pemerintah perlu
melakukanpengawasanKebijakareksporminyakmeningkatsehinggamengurangpinjamanutang luar negeri.FraksiPPPmenerimadan|
menyetujuai 2 RUUuntuk disyah kan menjadi UU. Sejalandengan teknologi informasi UU ini segeradisosialisasikarsecaraluas,
Budihardjonodari FraksiPDI,pemerintahharusbisamengatasimasalahperdagangarasongarsehinggeopererasiperdagangarasongal
harus ditinjau kembali karena pemerintah harus memberi penganyomanmasyarakat.Hal-hal yang menyangkuthajat hidup orang
banyak pemerintah harus ikut memikirkanuntuk itu kenaikanBBM ditinjau kembaliijin untuk angkutanlaut harus diperketat untuk

menghindaridari kecelakaanpenumpanglaut. Koperasiharus mempunyaiperan penting dengan memberi prioritas utama untuk|
deregulasi.Pembebasarkuota rempah-rempahseperti pala, bungapala, PDImenyarankarmemberi deregulasiuntuk cengkehmelalui
KUD.

32/1V/1989-1990
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76 |Rapat Paripurna ke 32/1V/1989-1990 Volume 5 Rapat Paripurna k¢ Rabu, 13 Juni 1990 Suara Jela

SideA: FraksiPDI- Budi Hardjono,yang menikmati biaya masukotomotif bukannegaratetapi para pengusahauntuk itu pemerintat{ 32/I\V/1989-1990
perlu mempertimbangkarderegulashargaotomotif sementaramasyarakamembelihargamotor tinggi. Sikappemberipelayanartidak
dapat memenuhikeinginanmasyarakat.Pemerintahmemberi perlindungankepadamasyarakatyang tanahnyatergusur untuk diberi
perlindungantegastdak dirugikan.Hargadari ekpor hail pertanianrakyat sangatrendah untuk itu pemerintahdapat mengambilsikag
untuk delegulasi/restrukturisadii bidangindustri/tata niagasehinggaberanidan nilai tata ekspordapatterpenuhikebijakanpemerintah
20% untuk koperasisangatpositif karenaini dapat membantu masyarakat.Penerimaanpembangunanmengalamipenurunanhal ini
lembagadonor karenaberkuranguntuk itu pemerintahharusanggarkardalamAPBNPengeluararebih besarkarenapemberitunjangar
10%kepadaPNS Realisasuntuk membayarutang/cicilanpiutang luar negerill,6%.Membaiknyahargaeksporminyak bumi Indonesie
sehinggapemerintah menyediakansubsidikepadamasyarakatcukup besar karenapatokan harga minyak bumi sangatrendah hal ini
karenaanggarartidak lentur dalammenentukanpengeluararpemerintahnaik 13 triliun. Alokasiproyek pencetakartanah untuk sawat
sangatpositif hal ini untuk menuju padaswasembadderas.SaranPDImelaluideregulasidi bidangindustri secaraterpadu dimanahasil
produk pertanianrakyatdapatdi olah menjadibarangbakumenjadiindustri barangjadi sehingggpetani mendapathasilyangloyal untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Side B: Pelaksanaarproyek harus diperhitungkandenganbenar agar mencapaisasaran. Menteri KeuanganmenanggapiFraksiPD
mengusulkarkeduaRUUdapat di syahkanmenjadi UU. RUUtentang tambahanAPBN KepalaBiro Persidangan Mengsahkan2 RUU
dapatdi syahkanmenjadiUU dengandemikiananggararbertambahAPBN1989-1990tambah 1,8 triliun denganrincian anggararrutin
dan proyek. UU berlakusurut disyahkandi Jakarta RUUtambahanAggararBelanjaNegaraPendapat2. Kelebihanpenerimaannegare
yang lebih untuk pembangunaninfrastruktur. Karenakelebihan alokasi 1990 anggarandigunakanuntuk pembangunanyang dapat
meningkatkanpendapatanmasyarakatlapangankerja, pembangunarwilayahtimur. Minyak bumi sumber penerimaannegaraNo. 1
untuk itu perlu dimanfaatkandenganbaik untuk itu minyakbumi di manfaatkansebaik-baiknydbijak untuk pembangunanKemantapai|
dari penerimaanpajak 1989-1990dialisir sesuairencana/lebih supayadapat memberinyata bahwa pendapatanrakyat. Perluadanye
sosialisaspajak untuk meningkatkarkesadararmasyarakatuntuk membayarpajak untuk itu tahun 1989-1990dapat lebih efektif lagi,
Denganberkurangpembayaranpajak padatahun 1989-1990mulai realisasitambahanpemasukarmmelalui tabunganmasyarakatdapat
direalisasikan sehingga dapat mendukung sasaran pembangunan dan menekan realisasi pembangunan ekstern.

77 |Rapat Paripurna ke 33/1V/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurna ke Rabu,13 Juni 1990 Suara Jela
Side A: Menteri Keuangan,tambahan anggaranuntuk pembangunanpertanian, pengairan, pariwisata, pendidikan, kepercayaar| 33/IV/1989-1990
pertambangandan energi. Pengembangarsumber daya manusia mobilisasidana, meningkatnyatabungan masyarakatswastadan|
tabunganpemerintahuntuk disalurkanlagi, sektor produktif sehinggamemperlancarsektor yang kuat dan yanglemah sehinggadana
dapat menumbuhkan ekonomi yang produlktif.

Side B: Tidak Ada Suara
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Rapat Paripurna ke 33/I\V/1989-1990 Volume 1

SideA : PembicararKll, jawabanpemerintahtentang RUUAkademillmu Pengetahuadndonesiadan RUUkepariwisataarMenristekBJ
Habibie: untuk meningkatkankesejahteraanrakyat Indonesia perlu dibuat RUU AIPI berlandaskanUUD 1945 guna kepentingar
pembangunarbersama.AlPldenganLIPI,AlPIdiatur UU No. 2 tahun 1989tentangsistem pendidikanpasal16 dan 17 dalamlembage
pendidikantugasAlPldiatur dalampasal3 dan 4 rinciantugastidak mencakupkegiatankependidikamasionalsepertiyangdiatur pada
UU No. 2 tahun 1989. LandasanAlPI - Pancasila.AlPI buakn badan pemerintah, buakn bagian pemerintah, bukan orang politik,
masyarakatyang mencari kewenangandana dari pemerintah dan masyarakatyang akandi syahkanoleh pemerintah. Pelita VV baru
dibentuk awalnyaSKMPRSL8/ B/1967,telah dibubarkanlembagariset dan LIPIkemudiaanmembentuk LIPlawalnyalLlPlyangakar
membentuk AlPlkarenatahun 1973 LIPIdijadikanlembagaNon Departemen,maka AlPlkemudiandibentuk menristek. AnggotaLIP
adalahpara ilmuan dari LIPI,Menristek, dll. AlPIbukanbadan pelaksanalltbang/perguruan.AlPIbukan penasehatlPTEKetapi AlIP
sebagawadahilmuanyangtugasnyamemberiwadahnon struktural dan mandiri. AIPladalahprakarsasendiri. SideB: Usiaanggota65,
tahun. AnggotaberdasarkarsuarakeanggotaarAlPIsetiap5 tahun ditinjau kembaliberdasarkarusiadan keaktifan.Menteri Pariwisatg
dan Postel-Ahmad Tahir. Ucapanterima kasihdari pemerintahkepadaDPRyangtelah menggodokRUU.Perdebatanantara DPRdan
Pemerintahuntuk mendapatkanUU yangberbobot. Ketertarikanjudul, definisi, dan materi menjelasannyalijabarkanoleh pemerintah
Tujuan pariwisata kurang lengkap memuat F. ABRI dapat dilihat pada penjelasan karena perlunya jaminan keamanan bagi wis
Menteri Parpostelpemerintah sepakatdengan FraksiPPPkarena ikut mendorong pendapat nasional dalam rangka meningkatkat
kesejahteraarrakyatdan pemerataanpendapatannasionalserta penyerapartenagakerja sehinggadapat meningkatkarkualitashidup,
danlingkungarhidup yangakanmenjadidayatarik pariwisata.Pelaksanaapariwisatadilakukanoleh BUMN,Koperasidanmasyarakal
Kegiatanpromosi dituangkan dalam RUU untuk pemasaranpariwisata. Tata ruang pariwisata sebagaipotensi tunjangan wisata|
Perkembangampariwisatadapatmenghancurkarkebudayaarbangsauntuk itu perlu UU untuk menjaringbudayabangsaKarenabangsg
Indonesia mempunyai pandangan hidup yaitu Pancasila. Budaya asing yang dapat mempengaruhi kebudayaan bisa dicegah uli
pasal 32 karena bertentangandengan PancasilaPendayagunaampantai untuk hotel sangatmerugikan. Ada daerah tertentu yang
pariwisatanyatidak dipromosikankarenabelum ada saranaprasarana.LahirnyaUU pariwisatadapat menjadilandasanyang kokoh|,
Perkembangarpariwisata tidak lepas dari kemajuan teknologi. Penyelenggarawisata harus menyediakanpemandu apabila tidak
menyediakan azin akan dicabut.

SideB: Apabilausahapariwisataasingmembawapemandudari negaraasingakandicabutizinnya.Perhubunganpariwisata,Menpora,
Pendidikandan Kebudayaarmengadakarkerjasamapariwisatauntuk menimbulkancinta tanah air. PemerintahsepakatdenganPD
bahwapar|W|satamerupakanasetyang men|ngkatkamspekekonom|sehmggaperlu dltlngkatkan dan penyelenggargariwisataharus
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Rapat Paripurna ke 33/IV/1989-1990 Volume 2

SideA: Menteri Kehutanan(HasjrulHarahap) RUUtentang konservassumberdayaalamhayati dan ekosistemnyadan RUUwajib serat
karya cipta dan karyarekam, serta laporan sidangAIPOdi Manila. Sumberdayahayati dan ekosistempunya perananstrategisuntuk|
penyelamatargunagenarasimuda. Konservasiintuk menjaminkesejahteraamakyatsehinggadapat dimanfaatkanrdan masyarakatkut
bertanggungjawab dalam penyelamatanekosistem supayadapat berhasil. Prosesekosistem punya manfaat tinggi sehinggaperlu
diupayakanpelestariansatwa kehidupandi wilayah RIl. Pemerintahmenghargaipendapatdari fraksi-fraksidalam membicarakarRUL
yangdiajukanpemerintahuntuk salingmengisidari 3 RUUyaitu: UU No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan,UU No. 4
tahun 1982tentang pokok-pokokingkunganrhidup, dan UU No. 9 tahun 1990tentang perikanan.Hal ini disebabkarlJUNo. 5 danNo. 9
masihterbataspengaturannyadimanamasalahwisatalaut, taman laut, dan kepemilikansatwaperoranganbelumdiatur pada3 UUini.
Alasan penyusunanRUU ini adalah kedudukan geografis wilayah Indonesiamenjadi jalur internasional antara Benua Pasifik dan
SamudereHindiauntuk itu perlu adanyaUU yangketat dan menanggapanti kayutropis sehinggauntuk menangkaisutsb sesuakondis|
saat ini.

SideB: LaporanAlIPOdi Manila oleh A. Hartono, pemerintahmengirim2 delegaske AIPOuntuk menyampaikarnundangankepadaKetug
AIPCOdi SingapuraKegiatanAlPOmendapatdukungandari Malaysia,Thailand,dan Philipinauntuk menyiapkanSekjenyang diisi oleh
Thailand. Pada AIPO pada bulan September mendatang strukturnya akan disederhanakandan pelaksanaannyadilangsungkandi
SingapuraDalam pertemuan AIPOdisetujui Ketua DPRRI sebagaipembuka, persetujuanrekomendasi,pengangkatarsekretaris,dan

pembentukan kantor AIPO. Sekjen AIPO dari Singapura ditetapkan dan delegasi Rl mengusulkan kantor sekretariat tetap.

Rapat Paripurna ke
33/Iv/1989-1990

8 Maret 1990

Suara Jela
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80 [Rapat Paripurna ke 34/1V/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurna ke Tidak ada tanggal d Suara Jela
SideA: Pembicaral Kll jawabanpemerintahtentang RUUDKIJakartaRaya MendagriRudini:PemerintahsependapatlenganFraksiPPH 34/I\V/1989-1990 bulan

fungsiDKlIsebagadaerahotonomi TKI sesuaketentuanNo. 5 tahun 1974 walaupunadapenegasarpadapasal.Berkaitandenganfungs|
untuk itu daerah TK| berbeda dengandaerah lain pertumbuhannya.Mengingat persentasiwilayah DKIdapat mempunyaisusunat
wilayah dalam bentuk lain yangketetapandisesuaikarJU No. 5 tahun 1974 dan hanyaciri-ciri dan kebutuhanyang berbedadengar|
daerahlain. Perbedaarnterbatas pada wilayah dan perangkatnyasehinggapengaturannyaselalusesuaiUU No. 5 tahun 1974 kecual
pengaturanpenyelenggaraatecualidalamhal tertentu dan berkaitanerat denganpembangunanJakarta dan kelancararpelaksanaa
penyelenggaraapemerintah.WilayaJakartaperkembangannyaangatcepatsehinggaimbul barbagaimasyarakati 5 wilayahsehingg:
tidak ditanganisendiriuntuk pemberianpelayanartidak padaTKiII tetapi di TKI sehinggal KI sebagapenyelenggargemerintahnegare
dannasional pusatreional,internasionalpelaksanaarugasbaik biayamaupunpenyelenggaraUntuk merumuskarkembaliDKIJakarte
pelayanardiatur padapasal2 sesuaiumum GurbernurDKIdalammenjalankarpemerintahanbersifatkhususbertanggungawabkepadeg
presiden merupakan bentuk lain UU No. 5 tahun 1974 pembangunanwilayah sesuaidesentralisasi/sentralisasintuk memenuh
pelayananmasyarakat Sepanjangnendapatpetunjuk khususpresidendenganpembiayaanAPBNsesuai.Rencanaumum tata kota DK
mendapatpersetujuanpresidenuntuk mendapatkepastian.Pengaturbataswilayah diatur No. 45 tahun 1974 untuk perubahanbatas
wilayahDKIlsesuaipasal4 ayat2 UUNo. 5 tahun 1974 fungsisusunarketentuanumum No. 5 tahun 1974 untuk susunantersebuttidak
perlu disusun dalam batas tubuh UU.

Side B: Koordinasidengandaerah penyanggaMendagri mengajukan3 wakil gubernur untuk dapat memacuberfungsinyaperangka
operasional seperti dinas, wali kota, lurah, camat, bidang pembangunan,pemerintahan, permasyarakatanDiatur secarakhusus
kedudukanDPRDdalamUU dapat melihat penjelasandari FraksiKaryaPembangunanJawabarPPP KedudukarkhususJakartakareng
penetapan PresidenRI No. 2 tahun 1961 tentang pembangunanDKI pertimbangan daerah yang dikuasailangsungoleh presider|
kemudianditinjau kembali Keprespasal 5 tahun 1974 bahwa daerah TK | dan tata pemerintahannyadiatur seperti daerah lainnyg
berdasarkarlJUyangberlakuuntuk memberipelayananyangtepat dan cepatmakadibentuk daerahTKII di wilayahbarat timur selatar|
sehingga urusan tidak menumpuk di wilayah Jakarta Pusat.
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81 |Rapat Paripurna ke 35/1V/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurna ke Selasa, 19 Juni 1990Suara Jela

SideA: PembukaarRapatParipurnaoleh KetuaDewan.DalamRapatParipurnaakandibacakanaporanBKKRentanglaporanhasil-has| 35/I\V/1989-1990
kunjungandelegasDPRRIke luar negeri.Pembicard akanmelaporkanhasilkunjunganke Colombia oleh SundoroSamsurianggotaNo.
407, pembicarall akanmelaporkanhasilkunjunganke Finlandiaoleh KemasBadarudinanggotaNo. 13, pembicaralll akanmelaporkar
hasilkunjunganke Australiaoleh BudiWaluyoanggotaNo. 490, dan pembicarake IV akanmelaporkanhasilkunjunganke Belandaoleh
Walkam SilitongaanggotaNo. 424. Dilanjutkandenganlaporan | hasil kunjungananggotaDPRRI ke Colombiayang disam Sundorc
SamsuriKunjunganDelegastiketuai oleh Wakil KetuaDPRRI dan anggotanyayangterdiri antaralain Ir. AhmadMustahid Astaridari
FKP(Frak€karyaPembangunan)H. YahyaMurad dari FKP,H. Imam K dari FPP,Royanidari PDI (Partai Demokrasilndonesia),dan
SundoroSamsuridari fraksi ABRI.Tujuankunjunganuntuk menjagahubunganbaik antara DPRRI dan Parlemennegarasahabat,baik
secarabilateral dan multilateral. Selamakunjunganmembahasmasalahnarkotika, politik dan pemerintahan,sosialdan KT Tyangtelah
dilaksanakardi Kartenayangtidak berhasilkarenaPresidenAmerikaSerikatGeorgeBushmenuduhAmerikalatin sebagainegarayang
melanggar hukum, sedangkan Amerika Latin meminta Amerika tidak mengkonsumsi narkotika.

SideB : Laporandari Pembicarall kunjunganDelegasDPRRI ke Finlandiaoleh KemasBadarudin.Delegasidiketuai oleh H. Naro, S.H
dengananggotanyaantaralain AbdulahZaini,S.H.dari FKP Dagomeslari FKP Surahtadidari FraksiABRIKemasBadarudindari FKRdan
| GustiNgurahYudedari PDI.Kunjungardelegasike Finlandiadengantujuan membinadan mempereratkerja samaantara dua negarg
yang salingmenguntungkan Antara lain: menunjangpeningkatanhubunganekonomi dan perdagangardenganMasyarakatEkonom
Eropa (MEE)karena Finlandiamenganggapindonesiasebagainegara ASEANyang terpenting, dalam hal ini pemerintah Indonesig
menjelaskankebijaksanaardan langkah-langkalpemerintah dalam kaitannyadengan pemerataanpembangunan khusussnyarimor,
Timur, masalah lingkungan hidup. Selain itu delegasi mengunjungi juga daerah Utara Finlandia dan Helsingki.

82 |Rapat Paripurna ke 35/1V/1989-1990 Volume 2 Rapat Paripurna ke 25 Juni 1990 Suara Jela
SideA : Kesimpulardari kunjunganke Finlandiayangdisampaikaroleh KemasBadarudinadalahsambutansangatbaik dan melanjutkar| 35/1V/1989-1990
hubungankerja samadalam bidangpolitik, ekonomi,dan perdagangarkarenalndonesiaberpengaruhdi AsiaTenggaraFinlandiaakar
memberi bantuan Indonesiadi bidang pembangunandan perdagangankarena Indonesiaberhasil mengembangkarlaju ekonomi,
penanamanmodal Finlandiake Indonesiarendah karenahambatanbirokrasikedua negara.Laporanpembicaralll kunjungandelegas
DPRRI ke Australiadan Malaysiadari tanggal27 Februari-8Maret 1990 disampaikamoleh Budi Waluyo. Sasarardititikberatkan pada
bidang kelembagaananggaran, kesekretariatan,dan perpustakaan.Ketua delegasiSafirahUdin dari FraksiPersatuanPembanguna|
(FPPHan anggotanyaBudiWaluyo, IrawanBratakusumaS.Hdari FKP Drs. UsmanSimanjuntakdari FKP LencandB.A.,BeniWardanto,
dan FaisalS.H.Di Malaysiamengadakandiskusikelembagaanpeninjauangedungdan fasilitas kerja, dan meninjau masjid Selangoi
Sedangkarselamadi Australiadapat dilihat secaralangsungadanyaperbedaansistem politik antara Australiadan Indonesia,tetapi
karena di sana sedang ada kampanye maka tim tidak bisa meninjau jalannya persidangan.

SideB: LaporanpembicaralV kunjungandelegasDPRRIke Belandadari tanggal10-19Maret 1990 disampaikaroleh WalkamSilitonga
Tujuankunjunganadalahuntuk kepentingarnpembangunamasionaldenganmengadakariukar pikiran, penjajakarantar delegasdengar
pejabat pemerintah, parlemendan swastaBelanda.Selainitu dilakukanjuga peninjauanke obyek-obyekvital di negeri Belandadan|
propinsi termuda Belandahasil reklamasilaut. Dalam kunjungankehormatanketua majelistertinggi di Belandadiharapkanadanyg
peningkatan kerjasama antar parlemen.
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83 |Rapat Paripurnake 35/1V/1989-1990 Volume 3 Rapat Paripurna ke 25 Juni 1990 Suara Jela

SideA : Lanjutanlaporan kunjungandelegasiDPRRI ke Belanda.Saatmenerimadelegasiindonesia,PerdanaMenteri Belandasanga| 35/1V/1989-1990
terkesan dengan perkembangarekonomi Indonesia,pendidikan, dan pariwisatanya.Pihak Belandajuga menyayangkarpelaksanaa
pidanamati yangmasihdilakukandi Indonesia.Selainitu dibahasjuga masalahkKambojauntuk mencarijalan damai. Untuk Masyarakal
EkonomiEropaakandibahasusahamemberantaskemiskinarsepertidi Indonesiadan negaraberkembandainnya.Sebaganegarapintu
gerbangEropa,Belandamenawarkansebagaitransiko untuk komoditi dan jasa. Fasilitasyang tersediadapat dimanfaatkanindonesie
dalam upaya perluasan hubungan ekonomi Indonesia. Rombongandelegasiditerima juga oleh Walikota Amsterdam karena ada
kerjasamadenganDKIlJakartamasalahpenanggulangasampah,pemugarangedungkesenianKebudayaanMasalahlain yangdibahas
adalah lingkungan hidup, kerja sama pendidikan, dan Timor Timur.

Side B : Tidak ada suara

84 [Rapat Paripurna ke 36/1V/1989-1990 Volume 1 Rapat Paripurna ke 29 Juni 1990 Suara Keci
Side A : Acara yang dilaksanakanadalah pengesahanpembentukan panitia khususterhadap 2 rancanganUndang-undangyaitu| 36/1\V/1989-1990
Rancangartndang-undangentang susunanpemerintah Daerah Khususlbukota NegaraRepublikIndonesiadan Rancangarundang
undang tentang KepariwisataanDilanjutkan denganlaporan delegasiDPRRI di New Delhi dalam acara KonferensiAseanWomar
Parlementariaron Populationdan laporanmuhibah DPRRI ke CanadaRancangatndang-undangusunarPemerintahDaerahKhusuy
Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta disampaikanoleh pemerintah kepada pimpinan dewan sesuai amanat PresidenNo.
R.07/PU/XI1/1989anggal7 Desemberl989. Sedangkatndang-undandlepariwisataamlisampaikaroleh pemerintahkepadapimpinan
dewansesuaiamanatPresidenNo. R.09/PU/XI1/1989anggal29 Desemberl 989. RapatBadanMusyawarahakhirnyamemutuskanRUU
tersebut diserahkan kepada Panitia Khusus dengan anggota tetap berjumlah 25 orang dan anggota pengganti 12 orang.

SideB : DilanjutkandenganlaporandelegasiDPRRIdalam KonferensiAseanWomen Parlementarianon Populationdi New Delhiyang
disampaikanoleh ketua delegasiNy.HKSSusilastutiSutopo Isnomo. Dalamlaporannyadia mengatakanbahwa dunia telah mengaku
peranan wanita dalam konferensi PBBbulan Juli 1985 di Naerobi. Kemudiantanggal 11 Juli 1987 bersepakatuntuk mengadaka|
konferensibagi anggotawanita parlemense Asia. Sedangdasarhukum delegasike acaratersebut adalahkeputusanpimpinan DPRR]
No.26/Pimpinan/Ill/1989-199@anggall5 Februaril990untuk mengirimkan2 oranganggotaDPRRIatasnamaDra. Ny. H. Sarifahdan|
Dra.HSKSusilastutiSutopolsnomo.Pesertadari 25 negaraAsia,9 dari organisasinternasionalPBB sertadari Irak, Iran, danMonggolia
Dalamkonferensitersebutmembahagentang peningkatarpendidikandan gizibagiperempuan.Butahuruf se Asiauntuk laki-laki25,6 %
sedangkarperempuan47,4 %. Dibahasjuga masalahtenagakerja, hak asasimanusiadan diskriminasi,upah yangsamauntuk pekerja
yang sama, mitra sejajar, agama, budaya, politik, dan perundang-undangan.
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85

Rapat Paripurna ke 36/1\V/1989-1990 Volume 2

SideA: LaporandelegasiDPRRI ke Canadayang disampaikanoleh Drs. Kafandi. Perjalanandilaksanakarntanggal 17-24 Maret 1990
dengandasarhukumnyaKeputusarPresidenRINo0.18/LN/1990tanggal7 Maret 1990. Rombongardipimpin oleh Wakil KetuaDPRRIR|
Soekardidengananggotanyaantaralain H. Abdul Firmandari FKPDrs.Sudarmajdari FKP Drs.Kafandidari F. ABRINy. Mahdullohdari
FPP Marbun S.H.dari F.PDIldan Drs. Sujito. Tujuandilaksanakarkunjungantersebut sesuaidenganpolitik luar negeri Indonesiayanc
bebasaktif untuk membinapersahabatardan kerja samayangsalingbermanfaattanpa membedakarideologidan prinsip-prinsipyancg
dianut sehinggaercipta perdamaiandi dunia, meningkatkarhubunganperdagangardan ekonomidi BenuaAmerikakhususnyaCanada
menjelaskarkebijakan-kebijakaatau langkahpemerintahRldalamkaitannyadenganpembangunamasionalyangsedangdilaksanaka
melaluiserangkaiarRepelita khususnygemerataanpembangunarke arah IndonesiabagianTimur,dan untuk menangkakemungkinai
adanya pandangan negatif terhadap usaha pembangunan Indonesia terutama yang menyangkut lingkungan hidup.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
36/1v/1989-1990

29 Juni 1990

Suara Jela

86

Rapat Paripurna ke 37/1V/1989-1990 Volume 1

SideA: Rapatdihadirioleh Menteri KehakimananggotaDPRRIdanmasyarakatAcarayangakandibahasadalahl. Pembicaraammingka;
I, yaitu keteranganpemerintahatasrancanganundang-undandentang pembentukanPengadilarTinggi,TataUsahaNegaradi Jakarta|
Medan, dan Ujung Pandang,2.LaporanBKSARnengenaidelegasiDPRRI ke pertemuan Abda ke 6 di Jakartadan ABDA(Asosiag
Kependudukardan PembangunarBangsa-bangsésia) di Tokyo Jepang.3. LaporanKonferensidi Cyprus4. LaporanKonferensidi
AmerikaSerikat,5. LaporandelegasmuhibahDPRRIke Thailand Pembahasapertamadisampaikaroleh Menteri KehakimarBapakAli
Said,SH.Dalamrapat paripurnaAli SaidmengatakarbahwaRUUtentang pembentukanPengadilarTinggi,TataUsahaNegaradi Jakarta
Medan dan Ujung Pandangsesuaidenganpelaksanaarpasal6 ayat2 UU No.5 tahun 1986 tentang PeradilanTata UsahaNegarayanc
telah diundangkantanggal 29 Desember1986. Dilanjutkan dengan pembahasankedua yaitu laporan BKSARdelegasiDPRRI ke
pertemuan ABDA ke 6 di Jakarta dan kunjungan Abda di Tokyo Jepang yang disampaikan oleh Dr. Tahiri Nor, MA

SideB: LanjutanLaporanpertemuan ABDAdi Jakarta.DiharapkanABDAke 14 ini akanmemberikanhasildari pertemuanABDAke 1-4
yangbelumterpenuhi, terutama amanatABDAyangtelah dilaksanakardi Filipinayaitu kerjasamadi bidangkependudukan|ingkungal
hidup dan pembangunansecarainternasionaldalam ruang lingkup Asia Pasifik.Hasilnyabergunabagi anggotaparlemenbukan antar,
parlemen.DalamlaporankunjunganABDAdi Jepangyangdiketuaioleh Drs. Suryadidisampaikarbahwakunjungantersebutdiharapkar,
dapat membinadan mempererathubunganDPRRI dengananggotaABDAJepang Delegasindonesiajuga menjelaskarkebijaksanaa
dan langkah yang ditempuh dalam rangka kependudukanmelaksanakankependudukan,lingkunganhidup, dan pembangunandi
Indonesia. Selainitu kegiatan tersebut untuk mencari temuan dan masukan sebagai sumbangandalam pembangunannasional
Dilanjutkandenganlaporan delegasiDPRRI dalam konferensidi Cyprusyang disampaikanoleh Marzuki Darusman,yang membaha
tentang kesempatankerja, latihan kejuruan, dan teknologi-teknologibaru untuk meningkatkanpembangunanyang berkelanjutan
Sedang masalah dunia yang dibicarakan adalah masalah kamboja dan masalah keamanan Laut Tengah Cyprus.

Rapat Paripurna ke
37/1V/1989-1990

29 Juni 1990

Suara Jela
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87 |Rapat Paripurna ke 37/1V/1989-1990 Volume 2 Rapat Paripurna ke 2 Juli 1990 Suara Jela

SideA: Laporankonferensiantar parlemenyangdiselenggarakauli WashingtonDCAmerikaserikattanggal29 April-3 Mei 1990,yang 37/IV/1989-1990
disampaikanoleh BambangSupangatSebagaketua delegasiadalahH. Naro, dengananggotanyaantara lain: Prof. Dr. Ir. Gunarwar
Suratmodari DepartemenKehutanandan Dr. Kholil Abdullah, MPH dari BKKBNKegiatanini menyoroti isu-isuyangtimbul mengena
pengaruh negara terhadap dunia yang disebabkanoleh kurang terpeliharanyalingkungan,yang meliputi: perubahan suhu udara,
perusakanlapisanozon, dan penggundulanhutan. Hasilnyaadalah kesepakatanbersamayang dibawa oleh masing-masingnggote
parlemenuntuk membantupemerintahdalampenentukebijaksanaamalamikut sertamenyelamatkariklim dunia. Negera-negarganc
ikut sertadalamkonferensiini adalah:Australia,Austria,Kamerun,CanadaCekoslowakiaDenMark, Mesir, ParlemenEropa,Finlandia
Perancis, Jerman, Watamala, Indonesia, Italia, Jepang , Kenya, Madagaskar, Maladewa, Malta, Mexico, dan Belanda.

SideB : Lanjutanlaporankonferensidi WashingtonDC.Indonesiamerupakanhutan tropis terbaik dunia. Dalamusahamenjagahutan
tropis Indonesiabelum mempunyaiundang-undangpengelolaandan pengaturanhutan. Isu tentang lingkunganhidup akan menjadi
sorotanduniainternasionalselamabelum adakesamaarbertindak yangmenanganipenanganartersebut. Dilanjutkandenganlaporar
delegasimuhibahDPRRIke ThailanddenganpembicaraDrs.SukarnadDarmoSukarto MuhibahdilaksanakatberdasarkarKeputusarDPF
RI No. 11 tahun 1989/1990 dan KeppresRI No.32 tahun 1990. Susunankeanggotaannyderdiri dari Saiful Sukun,Sri Rejeki, S.H.
SubiyonoS.H. Silalahidan UmarB.A.Sedangkamaksuddan tujuannyaadalahmembinapersahabatarantaralndonesiadan Thailand
Kunjunganmuhibah antara lain ke obyek wisata, pembuatankerajinantangan dan cara memprosesbatu mulia, serta melihat pusal
pemeriksaan pemberian sertifikat barang eksport hasil pertanian.

88 |Rapat Paripurna ke 37/1V/1989-1990 Volume 3 Rapat Paripurna ke 2 Juli 1990 Suara Jela
SideA : LanjutanlaporankunjungandelegasiDPRRI ke Thailand.Eksportpermata dan batu hias sebelumnyamenempatiurutan ke 4| 37/1\v/1989-1990
setelahltalia, Hongkongdan Spanyol pahkankini menempatiurutan ke 2 di duniasetelahltalia. Untukitu negarakita perlu belajardari
negara tersebut agar potensi yanga ada di Indonesiabisa dikembangkanlebih cepat di bidang perdaganganThailand mengalam
peningkatankemakmuransehinggadiramalkandalam waktu dekat akan menjadi negaraindustri baru kelima setelah Korea Selatan|
Taiwan, Hongkong, dan Singapura.

Side B : Tidak Ada Suara
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Rapat Paripurna ke 38/1\V/1989-1990 Volume 1

Side A : Acara Rapat Paripurna adalah PembicaraanTingkat IV PengambilanKeputusanatas RancanganUndang-undangTlentang
KonservasBumberDayaAlamHayatidan EkosistemnyaBerdasarkakKeputusarDewanNo.8 DPRRI/1V/1989-199QGanggall4 Mei 1990
dibentuk PanitiaKhususRancangatKonservassumberDayaHayatidan Ekosistemnygangberanggotakam7 orang, 30 oranganggote
tetap dan 17 anggotapengganti.PadaRapatParipurnakali ini juru bicarayangakanmenyampaikaradalahDra. Ulfah A. Darmantodari
FKP(FraksiKaryaPembangunan)jamaludindari FraksiABRI,Hadi AbdullahKhalildari FPP(FraksiPersatuanPembangunan)dan Jupri
S.H.dari FraksiPartai demokrasilndonesia.Pembacaanpendapat akhir fraksi ABRItentang RUU yang dibahas disampaikanoleh
JamaludinTim perumusdapat menyelesaikarrumusandengantepat dan benar,denganmengikutsertakarkonsultanbahasalndonesig
agar dapat diterima oleh panitia kerja. Perumusandapat diterima secarabulat oleh ke 4 fraksi dan pemerintah, sehinggadapat
diteruskan pada pembicaraan Tingkat IV yang akan dibicarakan sekarang ini.

SideB : Di dalamrapat telah diputuskanselainada penambaharayat dan butir juga ada penghapusarpasal,ayat, dan butir. Selainitu
jugaadaperubahansistematikabab yangdisesuaikardengansubstansidan ditambahkanpenjelasarpasal,ayat, dan butir. Pembacaa,
pendapatakhir FraksiKaryaPembangunamleh Dra. Ulfah A. Darmanto.Rencanaindang-undangangdibahasakanmenjadiperangka
lunak dan dasarhukum dalam pengelolaandan pemanfaatansumber daya alam hayati Indonesia.FKPberpendapatbahwapengajual
RUU ini mempunyai latar belakang dan motivasi yang sangat mendasar dalam rangka mempersiapkanproses tinggal landag
pembangunanindonesia.RUU ini merupakankelanjutan dari pasal12 UU No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuanpokok
pengelolaan lingkungan hidup.

Rapat Paripurna ke
38/Iv/1989-1990

2 Juli 1990

Suara Jela

90

Rapat Paripurna ke 38/1V/1989-1990 Volume 2

SideA : Lanjutanpembacaarpendapatakhir dari FKPoleh Dra. Ulfah, FraksiKaryaPembangunarintinya menyetujui sepenuhnyaRUU
untuk disahkanmenjadi undang-undangHarapandari FKPagar pemerintahmenyediakanperangkatpelaksanaaryangtersurat dalam
undang-undang.Untuk pendapat akhir Fraksi ABRIyang disampaikanoleh Sayudintentang RancanganUndang-undangTentang
KonservasBumberDayaAlam Hayatidan Ekosistemnyanerupakanmasalahyangmempunyaikedudukanstrategissehinggawajar bila|
terdapatperbedaanpendapatdalampembahasannyaNamunfraksiini mengharapkarRUUini dapat diselesaikarsecaralancar.Undang
undang kolonial yang sudah ada tidak sesuailagi dengan perkembanganhukum, sehinggadiharapkansetelah disahkannanti bisa
menangkalisu dunia tentang pengrusakarhutan-hutantropis, karenalNdonesiasangatmemperhatikanmasalahkonservasiSelainitu
diharapkan juga memuat peran serta masyarakat dalam konservasi, dan segera pemerintah segera mensosialisasikan undang
SideB : Pendapatakhir dari FraksiPersatuanPembangunardisampaikanoleh AbdulahKalil. Setelahada penyempurnaandari fraksi-
fraksi undang-undangini menjadi 45 pasaldan 14 bab. Menurut fraksi ini peran serta masyarakatharus mendapatperhatian agar
mereka merasa memiliki dan bertanggungjawab karena kehadirannyabermanfaat dan meningkatkankesejahteraanmasyarakat
Undang-undangni berazaskarpelestarian,kemampuan,dan pemanfaatansumber daya hayati dan ekosistemnyasecaraserasidan
seimbang,maka tanggungjawab untuk mewujudkansuatu kondisi yang kita inginkan sepenuhnyaterletak kepada pemerintah dan
seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan undang-undangtersebut. Undang-undangini perlu diimbangi dengan kesadaral
pengelolaannyderhadapkonservaspengelolaarsumberalam hayati dan ekosistem Perlujuga adanyasosialisasmelalui mediacetak|
elektronik, serta pendidikanformal maupuninformal karenamasalahini merupakanhal yangbaru, terutama untuk anakmuda. Dengat
demikian diharapkan tumbuh kesadaran dan tanggung jawab untuk memiliki dan memelihara konservasi

Rapat Paripurna ke
38/1V/1989-1990

19 Juli 1990

Suara Jela
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91

Rapat Paripurna ke 38/1V/1989-1990 Volume 3

SideA : Pendapatakhir dari FraksiPartaiDemokrasindonesiaoleh Jufri, S.H.Masalah-masalaliangsekaranglihadapidalamkaitannyz
denganundang-undangni antaralain adalahmasalahekspansindustri yangberupakawasarindustri PulauJawa diperlukanreorientas
kebijaksanaaryanglebih bersifatrasionalobyektif dalamrangkakepentingannasionaldengantolok ukur GBHNProyeknuklir di Jepara|
yangdiharapkanakanditinjau kembali. Kemudiankawasansekitar DanauTobadiharapkansegeradihutankankembalidalam arti yanc
sebenarnya agar fungsi konservasi dalam pengertian yuridis maupun royalitasnya dapat sungguh-sungguh terpenuhi.

SideB : PadadasarnyaFraksiPDI menyambutbaik undang-undangni untuk menambahUndang-UndandNo 20 tahun 1982 tentang
ketentuan-ketentuanpokok pertahanannegaraRI. FraksiPDItelah mengadakanpeninjauanmateri dan substansi,maka FraksiPD
menyetujui untuk segera disahkan menjadi undang-undangdan setelah pengesahannyasegera pula memasyarakatkankepade
masyarakasecaraduasagarsemuapihakyangterkait dalampelaksanaamperasionaundang-undangni agardapatmelaksanakamugas
ini sebaik-baiknya. Dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Kehutanan Ir. Hasjrul Harahap.

Rapat Paripurna ke
38/Iv/1989-1990

19 Juli 1990

Suara Jela

92

Rapat Paripurna ke 38/IvV/1989-1990 Volume 4

Side A : Dalam sambutannyamenteri Hasjrul Harahapmengatakanbahwa Undang-undanglentangKonservasiSumber DayaAlam
Hayatidan Ekosistemnyanerupakanpenjabarandari UUD 1945 khususnygpasal33 dan yangdiamanatkandalam GBHNtahun 1988,
Hutan tropis dalam bentuk alam hayati dan ekosistemnyadi Indonesiamerupakanterluas kedua di dunia setelah Brazilia.Masalal
konservasimerupakanhal yangbaru sehinggaminim sekalipengertiantentang hal ini. Dalampembahasartidak ada perbedaanyanc
prinsipil antara pemerintah dan fraksi-fraksidewan. Dengandisetujuinya undang-undangini mengandungmakna dan arti dalam
pembangunarbangsandonesiaterutama dalampembangunarhukumnasionalsecarateknis. Sumberkonservastdayaalamhayatitelah
memperolehkepastianhukum, khususnyanasalahkawasandan pengembanganvisataalam. Dalamrangkaulangtahun Indonesiayanc
ke-45 ini telah berhasil disusun undang-undang oleh pemerintah dan DPR yang digali dari budaya bangsa Indonesia

Side B :tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
38/1V/1989-1990

19 Juli 1990

Suara Jela

93

Rapat Paripurna ke 39/1V/1989-1990 Volume 1

SideA : MerupakanpembicaraarTingkatlV denganhasil pengambilarkeputusanatasrancangarundang-undandgentang pembentukar
DaerahTingkatll KabupaterHalmaheral engahdan DaerahTingkatll KotamadyaBitung.Sedangkarrraksi-fraksyangakanmemberikar,
pendapatakhir atas 2 rancangantersebut di atas adalah: 1. Eni Achyanidari FraksiKaryapembangunan,2. Drs. Moelyono Marto
Suwarnodari FraksiABRI,3. H. Kun Solehudindari FraksiPersatuanPembangunangdan Adi Pranoto dari FraksiPartai Demokras
Indonesia. PembicaraanTingkat | sudah dilakukantanggal 5 Maret 1990, PembicaraanTingkat Il dilakukantanggal 6 Juni 1990,
sedangkarPembicaraaingkatlll tanggall9 Juni-22Juli1990. Dilanjutkanpenyampaiarpendapatakhir dari FraksiKaryaPembanguna
oleh Eni Achyani,yang pada intinya telah melakukankunjunganke dua daerah tersebut dan tidak mengalamihambatan dalam
memberikan sumbangsih atas penyempurnaan kedua undang-undang tersebut

SideB: Menurut FraksiKaryaPembangunalkeduaRUUsangatpenting direalisasikamalammasapemerintahanOrde Barusebagabukti
keberhasilapembinaanwilayah.Halini sesuaidenganpasall8 UUD1945,yaitu sebagabukti adanyakemajuanyangseimbangantara
kota dan desa.Dilanjutkandenganpenyampaianpendapatakhir dari FraksiABRIoleh Moelyono Marto Suwarnotentang keduaRUU
tersebut diatas. Dalam hal ini FraksiABRImengaitkandenganUU No. 5 tahun 1975 dan UU No. 18 tahun 1965 yang telah ada
sebelumnyaDalambhal ini FraksiABRImengharapkaradanyapertemuantingkat Il karenamasihadanyaselisinpendapathal-halyancg

perlu dimuat, sehingga harus segera diselesaikan.
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Rapat Paripurna ke 39/Iv/1989-1990 Volume 2

Side A : Penyampaiarpendapatakhir dari FraksiPersatuanPembangunaroleh Kun Solehudin.Menurutnya keputusanterakhir dari
pembahasarharus bisa dipertanggungjawabkasecaramoral kepadaAlloh, karenakenyataanbanyakdaerahyangberstatusotonomi
tetapi masih menggantungkarsubsididari pemerintah pusat. Kemudianpada pasal5 UU No. 5 tahun 1974 disebutkanbahwa suatu
daerahdapatdihapusapabilasyarat-syaratlalampasal4 ayat1 UUNo.5tahun 1974tidak terpenuhilagi. Halini diperlukankemantapar
dankeyakinanbahwakeduadaerahtersebuttelah benar-benamampudan siapditingkatkanstatusnyauntuk menjadidaerahnyatadan
bertanggungawab. Dilanjutkandenganpenyampaiarpendapatakhir dari FraksiPDloleh Adi Pranoto.Padaintinya fraksiini setujuakan
dibentuknya UU tentang PembentukanDaerah Tingkat Il KabupatenHalmaheraTengahdan Daerah Tingkat!l KotamadyaBitung|
Pembentukannyeharus segeradiselesaikansesuaidenganadwal yang sudah ditentukan. Perlu dilakukan peninjauanke dua daeral
tersebut untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai sarana dan prasarananya, serta kegiatannya

SideB : Harapandari FraksiPDladalahpejabat atau pemimpin daerahyangdiangkatbenar-benarmelaksanakanugasnyaagarrakyat
dapatmenikmatipelaksanaampembangunardaerahTingkatll yangbaru. Selainitu sebagaDewanPerwakilarRakyatDaerahyangbaru,
baik HalmaheraTengahdan Bitungwajar apabilatelah mempersiapkardiri untuk melaksanakarfungsinyasebagaivakil rakyat,sehingg:
diberikan hak-hak tertentu yang sesuai dengan tata tertib DPRD yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan menteri dalam

Rapat Paripurna ke
39/Iv/1989-1990

20 Juli 1990

Suara Jela

95

Rapat Paripurna ke 39/1V/1989-1990 Volume 3

SideA : Pemekarardan penataanwilayah sesuaidenganketetapanMPRRI No.llI/MPR/1988tentang Garis-gariBesarHaluanNegare
(GBHN)tepatnya dalam Bab IV bidang ekonomi, yakni dalam rangka efisiensi pelaksanaanpembangunandaerah perlu diadakar,
pemekarandan penataankembali wilayah daerah-daerahtertentu. Dalam RepelitaV ini sesuairealisasikebijaksanaarpemekarar
daerah,DepartemenDalamNegeriselainKabupaterDaerahTingkatll HalmaheraTengahdan DaerahTingkatll KotamadyaBitungtelah
memprogramkan juga Daerah Tingkat Il Lampung Barat, serta akan dilakukan penelitian-penelitian lain untuk dikembangkan
Side B :Tidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
391Vv/1989-1990

20 Juli 1990

Suara Jela

96

Rapat Paripurna ke 40/1V/1989-1990 Volume 1

SideA : RapatParipurnaPembicaraamingkatlVV yangmerupakanpengambilarkeputusanmatasrancangarindang-UndangentangWajib
SerahSimpanKaryaCetakdan KaryaRekam Dalamacaraini perwakilanmasing-masinfraksimenyampaikarpendapatakhirnya.Dalar
halini dari FraksiKaryaPembangunamliwakili oleh Drs.IsakSojay FraksiABRdiwakili oleh SutahanMangunSentono,FraksiPersatual
Pembangunamliwakili oleh H. Ali, dan FraksiPDIdiwakili oleh A. TiasSatiyonoSunarto. Pendapatakhir dari FraksiKaryaPembanguna|
yangdisampaikaroleh Drs.IsakSojay MenurutnyaKaryaCetakdan KaryaRekammerupakanhasildari budayarekamdalammenunjang
pembangunan,khususnyapembangunanpendidikan, teknologi, penelitian, penyebaraninformasi, dan pelestarian budaya bangsg
berdasar Pancasila, serta dalam UUD 1945 pasal 32

SideB: Sejarahtidak berarti hanyaperjuangarfisik, tetapi mencakupdimensisosial,budaya,ekonomi,dan politik yangdapatdijadikar
pertimbangandalampengambilarkeputusan Kewajibanserahsimpankaryacetakdankaryarekamtidak hanyaditujukan padapenerbit
atau pengusahaekamanyang menghasilkarkaryacetak dan karyarekam di dalam negeri, tetapi juga setiapwarganegaralndonesiz
yangmenerbitkankarya-karyanyali luar negeri. Rancangartndang-undangni mempunyaiketerkaitandenganUU No. 7 tahun 1971
tentang Kearsipandenganobyek arsip dalam arti naskah.Harapadari FraksiKaryaPembangunaradalahuntuk segeradipersiapkal
fasilitas pendukungnyadan peraturan pelaksanaannyaDiharapkanjuga berlaku lama dan dapat menyaring kebudayaanasing
Dilanjutkanpendapatakhir dari FraksiABRIoleh SutahanMangunSentono.Fraksiini berpendapatakandimungkinkanupayaagarlebih
terarah dalammendatadan menginventarisibudayabangsadalambentuk karyacetak dan karyasimpan.BiladikaitkandenganUU No.

7 tahun 1971 tentang Kearsipan, Fraksi ABRI dapat memaklumi adanya kerancuan.
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97

Rapat Paripurna ke 40/I\V/1989-1990 Volume 2

Side A : Sehubunganadanya kerancuantersebut maka terhadap naskahdan rekaman yang dihasilkaninstansi pemerintah yang
berbentukkaryacetakdankaryarekamtetapi muatannyahal-halyangbersifatrahasia,makatidak menjadiobyekdalamundang-undan
ini, sehinggaidak wajib diserahkarkepadaPerpustakaamNasional Perpustakaabaerah,maupunbadanlain yangditunjuk pemerintah
Harapandari fraksiini Undang-Undangentang Wajib SerahSimparKaryaCetakdan KaryaRekamsegeradisosialisasikake masyarakat
Dilanjutkan dengan pendapat akhir Fraksi PersatuanPembangunanoleh H. Ali. Menurut fraksi ini pembangunanbangsa harus
dilaksanakanseutuhnyabaik materiil maupun spirituil untuk meningkatkankwalitas manusia. Pentingnyaundang-undangini perlu
dilakukanpembinaandemi kelestariannyadenganmewajibkansetiap penerbit dan pengusaharekamanmenyerahkanbeberapakarya
cetak dan karya rekam guna disimpan di PerpustakaanNasionaldan PerpustakaarDaerah, sehinggadapat digunakansemaksime
mungkinbagimasyarakatHarapannyaerlu mengajakpengusahdndonesiadalammembantuberdirinyaperpustakaardilingkungannye
Selainitu perlu dispersiapkarjuga perangkatkerasdan lunak sesuaidenganperkembangarteknologi, agar meningkatkanmutu dan
pelayan perpustakaan

SideB : Kemudiandilanjutkandenganpendapatakhir dari FraksiPersatuanDemokrasiindonesia,denganjuru bicaraA. TiasSatiyonc
Sunarto.Padaintinya FraksiPDImenyetujui Undang-undangentang Wajib SerahSimpanKaryaCetakdan KaryaRekamuntuk disahkar
sebagaiundang-undang.Sedangkanharapannyaantara lain pada tahap pertama harus tersedia tenaga pelaksanayang mampu,
profesional,serta mengetahuiselukbeluk pelaksanaarkaryacetak dan karyarekamsehinggadiperlukanstudy perbandingarke negarg
tetanggauntuk memperolehpengalamandan tata kerja yangrelevan. Selainitu demi kelestariankarya cetak dan karya simpanyanc
optimal maka perlu disediakanperalatanyang memadai, mutakhir, dan fungsional.Perlu didukungjuga oleh tenaga pelaksanayang
profesionaldan tidak birokratis. Dilanjutkandengansambutandari Menteri Pendidikandan KebudayaarBapakFuadHasan.Dengar,
pengesaharundang-undangni merupakanlangkahlebih maju bangsalndonesiadalam perkembangarsisteminformasi, dan menjadi
andalan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa

Rapat Paripurna ke
40/1v/1989-1990

21 Juli 1990

Suara Jela

98

Rapat Paripurna ke 40/1V/1989-1990 Volume 3

SideA : AcaraPenutupanRapatMasaSidangdke IV Tahun1989-1990Daritanggall2 Mei 1990-21 Juli1990alat kelengkaparDPRelah
berhasilmengolah10 buah RUUyang sedangmaupun telah ditangani. KesepuluhRUUtersebut adalah: 1. RUUtentang Konservag
Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya2. RUU tentang Serah SimpanKarya Cetak dan Karya Rekam,3. RUU tentang Susunal
PemerintahDaerahKhususlbukota Jakarta,4. RUUtentang PembentukanDaerah Tingkat Il KabupatenHalmaheraTengah,5.RUU
tentang PembentukanDaerah Tingkat Il KotamadyaBitung, 6. RUUtentang Akademillmu Pengetahuanindonesia,7.RUUtentang
Kepariwisataan8. RUUtentang p[embentukanPengadilanTinggiTata UsahaNegaradi Jakarta,Medan, dan Ujung Pandang,9. RUU
tentang Tambahardan Perubaharatau Pendapatdan BelanjaNegaratahun 1989/1990,10. RUUtentang PerhitunganAnggararNegare
Tahun 1987-1998. Dalam hal ini 6 buah RUU di atas telah diselesaikan dan 4 buah belum terselesaikan

Side B :Tidak Ada Suara
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99 |Rapat Paripurna ke 1/1/1990-1991 Rapat Paripurna ke 21 Juli 1990 Suara Jela

SideA : AcarapembukaanRapatParipurnaini dihadiri oleh PresidenSoeharto,Wakil PresidenSoedharmono S.H.,menteri Kabine|  1/1/1990-1991
PembangunarV, para duta besar, kepalaperwakilannegarasahabat,anggotadewan, dan para undangan.Dalamsambutannyaketua
DPR/MPRRImengatakarbahwa DPRbersamapemerintahtelah melakukanpembahasarterhadap9 buah RUU yakni: 1. RUUtentang
Paten,2. RUUtentang PeradilanAgama,3. RUUtentang APBNL990/1991 4. RUUtentang Tambahardan PerubaharAPBNL989/1990
5. RUUtentang PerhitunganAnggaranNegaral987/1988,6. RUUtentang KonservasBumberDayaHayati dan Ekosistemnyay. RUL
tentang PembentukanKabupatenDaerah Tingkatll HalmaheraTengah,8. RUUtentang PembentukanKotamadyaDaerah Tingkatll
Bitung, dan 9. RUUtentang Wajib SerahSimpanKaryaCetakdan KaryaRekam.Dalamhal ini ada 5 RUUyangbelum dibahasyaitu
tentangkepariwisataanAkademillmu Pengetahuarindonesia,SusunarDaerahKhusudbukota Jakarta PembentukarPengadilaringg
Tata Usha Negara di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang

SideB : Dilanjutkandengansambutanketua DPR/MPRRI dalam rangkamengisikemerdekaarR| yangke 45. Ideologi Pancasilgelah
kokoh dan melembagadalam kehidupan masyarakatindonesia.Kekuatirantidak perlu lagi karena akan menghambatPancasilaitu
sendiri. Tugasyangkita hadapiadalahmemeliharastabilitasnasionalyangdinamis. Tahapsaatini adalahmendekatinegaramaju agat
lebih tercipta perdamaian.Politik luar negerikita yangbebasaktif akan dilanjutkan demi pembangunanbangsa,sehingganegarakita|
membangunhubungankerja samakembali dengan RRCatas dasar DasasilaBandung,kemudianikut juga dalam KTTke 15. Hal ini
mencerminkantekad negarayang sedangmembangununtuk bekerjasama..DalamRepelitalV situasiekonomidunia belum pulih dari
dampak penuhnya gejolak, sehinggapada Repelita V ini diutamakan pembangunanprasaranadasar, pengembanganSDM, dan
pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan bagi rakyat, seperti pendidikan, air minum, dan lain-lain.

100 A|Rapat Paripurna ke 2/1/1990-1991 Volume 1 Rapat Paripurna ke 16 Agustus 1990 | Suara Jela
SideA : AcaraPembicaraanTingkat! KeteranganPemerintahatas RUUtentang PengesaharPerjanjianKerjasamaantara Rl dengar|  2/1/1990-1991
AustraliaUtara) tentang CelahTimor dan PenetapanSusunarKeanggotaarkKomisi3 BURTdan BKSAPHakl ini berdasarkarsurat dari
Menteri LuarNegerikepadapimpinandewanNo. 1876/90/02tertanggal20 Agustus1990. Untuk acarapertamaditangguhkansehinggs
dilanjutkandenganacarakeduayaitu PenetapanSusunardan NamaCalonAnggotaKomisiBadanUrusanRumahTanggaDPR(BURT|
yangmerupakanalat kelengkaparDPRyangbersifattetap, dibentuk dalamrapat ParipurnaDPRbertugasmenanganurusandapur DPR
kerumahtanggaardan kebijaksanaarDPR)dan BadanKerja SamaAntar Parlemen(BKSAP)Xemudiandilanjutkan denganpembacaal
nama-namacalon AnggotakomisiBadanUrusanRumahTanggaDPR(BURTHan BKSARari Komisil sampaiKomisilV dari FraksiKaryg
PembangunanFraksiABRI,FraksiPersatuanPembangunangdan FraksiPersatuanDemokrasilndonesiaoleh Staf SekretariatJendera
Dewan

SideB : Dilanjutkanlagi denganpembacaamama-namacalonAnggotaKomisiBadanUrusanRumahTanggeDPR(BURTlari KomisiV|
sampai Komisi IX dari FraksiKarya Pembangunanfraksi ABRI,Fraksi PersatuanPembangunandan Fraksi PersatuanDemokras
Indonesia. Kemudian pembacaan nama-nama Komisi APBN

100 B [Rapat Paripurna ke 2/1/1990-1991 Volume 2 Rapat Paripurna ke 23 Agustus 1990 | Suara Jela
SideA : Kelanjutanpembacaamama-namacalon AnggotaBadanKerja SamaAntar Parlemen(BKSAPJan calon keanggotaarBadar|  2/1/1990-1991
UrusanRumahTangga BURT)baik anggotatetap maupunanggotapenggantidari semuafraksi,yakni FraksiKaryaPembangunarkraks|
ABRI FraksiPersatuanPembangunanmaupunFraksiPersatuarDemokrasindonesia.Dalamacaraini yanghadir berjumlah348 orang
anggotadewan dari 489 orang anggota dewan, sehinggaforum telah terpenuhi untuk mengambil keputusan. Dilanjutkan dengar
penutupan rapat paripurna

Side B :Tidak Ada Suara
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101

Rapat Paripurna ke 3/1/1990-1991 Volume 1

SideA : AcaraPembicaraanTingkat! KeteranganPemerintahatas RUUtentang PengesaharPerjanjianKerjasamaantara Rl dengar
Australia(Utara)tentang CelahTimor. RUUtentang hal ini telah disampaikaroleh PemerintahkepadaPimpinanDewandenganamanal
PresidenNo. R.6/PU/VI/90tanggal21 Juni1990,dantelah dilaporkanpadaanggotadewanpadarapat paripurnadewantanggal25 Jun
1990. Perjanjiankerja samaini telah ditandatanganioleh Menteri luar NegriRI,Ali Alatasdan Menteri Luar NegeriAustraliatanggalll
Desemberl989.Menurut Ali Alatasperjanjianini merupakantonggakpenting dalamupayapenyelesaiarbatasmaritim antaraRldengar
Australia,danmerupakanpengaturanyangbersifatsementaradanunik. Perjanjianini bukanmerupakanpenentuanbataslintaskontinen
anatara 2 negara, karena maslahini merupakanhal pelik karena ada perbedaan persepsianatara kedua negara baik geologis
geomorfologisJandaskontinendi CelahTimor maupunprinsiphukumyangdigunakarsebagaidasaruntuk menetapkangarisbatasserta
aspek politik

SideB : Ali Alatasmengharapkardenganketerangannyaersebut di atas dapat memperjelasmaksudperjanjiankerjasamaPemerintal
IndonesiadenganAustraliamengenaizonakerjasadi wilayahantara PropinsiTimor Timur dan AustraliaUtara. Untuk selanjutnyaRUU
tentang Pengesahan Perjanjian Kerjasama antara Rl dengan Australia (Utara) ini diserahkan kepada Komisi |

Rapat Paripurna ke
3/1/1990-1991

23 Agustus 1990

Suara Jela

102

Rapat Paripurna ke 4/1/1990-1991 Volume 1

SideA : Acaratunggal pidato ketua DPRdalam rangka memperingatihari ulang tahun MPR/DPRepatnya 29 Agustus1945. Dalar
sambutannyaketua DPRmenguraikantentang sejarahMPR/DPRRI. Awal Komite NasionalPusatdilantik oleh PresidenSoekarnodi
GedungKesenianPasarBaru (sekarang)Pelantikananggota KNIPini merupakanembrio kelahiran suatu badan permusyawarata
perwakilanIndonesiadiawal kemerdekaanPadaPasal4 Aturan PeralihanUUD 1945 mengamanatkarsebelumMPR,DPR,dan DPA
dibentuk, maka segalakekuasaardijalankanpresidendenganbantuan Komite Nasional.PadaawalnyaKNIPberanggotakarpemuka;
pemukamasyarakatdari berbagaigolongandan daerah, diantaranyabekasanggotaPPKIKemudiananggotanyaberkembangdengar
tambahandari wakil-wakil aliran dan golonganbaru di dalam masyarakat.Setelahkeluar maklumat Wakil PresidenNo. X tanggal16
Oktober 1945 fungsi dan tugas mengalamiperubahanatas usul anggota KNIPitu sendiri. KNIPyang dibantu Badan Pekerja KNIF
kemudiandiberi tugaslegislatifikut menetapkanGBHNsebelumterbentuk MPRdan DPR KemudianKabinetpresidensiildiganti dengar
KabinetParlementer.DalamperkembangarsejarahketatanegaraarJUD 1945 pernah berubahmenjadiUUDRIS kemudianUUDSdan|
kembali ke UUD 1945 lagi lewat Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959

SideB : Kelanjutanpidato ketua DPR Masa DemokrasiT erpimpindengankekuasaamasakomnyalan kekuasaarterlalu besarkepade
pemimpinrevolusi,akhirnyaterjadi peristiwa G 30 S PKI,kemudianOrde LamatergantikandenganOrde Baru padatahun 1966 yanc
memberi koreksi pada penyimpanganyang terjadi menuju pembangunanekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pertahanar
keamanansesuai dengan Pancasiladan UUD 1945. Kemudianlembaga DPR merupakan lembaga yang dinamis, sehinggaharus
menunjukkarcitranyayangberbobot dan mampumemainkanperanandan fungsinyasesuaiperaturanperundangaryangmengaturnyal

baik itu fungsi legislatif, hak bugded, maupun dalam fungsi pengawasannya

Rapat Paripurna ke
4/1/1990-1991

27 Agustus 1990

Suara Jela
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103 |Rapat Paripurna ke 5/1/1990-1991 Volume 1 Rapat Paripurna ke 29 Agustus 1990 | Suara Jela

SideA : Rapatparipurnalaporankunjungankerja Komisil sampaidenganKomisiX selamamasaresespersidangarke IV tahun sidand  5/1/1990-1991
1999/1990.Padaacaraini akandisampaikariaporandari 6 Komisi,yakniKomisilll sebagajuru bicaraDrs.RobensorGorning,KomisilV|
sebagaijuru bicara Drs. Ismutiar Nurdin, KomisiV sebagaijuru bicara SundoroSyamsuri,KomisiVI sebagaijuru bicara Dewa Putu
SuparteNide, Komisil sebagajuru bicaralbu Legowo,serta Komisill sebagajuru bicaraLaluPatre Wijaya.PenyampairdaporanKomis
Il oleh Drs. RobensonGorningdalam kunjungantimnya ke Balidan NTB.Tujuankunjungannyaadalahmelihat dari dekat keberhasilal
pelaksanaarhukum dan penegakarhukum serta kendala-kendalgyangdihadapikeduadaerahtersebut, mencakupbidangkehakiman
Imigrasi, perkara korupsi, bidang kepariwisataan,dan bidang kepolisian.Padaintinya pencairandana untuk daerah NTBmengalam|
kesulitan,sedangkarBali sudahcukup. Sedangkarsaranadan prasaranakeimigrasiankeduadaerahtersebut kurang memadai.Untuk
kasuskorupsidi NTBada 35 perkara, sedangkandi Bali 13 kasus.Untuk bidang kepariwisataan karena banyak pintu maka banyak
kejahatan

SideB : Di Bali banyakterdapat penyalahgunaamarkotika, oleh karenaitu hukum harus disemaksimalmungkin sesuaidenganUu
Narkotika.Di NTBterjadi pemalsuanpestisidayangdibuat di Bandung.Di NTBsaranaprasaranaperhubunganbaik darat, laut, udara
perlu ditingkatkan.Sedangkardi Bali koordinasiantar aparat penegakhukum dan jajaran kejaksaankepolisian,dan kehakimanlebih
ditingkatkanagartidak ada perbedaanpersepsiyangtajam. Dilanjutkandenganlaporandari KomisilV oleh Drs.lsmutiar Nurdin dalam
kunjungantimnya ke Jambidan Lampung.Sedangkatingkup yangdikunjungimeliputi DepartemenPertanian,DepartemenKehutanan
danDepartemenTransmigrasiUntuk daerahJambiterjadi penurunanhasilperikanankarenakurangnyadana.Untuk pertaniandi daeral
transmigrasi diperlukan penambahan kursus-kursus. Perlu pula dilakukan konservasi kebun plasma

104 |[Rapat Paripurna ke 5/1/1990-1991 Volume 2 Rapat Paripurna k¢ 5 September 1990( Suara Jela
SideA : LanjutanlaporanKomisilV, di Jambidi bidangkehutanansebagiarbesardigunakanuntuk produksikayuolahanyangdiarahkar| ~ 5/1/1990-1991
untuk kepentinganeksport dibawah PT.Mugi Trimanseluas5000 Ha. Sedangkardi LampungTengahdidirikan SekolahPusatLatihar|
Gajahdi Way Kambasuntuk melindungi gajah Sumatera.Melakukanperlindunganpada pohon tengkawang.Transmigrasdari Jawe
Timur dan JawaTengahkurang lebih 6000 kepalakeluarga.Mulai berkembangjuga kebun kelapa sawit yang dikelola pihak swasta
Dalambhal ini di Lampungtelah terjadi kerusakarhutan sehinggamulai berkurangkesuburantanahnya, seringterjadi banjir dan erosi
sehinggaawal Repelita lll Pemda Lampung mulai mengadakanpenataan ulang pemukiman penduduk dan berusaha bertani di
daerahmkawasahutan, DAS daerahkritis dan daerahpadat penduduk,sehinggamerekaakanberpindahdi daerahtipis penduduknya
Dilanjutkandenganlaporan KomisiV oleh SundoroSyamsuridalam rangkakunjungakerjanyake JawaTengahdan Yogyakartauntuk
memantaupelaksanaarpembangunandi bidang perhubungan,pekerjaanumum, pariwisata, pos dan telekomunikasidan perumahar,
rakyat.

SideB : Dalamrangkakunjunganke JawaTengahtempat yangmerekakunjungiadalahpelabuhanlaut Tegal,pusdiklatjalantol, Waduk
Cacaban,pelabuhan Tanjung Mas Semarang,jalan lingkar Semarang,jalan Tol KrapyakJatingaleh,dan relokasi korban banijir di
SemarangBandaraAdi Sumarmodi Solo,terminal peti kemasdi JebresSolo, dan Waduk GajahMungkur. Sedangkarkunjunganke
Yogyakartantaralain di BandaraAdi Sumarmo pahayalahar gunungberapi,rencanaWadukSermodi Kulonprogo proyekair bersihdi
Wonosari,dan BandaraTunggulWulung. Temuan-temuarentara lain jalan kelaslll karenafrekwensi pemakaianmeningkatsehingg:
banyak yang rusak dan segeradiperbaiki. Untuk pelabuhansaranadan prasaranakurang lengkap. Bandaraperlu diperluas dan
ditingkatkanjugasaranaprasarananyakeadaarwaduk banyakpendangkalaradanyakebocoranwadukitu sendirisehingggperlu ditata
dan ditertibkan. Jalanmenuju tempat-tempat wisata juga perlu perbaikan.Dilanjutkandenganlaporan dari KomisiVI oleh DewaPutu
SuparteNide dalam rangkakunjungannyake PT.Kaltexdi Riau, pabrik kertas Kiat Indah di Kerawang Kilangminyak di Dumai, PT
tambang batubara PT. Kaltim Primako di Kalimantan Timur, dan PT. Bukit Asam di Sumatera Selatan
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105 |Rapat Paripurna ke 5/1/1990-1991 Volume 3 Rapat Paripurna ke 5 September 1990| Suara Jela
Side A : Volume rusak 5/1/1990-1991
Side B : Volume rusak
106 |Rapat Paripurna ke 5/1/1990-1991 Volume 4 Rapat Paripurna ke 5 September 1990| Suara Jela
SideA : Lanjutanlaporankunjungankerja Komisill oleh LaluPatre Wijaya. Masalahpertanahanmerupakantugasdari BPNyangberat|  5/1/1990-1991
dan kompleks,sehinggadiperlukan penambahantenagakerja yanglebih profesionaldan terampil terutama di daerah. Adanyakerja
terpadu antara BPNdan pemerintah daerah sesuaidengan UU No. 5 tahun 1974. Masalah-masalalyang sering dihadapi adalat
pengadaartanahyangluasuntuk pembangunardan data pertanahanbelumtercatat denganlengkap,sertaadministrasidan pendataar
yangdisalahgunakamleh oknum. Adanyakasusini makadiperlukanmonitoring di daerahdan penertibantanah sesuaidenganUU No.
51tahun 1960.Sengketaanahyangterjadi dimulai dari mutasipenyelesaiartanahyangtidak disertaidenganpenyelesaiaradministrasi
Sebagai obyek pajak sering berpindah tetapi administrasi tidak pernah terselesaikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 tahu
SideB : Kasus-kasugertanahanyangmenonjolantaralain kasustanah di Niasseluas400 Ha, di daerahMuale dan LagundriKemudial
kasustanah di DaerahTingkatl SulawesiTengah,masalahpemeganghak yangtidak diketahui alamatnya,pemeganghak meningga
dunia, dan sebagaian besar tanah yang secara fisik sudah digarap oleh masyarakat setempat, bahkan banyak yang menjadi p
107 |[Rapat Paripurna ke 5(LJ)/1/1990-1991 Volume 1 Rapat Paripurna k¢ 5 September 1990( Suara Jela

SideA : Rapatparipurnamelanjutkanlaporankunjungankerja Komisi-komisselamamasaresespersidangarke IV tahun sidang1989-
1980. Padaacaraini dilanjutkandenganLaporanKomisiVIl denganjuru bicaraHari SuwondoS.H. KomisiVIIl denganjuru bicaraNang
DumanaWiradi Putra, KomisilX denganjuru bicaraDr. Ruberu,dan KomisiX denganjuru bicaraDrs.PalarBatubara.Laporankunjungar,
kerjaKomisiVIl oleh Hari SuwondoS.H ke Propinsilrian Jayadi KabupatenJayapuraWwamenadan Biakyangtelah dilakukantanggal23-|
30 Junil990.Kunjungarkerja perseoranganugadilakukanke JawaTimur, SumateraUtara, SumateraSelatan KalimantanTengahdan
Timor-Timor.Laporandisusundalam bidang keuangan,perbankan,perdaganganKoperasi,dan Bulog. Dalamhal ini Irian Jayadalam
bidang keuanganterjadi perkembanganwajib pajak, sedangSDM-nyakurang. Untuk anggaranrutin masihterlalu kecil sehinggatidak
seimbangdengan beban kerja. Inflasi juga terjadi di Irian Jaya,terutama harga semen yang cukup tinggi. Untuk koperasimandiri
berkembang di daerah Sorong, Mereuke, Wamena, dan Biak.

SideB : Koperasidan KUDbelumdibuka.Kadindi Irian Jayabelum mampumengantisipaspembangunardaerahkarenasemuakegiatar
tergantungdenganAPBNdan APBD Komoditi yang menjanjikandi Irian Jayaadalahkulit buaya.Namunadanyapermainandari para
pengusahasehinggarakyat belum bisa menikmati, karena menjualnyadenganharga rendah. Kendalapembangunandi sanakareng
kesulitansaranadan prasarana,kwalitas SDMyang rendah, kemampuanmanajemenaparatur pemerintah yang masih rendah pula,
Namundemikiansecarasektoral dalamlingkup keuangan perbankan,ada peningkatanwalaupunrelatif kecil. Untuk daerahSumaterg
Selatandalambidangkesehatandititik beratkanpadapenurunanangkakematianbayi, balita, ibu melahirkan,dan penurunanvertilitas,
Selainitu ditingkatkanjugaprogramKeluargaBerencandKB), termasuksaranadan prasarananyaRumahSakitManalayangdi Sumaters
Utaraperalatanrumah sakitdari luar negeriharussegeradipasangdokter spesialisnygugamasihkurang.SedangkamumahSakitAcet|

Barat sangat memerlukan kendaraan roda 2 dan roda 4.

5(LJ)/1/1990-1991
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108 [Rapat Paripurna ke 5(LJ)/I/1990-1991 Volume 2 Rapat Paripurna ke 6 September 1990( Suara Jela

Side A : Untuk kunjunganperseorangarke KalimantanTengahkegiatan PKKdan ProgramP2WKSS$nasih kurang karenahambatar| 5(LJ)/I/1990-1991
Medan. Untuk SumateraSelatanprogram KB terutama vasektomidan tubektomi sudah berhasil baik. Hambatandari dua daerat
tersebut adalah karena kondisi sosial budaya, sosial ekonomi, dan kesadaranterhadap nilai pernikahandan tingkat pendidikan
transportasi,dan komunikasiOlehkarenaitu banyakperkawinan muda,tingkat pendidikanrendah,kondisigeografigerisolir, sertaalat
mobilisasiyangtidak mendukung.Secaragarisbesarpelaksanaarpembangunarkesehatandi keduawilayahtersebut padaumumnye
telah mengalamikemajuandan peningkatanhanyaperlu diperbaikiteknis operasionalnyali KalimantanTengah Partisipasimasyaraka
SumateraSelatanjuga sudahcukup membantu. Sedangkarsaranaprasaranany&eduadaerahtersebut perlu ditingkatkan.Dilanjutkar
denganlaporankunjungankerja KomisilXoleh Dr. J.Riberuke DKlJaya JawaBarat,JawaTengah JawaTimur, SumateraBarat,Sulawes
Selatan,Bali, KalimantanBarat, NTT, SulawesiUtara, Maluku, dan Irian Jaya.Dalam kunjunganini dilaporkan masalahpendidikan
kebudayaanpembinaangenerasimudadan olahraga,agamadankepercayaarierhadap TuhanY ME.SumbebayaManusia,saranadan
prasarananya sudah semakin diperhatikan dan dibenahi

SideB: Sebagacontoh di SumateraSelatanpembinaanpemudadanolah ragadilakukansecaraterpaduyangmelibatkaninstansiterkait,
antaralain KanwilDepdikbud,DinasP dan K, DewanPerwakilanDaerah, KNPI serta organisaskemasyarakatatainnya. Programyang
dilaksanakarantaralain: Paskibrakapertukaranpemudaantar nagara,misi kapalmuda AsiaTenggarakepramukaangdan lain-lain. Di
JawaTengah,JawaTimur, SumateraSelatandan SuamteraBarat program SarjanaPenggerakPembangunarPedesaar(SP3). Dalan
bidang keagamaansaranadan prasaranadi daerah yang dikunjungi masih kurang, terutama asramahaji di SumateraBarat, IAIN
Palembangdan Ambon. Untuk daerahyang rawan gempaseperti Ciamisdan Sumedangpangunangedungbaru sekolahdiharapkar,
dibuat dengan kontruksi tahan gempa. PemalsuanSTTBdan NEM di JawaTimur agar segeraditindaklanjuti karena merusakcitra|
pendidikan.DilanjutkandenganLaporanKomisiX yang disampaikanoleh Palar Batubarayang mengadakarkunjunganke Kalimantalr
Selatan Kunjunganini dengantujuan memantaupelaksanaarmPBN1989-1990untuk mendapatmasukantentang rencanaAPBN1990-
1991 dan RepelitayangmencakupbidangKomisiX. Tugas-tugayangdibidangiKomisiX meliputi: perencanaarpembangunamasional
kependudukandan lingkunganhidup, ilmu pengetahuanriset dan teknologi, survey, tenaga atom, penerbangandan antariksa,dan
statistik.
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109 ([Rapat Paripurna ke 5(LJ)/I/1990-1991 Volume 3 Rapat Paripurna ke 6 September 1990( Suara Jela

Side A: Dalam memproduktifkan wilayah Kalimantan Selatan diperlukan reboisasi dan reklamasi. Banyak kendala untuk| 5(LJ)/I/1990-1991
memproduktifkanwilayahtersebutdi atassehinggaperlu perhatian,antaralain : pembinaanpeladangkhususnyaagi masyarakatang
terisolisasi melalui usaha pertanian menetap, usaha pelestarian sumber daya alam, tumpangsari, bina desa oleh HPH PIR, dan
pemukimankembali masyarakaterasing. Selainitu perlu pula ditingkatkanperan serta pesantren,pramuka, KNPI,LSM,dan lain-lain
dalam rangka kegiatan penghijauan.Masalahyang sedangdihadapi adalah kurang tersedianyadana. Masalahlimbah harus sesua
denganKepresNo. 29 tahun 1990. Dalamhal ini PT.Indah Kiat di Riaubelum mengamankarimbah sesuaidenganperaturan. Untuk
wilayahJawaTimurmasalahingkungarnyangperlu diperhatikan,OperaskKemukusleh Polridilakukanuntuk mengurangpencemarardi
JawaTimur. Dilanjutkandenganlaporan KomisiAPBNyang mengadakarkunjunganke Lampungpada masareseske |V persidangar
Kunjungandilakukandi instansi-instansterkait diantaranyaKanwil Perindustriandan Kanwil Perdagangankkoperasi,DinasPekerjaal
Umum, Dinas Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, dan Dinas Pertambangan dan Energi

SideB: Kunjungardilakukanjuga ke KanwilKeuangarbesertajajaran dan perwakilanBPKBIi Lampung.aparat perbankanpemerintak
maupunswasta,Kadindadan Asosiasi-asosiadgupati Dati Il LampungUtara, serta PembantuBupati LampungBarat dalam kaitannyg
denganpemekaranwilayahtersebut. Dilanjutkanjugaku njunganke Pabrikmarmer. Darikunjungantersebut diketahuiinfo pelaksanaal
APBNdan APBDmoneter, perkreditan,dunia usahadan industri, laju pertumbuhanperekonomiandan pembangunardaerah, disertai
masalahharapandan himbauanyang dikemukakanoleh instansidan pengusahadi daerah.Dari hasil kunjungandilaporkanperlunyg
penambaharsaranadan prasaranapeningkatarkawasarindustri, adanyamasalahtentangtransmigrasiokal, masalahminimnyaberas
dan perlu segera diselesaikannya pembangunan Dam Batulegi untuk keperluan irigasi

110 [Rapat Paripurna ke 5(LJ)/I/1990-1991 Volume 4 Rapat Paripurna k¢ 6 September 1990( Suara Jela
SideA: Lanjutanlaporan KomisiAPBN.Temuanyang diperoleh antara lain adalah proyek fasilitas BandarBranti tentang pengeboraif  5(LJ)/I/1990-1991
sumur bor tidak dapat dilkasanakanPLNpenyaluranlistriknya baru mencapail4.000KKdenganperalatanyangsangattua, sehingg:
perlu diganti. Dilaporkanjuga adanyakebocorankeuangan DiperlukanpembiayaarpembangunargedungDepartemenPenerangardan
pembangunanstasiun produksi keliling. Perlu juga dilakukan penambahanpesawat Jakarta-Brantiagar tidak terus menerusterjadi
perubahanjadwal. Jaringantelepon belum dialokasikandi Kadindaibukota LampungSelatan.PBB(hargatanah) belum ada ketetapar
dari Kanwilll Dirjen Pajak.PT.SemenTonasaperlu dikembangkanDalamkunjungantersebut dapat disimpulkanbahwapembangunal
ProvinsiLampungSelatansudahberjalanwalaupunmasihbanyakhambatannyaPertumbuhanekonomiselamaRepelital V cukuptinggi
sekitar9,7%.Pengaruhdebirokrasidan deregulassecaraumum memberidampakpositip dalamekonomidaerah.Bidangusahatumbuh
tinggi dalam eksport swasta maupun pemerintah. PemekaranLampungBarat menjadi LampungUtara dan lampung Barat sudat
memenuhipersyaratartinggalmendapatpersetujuan. AkandilakukanpembangunarcagaralamKrakatau Acararapat paripurnaditutup
oleh pimpinan dewan.

Side B:Tidak Ada Suara
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111 |Rapat Paripurna ke 6/1990-1991 Volume 1 Rapat Paripurna ke 6 September 1990| Suara Jela

Side A: PembukaanRapatParipurnaoleh Ketua Dewan. Dilanjutkandengandua laporan BKSAPyaitu mengenaipengirimandelegas 6/1990-1991
Indonesiadalam rangkapelucutansenjatadi Born RepublikFederasidermandan muhibahdelegasiDPRRI ke Uni Sovietdan Republik
Federasiderman.Laporanpertama oleh Joni Herlaut Sumaryonoyang melaporkanhasil konferensipelucutan senjatadi Born. Dalarm
KonferenstersebutJoniHerlautdidampingioleh MarzukiDarusmars.H.Tujuankonferensiini adalahberpartisipasdalamkegiatanantar,
parlemendi dunia,apalagiindonesiasangatberkepentingardenganpelucutansenjata.Disanadelegasindonesiamengikutisidangpleno,
merumuskan hasil pleno, mendengarkan pernyataan Kanselir Jerman Helmut Koln dalam pleno hasil-hasil konferensi. Dalanm
pernyataannyalndonesia menekankanperkembanganpersenjataanbaik dalam perencanaan,pembuatan, penyimpanan, maupur
penggunaannyakanmenghancurkarsegi-segkehidupanmanusia merusakperdamaiandan budayabangsa Delegasianghadir dalam
Konferensidi Jermanberjumlah 61 negara.Dengankonferensiini melahirkankomitmen agar pelucutansenjatasegeradipatuhi untuk|
mendamaikardunia. Dilanjutkandenganlaporankeduaoleh Megawati TaufikKemasyangmelaporkanmuhibahDPRRIke Uni Sovie]
dan Republik Federasi Jerman.

SideB: Dalammuhibahtersebutdi atasdiketuaioleh M. KharisSuhud sedangkaranggotanyéerdiri dari R.Kartidjo,A.A.OkaMahendra
YanHendrikSalu, TaheransatKarim,Megawati,dan Soeharto.Di Berlin Baratmengadakarpertemuandenganwakil ketua BerlinBarat.
Dilanjutkan dengan kunjunganke gedung DPRBerlin, Museum Berlin, peternakan sapi, obyek-obyekwisata. Dalam kunjunganke
Moskow, adanyagrasnot dan perestroikaoleh Gorbacevtelah melahirkan prinsip pluralisme dalam bidang politik. PKUStidak lagi
mempunyaiposisisentral sebagaipemegangmonopoli kekuasaanbtetapi berkedudukansamadenganpartai-partailainnya. Akhirnyg
tumbuh kembalinegara-negardagianyangsebelumnyskurangmendapatkarhakanyapahkanadakemungkinamegara-negardagiar
tersebut melepaskan diri untuk membentuk negara sendiri yang merdeka

112 [Rapat Paripurna ke 7/1990-1991 Volume 1 Rapat Paripurna ke 17 September 1990 Suara Jela
SideA: Rapatpembicaraartingkat IV pengambilankeputusantentang Rancangatyndang-Undandentang Akademillmu Pengetahua 7/1990-1991
Indonesia. Dalam pembicaraan ini akan dikemukakan pendapat akhir dari masing-masing fraksi atas Rancangan Undang-Undj
Sebelummasing-masindraksimenyampaikarpendapatakhirnya,terlebih dahuluketua KomisiX MarkusBouranuntuk melaporkanhasil
pembicaraantingkat Ill. Padaintinya Rancanganundang-UndangAkademillmu Pengetahuanindonesiatelah berhasil diselesaika
walaupun pada awalnya banyak perdebatan, namun adanya kebersamaan dan toleransi akhirnya diperoleh kesepakatan.

Side B: Pembicaraartingkat IV yang diawali dengan hasil keputusandari FraksiKarya Pembangunandenganjuru bicara Sudiartin
Sumarno.Dalamrangkatahap tinggal landas,maka pembangunardisegalabidangdiperlukanperan aktif dari warganegaratermasuk
ilmuwan guna memberi sumbanganpemikiran yang dapat menunjangpelaksanaarpembangunamasional. Sumberdaya alam perlu
didukungdenganSumberDayaManusiayangmampumenyerapperkembanganlimu pengetahuandanteknologi.Olehkarenaitu Fraks
Karya Pembangunanberpendapat kehadiran RancanganUndang-Undangtentang Akademi lImu Pengetahuanindonesia sanga;
diperlukan, apalagi merupakan satu-satunyawadah bagi llmuan Indonesia. Diharapakanpara ilmuan mampu memberi saran dan
pertimbanganyang berguna bagi pemerintah, lembagailmu pengetahuandan teknologi bagi pembangunandan kemajuanbangsg
Indonesia.
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113 |Rapat Paripurna ke 7/1990-1991 Volume 2 Rapat Paripurna ke 26 September 1990 Suara Jela

SideA: Lanjutan laporandari FraksiKaryaPembangunardenganjuru bicara SudiartiniSumarno.KelancararpembahasarRancanga
Undang-Undangni dapatdicapaidemi kepentinganbangsa Dalamhal ini FraksiKaryaPembangunamenyetujuanRancangatndang
Undangtentang Akademillmu Pengetahuarindonesiauntuk disahkanmenjadiUndang-UndangDilanjutkanhasilkeputusanFraksiABR|
denganjuru bicara M. Taufik Sarbaini.Padaera tinggal landaspada Pelita VI pembangunanindustri lebih meningkatlagi, sehingg:
perkembangardi dalamilmu pengetahuardan teknologilebih berperan.Peluanguntuk memanfaatkanimu pengetahuandanteknologi
semakinterbuka. Perbedaanpendapat dari masing-masindgraksi banyak menyita waktu, sehinggadalam pembahasanperlu dicari
konsensusantar fraksi denganpemerintahsebelumpembahasarRUUtersebut. Akademillmu Pengetahuanindonesiamerupakansatus-
satunyawadah bagi ilmuan IndonesiasehinggaFraksiABRImenyetujui Rancanagrundang-Undangersebut menjadi Undang-Undang
Setelahpengesahardiharapkanpemerintah segeramenyiapkankeperluandalam rangkamerealisir keperluanpara ilmuan terkemuke
baik perangkat lunak dan kerasnya. Selain itu pemerintah juga segera mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesi
Side B: Hasil KeputusanFraksi PersatuanPembangunandengan juru bicara Drs. H. Suwardi Hambali. Dalam laporannya Suward
mengatakarbahwasalingmengisidan membantudalammengembangkagagasaryangterbaik bagimasyarakatndonesiaadalahdalam
bidangilmu pengetahuandan teknologi. Hal ini dilakukanuntuk mengejarnegara-negaranaju yangsudahterlebih dahulumempunya|
wadah ilmuan terkemuka sejak berabad-abadyang lalu. Bertitik tolak dengan hal tersebut maka Fraksi PersatuanPembanguna|
berpendapattentang pentingnyaRancangarndang-Undangentang Akademillmu Pengetahuanindonesiauntuk disahkanmenjadi
sebuahUndang-Undangli Indonesia.SetelahUndang-Undangersebut di atas disetujui makaFraksiPersatuanPembangunarberhara
pemerintah segeramerealisasikar8 pimpinan lembagapemerintah menjadi anggota dalam angkatanl. Hal ini sesuaiamanatyanc
terkandungdalamUndang-Undanggersebut, yaitu Menteri NegaraRisetdan TeknologiProf. Dr. Ing. B.J.Habibie,Menteri Pendidikardan
KebudayaarPro. Dr. FuadHasandan PimpinanLIPI.DilanjutkandenganHasilKeputusanFraksiPersatuarDemokrasindonesiadengar
juru bicara Drs. Subagio

7/1990-1991
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114 |Rapat Paripurna ke 7/1990-1991 Volume 3 Rapat Paripurna ke 26 September 1990 Suara Jela

SideA: DalamlaporannyaSubagianengatakarbahwaRancangatndang-Undangentang Akademillmu Pengetahuanindonesiasanga 7/1990-1991
penting supayabangsalndonesiatidak ketinggalandalam bidang teknologi dengannegaralain. Bangsalndonesiaseakanmendapa|
tantangan untuk melakukanakulturasi dengan budaya dan peradapanmodern yang telah tumbuh menghasilkanperadapanglobal
dimanailmu pengetahuanteknologi, dan ekonpomimenjadi kekuatanutama. Oleh karenaitu FraksiPersatuanDemokrasindonesie
menyetujui Rancangantentang Akademi lImu Pengetahuanindonesia disahkan menjadi Undang-Undang.Setelah semua fraksi
menyampaikankeputusanyang sama akhirnya forum menyepakatiRancangarindang-Undandgentang Akademillmu Pengetahua
Indonesiauntuk disahkarmenjadiUndang-UndangSetelahpengesahaiitu B.J.Habibiememberisambutan.DalamsambutannyaHabibie
mengatakanbahwa Pemerintah bersamadengan DPRtelah menyelesaikanproduk undang-undangtersebut bagi nusa dan bangss
Indonesiadengan landasanpasal 5 ayai 1 dan pasal 20 ayat 1 UUD 1945. limu pengetahuandan teknologi sangat penting bagi
pembangunarbangsauntuk meningkatkankesejahteraarbangsa sehinggaterbitnya undang-undandersebut sangatditunggusebaga
satu-satunya wadah ilmuan Indonesia

Side B: Lanjutan laporan dari Subagio,bahwa untuk menjagakesinambungarteknologi informasi dalam melaksanakarperan dan
fungsinyadiperlukantersedianyadanayangteratur dari sumber APBNatau sumbangariain, misalnyadari masyarakabaik dari dalam
maupunluar negeriyangsifatnyatidak mengikat.Namuntanpabantuantidak akanmengurangkemandirianAkademillmu Pengetahua
Indonesiayang akan tetap memberikanpendapat, sarandan pertimbanganberdasarkebebasanakademikyangbertanggungjawab
DengandisetujuinyaRancangatundang-Undangni diperlukanpengaturarlebih lanjut yangberupaKeputusarPresidenUndang-Undan,
ini memuat 8 Bab dan 17 Pasal, sehingga ringkas dan hanya memuat substansi pokok.

115 [Rapat Paripurna ke 8/1990-1991 Volume 1 Rapat Paripurna ke 26 September 1990 Suara Jela
SideA : Rapatdihadiri oleh Menteri PariwisataPosdan Telekomunikasdlan staf, serta anggotadewan. Rapatparipurnaini merupakar 8/1990-1991
pembicaraanTingkat IV tentang pengambilankeputusanatas Rancangarnndang-Undangentang KepariwisataanJuru bicara dari
masing-masingdraksi adalah FraksiABRIdiwakili oleh Sundoro Samsuri,FraksiKarya Pembangunardiwakili oleh Ibnu Saleh,Fraks
PersatuanPembangunardiwakili oleh M. Buang,dan dari FraksiPersatuanDemokrasilndonesia.Sebelumjuru bicaramasing-masin|
fraksimenyampaikaraporannyaterlebih dahuluBapakWarno Harjo sebagaketua PansugPanitiakhusus)memberikanlaporanproses
pembahasarpembicaraanTingkatlll tentangkepariwisataanDalamlaporannyaada3 tipologi daerahkepariwisataaryaitu daerahbaru,
daerah telah berkembangdan daerah yang telah maju. Hasil dari pembicaraantersebut telah dilakukan penyempurnaandalam
Rancangarndang-Undandlepariwisataartersebut. Dilanjutkandenganjuru bicara pertama pembicaraanTingkatlV dari FraksiABR|
oleh SundoroSamsuri Kepariwisataarmerupakanhal baru baik pengertian,lingkup, tujuan, aspek,maupun unsur-unsurnyasehingg:
perlu kehati-hatiankesepakatarmuatan konsiderandari masing-masindraksi. Dari segi ekonomi kepariwisataanmerupakanandalar,
penghasil devisa negara, sedangkan dalam pembangunan mempunyai peran dalam mewujudkan cita-cita bangsa

SideB : Saranadan prasaranaperlu dibenahiuntuk meningkatkanmutu dan kelancararkepariwisataanselainitu perlu juga SDMyang
terdidik di bidangini. HarapanFraksiABRImengharapakarundangUndangKepariwisataarsegeradisosialisasikakhususnyakepadz
aparatur pemerintahyangterkait. AdanyaUndang-undandni DepartemenPariwisataPosdan Telekomunikasiakan semakinterpacuy
untuk lebih mendorong sektor kepariwisataan
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116 |Rapat Paripurna ke 8/1990-1991 Volume 2 Rapat Paripurna ke 27 September 1990 Suara Jela

SideA : Jurubicaradari FraksiKaryaPembangunamleh Ibnu Saleh.Undang-undandepariwisataarini akanmembawadampakpositip 8/1990-1991
terhadap pembangunandan pengembangarkepariwisataandi Indonesia.Undang-undangni harus berlandaskanPancasiladan UULC
1945, serta GBHNyangbertumpu padaTrilogiPembangunanSelainitu diharapkandapat menjangkauseluruhwilayahIndonesiadalam
rangka mewujudkanwawasannusantara. Kebijaksanaarpembangunankepariwisataanhendaknyadilaksanakanmelalui pendekatar
keamanandan kesejahteraan.sehinggamampu menumbuhkankesempatanberusahadan kerja dan mendorong pembangunanbaik
sektoralmaupunregional. BUMN,koperasi,serta swastahendaknyadiberi kesempatanyang samaserta diupayakansalingmenunjang
dalam penyelenggaraarkepariwisataan.Pengusahakecil dan menengahyang rgerak dalam bidang kepariwisataanperlu diberi
perlindungansehinggadapatterhindar dari persaingaryangmerugikan.Eraindustrialisasmenempatkarkepariwisataarsebagabagiar|
dari pembangunaryangmutlak perlu dipacu.Masukan-masukadari FraksiKaryaPembangunarsudahtertampungterutama perlunyg
SDM yang berkwalitas di bidang kepariwisataan.

SideB : FraksiKaryaPembangunamenyetujui naskahakhir Undang-Undangentang Kepariwisataaruntuk disahkanmenjadiundang;
undang.Harapanyangdiinginkandari fraksi ini adalahsetelahdisahkanundang-undangni Pemerintahsegeramenyiapkanperaturan
pelaksanaannyaPemerintah juga segera mensosialisasikarkepada masyarakat,agar dapat memahami daerah tujuan wisata di
Indonesia.Jurubicaradari FraksiPersatuanPembangunanoletM. Buang.Pembangunarkepariwisataarditujukan untuk mewujudkar
manusialndonesiaseutuhnyadengannilai-nilaiagamasecaratetap mewarnaikehidupanmasyarakatindonesia.Oleh karenaitu nilai-
nilai agamaharus dimasukkan.Pertunjukanartis baik dari dalam maupun luar negeri harus sesuaidengan peraturan di pasal 12,
pelanggaran dikenaikan sanksi 5 tahun atau uang 50 juta

117 |Rapat Paripurna ke 8/1990-1991 Volume 3 Rapat Paripurna ke 27 September 1990 Suara Jela
SideA: Menurut FraksiPersatuanPembangunarpenyediaanakomodasi,makan, minum juga perlu memperhatikannilai-nilai agama 8/1990-1991
Hotel berbintang maupun melati diharuskanmemberi tanda arah kiblat. Pembangunarkawasanwisata tidak menimbulkandampak
negatif bagi masyarakatsekitarnya. Dalam Undang-undangharus tercermin penggunaanproduksi dalam negeri. Kepariwisataa|
merupakansumber devisanegara.Pandangarekhir dari Juprijuru bicara dari FraksiPDI.Undang-undandgepariwisataanmerupakar,
milik bersamasehinggaidak hanyadilaksanakaroleh pemerintahtetapi juga segenapaparatdan rakyat yangterjangkauoleh undang
undangini. Kepariwisataarharus berdasarnorma dan dasarsesuaiPancasilalan UUD 1945. Produkhukum kepariwisataarbiasanys
hanyaberupaKepres KeputusanMenteri dan keputusanlain. DenganadanyaUndang-undandepariwisataarmerupakanlangkahbaru
dalammemantapkartata hukumnasionalyangkokohSideB: Masukan-masukadari FraksiPDIdisambutdenganbaik yangmenyangku
aspekidiil politik, sosialbudaya,maupunekonomi.Usahakepariwisataarharusmempunyaiijin kecualiusaharumahtangga.Dalamhal
ini Fraksi PDI menyetujui RancanganUndang-UndandgKepariwisataanuntuk disahkanmenjadi sebuah undang-undangDilanjutkar,
pernyataanbersamadalam sidang paripurna untuk menyetujui Rancangarlndang-undandepariwisataarmenjadi undang-undang
Setelah pernyataan itu dilanjutkan sambutan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
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118 |Rapat Paripurna ke 8/1990-1991 Volume 4 Rapat Paripurna ke 27 September 1990 Suara Jela

SideA: SambutanMenteri Pariwisata,Posdan TelekomunikasiSoesiloSoedarmanDalamkesempatanitu Menteri SoesiloSoedarma 8/1990-1991
mengucapkarterima kasihdari semuayangtelah menyetujui Undang-undand<epariwisataanTahun 1970-anIndonesiasudahmulai
mengembangkan kepariwisataan nasional. Dengan semakin mantapnya pembangunan ekonomi, diharapkan dalam bidang
kepariwisataanjuga semakinberkembangdengan baik. Stabilitasyang dinamis, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik
maupunpertahanankeamananKebutuhanUndang-undangentangKepariwisataasangatmendesakapalagikepariwisataartidak dapat
dilepaskardari situasidan kondisiinternasionalyangsecaranyata bergerakke arahiklim yangmenguntungkarkepariwisataamasiona
dan memberi prospek yang cerah. Untuk mensinkronkannaskahundang-undangni telah dilakukanrapat-rapat antara departemer
terkait, antaralain Deparpostel Depdagri,DepartemenKehakimanDepartemenPertahanandan KeamananPepartemenPerhubungar,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Polri, dan lain-lain

SideB : Dalamkaitannyadengankemajuandan peningkatanbidangkepariwisataanada 2 hal yang perlu mendapatperhatianyakni
kemajuanteknologi bidangtransportasidan komunikasi.LahirnyaUndang-undandentang Kepariwisataardiharapkankepariwisataal
nasionalbertambah baik dan memacupembangunanserta pembinaankebudayaannasional,memperkukuhjatidiri bangsalndonesig
untuk menjadi salah satu daya tarik dunia yang handal. Selainitu diharapkanjuga dapat memberi sumbanganyang nyata untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

119 [Rapat Paripurna ke 9/1/1990-1991 Volume 1 Rapat Paripurna ke 27 September 1990 Suara Jela
Side A : Rapat Paripurna PembicaraanTingkat IV pengambilankeputusanatas Rancanganndang-Undangentang Pembentukal|  9/1/1990-1991
PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Pembicaradari masing-masingfraksi yang akar
menyampaikanpendapatakhirnyaadalah dari FraksiKaryaPembangunaroleh M. Roem, FraksiABRIoleh Ung Rumaji, S.H.,Fraks
PersatuarPembangunamleh SukardiEfendi,dan dari FraksiPDloleh TengkuDahmanMuzir, S.H.Dalamrapatini didahuluiolehlaporan
dari ketua Komisilll SusantoBangunNegoro,S.H.yangmenyampaikarhasilpembicaraarRUUtersebut di tingkat Il yangintinya telah
membentukjadwalkerjadan mekanismegembahasarRUUtersebut melaluipembahasadangsungoleh PanitiaKerja yangkomposisinyi
diwakili dari semuaFraksi.Akhirnyadiperoleh kesepakatarsecarabulat dari masalah-masalalyangada dan mengesahkarhasil Panje
suatu Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung P;
SideB: DalamRapatParipurnaPembicaraarmingkatlV ini diawalipembicaradari FraksiKaryaPembangunamleh M. Roem,S.H.Dengat
keluarnyaRancangatJndang-undangtentang PembentukarPengadilariTinggiTataUsahaNegaraJakarta,Medan,dan UjungPandan
ini berarti bangsalndonesiasudahmaju selangkahdalam usahamemberi perlindunganhukum kepadaseluruh masyarakatindonesia|
juga untuk mewujudkantata kehidupan bernegarayang tertib, aman, dan sejahtera. PembentukanRancangarundang-undangni
bertahap,diharapkannantinyadisetiap propinsiakandibentuk juga PengadilariTinggiTata UsahaNegarasesuaidenganpasal6 ayat 2
UUNo. 5 tahun 1986. DengandisetujuinyaUndang-Undangi diharapkandapatmemenuhiharapanparapencarikeadilan.Dalamhalini
FraksiKaryaPembangunamenyatakarmmenyetujuiRUUini untuk disahkanmenjadiUndang-UndangDilanjutkandenganpembicaradari
FraksiABRIoleh Ung Rumaiji, S.H.Adanyaundang-undangersebut diharapkanPengadilanTinggi Tata UsahaNegaradapat menjadi
pengadilanbandingyang mampu mewujudkanpemerataankeadilan perlindunganhukum dalam prosesperadilan. Dengankeluarnyg
undang-undang tersebut di atas, akan keluar juga Peraturan Pemerintah tentang undang-undang tersebut
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Rapat Paripurna ke 9/1/1990-1991 Volume 2

Side A : Pembicaradari FraksiPersatuanPembangunaroleh SukardiEfendi S.H. KeluarnyaUndang-undangentang Pembentukal
PengadilariTinggiTataUsahaNegaraJakarta,Medan, dan Ujung PandangHal ini sesuaidenganpernyataanyangaada dalam pasal27
ayat1 UUD1945bahwasegalawarganegarabersamaarkedudukannyadalamhukum dan pemerintahandengantidak adakecualinya
Adanyaundang-undangersebut di atas berarti bangsalndonesiatelah berusahamewujudkantata kehidupanbangsayangsejahtera
tenteram dan tertib.

SideB : SetelahpembentukanPengadilarTinggiTataUsahaNegaraperlu adanyapendidikaniimu hukum PTUNyanglebih diintensifkar
gunamempersiapkampengadaarhakim,pengacaraatau pejabatyangmenanganpermasalaharsengketal ataUsahaNegara Kemudiar
pemerintahsegeramensosialisasikaRTUNsecaraluas. AnggararnDepartemenKehakimarjuga perlu ditambahuntuk menunjangPTUN
tersebut. Menjelangpemilu hendaknyaPTUNbekerjasecaraefektif mengadilisemuapelanggararmpemilu sepanjangnenyangkutP TUN
Dalamhal ini FraksiPersatuanPembangunamenyetujui Rancangatndang-undangentang PembentukanTataUsahaNegaraJakartal
Medan,danUjungPandangintuk disahkanmenjadiundang-undang.Dilanjutkasiengapembicaradari FraksiPartaiDemokrasindonesig
oleh TengkuDahmanMuzir, S.H.Dalamuraiannyadikatakanbahwa pada hakekatnyatujuan yang hendakdicapaiadalahpemerintak
yang bersih dan berwibawa.Adanyajaminan dan perlindunganhukum yang pasti bagi masyarakatatas tindakan pejabat Tata Usahe
Negarayangmerugikannyahal itu akanmeningkatkanpartisipasimasyarakatdalampembangunanSetelahpembentukanPTUNtahap
pertama ini diharapkanakan disusuldenganpembentukanPTUNdi setiap ibu kota propinsi. Dalamhal ini FraksiPartai Demokrag
Indonesiamenyetujui Rancangarundang-undangentang PembentukarTata UsahaNegaraJakarta,Medan, dan Ujung Pandanguntuk
disahkan menjadi undang-undang.

Rapat Paripurna ke
9/1/1990-1991

4 Oktober 1990

Suara Jela

121

Rapat Paripurna ke 9/1/1990-1991 Volume 3

SideA : Menurut TengkuDahmanMuzir S.H.pengesaharPTUNdinilai sebagaitindakanmaju selangkatdan semogaakandiikuti terus
denganberbarbagailangkahnyata lainnya. Denganhadirnyaperadilanadministrasinegaradiharapkanakan lebih mendorongkehati-
hatian badanatau pejabatadministrasinegaradalammembuatkeputusanmaupuntindakan-tindakarain yangdapat menjadisengketg
tata usahanegara.Kehadiranundang-undangni bukan semata-matauntuk melindungi hak-hak perseorangansaja tetapi memberi
perlindungankepadabadanatau pejabatadministrasinegaraitu sendirisehinggamendorongkehati-hatianpejabatadministrasinegarg
yang menjadi objek sengketa.Selainitu keberadaanundang-undangini haruskita sambut dengantekad untuk lebih meningkatkal
pelayanankepada rakyat, meningkatkankesadaranhukum yang tinggi dan kesadaranadministrasiyang mantap sehinggatercipta|
administrasinegarayangdilaksanakaroleh aparatur yangjujur, adil, bersih, efisien,dan berwibawaatas landasannegarahukum dan

landasan administrasi yang tertib.
Cido R Tidalr Ada Ciiara

Rapat Paripurna ke
9/1/1990-1991

4 Oktober 1990

Suara Jela
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SideA: Padarapat ini membahagpengambilarkeputusanatas Rancangamndang-undangRUU)tentang susunanpemerintahanDaerat
Khususlbukota (DKl)Jakartadengan AA Oka MahendrasebagaiKetua Pansus Rapatkali ini memasukipembicaraantingkat IV yaitu
pengambilankeputusan.PermasalahaperumusanRUUantara lain mengenairedaksional teknis yuridis, substansial(perumusanDK
Jakartasebagakekhususanangsungsebagaibukota negaradan segalakonsekuensinyaketerpaduanpelaksanaarbKlJakartadengar,
daerah sekitarnya dan perlunya keluwesan dalam penyusunan perangkat.

Drs. FNT Radjaguguk FKP)menyampaikanpendapat akhir atas RUU, landasanidiil RUUadalah Pancasiladan landasanyuridisnye
mengacu pada pasal 18 UUD 1945 (tentang pembagian daerah di Indonesia).

SideB: LanjutanPenyampaiampendapatakhir RUUdari Drs.FNTRadjagugukFKP)mengenakeberadaarDPRDTingkatl yangdisebutkar
dalam RUU, karena perencanaan pembangunan dikelola secara terpusat pada Tingkat |. FKP menyetujui RUU ini untuk disahk
Sdri. Rukmini (FABRI)dalam pembicaraantingkat [ll menyampaikanpendapat mengenaiperlunya Pansusuntuk mengadakarrapat
dengarpendapatdenganpara pakar, PemdaDKlJakarta,PemdaJawaBarat, KunjungarKerjake wilayah Bogor, Tangeranglan Bekas
(Botabek).

Rapat Paripurna ke
MNKLKMMpD.

4 Oktober 1990

Suara Jela

123

Rapat Paripurna ke 10/1/1990 -1991 Volume2

SideA :LanjutanUraian Sdri. Rukmini(FABRIjentang susunarpemerintahanDaerahKhususbukota (DKl)Jakarta.Menurut FABRIPDK
Jakartamemiliki fungsigandayaitu sebagaibukota negaradan DaerahTingkatll yangtidak dapat dipisahkansatu samalain. Selainitu
DKlJakartamerupakantempat perwakilannegara-negarasingdan berlangsungnyacara-acar&enegaraarsehinggaperlu pengaturar,
secarakhusus.Alternatif perluasanwilayah, ditinggalkankarenatidak mampu menjawabpersoalan.Yangharus dikembangkaredalal
kota-kota di sekitar DKI Jakarta seperti Bogor, Tangerangdan Bekasi sebagai daerah penyanggadengan prinsip yang saling
menguntungkan.

Ny. Aisyah Amini (FPP)menyampaikanuraian terhadap RUU tentang perencanaan,pelaksanaandan pengembanganDKI Jakartg
seharusnyaerdasarkarrencanainduk DKIJakartayangtelah mendapatpersetujuanPresiden Selainitu dijelaskanpula tentangjumlah
keanggotaan DPRD DKI Jakarta.

SideB: Lanjutanuraian Ny. AisyahAmini (FPP)terhadap RUUtersebut. Menurut FPP karenapenduduk DKIJakartasangatberagan
termasukKepulauanSeribumakanamakecamatansebaiknyadiganti denganKotapraja.Selainitu, perlu adanyalLembagaVviusyawarat
Kota di setiap kotamadya, kemudian dijelaskan tentang beberapa pasal dalam RUU tersebut.

Rapat Paripurna ke
10/1/1990 -1991

Jumat, 12 Oktober
1990

Suara Jela

124

Rapat Paripurna ke 10/1/1990 -1991 Volume 3

SideA: Lanjutanuraian Ny. AisyahAmini (FPPterhadap RUUtersebut. FPPmenjelaskartentang keterkaitanpasal20 (1) UUD 1945
denganRUU usulanperubahanurutan pasalRUU batas-bataswvilayahDKlJakartausulanperubahanpasalé padaRUUmenjadipasal7
tentang wilayah kotamadya kecamatandan kelurahan.Dikemukakarpula rencanapembangunarrumah susun(rusun)di lokasibekas
lapangan udara Kemayoran.

Uraian Sdri. Ipik Asmasubrata(FPDI)terhadap RUUtersebut. FPDIberpendapatbahwa DKIJakartasebagaiibukota negara, dapat
memiliki susunanpemerintahansendiri sesuaiUU yangberlaku, keterkaitanpasall1l UU No. 5 Tahun1974 yaitu mengenaititik berat|
otonomi daerah pada daerah tingkat Il dan usulan keanggotaan Lembaga Musyawarah Kota yang terdiri dari ABRI dan pemer

Side B: Sambutan Menteri Dalam Negeri Rudini (sebagai wakil pemerintah), atas disahkannya RUU menjadi UU.

Rapat Paripurna ke
10/1/1990 -1991

Jumat, 12 Oktober
1990

Suara Jela
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SideA: LaporanBKSARentang kunjunganDPRKke luar negeriyaitu hasilpertemuanAlPOdenganParlemenEropatanggal21-24 Mei di
Brussel,Belgia. Dalam pertemuan tersebut, dibahassituasi politik di Eropadan Asia Tenggara,ekonomi dan perdaganganpPutarar
Uruguay,perhubunganiaut dan udaraInternasional kerjasamaEropa¢ ASEANIingkunganhidup dan pengungsiDilaporkanpula, para
anggota DPRRI juga berkunjung ke Roterdamdan Amsterdam, Belandaserta menghadiri SidangUmum AIPOke Il tanggal 10-15
September di Singapura.

SideB: LanjutanLaporanBKSARetika menghadiriSidangumum AlPOke Il di SingapuraPadaSidangAlPOKke Il ini, diusulkanbeberape
hal yangakandibahasyaitu politik regional,pengungsindocina,daerahbebasdamai, netral dan bebassenjatanuklir, situasidi Eropa
Timur Tengahdan Afrika Selatan, KTTKelompokl5 di KualaLumpur,KTTBush¢ GorbachevusulandiadakannyaKTTke 4 di Singapure
sosialekonomidan alih teknologi. DiharapkanAIPOlebih berperanaktif dalammenciptakanstabilitasdan kesejahteraarbangsa-bangs

Rapat Paripurna ke
MMKLKMGpD]

Jumat, 12 Oktober
1990

Suara Jela

126
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SideA: LanjutanLaporanBKSAHRKetika menghadiriSidangumum AIPOke Il di SingapuraDiuraikanmengenaihasil Sidangumum AIPC
hari ke 6 dan penyerahanjabatan Sekretarislenderal(bergilir) antara Mr. A. Lopez(parlemenSingapurakepadaMr. JohanBoudewijr|
PaulMaramis. SekretariatJenderalAlPOdijabat oleh Buri Ratnamwat(Thailand).SidangAIPOke 13 akandiselenggarakampadatahun
1992 di Jakarta.

Diuraikan tentang pengesahan empat RUU, sedangkan RUU tentang Celah Timor belum disahkan.
Konferensiinternasionalyang dihadiri delegasilndonesiayaitu SidangUmum AIPOke Il tanggal10-15 September1990 di Singapurg
CominacConferenceof Ministers of Information of Non Align Countrieske 4 tanggal24-29 September1990 di Havana,Cuba;Globa
ParlimentarianConferenceof HumanSettlementsand DevelopmentanggalH p ¢ Sieptemberl990di Tokyo,JepangSidangUmumPBE
ke 45 di New York, AS dan Konferensi IPU ke 84 tanggal 15-20 Oktober 1990 di Punta Del Este, Uruguay.

SideB: Penjelasamrmengenaitugaskomisi-komisDPRRIpadapriode ini yaitu: Komisill, Komisilll, KomisiV, KomisiVIl, KomisiVIl, Komis|
VIII,KomisilX. Dikemukakarientang RakerKomisiX denganBappenasKomisiVl denganMenteri Pertambangaman Energiserta Komis
APBNdanMenteri KeuanganSelainitu, dikemukakartentangpengendalianinflasi,keterkaitankoperasidenganekonomidan politik dan
tidak adanyalembagaokusisidi DPRRI (tidak dibenarkandiktator mayoritasdan tirani minoritas) karenaanggotaDPRRI mengabd
kepadarakyat. Dikemukakarjuga mengenairencanakunjunganPresidenSuhartoke Beijingbulan November1990 setelahmenghadir,
penobatan Kaisar Akihoto di Jepang.

Rapat Paripurna ke
MMKLKM®MD

Sabtu, 13 Oktober
1990

Suara Jela
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SideA: Laporanmengenaipenyelesaiarempat RUUyaitu RUUAkademillmu Pengetahuarindonesia,RUUtentang KepariwisataanRUU
PembentukarPengadilanTinggiTata UsahaNegaradi Jakarta,Medan dan UjungPandangdan RUUtentang SusunarPemerintaharDK
Jakarta.

LaporanKunjunganKerja Komisi-komisiDPRRI ke duabelasprovinsi dalam rangkatugas dibidang pengawasanUntuk daerahlain,
dikunjungisecaraperorangansesuaidaerahpemilihanmasing-masingDijelaskarpula mengenaiLaporanSemesterAPBNTahun1990¢
1991 dan perkiraantambahanAPBNL990¢ 1991. Selainitu, diinformasikanbahwaNelsonMandela(PemimpinNasionalAfrika Selatar,
dan Wakil Ketua Kongres Afrika, diberikan penghargaan Bintang Republik Indonesia pada HUT Golkar ke 26 tanggal 20 Oktol
Side B: Tidak ada suara.

Rapat Paripurna ke
MHKLLKM®

Sabtu, 13 Oktober
1990

Suara Jela
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Rapat Paripurna ke 13/11/1990-1991 Volume |

SideA: Rapatini dihadiri oleh Menteri Kehakimarbesertastaf, JaksaAgungbesertastaf, rombongankhususPerancandJndang-undan
Babinkumdan para anggota Dewan. Dalamrapat ini dibahasRUUKejaksaanAgungRI yang merupakantindak lanjut dari Amanal
PresidenRINo. R/PU/9/1990tanggall7 Septemberl990. Rapatini diawali denganuraian Menteri Kehakimartentang RUUKejaksaal
Agung RI.

PadaUUNo. 8 Tahun1981KitabUndang-undanddfukumAcaraPidana(KUHAP)digambarkarkeserasiarhubungankerjadankoordinas
antar aparat dalam prosespenyelesaiarmasalahpidana (integrated criminal justice system)yangmerupakanpenyidikan,penuntutan,
penyidangan, pemutusan perkara dan pelaksanaannya secara terpadu.

SideB: LanjutanuraianMenteri KehakimarmengenaieksistensKejaksaarAgungRlpadaUUD1945, AmanatPresidenpadapelantikar
Ketua Mahkamah Agung Rl dan JaksaAgung RI tanggal 19 Agustus1945, keputusan PPKItahun 1945 yang membentuk duabela
Departemen(termasukKejaksaamAgungRI) dan UU No.19 Tahun 1948 tentang Susunandan KekuasaarKehakimandan Kejaksaar,
LembagaKejaksaarbukan sekedarpenuntut umum tetapi alat pelaksanakekuasaarpemerintahdibidangperadilan,dalampenegakal
hukum dan keadilan.Sejaktahun 1966, ada dua permasalaharmengenaikedudukanKejaksaardan kontradiksiKejaksaardenganUU
No.15 Tahun 1961.

SejakdiberlakukannyaKUHAP bobot Kejaksaarberkurangdalam penegakanhukum dan keadilan. Dasarpembuatan RUUtentang
KejaksaanmAgungRI yaitu pasal 284 KUHAP(ketentuan peralihan) yaitu mengenaiKejaksaartidak dapat dipisahkandari wewenan
penyidikan perkara-perkara tindak pidana khusus, menyempurnakan hasil penyidikan, wewenang khusus Jaksa Agung dan Ku

Rapat Paripurna ke
13/11/1990 -1991

Senin, 5 Novembe
1990

Suara Jela

129
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SideA: Muhammad Isnain Mahmud melaporkanKunjunganKerja Komisill DPRRI ke 27 provinsi memantau perihal pemerintahan
aparatur,pembangunanpertanahan,politik dan sebagainyaDinilainyaaparatur pemerintahjumlahnyabelum proporsional.Selainitu
dikemukakanmengenaipembangunarpulau Bintan (untuk memasokair ke Singapurapariwisata,industri dasardan agrobisnis)dan
pembangunan pelabuhan Jambi.

SideB: LanjutanlaporanMuhammadisnainMahmudmengenaiKunjungarKerjaKomisill DPRRIke 27 provinsi. HasilpantauanKomisill
yaitu tentang pemerintahan, aparatur, pembangunan,pertanahan, politik, bantuan dana kepada parpol, penyediaanair bersih,
perdagangarrakyat dan pembauranetnis Cinadi pulau Bangka.Komisill juga memantausengketatanah di beberapadaerah. Untuk
tertibnya pengalihanhak tanah, Komisill mengusulkanagar PeraturanNo. 2 Tahun 1976, diusulkanuntuk ditinjau kembali karene
mengandungpeluanguntuk disalahgunakanDikemukakarpula SuratMenteri DalamNegeriNo.11 Tahun1990 tentang SusunanTatg
Tertib DPRD|ntruksi Menteri DalamNegeriNo. 13 Tahun1990 tentang PenyempurnaarSusunarPimpinanDPRDTK II, penggantial
antar waktu anggota DPRD Tk | Jawa Barat dan RUU pembentukan Lampung Barat sebagai Daerah Tingkat Il.
LaporarKomisilll DPRRIoleh TengkuDahmanMunzir mengenarencanakunjungarkerja ke provinsiKalimantanSelatandan Kalimantar
Tengah, memantau bidang Kehakiman, Tunjangan Fungsional Lapas dan penyuluhan hukum.

Rapat Paripurna Kg
MO KLLKMO®(

Jumat 16 Novembe
1990

Suara Jela

Reksur DPR RI 1989 - 1993

69

Pengolahan Armedbar.




NO.
Volum

URAIAN DESKRIPSI

FILE

KURUN WAKTU

KET.

2

3

4

5

130

wk LI G tFNRLA2NYEF 1S mMnkLLKMbpOn ¢ mopdm =2fdzyYS LL

SideA: Lanjutanlaporan Komisilll DPRRI oleh TengkuDahmanMunzir mengenaipenebangarkayu di KalimantanTengah,industrial
Pancasilamateri UU Pariwisatabidangimigrasi,penyidik Polri, peradilanagamadan kesepakatarempat orangGubernurdi Kalimantar
tentang pengaturan terpadu bidang transportasi dan perbatasan.

LaporanKomisilV DPRRIoleh AbdullahKholilmengenakunjungankerjaKomisilV ke SulawesBelatan(memantaupertanian,pabrikgula
dan wisata bahari) dan Irian Jaya (memantau pembangunan transmigrasi, pertanian dan kehutanan).

SideB: Lanjutanlaporan KomisilV DPRRI oleh AbdullahKholil mengenaikunjungankerja KomisilV ke SumateraSelatan(memantat
pengamanan hutan).

Laporan KunjunganKomisi V DPRRI oleh | Gusti Ngurah Yudha ke Maluku. Di sana Komisi V DPRRI memantau kesenjanga
pembangunan, sektor perhubungan laut, darat dan udara serta daerah kumuh di Maluku.

Rapat Paripurna ke
MNOKLLKM®

Senin 19 Novembe
1990

Suara Jela

131
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SideA: LaporanKunjunganKomisiV DPRRIoleh | GustiNgurahYudhake Maluku. KomisiV DPRRI memantauperumahanrakyatdan
sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi (parpostel) di Maluku. Selain itu Komisi V DPR RI juga berkunjung ke Musi Banyuas
Selatan; proyek irigasi Teluk Lada di Pandeglang dan Lebak, Jawa Barat; Tanjung Perak, Surabaya dan Kalimantan Barat.
Laporan Kunjungan Komisi VI DPR RI oleh H. Muhammad Yusuf Anwar Gaffar ke Jawa Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selat
SideB: LanjutanlaporanKunjungarKomisiVlI DPRRIoleh H. MuhammadY usufAnwar Gaffar.KomisivV DPRRIberkunjungke Sorongdan
Wamenajuga menyoroti kasusFreeport,tenagakerja, penanamarmodal, pertumbuhanekonomidan peningkatantenagakerja di Irian
Jaya.

Laooran Kuniunaan Komisi | DPR RI oleh H. Kusnaedi ke DKI Jakarta. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Rapat Paripurna ke
MOHnKLLKM®

Senin, 19 Novembe
1990

Suara Jela
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SideA: Lanjutanlaporan KunjunganKomisil DPRRIoleh H. Kusnaedke KalimantanTengahyang memantaukesiapanPemiludi sana
sensuspenduduk, forum muspida, komoditi utama, RRIPalangkarayapertanian, potensi hutan, perhubungandarat dan sungai
perfilman dan media massa setempat. Rapat paripurna ditunda besok.

Side BTidak ada suara.

Rapat Paripurna ke
MOKLLKM®

Senin, 19 Novembe|
1990
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SideA: LaporanKunjungarKerjaKomisiAPBNDPRRI oleh Dra. SarikinkinAhmadDimyatike SulawesiTenggaradan SulawesiUtara. Di
SulawesiTenggaraKomisiAPBNDPRRI meninjautentang peran serta daerahdalam membangunpotensi daerah; pelaksanaarAPBN
APBD, perkreditan, dunia usaha, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara sektoral dan regional.

Di SulawesiUtara, Komisi APBNDPRRI meninjau tentang GerakanMakmur DesaMerata (Gersa),pertumbuhan ekonomi daerah
perkembanganAPBD penerimaanasli daerah, penerimaannegara, perkreditan, perbankan,peningkatanSDM, komoditi non migas
pembangunanPelabuhan Perikanan Samudra (PPS)di Kendari, pembentukan BPKPDaerah, pembangunanjembatan, jalan dan
bendungan serta proyek Bina Marga.

SideB: Lanjutanlaporan kunjungankerja KomisiAPBNDPRRI oleh Dra. SarikinkinAhmad Dimyati ke SulawesiTenggaramemantau
perhubungan laut dan udara, sertifikasi tanah milik Pos dan Giro, transmigrasi serta otonomi Daerah Tingkat | dan II.
Laporankunjungankerja peroranganKomisiAPBNDPRRI ke Nias, Sumateradan Maluku Barat, Lampung,JawaBarat, NusaTenggatri
Timur dan Sulawesi Selatan.

LaporanKunjungarKerjaKomisiVIl DPRRIyangdibacakaroleh Sdr.Sukirmarke JawaTengah JawaTimurdan Jambi.KomisiVIIDPRR]
juga memantau tentang piutang negara (kredit macet) yang ditangani PUPN, Perum Pegadaian, Taspen, Asuransi dan Perban

Rapat Paripurna ke
mMmn [ 2kLLK

Senin, 19 Novembe
1990

Kosong,
Tidak ada
Suara

134
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SideA: Lanjutanlaporankunjungankerja KomisiVIl DPRRIyangdibacakanoleh Sdr. Sukirman.KomisiVIl memantaupenyaluranK UK
kredit macet, kredit modal kerja, laju inflasi, Tata NiagaKaret dan investasi.Padakunjungankerja ke JawaTengah,KomisiVII DPRR]
memantauekspornon migas,laju inflasi, karet rakyat, koperasi,panen padi. Sedangkarpadakunjunganke Jambi,KomisiVII DPRR]
memantau ekspor migas, karet rakyat, koperasi, kebutuhan beras dan meningkatkan pendayagunaan tanah.
Laporankunjungankerja KomisiVIl DPRRIyangdibacakanoleh Ny. Tony Sumarjoke DI Aceh.KomisiVIl memantaubidangkesehatan
sosial,KB,UniversitasSyahKuala,pemindahanRSLhoksemauweRSZainalAbidin, RSSiglidan Abri Masuk Desa(AMD) serta kendala;
kendala pembangunan di Aceh.

SideB: Lanjutanlaporankunjungankerja KomisiVll DPRRIyangdibacakaroleh Ny. TonySumarjoke DI Aceh.KomisiVIl jugamemantat
bidang kesehatandi Aceh dan pelayanannyabagi masyarakatdan bidang sosial seperti pembinaanmasalahsosialdi panti, urusar
peranan wanita, peranan ABRI, pemukiman serta kelompok masyarakat Raja Ubiet dan Bantakiyah.
Kemudiandilanjutkandenganlaporankunjungankerja KomisilX DPRRI(yangdibacakamleh Drs.Kafandi)ke KalimantanTengahPadg
Kunjungan kerja tersebut, Komisi IX memantau pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA serta pembangunan mess guru di perbata|

Rapat ParipurnakKi
mMmn [ 2kLLK

Selasa, 20 Novemb:
1990
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SideA: Lanjutanlaporankunjungankerja KomisilX DPRRIyangdibacakanoleh Drs. Kafandike KalimantanTengah.KomisilX DPRRI
melaporkanperkembangarpendidikandan kebudayaandi KalimantanTengah;perkembangarpendidikandi Kebumen,JawaTengah
kondisi budaya, agama dan permasalahan tanah di Jambi serta pelayanan urusan haji di Kalimantan Tengah, DI Aceh dan Sur
Kemudian dilanjutkan dengan laporan kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang dibacakan oleh Budi Waluyo ke Sulawesi Tengg
SideB:Kemudiardilanjutkandenganlaporankunjungankerja KomisiX DPRRIyangdibacakanoleh Budi Waluyo ke SulawesiTenggari
tentang : pembangunan,pendidikan, kondisi daerah, sensuspenduduk, pelabuhanlaut dan tata kota Kendari, Lampungtentang :
pembangunandan penelitian Balai BudidayalLaut, Nusa TenggaraTimur tentang : dana PBBuntuk kelautan, Irian Jayatentang :
pemeliharaanhutan, longsor, bendunganWowotobi, JawaBarat tentang : limbah yang mencemariwaduk Saguling,DI Yogyakart;
tentang pembentukan Komisi Amdal dan Sumatera Selatan.

Rapat Paripurna ke
mMmn [ 2kLLK

Volume Il, Selasa, 2
November 1990

Suara Jela

136
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Side A: Lanjutan laporan kunjungan kerja Komisi VIl DPR RI yang dibacakan oleh Sdr. Budi Waluyo. Sidang ditutup.
Side BTidak ada suara.

Rapat Paripurna ke
mMmn [ 2KLLK

Selasa, 20 Novemb:
1990

Suara Jela

137

Rapat Paripurna ke 15/11/1990-1991 Volume |

SideA: RapatParipurnaDewanmembahasnengenaipembicaraartingkat Il yaitu tentang : Pemandangatymum para anggotaDewar|
terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kejaksaan Rl yang dibacakan FKP, FABRI, FPP dan FPDI.
Pemandangarumum FKPyang dibacakanoleh MH MonanganHutabarat, SH. FKPmenyampaikarbahwa RUUtentang KejaksaarR|
merupakanproses penggantianUU No.15 Tahun 1951 tentang Ketentuan Pokok KejaksaarRI dan UU No. 16 Tahun 1961 tentang
PembentukarKejaksaarTinggiyangtidak sesuaidenganperkembanganaman. Dikemukakarpula tentang pokok-pokokyangtercantum
dalam RUUyaitu tentang kedudukanKejaksaarR| berdasarkarsistemketatanegaraarberdasarkanJUD 1945, susunanKejaksaarRl,
tugas dan wewenang Kejaksaan RI dan pelaksanaan tugas Kejaksaan RI.

SideB: KemudiandilanjutkandenganPemandangatumum FABRyangdibacakanoleh Drs. H. BagoesSujadiGR.FABRmenyampaikal
bahwa UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAPmerupakanrujukan hukum pembuatan RUUtentang KejaksaarRl. KemudianFABR
mengemukakartentang pokok-pokokyang tercantum dalam RUU, isi berbagai peraturan perundangantentang hukum dan aturan-|
aturan yang belum tercantum dalam RUU.

Rapat Paripurna ke
15/11/1990-1991

Selasa 20 Novembg
1990

Suara Jela

138
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SideA: LanjutanPemandangarmum FABRlang dibacakanoleh Drs. H. BagoesSujadiGR mengenaikedudukandan perananJaks;
secaraumum, persyaratanuntuk menjadi JaksaAgungMuda dan pengertianyangtidak tercantum dalam RUU,UU No.15 Tahun1951
dan UU No.16 Tahun 1961, untuk menghindari salah pengertian dalam RUU.

Pemandangan Umum FPP yang dibacakan oleh Drs. Muhammad Yunus Husein mengenai kajian-kajian pasal-pasal dalam RU
SideB: LanjutanPemandangatymum FPPyangdibacakaroleh Drs.MuhammadYunusHuseinmengenakajian-kajianpasal-pasatialam
RUU.

Kemudian disampaikan Pemandangan Umum FPDI oleh Jupri, SH.

Rapat Paripurna ke
MPKLLKM®

Senin, 26 Novembe
1990

Suara Jela
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SideA: LanjutanpemandangarUmum FPDloleh Jupri,SH.FPDImeminta penjelasantentang koordinasidan sinkronisasantarainstans
terkait dalampenyusunarRUUtentang KejaksaaiRl. Selaintu FPDImengemukakatahwaRUUharusmengacupadaTAPMPRRINo. 4
Tahun 1978, kedudukanKejaksaarsebagailembagapenuntutan, pembahasanpasal-pasabdalam RUUdan penyidikantindak pidang
khusus.

Rapat Paripurna ke
MPKLLKM®

Senin, 26 Novembe
1990

Suara Jela

140

Rapat Paripurna ke 16/11/1990-1991 Volume |

Side A: LaporankunjungandelegasiDPRRI ke Global ParlementarianHuman Settlement and Developmentke IV tanggal 25 -18
September1990 di Tokyo, Jepangyang dibacakanoleh Sdr. HSKSusilastutiSutopo Isnomo. Dalamlaporanini dikemukakantentang
tujuan konferensitersebut mengenaipandangandan dukunganmasalah-masalapemukimandan lingkungansecaraumum (khususny;i
negara-negaraberkembang)dan upaya solidaritasantar anggotaparlemen. Topik yang dibahasdalam konferensitersebut yaitu isu
pemukimandan pembangunandi tingkat global, pemukimandan lingkungan,wanita dan pemukiman, proyek inovatif yang berhasi
tentang pemukiman serta kerjasama dibidang pemukiman.

SideB: LanjutanlaporankunjungandelegasiDPRRIyangdibacakanoleh Sdr. HSKSusilastutiSutopolsnomomengenaikesimpulandan
saranyangdisepakatipadaGlobalParlementariarHumanSettlementand Developmentke IV tanggal25 -18 September1990di Tokyo
Jepang

LaporankunjungandelegasiDPRRI sebagaipenasihatkhususpara Menteri Penerangamegara-negaraNon Blok ke Conferenceof
Ministersof Informationof Non AlignCountriesll| (Cominecyi HavanaKuba yangdibacakaroleh Sdr.JoniHerlaudSumaryond FABRI
FABRmelaporkanpenyelenggaraaiomineclll, usulandelegasiRl mengenairealisasiprogramkerja Cominecl tahun 1984 di Jakartg
dan Comined| tahun 1987 di Harare,Zimbabwe.DiharapkanGerakanNon Blok lebih pragmatisdalam mengisikegiatannyakhususnyi
dalam meningkatkan bidang Informasi.

Rapat Paripurna ke
16/11/1990 -1991

Senin 26 Novembe
1990

Suara Jela

141

Rapat Paripurna Ke 17/11/1990-1991 Volume |

SideA: JawabanPemerintahatas Pemandangatmum para anggotaFraksiyang disampaikamoleh Menteri KehakimanDikemukaka
penjelasanyang bersifat umum untuk menyeragamkarpersepsisecaraprinsipil, jawaban atas pertanyaan-pertanyaariraksi-fraksi
masalah-masalalBistem PeradilanPidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System),penambahankententuan tanpa mengubal
sistem dan asas yang dianut KUHAP yaitu persidangan perkara secara cepat dan murah serta uraian proses perkara di pengay
Side B: Lanjutan jawaban Pemerintah atas PemandanganiJmum para anggota fraksi yang disampaikanoleh Menteri Kehakimar
Kemudiandiuraikanmengenapasal-pasatlalamRUU keterkaitannyadenganKUHAPkondisihukumdi IndonesialJUNo.5 Tahun1950,
UUNo.5 Tahun1959,prosesperkaradi pengadilandan pembahasampasal-pasapadaRUUyaitu pasal32 (1) b, 28, 7 (2), 27 butir cdan|
d. Disampaikarpula surat-suratdari MahkamahAgungyangtelah diterima PimpinanDewantentang usul pengangkatarenam nama
Hakim Agung untuk mengganti dua orang Hakim Agung yang telah memasuki masa pensiun.

Rapat Paripurna ke
17/11/1990-1991

Jumat, 30 Novembe
1990

Suara Jela
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SideA: RapatParipurnake 18/11/1990 ¢ 1991 merupakanpembicaraarTingkatlVV pengambilarkeputusanatasRUUtentang pengesaha
perjanjianantara Rl ¢ Australia,zonakerjasamaantar dua wilayahdi Timor Timur, IndonesiadenganAustralia.Padarapat paripurna
tersebut, disampaikanpendapatatakhir oleh ClementinoDos Reis Amaral (FKP)tentang penambahanterjemahantreety dan Zone
EkonomiEksklusi{ZEEkedalamBatangTubuhRUU bataslandaskontinen suatunegaradan tuntutan Indonesiaatasgaristengahyanc
sama pada laut Timor dan laut Arafura.

SideB: Lanjutanpenyampaiarpendapatakhir ClementinoDosReisAmaral(FKP}entang bataslandaskontinen, yaitu di sebelahSelatar
Timor Timur (dinamakan Celah Timor) dan di sebelah utara Australia. Dikemukakantentang persetujuan zona kerjasamayanc
memanfaatkarmigasdi CelahTimorantaraRI¢ Australiapadatahun 1989yangdibagimenjadi3 daeraheksplorasdan eksploitasiyaitu
daerahA, B, dan C. Tetapipersetujuantersebut bersifatsementara bukanketetapanyuridiksi(hak berdaulatsetiapnegara) Selainitu R
dan Australia harus berupaya mencapai batas landas kontinen yang tetap.

Penyampaiampendapatakhir oleh Drs.E. Syarifuddin(FABRIJentang kerjasamaR| ¢ Australiadi daeraheksplorasdan eksploitasiyaitu
daerahA, B, dan C;carabagihasildan pengelolaannyalan prospekdan potensimigasdi zonakerjasamadan sekitarnya.Dikemukaka
pula UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif.

Rapat Paripurna ke
MYy KLLKM®

Jumat, 7 Desembel

1990

Suara Jela

143
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SideA: Lanjutanpenyampaianpendapatakhir oleh Drs. E. Syarifuddin(FABRI)FABRmengemukakartentang perbandinganKonvens
Jenewatahun 1958 dan KonvensiHukum Laut tahun 1982, pembagianhasil zonakerjasamadi daerahA, B dan C serta pendapatdan
saran terkait dengan RUU Celah Timor.

Penyampaiarpendapatakhir oleh H. Ali Tamin,SH(FPP)Menurut FPP kekayaanalam yangterkandungdi CelahTimor, dikeloladan,
dimanfaatkansebesar-besarnyaleh seluruh rakyat Indonesia.Dalam membahaskonsideransminyak, FPPmemandangperlu untuk
disebutkan UU yang terkait dengan perjanjian tersebut, baik secara nasional maupun internasional.

Side B: Lanjutan penyampaianpendapat akhir oleh H. Ali Tamin, SH (FPP).FPPmenitikberatkanratifikasi perjanjian Celah Timor,
meningkatkanhubunganbilateral Rl ¢ Australia, perjanjian CelahTimor diharapkantidak merugikan batas landaskontinen di Celat
Timordan dapatmengembangkasalingpengertiandan menjembataniperbedaanantarakeduanegara.FPHuga mengemukakarsarar
terkait perjanjian ini.

Penyampaiampendapatakhir oleh BNMarbun, SH(FPDIpahwaperjanjianCelahTimordiharapkantidak menghambatpersetujuanbatas
landaskontinen dan agreeminute Q ybghwakerjasamadi CelahTimor dapatdihentikansetiapsaatapabilaRI¢ Australiatelah sepaka
terhadap penetapan batas landas kontinen.

Rapat Paripurna ke
MYy KLLKM®

Rabu, 12 Desembe|

1990

Suara Jela
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SideA: Menteri LuarNegeriAli Alatas,SHmemberikansambutanpemerintahmengenaiperjanjianRI¢ Australiadi zonakerjasamarimor
Timur dan bagian utara Australia. Dikemukakanbahwa tujuan perjanjian ini untuk menjernihkanpermasalahandan menghilangka
keraguanmengenaimanfaatperjanjianini bagi Indonesia.Perjanjianini merupakanpengaturansementaragarisbataslandaskontinen
keduanegarakarenapihak RIdan Australiamemiliki pendapatyangberbedatentang garisbataslandaskontinen masing-masingegara|
Dikemukakarpula tentang pasal2 (3) RUUperjanjianCelahTimordan zonapengembangatbersama(daerahyangtumpangtindih yang
menjadi klaim negara-negara yang bersangkutan) berdasarkan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 pasal 83 (3).

SideB: Menteri Luar NegeriAli Alatas,SHmemberikansambutanpemerintahmengenaiperjanjianRI¢ Australia.Perjanjianini berlaku
selama 40 tahun, kontrak bagi hasil berlaku selama 30 tahun, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dikemukakan tentang
dalam RUUyaitu pasal31 (1), pasal2 (4) dan pasal 3. Diharapkan,setelah disahkannyaperjanjianini, dewan menteri dan otoritas
bersama, dapat mulai bekerja dan berfungsi.

Rapat Paripurna ke
MYy KLLKM®

Rabu, 12 Desembe
1990

Suara Jela

145
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Side A: Pada rapat ini disampaikan laporan kunjungan BKSAP DPR RI ke luar negeri yaitu:
LaporanhasilkunjungandelegasiDPRRIke Sidangumum PBBke 45 tanggal18 Septemberg pertengaharDesemberl990di New York|
AS oleh Sdr.SabarKumbino.Dalamlaporanini disampaikarsecaraumum tentangpenyelenggaraa®idandJmum PBBtersebutdan misi
yang dibawa delegasi Rl ke Sidang Umum tersebut yaitu masalah umum, masalah khusus dan pelaksanaan tugas misi tersebt
Side B: Lanjutan laporan kunjungan BKSAP DPR RI ke luar negeri yaitu:

Laporanhasil kunjungandelegasiDPRRI ke KonferensilPUke 84 tanggal15 ¢ 20 Oktober 1990 di PuntaDel Este,Uruguay,oleh Sdr|
ClementinoDosReisAmaral.Dalamlaporanini disampaikarsecaraumumtentangpenyelenggararaajalannya,Ny. Tati SumiatiHarsoyc
sebagaianggotaParlemenwanita selama2 tahun, terpilihnya DelegasRI sebagaiKetuaPanitiaPerumusPendidikanKebudayaanlimu
Pengetahuardan LingkungarHidup serta terpilihnya DelegasRI sebagaianggotapanitia perumusdekolonisasuntuk mencegahTimor,
Timur dimasukkandalam resolusi.Kemudiandisampaikarkesimpulan(berupakeberhasilan-keberhasilayang dicapaidelegasiRI) dan

Rapat Paripurna ke
MGpPKLLKMD

Rabu, 20 Desembe|
1990

Suara Jela

146
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Side A: Lanjutan laporan Sdr. Clementino Dos Reis Amaral yang menyampaikantentang resolusi-resolusiyang berkaitan dengar
kepentingannasional Indonesia, persiapanmenghadapiKonferensilPU ke 85 di PyongYang,Korea Utara dan meminta kerjasamg
Deparlemen Luar Negeri RI untuk Konferensi IPU ke 85 tersebut.

LaporanhasilkunjungandelegasDPRRIke SidandJmumlil, AsianForumof Parlementariarof Populationand Developmentanggall5s -
18 Oktober1990di Bangkok;Thailand, oleh Sdri.Dr. Ida YusiDahlan.Disampaikarhal-halyangdibahasdalam SidandJmuml|il tersebut
8t AlGdz {SLSYRdzRdzZ] 'y RIYy fAy3ldzy3dty KARdzZIE (1SaSKFidly Aodz ¢
Laporanhasil kunjungandelegasiDPRRI tanggal 12 -13 November 1990 ke PapuaNugini, oleh MZ Wazaraka.Disampaikartujuan
kunjungantersebutuntuk meningkatkarkerjasamaR1¢ PapuaNuginidi bidangpolitik, ekonomidan kebudayaammelaluilegislatif.Dalar|
kunjungantersebut dibahasberbagaihal dan solusinyaseperti OrganisasPapuaMerdeka (OPM)dan kecurigaanrakyat PapuaNugini
terhadap Indonesia.

Side B: Laporanhasil kunjungananggota DPRRI tanggal 12 -13 November1990 ke PapuaNugini, oleh MZ Wazaraka.Disampaika
tentang rincian kegiatan anggota DPR RI di Papua Nugini, kesimpulan dan saran.

Rapat Paripurna Kg
MGpPKLLKMD

Sabtu, 15 Desembe
1990

Suara Jela
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SideA: LanjutanMasaSidangll mengenaidengarpendapatdenganAsosiasiSemenindonesia,diusulkanagar eksporsemendihentikar
untuk sementarawaktu, sistem kesehatannasional, penyelenggaraanbadah haji, laranganpementasanyang bertentangandengar,
Pancasilalingkunganhidup, Amdal, KomisiAPBN¢ Menteri KeuangaryangmembahasrealisasiAPBNdan Hari Kesetiakawanaisosia
Nasional (HKSN) tanggal 20 Desember.

Side BTidak ada suara.

Rapat Paripurna Ké
M®pKLLKM®DC
Volume I

Sabtu, 15 Desembe
1990

Suara Jela

148

Rapat Paripurna ke 20/111/1990-1991 Volume |

SideA: Hal-halyangdibahaspadarapat paripurnaini yaitu pembahasarRAPBNdemokrasiekonomiberdasarkarpasal33 UUD1945dan
GBHN kebijakanmoneter, kenaikanhargaminyak karenakrisis Teluk,masalah-masalapertanahan,Hukum AcaraPidana,RUUyang
telah disahkan sejak tahun 1989, RUU tentang Dati || Halmahera dan Bitung dan masalah-masalah yang muncul 1 tahun belak
Side B: Pidato PresidenSuharto tentang perhitungan RABN,penetapanharga minyak, sumber penerimaannon migas, perpajakan
bantuan luar negeri, investasidari dalam negeri dan luar negeri, penerimaannegara, pengeluaranrutin dan pembangunansubsid
daerah otonom, Trilogi Pembangunan dan prioritas pada Repelita V.

Rapat Paripurna ke
20/111/1990-991

Sabtu, 15 Desembe
1990

Suara Jela

149
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SideA: Pidato PimpinanDewantentang pendudukindonesia(per 31 Oktober 1990) berjumlah 179.321.641jiwa dengan31 % tinggal
diperkotaandan 69 % di desa, Muktamar Muhammadyahdi Yogyakartalawatan PresidenSuharto ke RRCdan Vietnam, Putarar
Uruguay Desember1990 di Brusseldan amanat yang disampaikanPresidenSoeharto tentang RAPBNdan Nota KeuanganTahur|
Anggaran 1991/1992.

Side B: Lanjutan pidato Pimpinan Dewan tentang pembangunansarana dan prasarana, sektor perhubungan dan pariwisata
pembangunarenergl pend|d|kanbangsa ProgramPengembangaKawasanTerpadu,pengembangamlla| moral, etika dankeagamaar|

[ R AU U T B T . WU | DRGSR, DU [ PRy N N PR [y R |-J VG PR ) PRy PP PR DA S,

Rapat Paripurna ke
HANKLLLKM(

Senin, 7 Januari 194

)ISuara Jela

150
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Side A: Lanjutan Amanat Presiden Soeharto yang mengemukakantentang kependudukandi perkotaan serta kependudukandan
pembangunan. Sidang Paripurna ditutup.

Side BTidak ada suara.

Rapat Paripurna ke
HAKLLLKMS/

Senin 7 Januari 199

1Suara Jela

151
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SideA: Penyampaiarpokok-pokokpikiran KomisiAPBNoleh KetuaKomisiAPBNSdri. Bakri Sri HarsonomengenaipenyusunarRAPB]
yangdipengaruhiperekonomiannasionaldan dunia, perkiraanpeningkatanpenerimaannegaraTahunAnggaran1991/1992,perkiraar
pengeluarannegaradan pembangunanTahunAnggaran(TA)1991/1992, peningkatankesejahteraarPNSTA 1991/1992, peningkatal
daya guna dan hasil guna anggaran negara.

SideB: Lanjutanpenyampaianpokok-pokokpikiran KomisiAPBNoleh KetuaKomisiAPBNSdri. Bakri SriHarsonomengenaipenjelasai
anggarardari berbagaisektor, pokok-pokokpikiran KomisiAPBNyangperlu mendapatkarperhatian, kebijakanfiskaldan moneterserta
prioritas pembangunannasional. Pada kesempatanini juga disampaikandaftar nama calon anggota panitia khusus RUU tentang

Keiaksaan RI

Rapat Paripurna ke
HMKLLLKMS/

Senin, 7 Januari 19¢

Suara Jela
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152 |[Rapat Paripurna ke 21/111/1990-1991 Volume 2 Rapat Paripurna ke Jumat, 11 Januari| Suara Tidal
SideA: Nama-namaanggotaPansusRUUKejaksaaryaitu SalvadorJanuartoXimenesSoaresHermanMotte, Ahmad Dawaki,Sukocq 21/111/1990-1991 1991 Jelas
Said.AnggotaPenggantiyaitu OkaMahendra,Suhardi,Ny. Hartini Mukhtar Kasran|bnu Saleh,Ny. CayaSupangatAbu HasanJazili,Y.
Mulyono, Jauhari Kahar Datuk Bagindo, Harun Rasyidi.
Dari FraksiABRI,anggotatetap yaitu DP Sunardi,Made Sudiarto, SubagyoUng Rumaiji, SH SimatupangAkhmad Rustandi;anggote
pengganti yaitu Samsudin, Sutaryo, E. Syarifudin.
Dari FraksiPersatuanPembangunarfFPP)anggotatetap yaitu Abu Bakar,SukardiEfendi,MuhamadYusufHusin,Ny. H. AisyahAmini,
anggota pengganti yaitu H. Didik Iskandar, Zarkasih Nur, H. Ali Tamin.
DariFraksiPartaiDemokrasindonesia(FPDIl)anggotatetap yaitu BNMarbun, Zufri, TengkuDahmanMusir; anggotapenggantiyaitu Jen
Suharso, Budi Harjono.
Rapat dihadiri oleh 317 anggota, telah mencapai quorum dan menyetujui nama-nama anggota Pansus yang telah disebutkan g
Pengarahansingkat bahwa diharapkanPansusRUU Kejaksaandapat diselesaikanpada masa persidanganke Il ini dan penentuar|
pemilihan pimpinan Pansus dilaksanakan setelah selesainya rapat paripurna ini. Rapat paripurna ditutup.
Side BTidak ada suara
153 [Rapat Paripurna ke 22/111/1990-1991 Volume | Rapat Paripurna k¢ Jumat, 11 Januari| Suara Jela

Side A: Rapatmembahastentang pembicaraantingkat Il tentang PandanganUmum Fraksiatas RUUAPBN1991 - 1992 dan Nota
Keuangannya. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Muda Keuangan beserta wakil pemerintah.
PandangatumumFraksiyangakandibacakaroleh H. AbungKusman(FKP)Drs.Sutikno(FABRI)H. MuhammadHartono,BA (FPP)Klarg
Sitompul Tambunan (FPDI) dan besok pagi dilanjutkan lagi dengan tiga pembicara.

PembacaarPandangatumumoleh H. AbungKusmanFKP) yaitu RAPBMarusditetapkanberdasarkarPancasilayuUD1945 (khususny;i
pasal23), GBHNdanperkembangarkKoperasdi Indonesia RAPBNnerupakantanggungjawatkonstitusionalDPRRIbersamapemerintal|
dan penjelasan GBHN tahun 1988 tentang Pelita V.

RAPBN1991 ¢ 1992 diharapkandapat melaksanakarfungsi sesuai kedudukannyasebagaitahun ke Il Repelitake V dan dapat
melaksanakarkebijakan-kebijakaryang menjamin terjadinya keseimbangarpembangunanantar bidang, sektoral dan wilayah. Padg
Repelitake V ini, harus dapat mewujudkankemandirianekonomiyang dapat menjaditolak ukur bisa tidaknyamencapaiera tinggal
landas pada Repelita VI.

SideB: (SambunganPembacaarpandanganumum oleh H. Abung Kusman(FKP)yaitu mengenaihal-hal yang menjadi pertimbangar
penentuanRAPBNL991 ¢ 1992 antara lain, harga minyak yang fluktuasi harganyadipengaruhioleh PerangTeluk, penerimaannon
migas, pajak penghasilanhutang luar negeri (pada Repelital ¢ V masihmemerlukanpinjamanluar negeri), pengeluaranrutin dan
pengeluaran pembangunan dan subsidi BBM.

FKPmenanyakarkepadapemerintah mengenaikebijakanpemerintahterkait PerangTeluk, hutangluar negeridan rencanapembeliar,
saham Bank Danamon oleh PT Taspen

Pembacaarpandanganumum oleh Sdr. Sutikno (FABRImengenaikesenjangarhubunganUtara - Selatan,perkembanganekonomidi

Eropa Timur dapat berdampak positif bagi Indonesia, ekonomi ASEAN dan globalisasi dunia.

22/111/1990-991

1991
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Rapat Paripurna ke 22/111/1990-1991 Volume 2

SideA: (SambunganPembacaampandanganumum oleh Sdr. Sutikno (FABRIMmengenaiPutaranUruguay (perundinganperdaganga
multilateral dalam kerangkaGAT Tyang dapat menciptakanperdagangandunia yang lebih terbuka dan bebas), berbagaihal yang
mempengaruhlaju inflasi, pertumbuhanekspornon migas tabunganpemerintah(selisihnpemasukardan pengeluaramegara) kebijakar
uang ketat, hutang laur negeri, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

SideB: (SambunganpPembacaarpandangarnumum oleh Sdr. Sutikno(FABRIjnengenaiPMDNyangbanyakmenumpukdi pulau Jawa
kendala-kendalaekonomi di Indonesia,peningkatananggaranpembangunanuntuk meningkatkandaya guna aparatur pemerintah
pengawasan perbankan setelah kasus Bank Duta, Bank Majapahit dan bank-bank lainnya.

Pembacaampandangarumumoleh Sdr.MuhammadHartono,BA(FPP)nengenapenyusunarRAPBNan nota keuangannyalipengaruh
PerangTeluk,berbagaikeadaanperekonomiandunia padatahun 1991, kebijakanyangmengarahkarkekuatankonglomeratagartidak
mempersempitgolonganekonomilemah dan mengarahkarkekuatankonglomeratuntuk mampu menghadapiglobalisasiyang dapat
memperbesarakseskomoditi Indonesiadi pasarandunia, naiknyaRAPBNahun 1991 - 1992 dipengaruhioleh kenaikanhargaminyak
bumi, subsidiBBM,penentuanpatokanharga,padatahun anggararl991-1992pemerintahbelumdapat menaikkangaji PNS pensiunar,
dan ABRI,diharapkanDPRRI dapat mengelolasendiri anggarannyapenerimaandari pajak penghasilandan pertambahannilai dan
penerimaan dari bea cukai.

Rapat Paripurna ke
22/111/2990-1991

Kamis, 17 Januari
1991

Suara Jela

155
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SideA: Lanjutanpembacaanpandanganumum oleh Sdr. MuhammadHartono, BA (FPP)mengenaiusulan kepadapemerintah untuk
memulihkanperanandan fungsi bea cukai, menggantiUU Kepabeanarsebagaipenggantiordonantie, membina pabrik-pabrikrokok
kecil, meninjaukembaliPeraturanTataNiagaCengkeliNomor SKEP306/KP/X11/1990anggal28 Desemberl 990, pelayanarpublik yang
menguasahajat hidup orang banyakharusberkerjasamadenganBUMN (menolakswastanisasBUMN),usulanpembayarangaji ke 13,
padabulan April 1991 dan menaikkangaji PNS pensiunandan ABRIserta menghilangkarpotongan-potongardan menambahl2 jenis
jabatan fungsional baru dan subsidi BBM.

Pandangan-pandangdainnyayangdisampaikarFPPmengenaipenerimaankhususlaba negara,bank dan BUMN, penerimaannegarg
dari bantuanluar negeri,Perusahaatumum (Perum),Perusahaadawatan(Perjan),DanaOperasionaManajemen(DOM)sertaarahdan
dasar RAPBN dengan GBHN 1988.

Pertanyaan-PPkepadapemerintahyaitu mengenairincianjumlah hutangkomersial lunak dan setengahlunak, pembayararbungadan|
cicilanhutang, sektor pertaniandan pengairan,sektor pendidikan,generasimuda dan aliran kepercayaarterhadap TuhanYME,sektor
pertambangan dan energi serta sektor pembangunan kota dan desa.

SideB: Lanjutanpembacaanpandanganumum oleh Sdr. MuhammadHartono, BA (FPP)mengenaiberbagaihal yang terkait dengar
sektor pembangunarkota dan desa, pembangunansektor industri, sektor perdagangardan koperasi,tenagakerja dan transmigrasi
pengadilanagama,bantuan proyek dalam dan luar negeri, peningkatankualitas BappedaTingkatll, pengawasarpembangunaruang
negara,subsidibagisektor pertanian,berbagaikebijakanmoneter, penyebararKUKdi daeraholeh perbankan kegagalarBankDutadan|
BankMajapahit, usulanmenerbitkanRUUyangterkait dengankeuanganpertanyaanmengenaiPTIndo RayonUtamadan PTIndahKiat
yang telah go public padahal belum memenuhi syarat dan perolehan devisa negara dari ekspor komoditi non migas.

Rapat Paripurna ke
HHKLLLKM(

Kamis, 17 Januari
1991

Suara Jela
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156 ([Rapat Paripurna ke 22/111/1990-1991 Volume 5 Rapat Paripurna ke Kamis 17 Januari| Suara Jela
SideA: (sambunganpembacaarpandangarumumoleh Sdr.MuhammadHartono,BA(FPP)nengenaiusulan-usularyangterkait dengar|  22/111/1990-991 1991
kebijakan ekonomi dan perdagangandalam negeri, cadangandevisa Tahun Anggaran1991 ¢ 1992 dan partisipasindonesiapada
perdamaian wilayah Teluk.
Pembacaarpandanganumum oleh Ibu Klara Sitompul Tambunan(FPDI)mengenaiRAPBN/angdiajukanpemerintah selamaini masit|
belumsesuaidenganpasal23 UUD1945, komposisidanabantuanluar negeridalamRAPBNprioritas polaumum pembangunarRepelite
V, kenaikanpenerimaanmigas,penerimaannon migas,penerimaandari berbagaijenis pajakdanbea cukai.Selainitu FPDjugameminta
penjelasan pemerintah tentang tata niaga cengkeh.
Side B: (sambungan)Pembacaarpandanganumum oleh Ibu Klara Sitompul Tambunan(FPDI)mengenaipenerimaanpembangunar
bantuanluar negeribesertacicilandan bunganya,pengeluararrutin, usulankenaikananggaranbelanja pegawai,usulankenaikangaji
PNS, ABRI dan pensiunan, anggaran belanja barang, Kredit Usaha Kecil (KUK), penyaluran kredit perbankan, sektor ekonomi
(perindustrian dan perdagangan)sektor pertanian dan pertambangan.Selainitu FPDImenanyakanlangkah-langkahyang diambil
pemerintah dalam meningkatkan efesiensi dan efektifitas dunia usaha di Indonesia.

157 |Rapat Paripurna ke 22/111/1990-1991 Volume 5 Rapat Paripurna ke Kamis 17 Januari| Suara Jela
Side A: Lanjutan pembacaanpandanganumum oleh Ibu Klara Sitompul Tambunan(FPDI).Pandanganumum FPDlbagian Il akar| 22/111/1990-1991 1991
dibacakan oleh Sdr. Edwin Himawan Sukowati. Rapat ditutup.
Side BTidak ada suara.

158 (wlk LI G tF NALIz2NY I 1S WH [2kLLLkmbbacmbpdm *=2fdzyS L Rapat Paripurna kf Kamis, 17 Januari| Suara Jela

Side A: Pembacaarpandanganumum oleh Nur SiswadiPuspoSenjoyo(FABRImengenaitinjauan secarasektoral atas RAPBNahun
M ¢ ¢p m ¢ Mitiedapkan kenaikan anggarandiiringi pengelolaandan pengawasanyang efektif dan produktif. Dalam RAPBNahun
M ¢ ¢h m ¢ yathgmerdapatprioritas adalahsektor perhubungandan pariwisata.Hal-hallain yangdikemukakaryaitu, sektor pertaniar
dan pengairan (diversifikasi,intensifikasi, ekstensifikasidan rehabilitasi pangan),pengelolaankawasanhutan, pembangunansektor
pendidikan, generasimuda, kebudayaannasional dan kepercayaankepada Tuhan YME, sektor pembangunandan energi, sektor,
perdagangardan koperasi,sektor tenagakerja dan transmigrasi,sektor agamadan sektor kesehatan kesejahteraansosial,peranar
wanita, kependudukan dan KB.

Side B: (sambungan)Pembacaanpandanganumum oleh Nur Siswadi Puspo Senjoyo (FABRI)mengenai sektor hukum, sektor
pengembangamiunia usaha,himbauankepadapemerintahuntuk meninjaukembaliindikator-indikatoryangmenjadidasarpenyusunai
RepelitaV dan Repelitayangakan datang, efisiensipelaksanaarmpembangunartercermin pada peningkatananggaransektor aparatur
pemerintah,tingkat efisiensitersebutharusdiiringi pengajuarperundang-undangaterkait, serta peningkatanrRAPBNahunm ¢ M ¢
agar diiringi dengan pengelolaan dan pengawasan yang efektif, produktif dan konsisten.

Pembacaampandangarumum bagianll oleh MaskanSajarwo(FKPYiawalimengenairalat (salahketik) padapandangarumum bagianl
oleh FKPyaitu padahalamanll, seharusnyaerbunyiTahunAnggaramv ¢ ¢ n ¢ dagpddahalamanl2, seharusnyderbunyilebih dari
15, 8 Trilyun.

Selainitu, FKPmengemukakanmengenaiperkiraan pengeluaranpembangunanpada RAPBNv ¢ ¢ m ¢ nseRidrHpérhubungandan
pariwisata, sektor pembangunanpengairandan pertanian, pembangunaneksploitasisumber daya hutan serta sektor pendidikan
generasi muda dan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.

HH [2kLLL

1991
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159

whk LI G tFNRLA2NYEF 1S HH [2kLLLkmMdbDnecmpdm =2f dzyYS H

SideA: (sambunganPembacaarpandanganumum oleh MaskanSajarwo(FKP)mengenaikebutuhanenergi dalam negeri dan sumbel
energi tenaga nuklir, sektor pembangunandesa dan kota, aturan-aturan hukum yang harus diubah, kegiatan transmigrasidan
pemerataanpembangunandi luar pulau Jawa,kebijakan-kebijakakkeuangandan investasi,kesiapanpemerintahdalamkeseimbangal
pembangunandi pulau Batam dengan Singapuradan Johor, prioritas pelayanan dasar bagi rakyat, peningkatan masyaraka
berpenghasilamendah(khususnyagaranelayandan suku-sukuterasing),pelaksanaatKBMandiri, kegiatan-kegiatapengembangamian
kelestarian lingkungan hidup harus dikoordinasikan dengan Bapedal, peningkatan SDM yang berkualitas dan urbanisasi.
Pembacaampandangarumum bagianll oleh EdwinHimawanSukowati(FPDImengenailima sektor yangmendapatanggaranerbesar
Lima sektor tersebut yaitu sektor perhubungandan pariwisata, sektor pertanian dan pengairan,sektor pendidikan, generasimuda,
kebudayaamasionaldan kepercayaarterhadap TuhanYME,sektor pertambangandan energi serta sektor pembangunardaerah/des:
dan kota.

Side B: (Sambungan)Pembacaanpandanganumum bagian Il oleh Edwin Himawan Sukowati (FPDI)mengenai himbauan kepade
pemerintahagaranggaranpembangunarjalan dan jembatanbaru lebih ditingkatkan.Selainitu dikemukanjuga mengenaisaranadan
prasaranaperhubungandarat, laut dan udara, sektor pariwisata,sektor pertanian dan pengairan,peningkatanpendapatandan taraf
hidup parapetani, nelayandan peternak,sub sektor energi, sub sektor kesehatankesejahteraarsosial perananwanita, kependudukal
dan KB, sektor tenagakerja dan transmigrasi,sektor iptek dan penelitian, sektor pengembangardunia usaha,sektor industri, sektor
sumber alam dan lingkungan hidup serta sektor perdagangan dan koperasi.

Rapat Paripurna ke
HH [2kLLL

Jumat, 18 Januari

1991

Suara Jela

160

Rapat Paripurna ke 22 Lj/111/1990-1991 Volume 3

Side A: Lanjutan Penutup pandangan umum FPDI bagian Il oleh Edwin Himawan Sukowati.
Denganselesainyapandanganumum bagianumum bagianll, telah selesaipandanganumum seluruh Fraksi.Pembicaraartingkat Il
jawaban Pemerintah, akan diadakan pada tanggal 25 Januari1991. Ada usulan bahwa penyampaianRAPBNdan Nota Keuangar
seharusnya disertai dengan rincian anggaran (buku biru), baik anggaran rutin maupun pembangunan. Rapat ditutup.

Side BTidak ada suara.

Rapat Paripurna ke
22 Lj/l11/1990-1991

Jumat, 18 Januari

1991

Suara Jela
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161 |Rapat Paripurna ke 23/111/1990-1991 Rapat Paripurna k¢ Jumat, 18 Januari| Suara Jela
SideA : Pembukaarrapat paripurnadewandan laporankunjungankerja komisiselamaresespersidangarkeduatahun 90-91.Laporar|  23/111/1990-1991 1991

masing-masing komisi :

. Komisi | disampaikan Endang Kusuma Inten Suweno

. Komisi Il disampaikan Drs. Awang Arung Isak

. Komisi Ill disampaikan Drs. Habi Sujadi

. Komisi IV disampaikan H. Lukman

. Komisi V disampaikan R. Ahmad Natar

. Komisi VI disampaikan R. Adi Sayoto

. Komisi X disampaikan H.M Musafak

. Komisi APBN disampaikan Drs. Muhammad Mansyur

. Komisi VII disampaikan Umbu Haramburu Kapita

10. Komisi VIII disampaikan Drs. H. Sadikun Sugih Waras

11. Komisi IX disampaikan Drs. Tengku Jamaludin Wali

Laporan kerja komisi | dengan tema : Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Pemilu 1992 dalam pemantauan ke Dati Il Sun|
Side B: Kesimpulan hasil kerja di Daerah TK | Sumatra Barat :

1. Pemerintah Daerah tetap optimis untuk memacu pembangunan diberbagai sektor dan mensukseskan Pemilu 1992
2. Jajaran ABRI di Daerah TK Il dan TK | Sumatra Barat mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Laporan komisi Il oleh Awang Arung Isak

. Bidang Pemerintah

. Bidang Aparatur

. Bidang Pembangunan

. Bidang Pertanian

. Bidang Sosial Politik

. Penutup

© 0N UL WDNP
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162 |Rapat Paripurna ke 23/111/1990-1991 Rapat Paripurna ke Rabu, Suara Jela
Side A Lanjutan oleh Awang Arung Isak 23/111/1990-1991 23 Januari 1991
Pelayanan Pemerintah untuk penanaman modal bagi masyarakat
Laporan Komisi Il oleh Drs. Habi Sujadi GR.

Daerahkunjungandi Bengkuludan SumatraSelatan,TemaKunjungarnKerjaKomisilll : DengansemangatketerpaduanAparatPenegal
Hukum mengembangkariugas untuk menegakkarHukumdan Keadilan.Laporanterdiri 2 bagian: bagianyang menonjol/ penting -
penting yang perlu mendapatkanprioritas perhatian pemerintahdan bagianyang memuat data dan hal-hal lain yangtak terpisahkar,
dengan hal pertama.

Side B: Laporan penemuan hasil kunjungan kerja Komisi 1l sebagai berikut

1. Pendahuluan

2. Bidang Hukum membahas KUHP dan Penyuluhan Hukum

3. Bidang Kejaksaan membahas Jaksa Masuk Desa, Laut dan Pos Hukum Terpadu

4. Bidang Kehakiman membahas Hakim Masuk Desa, Laut dan Kadarkum

5. Bidang Kepolisian

6. Bidang Pengadilan Agama

7. Penutup

Laporan Komisi IV oleh H. Lukman

Kunjungankerja di Daerah Sumatera Utara dan Kalimantan Timur di lingkup Departemen Pertanian, Depertemen Kehutanan
Departemen Transmigrasi.

163 |Rapat Paripurna ke 23/111/1990-1991 Rapat Paripurna ke Rabu, Suara Jela
Side A : Lanjutan oleh H Lukman 23/111/2990-1991 23 Januari 1991
SektorPertaniandi KalimantanTimur denganprogram Ekstensifikagpenanamarpadi melalui kegiatanpengolaharsawahbaru, Sektol
kehutananbekerjasamadenganPT.Inti IndorayonUtamadi TapanuliUtarayangmerupakanhutan pinus, Sektor Transmigrasdengar,
adanya 17 UPT di Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Selatan.

SideB: LaporanKerjaKomisiV oleh H. AhmadNatar di daerahpropinsiJambidan KodyaMadyaSumateraSelatanpadatanggall6 - 20
Desember 1990.

1. Sektor Perhubungan membahas Perhubungan Laut, proyek pembangunan Pelabuhan Laut Banyu Asin

2. SektorDepartemenPekerjaanlJmum membahasSaranadan Prasaranalalanmeliputi PembangunadembatanMusi dan JalanArteri
dan Rehabilitasi Jembatan Ampera

3. Sektor Pariwisata, Pos dan Giro membahas pembangunan Situs Purbakala.

164 |Rapat Paripurna ke 23/111/1990-1991 Rapat Paripurna ke Rabu, Suara Jela
Side A : Lanjutan oleh H. Ahmad Natar, membahas masalah sektor perumahan rakyat, sektor pariwisata 23/111/2990-1991 23 Januari 1991
LaporanKomisiVI oleh R. Adi Sayotokunjungankerja di JawaBarat dan DKIJakarta.Membahasbidang perindustrianlebih prioritas|
peningkatan modal, bidang pertambangandan energi lebih mengembangkarkebijakan tentang listrik, bidang tenaga kerja lebih
meningkatkan pembinaan akan peraturan dan bidang penanaman modal lebih meningkatkan sarana dan prasarana.

Side B : Tidak ada suara
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165

Rapat Paripurna ke 23 (Ijt)/111/1990-1991 Volume 1

Side A : Laporan Komisi oleh H.M. Musafik

1. Koordinasi Perencanaan dengan memperhatikan personil Bapeda Kalimantan Timur yang semakin luas

2 Kependudukan dan Lingkungan Hidup mengangkat program kali bersih sebagai air baku pemasok air bersih kelas B

3. Reboisasi dengan menambah jumlah dan jenis tanaman

4. Penyelamatan Satwa Langka dengan peningkatan pengawasan HPH agar tidak sempitnya lahan Hutan

5. llmu Pengetahuan dan Teknologi

6. Statistik

7. Bidang Pemetaan

SideB : Kesimpularkunjungankerja komisi X dalam kunjungankerja selamaresesmasapersidangarke 2 tahun 1990-1991.sebag
tindak lanjut pemerintah harus memperhatikanmasalahperencanaankependudukan& lingkunganhidup, masalahlPTEK& Statistik
bidang pemetaan, pengkajian dan penerapan teknologi BPPT.

LaporanKomisiAPBNoleh Drs. M. Mansyur. Hasil kunjungankerja tingkat | Jabar, Kanwil Pertanian, Kanwil Perhubungan Kanwi
Pekrjaan Umum, Kanwil Perdagangan, Kanwil Pertanian, Kanwil Perindustrian, Kanwil Keuangan, Aparat Perbankan dan Swaj

Rapat Paripurna ke
23 (1jt)/111/1990-1991

Rabu,
23 Januari 1991

Suara Jela

166

Rapar Paripurna ke 23 (Lj) / 11 / 1990 -1991

Side A: Lanjutan, Pengembangan Pulau Batam yang dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara.

Laporan Komisi VIl oleh H. Slamet Riyanto, pembahasanmasalah keuangan,perbankan, perdagangan.koperasi di propinsi TK |
Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh ketua komisi VII Saiful Anwar Husein.

Laporan Komisi VIII oleh Drs. H Sadikun Sugih Waras

Kunjungankerja ke daerah TK| PropinsiJawaTengahmembahasmasalahbidang kesehatan,sosial,peningkatanperananwanita dan
keluarga berencana

Side B. Lanjutan Laporan Komisi VIII, membahas masalah bidang sosial dan bidang peranan wanita.

LaporanKomisil oleh Drs. TengkuJamaludinwali, kunjungankerja ke daerahTKI SulawesiTengahmembahaspembangunarindonesig
Timur, masalah terbatasnya SDM / kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia, peningkatan prioritas
pembangunan Sulawesi Tenggah antara lain bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga dan agama.

Rapat Paripurna ke
23 (ljt)/111/1990-1991

Kamis, 24 Januari

1991

Suara Jela

167

Rapat Paripurna ke 23 (Lj)/111/1990-1991

Side A : Lanjutan Laporan Komisi IX.

- bidang pendidikan --> hambatan ketenagaan tentang penyebaran guru yang belum merata

- bidang kebudayaan --> pembentukan kelompok kebudayaan kesenian tradisional dan kurangnya pembinaan
- bidang agama --> kurangnya madrasah/tempat belajar agama dan kurangnya guru agama

Side B : Penutupan rapat Paripurna ke 23/111/90-91 oleh pimpinan sidang

Rapat Paripurna ke
23 (ljt)/111/1990-1991

Kamis, 24 Januari

1991

Suara Jela

168

Rapat paripurna ke 24/111/1990-1991

Side A : Pembukaan rapat oleh Pimpinan Sidang.

RapatmembahasgawabanPresidenatas pemandangarumum para anggotamengenairancanganundang-undangentang APBN91-92
beserta nota keuangannya.

Menteri Keuangan->jawabanpemerintah,tantanganglobalisassemakinketat dan membahasmasalahAnggarardan BelanjaNegara
membahas mengenai penerimaan pajak tidak langsung yang lebih besar dari pajak langsung.

SideB : Membahaspeningkatarnpenerimaanbukanpajak melaluipenyempurnaaradministrasitata penyetorandan pengawasaralam

pelaksanan.

Rapat paripurna ke|
24/ 111/1990-1991

Kamis, 24 Januari

1991

Suara Jela
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169

Rapat paripurna ke 24 (Lj)/111/1990-1991

Side A : Lanjutan, perkembangarkoperasiharus sejajar denganpara pelaku ekonomilainnya dan diperlukan peraturan perundang
undangan dibidang perkoperasian sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Penutupan rapat paripurna ke-24/111/90-91 oleh pimpinan sidang

Side B : Tidak ada suara

Rapat paripurna ke
24 (Lj)/ 111/1990-199]

Jumat,
25 Januari 1991

Suara Jela

170

Rapat Paripurna ke 25/111/1990-1991

Side A : Pembukaan Rapat oleh pimpinan dan terbuka oleh umum.

LaporanKomisiAPBNtentang rancanganJU APBNtahun 91-92 oleh Ketua APBNsdr. H. Abdul Bakri Srihardo.KomisiAPBNmencata
berbagai masalah sbb : Sistem anggaran masih ada kerancuan tentang penempatan kegiatan.

Side B : Pembangunan di bidang hukum, masalah kejaksaan dan departemen kehakiman masih membutuhkan Sarana dan Pr:

Rapat Paripurna ke
25/111/1990-1991

Jumat,
25 Januari 1991

Suara Jela

171

Rapat Paripurna ke 26/111/1990-1991

Side A : Ketua membuka rapat paripurna dan terbuka untuk umum.

Rapat membahas laporan tentang :

1. LaporanDelegasDPR-Rke sidangInternasionalTropicalTimer OrganizationConsuldi Yokohamalepangoleh UsmanHasantentang
hutan sebagaikomponenlingkunganhidup menjadifaktor dominan menjamin kelangsungarkehidupanbiologi yang perlu dipelihara
kedudukan, peranan ekonomi dari hutan sebagai sumber pendapatan serta komoditi perdagangan, dan Keorganisasian ITTO.

2. LaporanDelegasDPR-Rke sidangRoadand AgricultureOrganizationdi Romaltalia oleh SutahanMangunSentonotentang misiyang
dibawa sebagai tugas dan kewajiban program nasional bidang pangan dan pertanian.

SideB : Kemajuanusahapembangunarplasmanutfah ternak sangatberkembangpesat, pengembangampangandunia supayaanggote
donor dapat memberikan sumbangan berupa komoditas atau tunai.

Rapat Paripurna ke
26/111/1990-1991

Kamis, 14 Februari
1991

Suara Jela

172

Rapat Paripurna ke 27/111/1990-1991

Side A : Wakil Ketua membuka rapat dan terbuka untuk umum.

Pembahasan usul pendapat sdr. Theo L Sambuaga dkk tentang perang teluk shb :

1. Pembicaraan TK.I penjelasan pengusul atas pendapat Theo L Sambuaga dkk tentang perang teluk

2. Pembentukan panitia khusus yang akan menangani materi pada pembicaraan TK.II

3. Pengambilarkeputusandenganurutan-urutansbb. LaporanKetuaPansusPendapatfraksi-fraksitentang pernyataandewantentang
perang teluk.

SideB : Pembukaarrapat melanjutkanpembicaraanTk. IV tentang laporan pansusoleh Theo L Sambuagadan pembahasarkonsey
pendapat usul pernyataan Theo L Sambuaga.

Rapat Paripurna ke
27/111/1990-1991

Jumat, 25 Februari
1991

Suara Jela

173

Parap Paripurna ke 27/LJ/111/1990-1991

Side A : Drs. Mardiansyahdari fraksi PP mengemukaarpendapattentang perangteluk tidak hanyamenghancurkarberbagaiaspek
kehidupantapi propagandaperangteluk dapatmembentukpersepsiyangkeliru ditengahmasyarakasehingganenciptakandisintegras
bangsa.

Naro dari fraksi PDIberpendapatmenyatukansecaralangsungkepadapihak-pihakyangberperanguntuk segeragenjatansenjatadan
menghentikanperangsecaratotal, mendorongdewankeamananPBBuntuk segeramengadakarevaluasiperkembangarperangteluk,
menghimbaukepada pihak-pihakyang berwenangdalam pembinaanperdamaianpenyelesaiamrmasalahinternasionaluntuk segenaj
etikat baik menempuhupaya- upayasupayajiwa, semangatdan prinsip-prinsipPancasiladan UUD'45 dapat diterapkandi tingkat
internacinnal

Rapat Paripurna ke
27/111/1990-1991

Sabtu, 16 Februari
1991

Suara Jela
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174 |Rapat Paripurna ke 28/111/1990-1991 Rapat Paripurna ke Sabtu, 16 Februarif Suara Jela
SideA : PembicaraarTingkat!V PengambilarKeputusanatas RUUtentang APBN1991 -1992 besertanota KeuangannyaSambutai| 28/I11/ 1990-1991 1991
kepalaBiro Persidangaruntuk membacakarsurat dari Presidententang RUULalulintasdan AngkutanJalan,RUUPenerbanganRUU
Pelayaran, RUU Pembangunan.

SideB : Lanjutan,PembahasarRUUAPBNTahunAnggaranl991- 1992, Pendapatdan Saranfraksi-fraksidan Komisil - X dan Komis
APBN.

175 |Rapat Paripurna ke 28/111/1990-1991 Rapat Paripurna ke Kamis, 28 Februar| Suara Jela
Side A : Lanjutan, Penyampaian Pendapat Fraksi Karya Pembangunan dalam pelaksanan APBN 1991 -1992 yang akan datan| 28/IIl/ 1990-1991 1991
SideB : Penyampaiarpendapatakhir dari FraksiABRIoleh sdr. Drs. Afif Ma'ruf tentang langkahderegulasidan debirokratisasitelah
membawa hasil bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi.

176 |Rapat paripurna ke 28/111/1990-1991 Rapat Paripurna kg Kamis, 28 Februar| Suara Jela
Side A : Lanjutan pendapat Akhir dari Fraksi ABRI dan menyatakan menyetujui RUU APBN 1991 - 1992 untuk disahkan menja| 28/111/ 1990-1991 1991
Penyampaiapendapatakhir Drs.Moh Mansurdari FraksiPersatuarPembangunatentang penerimaandari ekspormigastetap menjadi
penerimaan utama negara, selain itu mendukung sanksi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Side B : Lanjutan pendapat dari Fraksi Persatuan Pembangunan, penyampaian harapan dan saran dari Fraksi Persatuan Pem

177 |Rapat Paripurna ke 28/111/1990-1991 Rapat Paripurna ke Kamis, 28 Februar| Suara Jela
SideA : Lanjutan,Penyampaiarpendapatakhir oleh Budi Harjonodari FraksiPDItentang bidangpolitik dan kemasyarakatangkonomif 28/111/ 1990-1991 1991
sosial budaya, Hankamnas.

SideB: HarapanfraksiPDldalamsektor pertanian,pengairan kehutanan,pendidikanumum dan generasimuda, energidan listrik desa
pembangunardaerah,desadan kota, pertahanandan keamanan,peruhamanrakyat dan pemukiman,kesehatantenagakerja, dunia
usaha, perdagangan dan koperasi, perbankan, pengawasan pembangunan, yayasan dan pertanahan.

178 |Rapat paripurna ke 28/111/1990-1991 Rapat Paripurna ke Kamis, 28 Februar| Suara Jela
SideA : LanjutanPenyampaiampendapat(harapan)dari fraksi PDI.Pimpinansidangmembacakamaskahakhir RUUAPBNahun 1991- 28/111/ 1990-1991 1991
1992. SambutanMenteri KeuanganRI bahwa kelahiran UU APBNmerupakantonggak penting demokrasi. Kurun waktu RepelitaV|
merupakan kurun waktu yang penting dan menentukan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Side B : Lanjutan sambutan Menteri Keuangan RI.
Pimpinan menutup sidang.
179 |Rapat Paripurna ke 29/111/1990-1991 Rapat Paripurna ke Kamis, 28 Februar| Suara Jela

Side A : Pimpinanmembukarapat paripurna dan terbuka untuk umum. LaporanBKSARlelegasiDPR-Rke Australiaoleh H. Mien
Sugandhitentang membinadan mempereratkerjasamayang salingbermanfaatantara bangsa-bangsgéeermasuk hubungankerjasam:
antar perlemen, menunjang kebijaksanan Pemerintah RI untuk meningkatkan upaya pengembangan hubungan ekonomi dan ps
dengan Australia.

SideB: Laporandari SusantiniSukantono SEtentang BKSARlelegasDPR-Rke KonferensiAlPOtentang kerjasamaekonomidi kawasat

Acia Dacifilr viann harlannciinn di Thailand dari tannnal 29 ianiiari eamnai dannan 1 fohriiari 1001 vivann hartamnat di Cancant ()

29/111/ 1990-1991

1991
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180

Rapat Paripurna ke 29 /111/1990-1991

SideA : LanjutanLaporandari SusantiniSukontono SEtentang BKSARlelegasDPR-Rke KonferensiAlPOtentangkerjasamaekonomidi
kawasanAsiaPasifik,yangisinyabahwaKonferensiAipo hendaknyamempertimbangkarkemungkinardiadakanpertemuanAlIPOlebih
lanjut untuk membicarakaraspek-aspekhususdari padakerjasamaekonomiregional,mempelajaricaradan metode untuk merangsan,
pendekatan dan memperluas kerjasama di bidang - bidang lain.

SideB : Pemanfaatarsecaralestari sumber daya hayati dan ekosistemnyadilakukandenganmelalui kegiatanlingkunganyangdiatur
dalamundang-undan@ntaralain pemanfaatansumberdayaalamihayati dan ekosistemyangberadadalamkawasanpelestarianalam,
pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang berada didalam atau diluar kawasan pelestarian alam.

Rapat Paripurna ke
29/111/ 1990-1991

Jumat, 08 Maret
1991

Suara Jela

181

Rapat paripurna ke 31/1V/1990-1991

SideA : Ketuasidangmembukarapat paripurnake 31 dan terbuka untuk umum. Pidato pembukaanmasapersidangarnV tahun sidang
1990- 1991.Tim- tim anggotaDPRtelah mengadakarkerja yaitu Tim Komisil ke ProvinsiKalimantanTimur, Komisill ke Provinsilrian
JayaKomisilll ke ProvinsiSumateraBarat, KomisilV ke ProvinsiKalimantanSelatan KomisiV ke ProvinsiNusaTenggareBaratdan Bali,
KomisiVI ke ProvinsiNusaTenggaral imur dan JawaBarat, KomisiVIl ke ProvinsiTimor-Timordan NusaTenggaralimur, KomisiVIlike
ProvinsiRiaudan Bali, KomisilX ke ProvinsiDKI, JawaBarat dan Jawa Tengah,Komisi X ke ProvinsiRiau, KomisiAPBNke Provins
Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

SideB : PembicaraanTk. | keteranganpemerintah tentang rencanaundang-undangembentukanKabupatenDaerahTk. I Lampung
Barat. Laporan Menteri Dalam Negeri atas penjelasan pemerintah atas diajukannya RUU pembentukan Kabupaten Dati Il Lam

Rapat Paripurna ke
31/Iv/1990-1991

Jumat, 08 Maret
1991

Suara Jela

182

Rapat paripurna ke 31/1\V/1990-1991

SideA : Lanjutan, pembahasarntentang potensi wilayah LampungBarat, keadaanpertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan
pertambangan.

Penutupan rapat paripurna oleh pimpinan rapat.

Side B : Tidak ada suara.

Rapat paripurna ke|
31/1V/1990-1991

Senin, 13 Mei 1991

Suara Jela

183

Rapat Paripurna ke 32/1V/1990-1991

SideA : Pimpinanmembukarapat persidanganpembicaraanTk. | keteranganpemerintahatas RUUtentang tambahandan perubahar
APBN tahun 1990-1991, RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara tahun 1988-1989.

SideB : PenjelasarRUUtentang perhitunganAnggararNegaratahun 1988-1989 gambaranperhitungananggaramegaratahun 1988-
1989 sebagai berikut : Pendapatan rutin, Belanja rutin, tabungan pemerataan, pendapatan pembangunan dan belanja pemban

Rapat Paripurna ke
32/1V/1990-1991

Senin, 13 Mei 1991

Suara Jela

184

Rapat Paripurna ke 33/1V/1990-1991 Volume 1

SideA : Pimpinanmembukarapat persidangan,Pembicaraantk. || pandanganumum anggotaterhadap RUUtentang pembentukar
Kabupaten Daerah Tk. Il Lampung Barat. Penyampaian pandangan umum atas RUU sebagai berikut :

Drs.Mulalola Pardededari FraksiKaryaPembangunanRubiyantodari fraksi ABRIH. AisyahAmini dari fraksi PersatuarPembangunar,
Adi Pranoto dari Fraksi Demokrasi Indonesia.

SideB : Pandangaumum dari fraksi ABRIdaerahotonom dibentuk dengantujuan pembinaanpolitik, pembinaanrumah tanggasendiri,
pembinaan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan negara RI terhadap daerah diberi ha|

Rapat Paripurna ke
33/1V/1990-1991

Jumat, 17 Mei 1991

Suara Jela
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185 |Rapat Paripurna ke 33/1V/1990-1991 Volume 2 Rapat Paripurna ke Senin, 20 Mei 1991 Suara Jela
SideA : Lanjutan,PandangarfFraksiDemokrasiindonesiaoleh Adi Pranototentang menggalipendapatanaslidaerahdan peningkatarf 33/1\V/1990-1991
kwalitas pegawai.
SideB : Lanjutan,Programpembangunanair bersih, sekolahdasar, transmigrasi,pariwisatadan pemberianmodal pangkalselama3
tahun.

186 |Rapat Paripurna ke 34/1V/1990-1991 Volumel Rapat Paripurna ke, Senin, 20 Mei 1991 Suara Jela
SideA : PembukaarRapatParipurnake 34 masapersidanganV oleh pimpidansidang.Pembahasarmk. | keteranganpemerintahatas| 34/I\V/1990-1991
RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Perkeretaapian, RUU pelayaran, RUU Penerbangan.
Side B : lanjutan pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Sistem Jaringan Transportasi Jalan.

187 |Rapat Paripurna ke 34/1V/1990-1991 Volume 2 Rapat Paripurna ke Jumat, 24 Mei 1991 Suara Jela
Side A : Lanjutan, Ketentuan wajib angkut sebagai aturan wajib publik mengandung arti penyedia jasa/operator. 34/1V/1990-1991
Pembicaraan Tk. Il jawaban pemerintah pembentukan Kabupaten Daerah Tk Il Lampung Barat oleh Menteri Dalam Negari.
SideB : Jawabarpemerintahdari fraksi ABRIoleh Ruhdiyantomembahagentang kewenangarpangkal jawabanpemerintahdari fraksi
Persatuan Pembangunan membahas status perwakilan 8 kecamatan menjadi definitif kecamatan.

188 |Rapat Paripurna ke 35/1V/1990-1991 Volume 1 Rapat Paripurna kg Jumat, 24 Mei 1991 Suara Jela
Side A : PembicaraanTk.|V mengenai pengambilankeputusan RUU tentang KejaksaanRI, Pandanganumum dari PansusMarzuk| 35/I\V/1990-1991
Darusman, SH, pendapat akhir dari fraksi Karya Pembangunan oleh H.Z Ansori Ahmad, SH.
SideB: Lanjutanpendapatakhir dari fraksi KaryaPembangunaman dilanjutkanpendapatakhir dari fraksi ABRItentang RUUkejaksaal
Rl oleh S.H. Simatupang.

189 |Rapat Paripurna ke 35/1V/1990-1991 Volume 2 Rapat Paripurna ke, Senin, 27 Mei 1991 Suara Jela
SideA : Lanjutanpendapatakhir dari fraksiABRImenerimadan menyetujuiRUUtentang KejaksaaaiRluntuk menjadiUUyangdisahkar| 35/IV/1990-1991
oleh pemerintah.
SideB : Pendapatakhir dari fraksi PersatuanPembangunaroleh Soekardi,SHtentang penghapusarpasall7 faktor umur, pasal27.E
menjadi pasal 27.D

190 |Rapat Paripurna ke 35/1V/1990-1991 Volume 3 Rapat Paripurna ke, Senin, 27 Mei 1991 Suara Jela
Side A : Lanjutanpendapatdari fraksi PersatuanPembangunarkemudian dapat menerima dan menyetujui RUUkejaksaanRI oleh| 35/IV/1990-1991
SoekardiEffendi,SH;FraksiPDloleh BNMarbun, SHmenyatakartentangditerima dan dicantumkanJU no 14 th 1970dalamkonsiderar
mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dimaksudkan dalam pengertian RUU.
Side B : SambutanMenteri KehakimanRI membahastentang semangatanggota DPRdan pengkajiananggota yang berkualitas|
penutupan Rapat Paripurna oleh pimpinan sidang.

191 |Rapat Paripurna ke 36/1V/1990-1991 Volume 1 Rapat Paripurna ke, Senin, 27 Mei 1991 Suara Jela

SideA : Laporankerja komisi-komispadaresesyanglalu. Laporankomisi VI oleh Drs.NugrahaBesoesdaerahkunjungankerja ke Jawe
Barat, NTT, Timor-timur masalah peraturan.
Side B : Lanjutan laporan komisi VI tentang pertambangan dan energi, industri, tenaga kerja dan penanaman modal

Laporan komisi | oleh H Andi Selanurdin masalah bidang pertahanan dan keamanan.

36/1V/1990-1991
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192

Rapat Paripurna ke 36/I\V/1990-1991 Volume 2

SideA : LaporanKomisil oleh H. Andi SelanurdintentangbidangHankamABRUi Balikpapankesiapanmenghadappemilu 1992, bidang
penerangantentang koran masukdesa,saranadan prasaranaoperasionalyang masihkurangdan kesiapanmenghadapipemilu 1992,
bidang luar negeri tentang perkembangan Pulau Sipadan.

side B : Laporan Komisi Il oleh Adi Pranoto di wilayah Irian Jaya tentang keadaan geografi, jumlah tenaga kerja dan sumber al

Rapat Paripurna ke
36/1V/1990-1991

Rabu, 29 Mei 1991

Suara Jela

193

Rapat Paripurna ke 36/1V/1990-1991 Volume 3

SideA : LanjutanLaporankomisill, tetang programINPRESBANGDEBpresPembangungabesa) dan didangAparatur, LaporanKomis
Il oleh sdr. SamsuMuarif, BA.Dalamreseslll tentang masalahhukum dan perundang-undangarsanksihukum, pemikiranhukumdan|
kelembagaan negara.

SideB : Lanjutan,masalahkasushukumdaerahperbatasanmasalahembagapermasyarakatanlaranganhakim.laporanKomisilV oleh
Sdr.Muntaran, kunjungankerja di SumatraBaratoleh H. H. Imam Khurmendan KalimantanSelatanoleh sdr. Sutahanlingkup kerja di
Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan Depertemen Transmigrasi.

Rapat Paripurna ke
36/1V/1990-1991

Rabu, 29 Mei 1991

Suara Jela

194

Rapat Paripurna ke 36/IV/1990-1991 Volume 4

SideA : LanjutanlaporanKomisilV, Pengembangaperkebunanteh, perkebunankaret, sektor kehutananmembahashutan konservasi
sektor tansmigrasi.Laporankomisi V oleh Dra. SumiatmiBSdalam reseslll kunjungankerja di wilayah Bali dan NTB.Wilayah Bali
membahas tentang Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, serta perumahan rakyat.

Side B : Wilayah NTB membahastentang pelabuhan,sektor pos dan giro, sektor telekomunikasi,sektor pekerjaanumum tentang
pembangunarBendungarMenuk, BinaMarga, perumahanrakyat dan kunjungankerja perorangandi Jakarta,JawaBarat, JawaTimur,
Kalimantan, Sulawesi Tenggara dan Irian Jaya.

Rapat Paripurna ke
36/1V/1990-1991

Rabu, 29 Mei 1991

Suara Jela

195

Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/IV/1990-1991 Volume 1

SideA : Lanjutan,PembacaarLaporan: KomisilX oleh SuwardiWirya AdmadjaSH,KomisiX oleh sdr. Dr Ir Irma Ade putra M.Sc,Komis|
APBNoleh sdr Drs. JoniAlwibanyo,KomisiVIl oleh sdr Dr WM Sudjoko.LaporanKomisiVIll oleh SuwardiWirya AdmadjaSH.Kunjungatl
kerjake JawaBarat,Jakarta JawaT engahJawaTimurmengenaimasalalpembinaangenerasimudamelaluiolahraga pendidikanformal
dan permasalahan kurang guru sekolah dasar, Asrama Haji.

SideB: LaporarkomisiXoleh sdr. Drlrma AdePutraM.Sctentang pembangunarpelaksanaamesadi kepulauanRiau,kurangnyaenage
SDM dan pengembangan Pulau Batam.

Rapat Paripurna ke
36 (Lj)/ 1V/1990-199

Rabu, 29 Mei 1991

Suara Jela

196

Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/1V/1990-1991 Volume 2

SideA : LanjutanlaporanKomisiX di Provinsilrian Jayatentang perencanaarpembangunanProvinsiJawaT engahtentang Pokok-Poko
PemerintahDaerah,bidangkependudukardan lingkunganhidup, ProvinsiDIYtentang pengkajianAMDAL( AnalisisDampakLingkunga
Hidup)dan tata ruang kependudukanpProvinsiSumatraBarattentang pelestarianAliran Sungai;Risetdan Teknologi;BidangStatistika|
LaporanKomisiAPBNoleh Drs.JoniAlwibanyodi PropinsiKalimantanTimur membahagentangkeuangardaerah,hubungankomunikas
antara desa dan kota, tata laksana Impor.

Side B : Masalahperkreditan, perasuransianpengawasanpelaksanaarpembangunandaerah, bidang perhubungandarat, laut dan
udara, bidang kehutanan, bidang transmigrasi dan bidang kelistrikan.

Laporan Komisi VIl oleh Ibu Sudjoko kunjungan kerja ke Dati | Timor-Timur dan Dati | Nusa Tenggara Timur.

Rapat Paripurna ke
36 (Lj)/ 1V/1990-199

Kamis, 30 Mei 1991

| Suara Jela
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197 |Rapat paripurna ke 36 (Lj)/IV/1990-1991 Volume 3 Rapat Paripurna k¢ Kamis, 30 Mei 1991 Suara Jela
Side A : Lanjutanlaporan KomisiVIl, tentang GerakanGempar(GerakanMeningkatkanPendapatarAsli Rakyat)di Dati | Timor-Timu|36 (Lj)/ IV/1990-199
meliputi bidang keuangan, bidang perbankkan, bidang perdagangan, bidang koperasi.
Side B: Laporan Kerja Komisi VIII oleh Nana Dumana Wiradiputra, kunjungan kerja di Provinsi Riau dan Bali tentang masalah |

198 |Rapat Paripurna ke 36 (Lj)/1V/1990-1991 Volume 4 Rapat Paripurna k¢ Kamis, 30 Mei 1991 Suara Jela
Side A: Lanjutan Laporan Komisi VIII tentang kesehatan di Provinsi Riau dan Bali, 36 (Lj)/ IV/1990-199
Penutupan rapat paripurna oleh ketua sidang.
Side B: Tidak ada suara

199 |Rapat Paripurna ke 38/1V/1990-1991 Volume 1 Rapat Paripurna ke Kamis, 30 Mei 1991 Suara Jela
SideA : Pimpinanrapat MembukaRapatdan Terbukauntuk umum, Rapattentang PimbicaraanTk. | keteranganpemerintahatasRUU 38/ [V/1990-1991
perumahandan PemukimanLaporanBKSKRentang laporanBKSKEelegasDPR-RierhadappenasihatKhususielegasiRIke sidangHak
Asami Manusia di Jenewa Swiss dan Laporan BKSKP muhibah ke Rakyat Demokrasi Korea.
Pembicaraan Tk.|
SideB : lanjutan BKSKPmembahasHak AsasiManusia(HAM) dan pelanggararHAM, Kerjasamaregional dikawasanasia Pasifik,dan
penghapusan ras diskriminasi sosial.

200 |Rapat Paripurna ke 38/1\V/1990-1991 Volume 2 Rapat Paripurna ke Selasa, 11 Juni 1991Suara Jela
SideA : LaporanBKSKPMuhibah ke RepublikRakyatKoreaoleh H.M YusufAnwar Gofar, Melaporkankeadaandan perkembangnadi| 38/ 1V/1990-1991
Korea.
SideB : Lanjutan,Saran- saran,PerluadanyaPeningkatarkerjasama,Tukarmenukarpengalamarbidangpembangunanperlu adanye
penjajakan dan penelitian mengenai perkembanganhubungan ekonomi dan perdagangan,perlu adanya kerjasana untuk saling
membantu keamanan di Asia Pasifik.

201 |Rapat Paripurna ke 39/1V/1990-1991 Volume 1 Rapat Paripurna ke Selasa, 11 Juni 1991Suara Jela

SideA: PembicaraarTingkatlVtentangpengambilarkeputusanatasdua Rancangatyndang-UndangRUU) tentang: (1). RUUTambahal
dan Perubahamatas APBNtahun 1991; (2). RUUtentang PerhitunganAnggaranNegaraT.A.1988/1989. SelanjutnyaBakri SriHardonc
(Ketua Komisi APBN)melaporkanNeracaPenerimaanNegaraT.A. 1990/1991 sebagaiberikut: RealisasiPenerimaanDalam Negeri
diperkirakanmencapaiRp. 39 trilyun 564 milyar 442 juta; PenerimaarMigasRp. 17 trilyun 711 milyar 900 juta; PenerimaarNon Migas
Rp.21 trilyun 834 milyar 542 juta; RealisasBelanjaNegaramencapaiRp. 29 trilyun 997 milyar 739 juta; dan PenerimaarDevisaHasi
Ekspor mencapai US$ 27 milyar 770 juta.

SideB: Pendapatakhir dari masing-masindraksi atas dua RUU.Imam Santoso,BA (FraksiKaryaPembangunan/FKRjelihat adanye
kemajuandan keseimbangardalam penyerahandana dan kredit yang dikeluarkan.Namun FKPmelihat bahwa distribusi pengelolaal
kredit masihkurangmenjangkawgolonganekonomilemah.FKPmengharapkaragarpenyalurankredit perbankandapatmenjangkawdan,
mendorong pengembangan usaha golongan ekonomi lemah

39/ 1v/1990-1991

Reksur DPR RI 1989 - 1993

89

Pengolahan Armedbar.




NO.
Volum

URAIAN DESKRIPSI

FILE

KURUN WAKTU

KET.

3

4

5

202

Rapat Paripurna ke 39/IV/1990-1991 Volume 2

SideA: Imam Santoso,BA (FKP)Yerkesimpulanbahwa PenerimaanAPBNT.A. 1990/1991 mengalamikenaikancukup besar, sehingg:
pengajuarRUUTambahardan PerubaharAPBNT.A.1990/1991adalahtepat sesuaprinsipanggararberimbangdandinamis.FKRlapat
menerima dan menyetujui RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN T.A. 1990/1991 dan RUU Tentang Perhitungan Ang
T.A 1988/1989 untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.

SideB: MachmudiHadi Saroso(FraksiABRIberpendapatPembahasafRUUTentangTambahardan Perubaharatas APBNdilaksanaka
setelahTahunAnggararberakhir. FraksiABRImenyarankaragar PerkiraanTambahardan Perubaharatas APBNdapat diajukandalam
triwulan ke-3 T.A.1989/1990. Selanjutnya pelaksanaarrealisasiPANTahun1988/1989 masihberadadalam garis kebijaksanaardan
lingkupsasaransehinggadalampelaksanaamprogrampembangunarmampudiwujudkan.FraksiABRImenyatakarmenyetujuidua RUU
tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden.

Rapat Paripurna ke
39/1Vv/1990-1991

Senin, 17 Juni 199

| Suara Jela

203

Rapat Paripurna ke 39/Iv/1990-1991 Volume 4

SideA: DengarPersetujuarSidand®PRRI,KetuaDPRRImemutuskaruntuk MenetapkanUndang-Undangd entangPerhitunganAnggaral
NegaraTl.A.1988/1989,denganrincian: Pasall (ayat1) PendapatarAnggararNegaraT.A.1988/1989sebesaRp.30 trilyun 538 milyar,
94 juta 529ribu; (ayat2) BelanjaNegaraT.A.1988/1989sebesamRp.33 trilyun 252 milyar 43 juta 567 ribu; (ayat3) Sisaanggararebih
perhitunganAnggararn988/1989sebesamRp.280 milyar 50 juta 962 ribu. Daftarakhir ditandatanganB17 anggotasidangmakakuorum
telah terpenuhi untuk pengambilankeputusandua RUUtersebut untuk disahkanmenjadi Undang-UndangSebagaipenutup sidang
Menteri Keuangarmengharapkarkerja samaantara anggotadewandan pemerintahdalam menjalankanpembangunardi masa-mas
mendatang.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
39/ 1v/1990-1991

Senin, 17 Juni 199

| Suara Jela

204

Rapat Paripurna ke 40/1V/1990-1991 Volume 1

SideA: AcaraPembicaraarTingkatll tentang jawabanpemerintah atas pandanganumum para anggotamengenaiRUUtentang Laly
Lintas dan AngkutanUmum di Jalan;RUUtentang Perkereta-ApianRUUtentang Pelayaran;dan RUUtentang Penerbanganyanc
sebelumnyatelah dibicarakanpadatanggal10 Juni1991. JawabarMenteri Perhubungard Interim: (1). Pemerintahberusahamenata
kembali peraturan-peraturanlama yang masih sesuaidalam ke-4 RUU bersangkutan;(2). Pemerintah berupaya mengelompokka
berbagaipasalyangmemerintahkarpenyatuanlebih lanjut denganPeraturanPemerintahy3). SebagahasilpengelompokanPemerintat
menyiapkan 5 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di bidang lalu lintas dan angkutan di jalan.

SideB: Menteri Perhubungard Interim: Penyusunart RUUbidangTransportasini dimaksudkaruntuk memberikanlandasarhukum
yangkokohdi bidangTransportasberdasarPancasilalJUD1945,dan GBHNPenyusunafRUUTransportasini jugadidasarkaratasAsas
Kepentingan Umum, Asas Keterpaduan, Asas Adil dan Merata, dan Asas Keseimbangan.

Rapat Paripurna ke
40/1V/1990-1991

Senin, 17 Juni 199

| Suara Jela

205

Rapat Paripurna ke 40/1V/1990-1991 Volume 2

SideA: JawabanMenteri PerhubunganAd Interim terhadap pertanyaanmasing-masingdraksi terkait 4 RUUBIdangTransportasi(1).
Pemerintahmenginginkaradanyakewajibanterhadap operator untuk mengasuransikaterhadap angkutandan barangyangdiangka
maupunterhadappihakke Il terkait pengoperasiaralat angkutnya;(2). TransportasNasionalharusdisusunsecaraterpadu dalamsatu
kesatuarsistemyangutuh, salingberkaitan,salingtergantung,dan salingmengisi/melengkapinode yangsatudenganmode lainnya;(3).
Di bidang PelayaranApabilaRUUtelah disahkanmenjadi Undang-Undangmaka UU tersebut akan ditindaklanjuti dengansekurang
kurangnya30 RPP SebagaPelaksanaatelah disiapkan10RPPhidangPelayaranp RPPbidangLaluLintasdan Angkutandi Jalan,4 RPF
bidang Perkereta Apian, dan 4 RPP bidang Penerbangan.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
40/1V/1990-1991

Selasa, 18 Juni 199

1Suara Jela
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206

Rapat Paripurna ke 41/IV/1990-1991 Volume 1

Side A: RajaKami SembiringM (Ketua Komisill DPRRI) membukarapat PembahasarRUU TentangPembentukanKabupatenTk 11
LampungBarat. PembentukanKabupatenTk || LampungBarat dilihat dari sisi kemajuanLampungUtara dan dari sisi kebutuhanyanc
mendesaksebagaiwilayahLampungBaratuntuk dikembangkanKe-4fraksidan pemerintahdalamkesimpulanmusyawarahnydanggal
18 Juni 1991 telah menyepakati agar RUU tersebut dapat diajukan pada pembicaraan Tingkat IV pada hari ini.

SideB: Pendapatakhir fraksi-fraksi.HA. YahyaMurad, SH(FKP)FKPmenyetujui RUUtentang PembentukarKabupatenTk Il Lampung
Baratuntuk disahkamrmenjadiUndang-undang-KRmenghimbaukepadapemerintahuntuk segeramemenuhiharapanrakyatdi Lampung
Barat sebelum tanggal 17 Agustus1991 (HUT RI ke-46). Husni Zein (Fraksi ABRI),menyimpulkanbahwa hakekat ekonomi lebih
merupakankewajibandari padahak, yaitu kewajibanuntuk menjaminterwujudnyapembangunardi daerah.Sebagabagiandari negare
kesatuan,pemerintah pusat wajib menjaminterciptanyahubunganyang serasiantara perangkatpemerintah pusat denganperangkal
pemerintah daerah.

Rapat Paripurna ke
41/Iv/1990-1991

Selasa, 18 Juni 199

1Suara Jela

207

Rapat Paripurna ke 41/1V/1990-1991 Volume 2

SideA: HusniZein (FraksiABRI)menyatakandapat menerimadan menyetujui RUUtentang PembentukanDaerahTingkatll Lampung
Baratuntuk disahkanPresiderRImenjadiUndang-Undand-raksiABRImengharapkarsetelahdisahkanRUUini menjadiUU, agarsegerg
ditindaklanjuti penerbitan peraturan-peraturanpelaksanaannyalUsnain Yahya (Fraksi Persatuan Pembangunan/FPP)nenghendak
setelahdiresmikanKabupatenDaerahTk Il LampungBarat, diikuti pula denganperesmianpengangkataranggota-anggotdDPRDFPF
juga menyatakanpersetujuannyaerhadap RUUtentang PembentukarKabupatenDaerahTk I LampungBaratuntuk disahkanmenjadi
Undang-undang.

Side B: Adi Pranoto (Fraksi Demokrasilndonesia/FDI),mengusulkanagar penetapan calon pejabat Bupati dimusyawarahkandan
disepakatibersamaantara pimpinan DPRDFraksi-fraksidengan Gubernur KepalaDaerah,yang untuk selanjutnyadituangkandalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Rapat Paripurna ke
41/1V/1990-1991

Kamis, 20 Juni 199

1 Suara Jela

208

Rapat Paripurna ke 41/1V/1990-1991 Volume 3

SideA: Menteri DalamNegeri; menyampaikarbeberapamateri RUUyang menjadi ajang perbedaanpendapatseperti: (1). Penetapal
ibukota KabupatenDaerah Tk Il LampungBarat di Liwa; (2). PenetapanLiwa sebagailbukota karena letaknya strategis; (3).
Pengembangan jumlah kecamatan di Kabupaten Daerah Tk Il Lampung Barat; (4). Kewenangan yang menyangkut masalah pe
Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
41/1V/1990-1991

Kamis, 20 Juni 199

1 Suara Jela

209

Rapat Paripurna ke 42/1V/1991 Volume |

SideA: Pembicaraartingkat pertamatentang 4 RUU yakni: (1). RUUPerbankan(2). RUUDanaPensiun(3). RUUUsahaPerasuransial
(4). RUU Perubaahn atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

SideB: Menteri Keuanganmenyampaikam ciri utama RUUyang harus menjadi perhatian Dewan,antara lain: (1). Pengamanardan
perlindungankepentinganumum terkait kegiatanmenghimpundana masyarakatyang harus cermat dan didasariaturan-aturanketat;
(2). sikap kehati-hatian didalam mengeloladana masyarakat;(3). memperluaskesempatanberusahadan bekerja; (3). Mendorong

keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar berbagai pihak.

Rapat Paripurna ke
42/1V/1990-1991

Kamis, 20 Juni 199

1 Suara Jela:
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210

Rapat Paripurna ke 42/I\V/1991 Volume 2

SideA: Pidato Menteri Keuanganpembahasarmmengenaipokok-pokokmateri dalam RUUDanaPensiun perlakuanperpajakanterkait
pengenaan pajak penghasilan, ketentuan-ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan dalam penyelenggaraan dana pi
SideB: PenyampaiarRUUperubahanatas UU No. 7 Tahun1983 TentangPajakPenghasilanTujuanperubahanUU tersebut agardapat
menampungperkembangarekonominasionaldan perkembangarduniausahayangmenyangkutperlakuanpajak penghasilanBerdasal
RUUtersebut, lembaga-lembagali sektor keuangandan perbankanterdiri atas; (1). Perbankanj2). Perasuransian(3). DanaPensiun
(4). Lembaga Pembiayaan; (5). Lembaga di bidang Pasar Modal.

Rapat Paripurna ke
42/IV/1990-1991

Jum'at, 21 Juni 199

1 Suara Jela

211

Rapat Paripurna ke 42/1V/1991 Volume 3
Side ATidak Ada Suara
Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
42/IV/1990-1991

Jum'at, 21 Juni 199

1 Suara Jela

212

Rapat Paripurna ke 43/1V/1991 Volume |

SideA: Pembahasarua materi rapat tentang PelaporanBKSARnengenaihasil-hasiimuhibah DPRdan PembentukkanPanitia Khusuy
PaketRUUBIdangPerhubunganLaporanDrs.Kafandhieyangmelakukankunjunganmuhibahke SelandiaBarudenganmateri: Laporar,
kunjungandelegasiDPR kunjungankehormatandenganWakil PerdanaMenteri SelandiaBaru, pembahasarekspor-imporindonesia
Selandia Baru, Perbatasan PNG Indonesia, Hubungan bilateral kedua negara, dan masalah pendidikan.

SideB: Laporanlbu SriRedjekilndro Subagjayangmelakukarkunjunganmuhibahke Italia padatanggal7-14 April 1991. Tujuandelegas
yakni: (1). Untuk menunjangkebijaksanaarekonomi, (2). Meningkatkanhubunganperdagangardan pariwisatakeduanegara,laporarn
kunjungandelegasimuhibahke Presidenitalia dan beberapapejabattinggi lainnyayangmenghasilkarpersetujuankeduanegaradalam
bidang ekonomi yakni kerja sama IGGI.

Rapat Paripurna ke
43/1V/1990-1991

Jum'at, 21 Juni 199

1 Kosong,
Tidak ada
Suara

213

Rapat Paripurna ke 43/1V/1991 Volume2

Side A: Sri RedjekiIndro Subagja(lanjutan); pembahasandibidang ekonomi dan sosial-budayaterkait: (1). masalahindustri dan
keanggotaanGGil,(2). Hubungandagangdan ekspor-imporantara Indonesiadenganltalia, (3). pembahasarpromosi kepariwisataal
Indonesia di Italia serta, (4). pemberian beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk belajar di Italia.

SideB: DrsRihata;Pembacaamama-namacalonanggotapanitia khususpembahasRUUtentang LaluLintasdan Angkutandi Jalan,RUU
Perkereta-ApianRUU Pelayaran,RUU Penerbangandengandaftar hadir telah ditandatangani300 anggotadari total 491 anggotg
dewan.

Rapat Paripurna ke
43/1V/1990-1991

Jum‘at, 5 Juli 1991,

Suara Jela

214

Rapat Paripurna ke 44/1v/1991 Volume |

SideA: Pembacaar.aporanBKSARunjungan3 DelegasDPR-Rite LuarNegeriyakni:(1). DelegasDewanke Pranciganggal5 -22 Maret
1991 oleh Muh. Diran;(2). DelegasDPR-Rike KonferensiPUke-85di PyongyangRRDKoreaUtaratanggal29 Maret - 4 April 19910leh
SjafrieSaid;(3). DelegasDPR-Rke GlobalParlementarianConfrenceon Habitat di Harere, Zimbabwetanggal29 Maret - 8 April 1991
oleh Ibu Sutopo Isno.

SideB: SjafrieSaiddalampokok acarakunjunganmembicarakarmasalahi1). penyatuankembalikeduaKoreaUtaradan KoreaSelatan
(2). Penyelesaiarre-unifikasi sedarah damai, persatuan nasional; (3). Upaya pencegahanperlombaan senjata nuklir dan senjate

pemusnah masal lainnya. (4). Peranan parlemen dalam usaha peradamaian di Timur Tengah.

Rapat Paripurna ke
44/1V/1991

Jum'at, 5 Juli 1991

Suara Jela
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215

Rapat Paripurna ke 44/1\V/1991 Volume 2

SideA: Sutopolsnowo:laporanDelegasDPR-Rti GlobalParlementarianConfrenceon Habitat di Harere,Zimbabwemenghasilkarl3
resolusi, 4 diantaranyayang diusulkan DelegasiRlI, yakni: (1). PembangunanPermukimanutuk golonganmasyarakatmiskin; (2).
Pembangunarkota-kota kecil dan menengahserta peningkatankemampuanlembagapemerintah daerah; (3). program peningkatar
pembinaan perkotaan; (4). Peningkatan peranan wanita dalam peningkatan Global Parlementarian on Habitat.

Side B: Pidato ketua dewan tentang penutupan masa persidanganlV yang dimulai sejak tanggal 13 Mei 1991 terkait pembahasa
perundang-undangargnggarandan bidangpengawasanRUUyangakandibahaspadasidangmendatangmembicarakan(1). PaketRUU
bidang Perhubungan; (2). Paket RUU bidang Keuangan; (3). RUU tentang Perumahan dan Permukiman.

Rapat Paripurna
ke44/IvV/1991

Sabtu, 6 Juli 1991

Suara Jela

216

Rapat Paripurna k -44/1V/1991 Volume 3

SideA: lanjutan pidato KetuaDewanpadapenutupanmasasidanglV T.A.1990-1991 membicarakan(1). Keputusarkenaikangaji PNS
ABRI,dan Pensiunansebesar15% terhitung mulai Tanggall Juli 1991; (2). Harapanuntuk selalu berusahamemelihara suasani
kekeluargaardalammenghadapimasalahnasionalyangmenyangkutkepentinganrakyat; (3). Pengadaarkegiatanpameranilmiah hasil
penelitian bidangBio-Sciencéanggal15-17 Agustus1991 dan PeresmiarMuseum MPR/DPRI'ahapl di Pustakal okapadatanggall6
Agustus 1991 oleh ketua MPR/DPR.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
44/1vV/1991

Sabtu, 6 Juli 1991

Suara Jela

217

Rapat Paripurna ke 1/1/1991-1992 Volume | dan 3

SideA: AcaraRapatParipurnameliputi: (1). Pidatopembukaarmmasapersidangar / TahunSidangl991-1992oleh pimpinandewan;(2).
PidatokenegaraarPresidenRI dalamrangkaianHUT ProklamasikKemerdekaarR|. Ketua Dewanmengharapkaragar PemilihanUmum
(Pemilu) yang akan datang dapat menghasilkanwakil-wakil rakyat yang berkualitas serta pembahasanmasalahkrusial lain seperti
kenaikanharga BahanBakarMinyak (BBM), kenaikantarif dasar listrik dan angkutanumum, kemarau panjang, dan Pembanguna|
Indonesia Bagian Timur

SideB: PidatoPresidenSoeharto,"mulai pertengahartahun 1990 pemerintahmelaksanakarkebijaksanaamengendalikajumlah mata
uangberedar,tujuannyauntuk mengendalikarperekonomianndonesiaagartetap dijalur yangsehatdanaman.Secaraeseluruhararah
pertumbuhan bangsa ini berhasil memenuhi petunjuk GBHN".

Rapat Paripurna ke
1/1/1991-1992

Sabtu, 6 Juli 1991

Suara Jela

218

Rapat Paripurna k -1/1/1991-1992 Volume 2 dan 4

SideA: Pidato PresidenSoehartopadapidato kenegaraarmenjelaskarperubahanmendasardi bidangekonomiyangberpengaruhpada
integrasi ekonomi dunia. Dilain pihak muncul tanda-tanda lahirnya blok-blok ekonomi baru, kemajuan IPTEK revolusi di bidang
komunikasidan informasi, serta munculnyakekuatan-kekuatarekonomi baru telah merubah secaradrastis pola investasi,produksi
konsumsi,distribusi, dan perdagangan ASEANsendiri terus berkembangmeningkatkanmutu dan ruang lingkupnyadalam mencapa|
kemajuan ekonomi dan perubahan sosial.

Side B: Pidato PresidenSoeharto, "Koperasiharus terus dikembangkan,sehinggamemenuhi amanat pasal 33 UUD 1945. Terkail
pemerataan pembangunan,meliputi penyediaandana-danamelalui berbagaijenis proyek-proyekpembangunandi semuadaerah
pengalihansahamdari perusahaarbesardan sehatkepadakoperasi,kemitraanusahaantar bapakangkatdan anakangkat,dan kredit|

usaha kecil olah perbankan".

Rapat Paripurna ke
1/1/1991-1992

Jum'at, 16 Agustus
1991

Suara Jela
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219 |Rapat Paripurna ke 2/1/1991-1992 Volume 1 Rapat Paripurna ke Jum'at, 16 Agustus Suara Jela
Side A: Pidato Menteri TenagaKerja dalam PembicaraanTingkat! RUU TentangJaminanSosialTenagaKerja (Jamsostek).RUUini|  2/1/1991-1992 1991
diharapkandapat memenuhi kebutuhan pembangunanjangka panjang tahap Il, yaitu menciptakansatu hubunganindustrial yanc
kondusifterhadap pembangunanPerlindungardan jaminankesejahteraartenagakerjaini diberikankepadamerekapadawaktu sakit,
mengelami kecelakaan, menderita cacat, mencapai hari tua, dan meninggal dunia.

Side B: Pembahasarpenetapan keanggotaankomisi-komisiBURTdan BKSAPTahun Sidang1991/1992. Pembacaandaftar nama
keanggotaarkomisil-Vlloleh KepalaBiro Persidangansedangkarpembacaardaftar namakeanggotaarkomisi8-10 dan komisi APBN
oleh Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan.

220 |Rapat Paripurna ke 2/1/1991-1992 Volume 2 Rapat Paripurna ke Kamis, 22 Agustus| Suara Jela
SideA: KepalaBiro PersidangammembacakarKeanggotaamkkomisi VIl dan VI BURTdan BKSARIleh KepalaBiro Persidangarmdan komis|  2/1/1991-1992 1991
VIl s/d komisi X oleh Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan.

SideB: Ketua Sidangmengumumkanjumlah anggotasidangyang hadir tercatat 308 orang dari 409 orang anggota.Acarapemilihar
pimpinan komisi-komisi BURT dan BKSAP akan diselenggarakan pada hari Jum'at, 23 Agustus 1991, jam 08.30.

221 |Rapat Paripurna ke 3/1/1991-1992 Volume 1 Rapat Paripurna k¢ Kamis, 22 Agustus| Suara Jela

SideA: (opening)lbu Sulastrilmran Arsyadmemimpinlagu IndonesiaRaya.Pidato KetuaMPR/DPRRI dalamrangkamemperingatiHari| ~ 3/1/1991-1992 1991
UlangTahunMPR/DPRRIke-46,padatanggal29 Agustus KetuaMPR/DPRnenyampaikarsejarahberdirinyalembagaMPR/DPRRIserta
membahagperanpentinglembagaini dalammeningkatkamrmekanismepembahasarRAPBNagarsecarakualitasperanDPRdidalamhak
budget nanti tampak.
SideB: KetuaMPR/DPR;dalamkurun4 tahun, lembagaini melaksanakatugas&fungsinyalenganbaik, sehinggebanyakkemajuanyang
telah dicapai. Namun, masih ada satu pekerjaanrumah bagi DPR,yakni upaya penangananpembangunanhukum yang lebih serius
karenapembangunarhukummerupakanbagiandari pembangunarpolitik di dalamsuatumasyarakatyangtatanankehidupannyéertib
dan teratur".

222 |Rapat Paripurna ke 3/1/1991-1992 Volume 2 Rapat Paripurna k¢ Kamis, 29 Agustus| Suara Jela
SideA: (1). Pembacaanloa penutupdalamrangkamemperingatHUTMPR/DPRRIke-46;(2). Acararamahtamahparaanggotadewandi|  3/1/1991-1992 1991
Plaza Graha Karana, dengan diwakili oleh Bapak Ketua DR/MPR RI.

Side BTidak Ada Suara
223 |Rapat Paripurna ke 4/1/1991-1992 Volume 1 Rapat Paripurna ke Kamis, 29 Agustus| Suara Jela

Side A: Pembicaraan Tingkat Il Pemandangan umum Para Anggota atas RUU Tentang Perumahan dan Permukiman. Ir. Budi |
FraksiKaryaPembangunaifFKPperpendapathahwaunsurpengawasarman Permukimarperlu secargjelasdiatur didalamRUUini. RUU
ini diharapkantidak hanya memberikandasar hukum bagi kegiatanperumahandan Permukiman,tetapi justru dapat menyelesaika|
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang ini.

SideB: Sdr.Komaruddindari FraksiABRberpendapatPasal® RUUTentangPerumahardan Permukimarini lebih lanjut dijabarkanpada
PeraturanPemerintah sebagaimanaercantumdalamPasal0 ayat5 agardiperhatikanhal-halseperti:(1). PadaDasarnyeBadanUsahg
Swasta cenderung lebih menekankanpada keuntungan; (2). Penggunaantanah pada kawasansiap bangun agar dibatasi sesua
kebutuhannya;(3). Bahwa kepemilikantanah tersedia juga bagi masyarakatberpenghasilarrendah; (4). Bahwa penentuan kavling
perumahan agar ditata secara proporsional.

4/1/1991-1992

1991
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224

Rapat Paripurna ke 4/1/1991-1992 Volume 2

SideA: Ibu ZaelinarUtomo dari FraksiPersatuanPembangunanFPP)sepakatbahwa perkampungankumuh (terutama di kota-kota
besar)harusdiremajakan,agartercipta lingkunganPermukimanyangsehat,nyaman,dan serasi.FPRugamelihat pentingnyaRUUTatg
Ruang dan Tata Guna Tanah yang harus diajukan terlebih dahulu atau bersamaan waktunya dengan RUU Perumahan dan Pe
SideB: Sdr. TengkuDahmanMusir, SH.,dari FraksiDemokrasilndonesia(FPDI)sependapatdenganpidato ketua DPRRI tanggal 16
Agustusl991,yangmengatakamroblematikayangseringdijumai di bidanghukumyaknibanyaknyaindang-undangangditindaklanjuti
dengan peraturan-peraturanpelaksanaannyal-PDljuga menjelaskanpada pasal 14 yang dikatakanbahwa sengketayang berkaitar
denganpemilikandan pemanfaatantanah atau sengketalainnyadiselesaikardenganperadilanumum sesuaiperaturan perundangan
undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna ke
4/1/1991-1992

Senin, 2 Septembe
1991

Suara Jela

225

Rapat Paripurna ke 4/1/1991-1992 Volume 3

SideA: Sdr. TengkuDahmanMusir, SH.,dari FPDImengusulkaragar pengaturantentang ganti rugi tanah yangterkena kawasansiap
bangun harus diatur dalam RUUini. Pasall ayat 8 menjelaskanbahwa kawasansiap bangun dipersiapkanuntuk pembangunal
perumahan dan permukiman, jadi bukan untuk kepentingan umum seperti jalan.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
4/1/1991-1992

Senin, 2 Septembe
1991

Suara Jela

226

Rapat Paripurna ke 5/1/1991-1992 Volume 1

SideA: PembicaraarTingkatll, Pemandangatymum ParaAnggotaatas 4 RUUdi bidangkeuangan,yakni RUUPerbankan RUUDane
PensiunRUUPerasuransiarRUUPerubaharatasUUNo. 7 tahun 1983 TentangPajakPenghasilanDrs. MaskaRidwandari FraksiKaryg
Pembangunan(FKP) memandangPengajuanRUUdi bidang Keuangan&Perbankasangattepat dalam upaya meletakkankerangkg
landasaryangkuat untuk memasukiawaltahaptinggallandas.FKRmeyarankaragarterdapat bankkhususyangmempunyaimisi khusug
yang menangani pembinaan terhadap golongan ekonomi lemah/Koperasi (baik secara pendanaan maupun pembinaan manaje
SideB: Drs. MaskaRidwan(FKPYerpendapatbahwa, "RUUPerbankarnperlu dilengkapidenganfungsi Banksebagaipemberibantuan
teknis, mencaripeluangbisnis,penyebarpeta bisnis(terutamagolonganekonomilemah)". Dengandiserahkanny&RUUini menjadiUU,
maka UU No. 14 Tahun 1967 tidak berlaku lagi.

Rapat Paripurna ke
5/1/1991-1992

Senin, 2 Septembe
1991

Suara Jela

227

Rapat Paripurna ke 5/1/1991-1992 Volume 2

SideA: M. PasaribuS.H (FraksiABRIberpendapathahwa,"RUUBIdangKeuangardan Perbankarini harusdapatmenjadisatupedomar
dan penuntun yang mampu mendorongterwujudnya tujuan pembangunarekonomiyangberpedomanpada wawasannusantaradan
ketahanan nasional serta mampu mengantisipasi arus globalisasi yang melanda dunia”.

SideB: M. Pasaribu(FraksiABRI)berpendapat,"untuk tarif pajak perlu diadakanperubahandari 3 lapis menjadi4 lapis, dengantarif
terendah5%dan tertinggi 40%.Sedangkatapisanpenghasilarkenapajak ditingkatkandan pengaturannyamelalui KeputusarVienteri,

dengan memperhatikan kesadaran dan keadilan.

Rapat Paripurna ke
5/1/1991-1992

Selasa, 3 Septembg
1991

Suara Jela
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228

Rapat Paripurna ke 5/1/1991-1992 Volume 3

SideA: Drs. Ali Sofwandari FraksiPersatuanPembangunar{FPP) mengharapkaragar BankPembangunarRakyat(BPR)dapat terus
didoronguntuk menjadilebih besardan berkembangbaik. FPPjuga mengusulkaragar bank dibagi menjadi3 jenis yakni BankUmum,
BankKhususdan BankEksPemerintahyangberfungsisebagaiBankPembangunanMenanggapBankAsing,FPPberpendapatUndang
undang yang lama lebih tagas dan jelas.

SideB: AbersonMarley Sialuhudari FraksiPartai Demokrasilndonesia(FPDIberpendapat,"'Dalam RUUPerbankan penyalurandana
yang dilakukan oleh Perbankanharus diatur secaratransparan, sehinggamasyarakatdapat mengetahuiresiko penyaluran dana
tersebut". FPDImengharapkaragar penyempurnaarJuU TentangPerbankarini jugadapat memberikanlandasarhukumyangkuat bagi
pelaksanaan sistem pembinaan dan pengawasan (baik fungsional atau dari masyarakat atas penyelenggaraan Perbankan Nas

Rapat Paripurna ke
5/1/1991-1992

Selasa, 3 Septembe
1991

Suara Jela

229

Rapat Paripurna ke 5/1/1991-1992 Volume 4

Side A: AbersonMarley Sialuhu(FPDIl)berpendapatdari ke-7 jenis usahaperasuransianitu, masih perlu ditambah satu lagi usahe
perasuransiaryaitu "ke-agen-arasuransi'.Halini mengingatjika broker asuransimewakilikepentinganmasyarakapembelisaja,maks
sebaliknya agen asuransi mewakili kepentingan perusahaan asuransi (asuradur).

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
5/1/1991-1992

Selasa, 3 Septembg
1991

Suara Jela

230

Rapat Paripurna ke 6/1/1991-1992 Volume 1

SideA: Laporanhasil kunjungankerja komisi-komisidalam resesmasapersidangarke-IVtahun 1990/1991.H.M. Nikmat Rahmatullal
BCHK(juru bicara Komisi V) dalam laporan hasil kunjungantim ke Irian Jayamengungkapkartentang masalahperhubungandan|
transportasi(baikdarat, laut, maupunudara)di Irian Jayayangmasihkurangmemadai.Selainitu juga permasalahamli bidangPekerjaal
Umum yang meliputi bidang pengairan, bidang Bina Marga, dan Pembangunan Cipta Karya.

SideB: (1). Laporanhasilkunjungankerja komisi VI ke DaerahDKlJakartaLampungD.l. Aceh,dan SumateraUtara, tentang krisisPLT/
di Asahan StudikhususpelayananPLNdi desa-desderpencil, dan bidangketenagakerjaami Jakarta.(2). B.N.Marbun, SHmelaporkar
pelaksanaarkunjungankerja Komisil di daerahpemilihanmasing-masinglan secaratim ke propinsidaerahTingkatl SulawesiTengal
(14-20 Juli 1991).

Rapat Paripurna ke
6/1/1991-1992

Selasa, 3 Septembg
1991

Suara Jela

231

Rapat Paripurna ke 6/1/1991-1992 Volume 2

Side A: Drs. Asful Anwar (Komisill): Laporanhasil kunjungankerja Tim Komisill ke PropinsiDaerahTk | KalimantanSelatandan
kunjungan kerja perseoranganke daerah pemilihan dan pembinaan masing-masingMateri yag dibahas meliputi laporan bidang
pemerintahanumum danotonomi daerah(3 masalah)bidangpembangunardaerah(2 masalah)bidangpertanahan(2 masalah)bidang
aparatur negara (3 masalah), bidang sosial-politik (2 masalah), dan bidang lain-lain (4 masalah).

SideB: Moh. YusufHusein(Komisilll) membacakaraporan hasil kunjungankerja Komisilll ke PropinsiDaerahTk | KalimantanTimur
padamasareseslV Tahun1990/1991yangdipimpin S.Suhardi,SH.(wakil ketua komisi)dengananggotal 0 orang.Laporanmeliputi hal-
hal prioritas yangperlu mendapatperhatiankhususdr pemerintahseperti bidangkehakimandan masalahkorupsi,hasilkunjungankerjal

perorangan maupun tim Komisi Il ke Propinsi Kalimantan Timur.

Rapat Paripurna ke
6/1/1991-1992

Rabu, 4 Septembel
1991

Suara Jela
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232

Rapat Paripurna ke 6/1/1991-1992 Volume 3

SideA: H.M. Ali Srilndrajaya(KomisilV) membacakaraporanhasilkunjungankerja Komisilll ke PropinsiDaerahTk| SulawesUtara,
yangdipimpin H. AsfuriPurwosasmitadengananggotal? orang.Kunjungarainyayaknisatutim komisilV ke PropinsiSumateraSelatar
yangdipimpin H. Imam Kormendengananggotal2 orang.Kunjungarkerjayangdilakukantanggal9-13Juli1991ini membahagmasalat
bidang pertanian, perkebunan,kehutanan,tanamanindustri, dan sektor transmigrasi.Objek kunjungankerja meliputi daerah-daeral
yang berada di lingkup Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan Departemen Transmigrasi.

SideB: H.M. Ali Srilndrajaya(KomisilV) menyarankaragarparatransmigrandi SulawesUtara perlu dilakukanpembinaanpeningkatar
keterampilan, mempersiapkan dan memprogramkan transmigran swakarsa. Sedangkan di Sumatera Selatan telah disediakan
pemukimanpara transmigranseluas1.287.000Ha. Hinggasaat ini jumlah transmigransebesar216.484KK atau 902.957 jiwa yanc
tersebar di 8 kabupaten 549 UPT.

Rapat Paripurna ke
6/1/1991-1992

Rabu, 4 Septembel
1991

Suara Jela

233

Rapat Paripurna ke 6 Ljt/I/1991-1992 Volume 1

Side A: Rapat paripurna dengan agenda membahashasil kunjungankerja komsi-komisiselamamasa reses persidanganlV Tahur
1990/1991.Dr. M.P. PasaribuKomisiVIIl),melaporkanhasilkunjungankerja peroranganmaupuntim ke PropinsiKalimantanTimur dari
tanggal 8-12 Juli 1991, dengan pembahasan bidang kesehatan, bidang sosial, serta bidang urusan peranan wanita (PKK).
SideB: Sulasiimran Arsyad(KomisilX) melaporakarhasilkunjungankerja KomisilX Tim dan peroranganke PropinsiLampungLaporar
meliputi bidang pendidikandan kebudayaanpidangpembinaangenerasimuda dan olahraga,serta bidangagama.Masalahlain yakni
evaluasiCBSACaraBelajarSiswaAktif) yangmeliputi gerakanpendekatanCBSAe segenapajaranpendidikandi Lampungyangperlu
disebarluaskan.

Rapat Paripurna ke
Ljt/1/1991-1992

Rabu, 4 Septembel
1991

Suara Jela

234

Rapat Paripurna ke 6 Ljt/I/1991-1992 Volume 2

SideA: Drs. Al Sulstya(KomisiX), melaporkanhasilkunjungankerjatim dan peroranganke PropinsiTimor-Timor.Bahasaraporanini
meliputi: (1). Bidangperencanaarpembangunardi PropinsiTimor-Timor,JawaTengah,dan NusaTenggaralimur; (2). Kependuduka|
dan lingkunganhidup di JawaBarat, JawaTengah,dan KalimantanTimur (khususnygprosespelestarianhutan); (3). Bidangriset dan
teknologi di Propinsi Timor-Timor,NTT, dan kalimantan Timur; (4). Masalah penunjang seperti pembangunankantor dan sarane
transportasi yang masih minim.

SideB: Nur SiswadiPS(KomisiAPBN)melaporkanhasilkunjungankerja tim maupunperoranganyangterdiri dari semuaunsurfraksike
PropinsiDaerahTk| SulawesiTengahpadatanggal4-9 Agustus1991sertakunjungankerjake daerahtransmigrasidi PropinsiKalimantalr
Timur tanggal 15-18 Juli 1991. Bidang yang dibahas meliputi keadaandaerah, keuangandaerah keuangannegara, moneter dan
perkreditan, neraca pembayaran, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan.

Rapat Paripurna ke
Ljt/1/1991-1992

Kamis, 5 Septembe
1991

Suara Jela

235

Rapat Paripurna ke 6 Ljt/1/1991-1992, Volume 3

SideA: Murdono (KomisiVIl), melaporkankunjungankerja KomisiVll DPR-Rke DaerahTk | PropinsiSumateraBarat padaresesmasg
persidanganlV tahun 1990/1991, tanggal 8-13 Juli 1991, dengan bahasanmengenaikondisi wilayah, keuangandan perbankan
perdagangan, Koperasi, Bulog, dll.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
Ljt/1/1991-1992

Kamis, 5 Septembe
1991

Suara Jela
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236

Rapat Paripurna ke 7/1/1991-1992 Volume 1

SideA: KetuaSidangmemimpinsidangdenganmata acara:(1). Pembicaraamingkatll tentang jawabanpemerintahatas4 RUUBIdan
Keuangaryangmeliputi RUUTentangPerbankanRUUTentangDanaPensiunRUUTentangPerasuransiarRUUTentangPerubaharatas
UU Nomor 7 Tahun1982 TentangPajakPenghasilalyangdisampaikaroleh Menteri KeuanganProf. Dr. JB.Sumarlin;(2). Pembicaraa
Tingkatll tentang Pemandangatymum ParaAnggotaatasRUUJaminanSosiall enagaKerja(Jamsostek)yangdipimpin oleh wakil ketua
Koor in Bank, Sdr. Sukardi.

SideB: Menteri KeuangarProf. Dr. JB.Sumarlinmemberikanjawabanataspertanyaandari 4 Fraksitentang RUUPerbankanDariFraks
KaryaPembangunarfFKP)dan FPDIuntuk hal yangberkaitandengantindak pidanapembocoranrahasiabank oleh pihak di luar bank
dan mengenaicek kosong.Jawabarataspertanyaandari FPPtentangtugaspokok Bankindonesiayangbertaliandenganrencanakredit
dan pemantapan tingkat suku bunga.

Rapat Paripurna ke
7/1/1991-1992

Kamis, 5 Septembe
1991

Suara Jela

237

Rapat Paripurna ke 7/1/1991-1992, Volume 2

SideA: Menteri KeuangarProf. Dr. JB.Sumarlinmemberikanjawabanataspertanyaandari 4 Fraksitentangtentang RUUPerasuransial
Dari FPDITentangpenyelenggaraaprogramasuransisosial,dari FraksiABRItentang pembinaandan pengawasarasuransidari FPDI
FPP, dan Fraksi ABRI tentang masalah perlindungan kepada tertanggung bila perusahaan asuransi bangkrut.

SideB: Menteri KeuangarProf. Dr. JB.Sumarlinmemberikanjawabanatas pertanyaandari 4 Fraksitentang RUUDanaPensiunserta
jawaban tentang RUU Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Rapat Paripurna ke
7/1/1991-1992

Senin, 9 Septembe
1991

Suara Jela

238

Rapat Paripurna ke 7/1/1991-1992, Volume 3

SideA: Menteri KeuangarProf. Dr. JB.Sumarlinmemberikanjawabanatas pertanyaandari 4 Fraksitentang RUUDanaPensiunserta
jawaban tentang RUU Perubahanatas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanKetua Sidang:membacakanurutan
pembicara, dalam penyampaian pemandangan umum para anggota atas RUU Jamsostek.

SideB: SukarnoDarmoSukarto(FKP)DalamRUUJamsosteki-KPmenyarankaragarperanpengusahalantenagakerja dijabarkanlebih
khusus dalam program jamsostek.

Rapat Paripurna ke
7/1/1991-1992

Senin, 9 Septembe
1991

Suara Jela

239

Rapat Paripurna ke 7/1/1991-1992, Volume 4

SideA: Harsono(FraksiABRI):Dalam RUUJamsostekFraksiABRImengharapkarpemerintah memberikanpenjelasantentang sejaul
mana kaitan antara program jamsostekdalam pembangunanekonomi nasional. FraksiABRIjuga belum melihat adanyabutir yang
menggambarkan tentang peranan dana jamsostek sebagai salah satu sumber pembangunan nasional.

SideB: YusufAnwar Ghofar (FPP)FPPmengharapkaragarbunyi, isi, dan maksudRUUini janganlahmemberi peluanguntuk dijadikar
alat penghambatpelaksanaajaminansosialtenagakerja. FPHuga berharapsetelahRUUini disahkanmenjadiUndang-undangseger:
dilahirkan UU Jaminan Sosial bagi kaum tani dan nelayan.

Rapat Paripurna ke
7/1/1991-1992

Senin, 9 Septembe
1991

Suara Jela

240

Rapat Paripurna ke 7/1/1991-1992, Volume 5

SideA: BudiHarjono(FPDI)FPDmemberikantanggapartentang ruanglingkupRUUJamsostek/angmeliputi jaminankecelakaarkerja,
jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
7/1/1991-1992

Senin, 9 Septembe
1991

Suara Jela

241

Side A : PembukaanRapat Paripurna ke 8/1/1991-1992, yang dilanjutkan dengan PembicaraanTk Il JawabanPemerintah atas
pemandangarumum para anggotamengenaiRUUPerumahandan Pemukiman:Menteri NegaraPerumahanRakyat,untuk kemudiar,
dilakukan jawaban terhadap pemandangan umum dari FKP dan F-ABRI

SideB: Lanjutanjawabanterhadappemandangarumum dari F-ABRuntuk kemudiandilakukanjawabanpemerintahatastanggapardari

fraksi-fraksi yang dilakukan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat

Rapat Paripurna ke
8/1/1991-1992

Senin, 9 Septembe
1991

Suara Jela
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242 |SideA : Jawabarmpemerintahatastanggapandari fraksi-fraksiyangdilakukanoleh Menteri NegaraPerumaharRakyat(lanjutan),yanc| Rapat Paripurna kg 13 September 1991 Suara Jela
kemudian dilakukan penutupan Rapat Paripurna ke 8 Masa Sidang ke | Tahun 1991-1992 8/1/1991-1992
Side B : Tidak Ada Suara

243 |SideA : PembukaarRapatParipurnake 9 Masa Sidangke | Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganPembicaraarTk | Keterangal| Rapat Paripurna kg 13 September 1991 Suara Jela
Pemerintah atas RUU tentang Benda Cagar Budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 8/1/1991-1992
SideB : PembicaraanTk | KeteranganPemerintahatas RUUtentang Benda CagarBudayaoleh Menteri Pendidikandan Kebudayaa
(lanjutan) yang dilanjutkan dengan Pembicaraan Tk | Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Perfilman oleh Menteri Penerg

244 |SideA : PembicaraanTk | KeteranganPemerintahatas RUUtentang Perfilmanoleh Menteri Penerangan(lanjutan) yang dilanjutkar| Rapat Paripurna ke Suara Jela
dengan Pembicaraan Tk | Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Keimigrasian oleh Menteri Kehakiman 9/1/1991-1992
SideB : PembicaraarnTk | KeteranganPemerintahatas RUUtentang Keimigrasiaroleh Menteri Kehakiman(lanjutan) dan dilanjutkar
dengan laporan BKSAP tentang kunjungan delegasi DPR RI ke Konferensi Anggota Parlemen se ASEAN di Thailand

245 (SideA : LaporanBKSARentang kunjungandelegasiDPRRI ke KonferensiAnggotaParlemense ASEANIi Thailand(lanjutan) untuk| Rapat Paripurna ke 16 September 1991 Suara Jela
kemudian dilanjutkan dengan penutupan Rapat Paripurna ke 9 Masa Sidang ke | Tahun 1991-1992 9/1/1991-1992
Side B : Tidak Ada Suara

246 |SideA: PembukaarRapatParipurnake 10 MasaSidangke | Tahun1991-1992angdilanjutkandenganLaporanKomisil mengenaihasi| Rapat Paripurna ke 16 September 1991 Suara Jela
pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993, 9/1/1991-1992
SideB : LaporanKomisil mengenaihasil pembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNI'A 1992-1993(lanjutan), dilanjutkandengar
LaporanKomisill mengenaihasil pembicaraarpendahuluanpenyusunarRAPBNIA1992-1993 dan LaporanKomisilll mengenaihasil
pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993

247 |SideA : LaporanKomisilll mengenaihasilpembicaraarpendahuluanpenyusunarRAPBNITA1992-1993(lanjutan), dan LaporanKomis| Rapat Paripurna kel Rapat Paripurna ke Suara Jela
IV mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 10/1/1991-1992 10/1/91-92 |
SideB: LaporanKomisilV mengenaihasilpembicaraarpendahuluanpenyusunarRAPBNTA1992-1993(lanjutan)dan LaporanKomisiV|
mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993

248 |SideA : LaporanKomisiV mengenaihasil pembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA 1992-1993(lanjutan) untuk kemudiar| Rapat Paripurna ke 19 Juni 1991 Suara Jela
dilakukan skorsing sidang 10/1/1991-1992
Side B : Tidak Ada Suara

249 |SideA : PembukaarRapatParipurnake 10 lanjutan Masa Sidangke | Tahun1991-1992yangdilanjutkan denganLaporanKomisiVIl| Rapat Paripurna ke 19 Juni 1991 Suara Jela
mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 10/Ljt/1/1991-1992
SideB : LaporanKomisiVIl mengenaihasil pembicaraarpendahuluanpenyusunarRAPBNTI'A 1992-1993(lanjutan) dilanjutkandengar
LaporanKomisiVIlIl mengenaihasilpembicaraarpendahuluanpenyusunarRAPBNTA1992-1993dan LaporanKomisilX mengenaihasil
pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993

250 |SideA : LaporanKomisilX mengenaihasil pembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTIA 1992-1993(lanjutan), dan dilanjutkar| Rapat Paripurna ke 24 September 1991 Suara Jela
dengan Laporan Komisi X mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 10/Ljt/11/11991-1992
Side B : Laporan Komisi X mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 1992-1993 (lanjutan)

251 |SideA : LaporanKomisi X mengenaihasil pembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA 1992-1993(lanjutan) yang kemudiar| Rapat Paripurna ke 24 September 1991 Suara Jela

dilanjutkan denganLaporanKomisiVl mengenaihasil pembicaraanpendahuluanpenyusunanRAPBNTA 1992-1993untuk kemudiar
dilakukan penutupan Rapat Paripurna ke 10 Masa Sidang ke | Tahun 1991-1992
Side B : Tidak Ada Suara

10/Ljt//1/1991-1992
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252 |SideA : PembukaanRapatParipurnaKe- 11 Masa Sidangke | Tahun1991-1992yang dilanjutkan denganacaraPembacaarAmanaj Rapat Paripurna ke Suara Jela
Presiderntentang RUUpembentukanKotamadyaDati [l DenpasarRUUPenataarRuang RUUKarantinalkanHewandan TumbuhanRUU  11/1/1991-1992
Kesehatandan Merk, kemudian PembentukanPanitia KhususRUU bidang Keuangan;RUU Perbankan,RUU Dana Pensiun, RUU
Perasuransiarjan RUUPajakPenghasilanPembentukarPanitiaKhususRUUtentang Perumahardan PemukimanPembentukarPanitie
KhususRUUtentang JaminanSosialTenagaKerja,untuk kemudiandilanjutkandenganLaporanBKSARentang hasil kunjungandelegas
DPR RI ke Liga Parlemen negara-negara Pasifik di Singapura
SideB : LaporanBKSARentang hasil kunjungandelegasiDPRRI ke LigaParlemennegara-negardasifikdi Singapura(lanjutan) yang
kemudian dilanjutkan dengan penutupan Rapat Paripurna Ke- 11 Masa Sidang ke | Tahun 1991-1992

253 |Side A : PembukaanRapat Paripurnake-12 Masa Sidangke | Tahun 1991-1992yang dilanjutkan dengan Laporan BKSARentang| Rapat Paripurna kg 11 Oktober 1991 | Suara Jela
kunjungan delegasi DPR RI sebagai penasehat delegasi Rl ke Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Gerakan Non Blok ke 1|  12/1/1991-1992
SideB : LaporanBKSARentang kunjungandelegasiDPRRI sebagaipenasehatdelegasiRIl ke KonferensiTingkatMenteri Luar Neger
GerakanNon Blok ke 10 di Ghana(lanjutan), yang dilanjutkan denganagendaPenetapandan pembacaannama-namacalon Hakin
Agung,PenetapanBadanPengawaXeuangardan Pembangunar{BPKP)dan Pidato penutupanmasapersidangan Tahun1991-199:
oleh Wakil Ketua Korinbang

254 |Side A : Pidato penutupan masapersidanganl Tahun1991-1992oleh Wakil Ketua Korinbang(lanjutan) untuk kemudiandilakukar| Rapat Paripurna kef 12 Oktober 1991 | Suara Jela
penutupan sidang oleh Ketua Sidang 12/1/1991-1992
Side B : Tidak Ada Suara

255 |SideA : PembukaarRapatParipurnake-13MasaSidangke Il Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganpidato pembukaanoleh Ketugl Rapat Paripurna kel 12 Oktober 1991 | Suara Jela
Sidang 13/1/1991-1992
Side B : Pidato pembukaan oleh Ketua Sidang (lanjutan)

256 |SideA : PembukaarRapatParipurnaKe-14MasaSidangKe Il Tahun1991-1992untuk kemudiandilanjutkandenganPembicaraanTk || Rapat Paripurna kef 04 November 1991 Suara Jela
Keterangan Pemerintah atas RUU tentang merk oleh Menteri Kehakiman 14/1/1991-1992
Side B : PembicaraanTk | KeteranganPemerintah atas RUU tentang merk oleh Menteri Kehakiman(lanjutan) yang dilanjutkar
Pembicaraan Tk | Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pembentukan Kotamadya Dati || Denpasar oleh Menteri Dalam N

257 |SideA : PembicaraarTk | KeteranganPemerintahatas RUUtentang PembentukanKotamadyaDati || Denpasaroleh Menteri Dalan{ Rapat Paripurna kef 07 November 1991 Suara Jela
Negeri (lanjutan) dan dilanjutkan dengan PembicaraariTk | KeteranganPemerintahatas RUUtentang PenataanRuangoleh Menteri|  14/1/1991-1992
Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup
SideB: Pembicaraak| KeterangarPemerintahatasRUUtentang PenataarRuangoleh Menteri NegaraKependudukaman Lingkunga
Hidup (lanjutan) dan Pembicaraan Tk | Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Kesehatan oleh Menteri Kesehatan

258 |Side A : Pembicaraan Tk | Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Kesehatan oleh Menteri Kesehatan (lanjutan) Rapat Paripurna ke 07 November 1991 Suara Jela
SideB : Pembicaraarmk| KeterangarPemerintahatas RUUtentang KarantinaHewanlkan dan Tumbuhandan RUUBudidayaTanamai|  14/11/1991-1992
oleh Menteri Pertanian

259 |SideA : Pembicaraarrk | KeterangarPemerintahatas RUUtentang KarantinaHewanlkan dan Tumbuhandan RUUBudidayaTanamall Rapat Paripurna kef 07 November 1991 Suara Jela

oleh Menteri Pertanian (lanjutan) untuk kemudian dilakukan penutupan Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang Ke Il Tahun 1991
Side B : Tidak Ada Suara

14/11/1991-1992
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260 |SideA: PembukaarRapatParipurnake-15MasaSidang<ell Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganagendalaporankunjungarkerja| Rapat Paripurna kg 07 November 1991 Suara Jela
KomisilV DPRRIke PropinsiDaerahistimewaYogyakartaJawaTengahdan NusaTenggaraBarat,dan LaporankunjungarkerjaKomisiv| 15/11/1991-1992
DPR RI ke Propinsi Dati | Bengkulu dan Propinsi Dati | Lampung
SideB : Laporankunjungankerja KomisiV DPRRI ke PropinsiDati | Bengkuludan PropinsiDati | Lampung(lanjutan) yangdilanjutkar
dengan Laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Propinsi Dati | Irian Jaya dan Propinsi Dati | Sulawesi Selatan

261 |SideA: Laporankunjungankerja KomisiVI DPRRIke PropinsiDati | Irian Jayadan PropinsiDati | SulawesBelatan(lanjutan)danLaporar Rapat Paripurna kel 18 November 1991 Suara Jela
kunjungan kerja Komisi | DPR RI ke Propinsi Dati | Kalimantan Barat 15/11/1991-1992
SideB: LaporarkunjungankerjaKomisil DPRRIke PropinsiDati| KalimantarBarat(lanjutan)dan Laporarkunjungankerja Komisill DPF
RI ke Propinsi Dati | Sulawesi Selatan dan Propinsi Dati | Sulawesi Tenggara

262 |SideA: Laporankunjungankerja Komisill DPRRIke PropinsiDati | SulawesBelatandan PropinsiDati| SulawesiTenggarglanjutan)dan| Rapat Paripurna kg 18 November 1991 Suara Jela
Laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 15/11/1991-1992
SideB : Laporankunjungankerja KomisilX DPRRI ke PropinsiDaerahlstimewaY ogyakartglanjutan) yangdilanjutkandenganskorsing
sidang oleh Ketua Sidang

263 |SideA : PembukaarRapatParipurnake-13lanjutan Masa Sidangke Il Tahun1991-1992yang dilanjutkandenganLaporankunjungar| Rapat Paripurna kel 18 November 1991 Suara Jela
kerja Komisi VII DPR RI ke Propinsi Dati Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Dati | Bali 15/11/1991-1992
SideB: Laporankunjungankerja KomisiVIlIDPRRIke PropinsiDati | NusaTenggaralimurdan Laporankunjungankerja Komisilll DPRRI
ke Propinsi Dati | Jawa Timur

264 |SideA : Laporankunjungankerja Komisilll DPRRIke PropinsiDati | JawaTimur (lanjutan)dan Laporankunjungankerja KomisiX DPRRI| Rapat Paripurna kel 19 November 1991 Suara Jela
ke PropinsiDati| ke SulawesBelatandan Laporanpeninjauanke BUMNindustri strategissepertiPTPAL |PTN KrakatauSteel,Puslitban 15/11/1991-1992
PU dan pelabuhan Tanjung Priuk
SideB : Laporankunjungankerja Komisi X DPRRI ke PropinsiDati | ke SulawesiSelatandan Laporanpeninjauanke BUMN industri
strategis (lanjutan) yang dilanjutkan dengan Laporan kunjungan kerja Komisi APBN DPR RI ke Propinsi Daerah Istimewa Yogj;

265 |SideA : Laporankunjungankerja KomisiAPBNDPRRI ke PropinsiDaerahlstimewa Yogjakarta(lanjutan) yang kemudiandilakukar| Rapat Paripurna kel 19 November 1991 Suara Jela
penutupan Rapat Paripurna Ke-15 Masa Sidang Ke Il Tahun 1991-1992 15/11/1991-1992
Side B : Tidak Ada Suara

266 |SideA : PembukaarRapatParipurnaKe-16MasaSidangKe Il Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganPembacaarmmanatPresidell Rapat Paripurna kel 19 November 1991 Suara Jela
mengenaiRUUtentang perkembangarKependudukardan KeluargaSejahtera,dan PembicaraanTk Il Pemandangatymumdari Fraks|  16/11/1991-1992
Karya Pembangunan atas RUU tentang Benda Cagar Budaya
Side B : PembicaraanTk Il PemandangariJmum dari FraksiABRlatas RUUtentang Benda CagarBudaya,dan PembicaraanTk Il
Pemandangan Umum dari Fraksi Persatuan Pembangunan atas RUU tentang Benda Cagar Budaya

267 |SideA : Pembicaraarmk Il Pemandangatymumdari FraksiPersatuanPembangunaratas RUUtentang BendaCagarBudaya(lanjutan)] Rapat Paripurna ke 25 November 1991 Suara Jela
dan Pembicaraan Tk Il Pemandangan Umum dari Fraksi PDI atas RUU tentang Benda Cagar Budaya 16/11/1991-1992
SideB: Pembicaraai kil Pemandangatumumdari FraksiPDlatasRUUtentangBendaCagamBudaya(lanjutan)yangdilanjutkandengar
penutupan Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidang Ke Il Tahun 1991-1992

268 |SideA: PembukaarRapatParipurnaKe-17MasaSidangKell Tahun1991-1992yangdilanjutkandenganPembicaraak Il Pemandangal Rapat Paripurna ke 25 November 1991 Suara Jela

Umum dari FraksiKaryaPembangunaratas RUUtentang Perfilmandan PembicaraariTk 1| Pemandangatumum dari FraksiABRIatas
RUU tentang Perfilman

Side B : Pembicaraan Tk Il Pemandangan Umum dari Fraksi ABRI atas RUU tentang Perfilman (lanjutan)

17/1/1991-1992
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269 |SideA: Pembicaraamkll Pemandangatumumdari FraksiABRlatasRUUtentang Perfilman(lanjutan)yangdilanjutkanPembicaraamk| Rapat Paripurna kg 26 November 1991 Suara Jela
Il Pemandangan Umum dari Fraksi Persatuan Pembangunan atas RUU tentang Perfilman 17/1/1991-1992
SideB : PembicaraanTk Il Pemandangarmum dari FraksiPersatuanPembangunaratas RUU tentang Perfilman (lanjutan), yang
dilanjutkandenganPembicaraamk | Pemandangatumumdari FraksiPDlatasRUUtentang Perfilman,dan penutupanRapatParipurng
Ke-17 Masa Sidang Ke Il Tahun 1991-1992
269.a|Rapat Paripurna ke 18/11/1991-1992, Kamis, 28 Nopember 1991, Volume 1 Rapat Paripurna ke 28 November 1991 Suara Jela
Side A : Pandanganumum anggota tentang RUU Keimigrasian,dengan Amanat Presiden No. R.21/TU/VIII/1991Tentang RUY 18/11/1991-1992,
Keimigrasian. Pendapat dari FKP oleh Mochamad Roem. Volume 1
SideB : Pendapatdari Subagio SH.(F. ABRI) PadadasarnyaJU tersebut hanyamengaturbagaimanaorangasingdapat masukdandan
menetap di wilayah Indonesia.
269.b [Rapat Paripurna ke 18/11/1991-1992, Kamis, 28 Nopember 1991, Volume 2 Rapat Paripurna kg 28 November 1991 Suara Jela
SideA : Lanjutan,SukardiEffendi, SH: orang asingyangmemiliki izin tinggaltetap di wilayah Indonesiadisampingharus memilikiizin| 18/11/1991-1992,
keimigrasian juga harus mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Volume 2
SideB: TengkuDachmarMunzir, SH(FPDI) - KewenangarPejabatPenyidikPegawaNegeriSipil,-Polrisebagatim penyelidikanyudicial
Sanksi-sanksi perlu diatur oleh UU bukan PP, - Pelaksanaan dan pengawasan PPPNS.
270 |Side A : PembukaanRapat ParipurnaKe-19 Masa SidangKe Il Tahun1991-1992yang dilanjutkan denganagendalLaporanBKSA| Rapat Paripurna kel 29 November 1991 Suara Jela
mengenailaporan studi perbandingankomisi APBNke Jepang,Korea, Thailand,dan Malaysia,untuk kemudiandilakukanpenutupar|  19/11/1991-1992
Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang Ke Il Tahun 1991-1992
Side B : Tidak Ada Suara
271 |SideA : PembukaarRapatParipurnaKe-20Masa SidangKe Il Tahun1991-1992 yangdilanjutkandenganPembicaraarTk Il Jawaball Rapat Paripurna kel 29 November 1991 Suara Jela
Pemerintah RUU tentang Benda Cagar Budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 20/11/21991-1992
Side B : Pembicaraan Tk Il Jawaban Pemerintah RUU tentang Perfilman oleh Menteri Penerangan
272 |Side A : Penutupan Rapat Paripurna ke 20 Masa Sidang ke Il Tahun 1991-1992 oleh Ketua Sidang Rapat Paripurna ke 02 Desember 1991 Suara Jela
Side B : Tidak Ada Suara 20/11/1991-1992
273 |SideA : PembukaarRapatParipurnaKe-21Masa SidangKe Il Tahun1991-1992yangdilanjutkan denganPembicaraarnrk Il Jawabal| Rapat Paripurna ke Suara Jela
Pemerintah RUU tentang Keimigrasian oleh Menteri Kehakiman 21/11/1991-1992
SideB : PembicaraanTk Il JawabanPemerintahRUUtentang Keimigrasiaroleh Menteri Kehakiman(lanjutan) dan dilanjutkandengar
Laporan BKSAP mengenai laporan delegasi DPR RI ke Konferensi IPU di Santiago Chile
274 |Side A : Laporan BKSAP mengenai laporan kunjungan delegasi DPR RI ke ke RRC Rapat Paripurna ke 03 Desember 1991 Suara Jela
SideB: LaporanBKSAPnhengenailaporankunjungandelegasDPRRIke ke RRQlanjutan)yangkemudiandilanjutkandenganpenutupar|  21/11/1991-1992
Rapat Paripurna Ke-21 Masa Sidang Ke Il Tahun 1991-1992
275 |Side A : Tidak Ada Suara Rapat Paripurna ke Suara Jela
Side B : Tidak Ada Suara 21/1/1991-1992
276 |SideA : PembukaarRapatParipurnake 22 Masa SidangKe Il Tahun1991-1992yangdilanjutkan denganacaraPembentukanPanitig Rapat Paripurna kg 03 Desember 1991 Tidak Ada
KhususRUUtentang Perfilman, Pembacaarcalon anggotadan calon anggotapengganti Panitia KhususRUUtentang perfilman oleh|  22/11/1991-1992 Suara

KepalaBiro PersidanganPenyetujuandan pengesaharcalon-calontsb, dan terakhir dilakukanPenutupanRapatParipurnaKe-22Masag
Sidang Ke Il Tahun 1991-1992
Side B : Tidak Ada Suara
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277

SideA : PembukaarRapatParipurnake 23 MasaSidangke Il Tahun1991-1992yangdilakukandenganLaporanPembahasaRUUoleh
KetuaPansusRUUtentang perubahanUU No.7 Tahun1983tentang PajakPenghasilandan PembicaraarnTk IV PengambilarKeputusai
atas RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi Karya Pembangunan

SideB : PembicaraarTk IV PengambilarKeputusanatas RUUtentang perubahanUU No.7 Tahun1983 tentang PajakPenghasilaroleh
FraksiKaryaPembangunarflanjutan),dan PembicaraaTk|V PengambilaiKeputusamatasRUUtentangperubahanUUNo.7 Tahun1983
tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi ABRI

Rapat Paripurna ke
23/11/1991-1992

09 Desember 1991

Suara Jela

278

SideA : Pembicaraarmk IV PengambilarKeputusanatas RUUtentang perubahanUU No.7 Tahun1983 tentang PajakPenghasilaroleh
FraksiABRI(lanjutan) dan PembicaraarTk IV PengambilarkKeputusanatas RUUtentang perubahanUU No.7 Tahun1983tentang Pajak
Penghasilan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan,

SideB : PembicaraarTk IV PengambilarKeputusanatas RUUtentang perubahanUU No.7 Tahun1983 tentang PajakPenghasilaroleh
FraksiPersatuanPembangunarflanjutan)dan PembicaraarTk IV PengambilarKeputusaratas RUUtentang perubahanUU No.7 Tahur|
1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Rapat Paripurna ke
23/11/1991-1992

18 Desember 1991

Suara Jela

279

SideA : Penyetujuandan pengesahanRUUtentang perubahanUU No.7 Tahun1983tentang PajakPenghasilatyangdilanjutkandengar
SambutanMenteri Keuanganatas nama pemerintah atas disyahkannyaRUUtentang perubahanUU No.7 Tahun1983 tentang Pajal
Penghasilan, dan Laporan BKSAP mengenai laporan delegasi DPR RI ke Konferensi IPO di Bangkok

SideB : LaporanBKSARnengenailaporan delegasiDPRRI ke KonferensilPOdi Bangkok(lanjutan), yang dilanjutkan LaporanBKSA
mengenai laporan kunjungan delegasi DPR RI ke Maroko dan Tunisia

Rapat Paripurna ke
23/11/1991-1992

18 Desember 1991

Suara Jela

280

Side A : Laporan BKSAP mengenai laporan kunjungan delegasi DPR RI ke Maroko dan Tunisia (lanjutan)
SideB : LaporanBKSAPnengenailaporankunjungandelegasiDPRRIke Maroko dan Tunisia(lanjutan) dan PenutupanRapatParipurng
Ke-23 Masa Sidang Ke Il Tahun 1991-1992

Rapat Paripurna ke
23/11/1991-1992

18 Desember 1991

Suara Jela

281

Rapat Paripurna ke 24/11/1991-1992 Volume 1

Side A: PembicaraanTingkat IV untuk mengambilkeputusanRancangarndang-UndangRUU)tentang PembentukanDaerahKota
Madya Daerah Tingkat Il Denpasardan Pidato PenutupanMasa Persidangarke-2. Raja Kami SembiringMelilala (Ketua Komisill)
melaporkanjalannyapembahasarRUUyangtelah berlangsungadatanggal20 November1991 denganmusyawarahmufakatbersamg
Fraksi-fraksdenganklasifikasi34 materi. SelanjutnyaDrs. H. AwangFaruklIsak (FraksiKaryaPembangunanperpendapatpemberiar|
Otonomi Daerah Tingkat Il Denpasar adalah tepat dan benar karena lebih mengerti aspirasi rakyatnya.

SideB: Rubiyanto(FraksiABRI)berpendapatbahwa di DaerahOtonom akan dibentuk dewan-dewandaerahyang dapat menciptakatr
stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Rapat Paripurna ke
24/11/1991 - 1992

18 Desember 1991

Suara Jela

282

Rapat Paripurna ke 24/11/1991-1992 Volume 2

Side A: Rubiyanto (FraksiABRI)mengatakansemakinyakin pembentukanKota Madya Il Denpasaryang berdampak positif dalam
mewujudkanstabilitaspolitik, sosial,budaya,pertahanandan keamanan serta berpendapatsecaraumum muatan RUUtersebut sudal|
memuat asas, kesatuan & persatuan, keserasian pusat & daerah.

H. AisyahAmini (FraksiPersatuarPembangunanjnengatakarmenurut observasiingkungandi KotaMadyall Denpasasudahterpenuhi
untuk menjadi Kota Madya.

SideB: H. AisyahAmini, SH(FraksiPersatuanPembangunanperpendapatdalam pembahasarRUUapakahtidak sebaiknyadisebutkar
kapanberlakunyaRUUini, karenatahapan-tahapampemilihanumum telah mulai dilaksanakarpadatahapan6. SelanjutnyaAdi Pranotg
(FraksiDemokrasilndonesia)mengatakanKota Administratif Denpasardiperkirakanresmi menjadi daerah Kota Madya Il padabulan
Februari 1992 dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.

Rapat Paripurna ke
24/11/1991 - 1992

Rapat Paripurna ke
24/11/1991 - 1992

Suara Jela
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283

Rapat Paripurna ke 24/11/1991-1992 Volume 3

SideA: Adi Pranoto(FraksiDemokrasindonesia)oerpendapatBabll Juduldan bataswilayahseyogyanyalitambahdan Ibukota Daerat
Tingkatll Denpasarerkedudukandi Denpasar.Untuk menampungaspirasimasyarakatDenpasar serta meningkatkanhasil gunadan
dayagunadalam rangkapelayananmasyarakatpelaksanaarpembangunardiharapkanUU tentang PembentukanKota Madya Dati 11
Denpasar maka dapat disahkan pada bulan Februari 1992.

SideB: PimpinanDewanmenyampaikarpidato penutupantentang masalahperekenomiansesuaidenganperubahanUndang-undan
Pajak Penghasilan yang diharapkan dapat menampung perkembangan perekenomian nasional.

Rapat Paripurna ke
24/11/1991 - 1992

Kamis, 19 Desembs
1991

Suara Jela

284

Rapat Paripurna ke 25/111/1991 - 1992 Volume 1 - 3

SideA: PenjelasariRancanga\PBNdalamtahun ke-4 Repelitadan PengantaNota KeuanganKetuaDewanberpendapatbahwaprospek
ekonomi Indonesiamasih baik dan memberikanharapan,untuk mencapaipertumbuhanekonomikita harus mencaripeluangdengar
mengatasi kendala yang menghambat produksi dalam negeri seperti kendala dalam birokrasi, infrastruktur, dan SDM.

SideB: Padabulan September1991 dibentuk Tim KoordinasiPengelolaarPinjamanKomersialLuar Negeri (Tim PKLN)yang bertugas
mengelolasebaik-baiknyginjaman komersial Luar Negeri agar tidak membebaniterlalu berat dan dapat memperolehpersyaratal
pinjaman sebanyak-banyaknya.

Rapat Paripurna ke
25/111/2991 - 1992

285

Rapat Paripurna ke 25/111/1991-1992 Volume 2 - 4

SideA: KetuaDewanmembahasperistiwa Dili tanggal12 Nopember1991, KetuaDewanberpendapatperistiwa tersebut menganduni
unsur profokasiyang direncanakanoleh kelompok anti integrasi sehinggaDewan menyesalkarjika ada pihak dari Luar Negeriyang
memanfaatkan untuk mendiskreditkan Indonesia.

Presiden Soeharto mengatakan, telah membentuk Komisi Penyelidik Nasional untuk mengatasi insiden tersebut.

SideB: Soehartomengatakardalampembangunamasionalmembutuhkanbantuandari luar negeriakantetapi kuncinyayaitu menggal
sumber-sumberdalam negeri yang mencakupantara lain upaya sungguh-sungguimeningkatkanpajak, menghapusatau mengurang
subsidi yang tidak mencapai sasaran, dan meningkatkan efisiensi Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rapat Paripurna ke
25/111/1991 - 1992

Senin, 6 Januari 19

)Suara Jela

286

Rapat Paripurna ke 25/111/1991-1992 Volume 5

SideA: Soehartomengatakaruntuk mengentaskamnmasalahkemiskinarhendaknyasetiap PemerintahDaerahTk. Il mengambillangkah
langkahnyata untuk mengentaskarkemiskinanyaitu denganmeningkatkaninpres bantuan dibidang pendidikan& kesehatandengar
dana 22,5 Miliar. BantuanInpres lainnya adalah penghijauan/reboisasiyang melibatkan partisipasimasyarakatpedesaan.Selainitu
peningkatanjalan kabupatenmendapatbantuanyangpaling besar,hal ini karenapentingnyajalan kabupatenbagi pembangunardan
mengembangkan otonomi daerah.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
25/111/1991 - 1992

Senin, 6 Januari 194

)Suara Jela

287

Rapat Paripurna ke 26/111/1991-1992 Volume 1

SideA: PenyampaiaPokok-pokolpikiranKomisiAPBNatasRUUAPBNL992/1993serta Nota Keuangannyaan Pemibacaraaringkat4
PengambilarKeputusanatas RUUtentang UsahaPerasuransianA. Bakri Tri Hadono(KetuaKomisiAPBN)menyampaikarpokok-pokol
pikiran RUU APBN tahun anggaran 1992/1993.

SideB: A. Bakri Tri Hadono menyampaikarkesimpulanbahwa RancangarAPBNTahun Anggaran1992/1993 memenubhipersyaratal
untuk dibahaslebih lanjut karenatelah sesuaidenganRapelitaV. MasukdalamPembicaraaingkat4 pengambilarkeputusanatasRUU
tentang Perasuransian.

Dr. AABaramuli,SH(Panitiakhususidangkeuangan)nenyampaikarposisiasuransdi Indonesiamasihlemahdibandingposisiasurans
dunia dengan total Premi U$ 1 triliun lebih.

Rapat Paripurna ke
26/111/1991 - 1992

Senin, 6 Januari 194

)Suara Jela
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288

Rapat Paripurna ke 26/111/1991-1992 Volume 2

SideA: H. Sanggor(FraksiABRI)menyampaikarbahwa usahaperasuransiarbertujuan untuk memberikanperlindunganperorangan
perusahaan, bangsa dan negara, karena itu masalah perlindungan tertanggung harus diwujudkan secara maximal.

Dra. Hj. UmrahMabhrujoh (FraksiPersatuanPembangunaninengatakanpadatahun 1988 dari 1,2 triliun dolar ASdanayangdihimpun
dari danaPerasuransiamdalah40 % dari Amerika,30 % dari Eropa,27%dari Asia,25%dari Jepang2% negaralainnya,dan Indonesie
0.06%.

SideB: Drs. BambangwWahyudi mengatakansebagaiwahanaekonomiyang menampungdana masyarakatmaka usahaperasuransia
perlu ditingkatkanmelaluipemanfaatardanayangberjangkapanjang.Asaskebebasamemilihpenanggundfree coise)harusditerapkar
dalam usaha perasuransian, karena inilah kunci pengembangan dalam perasuransian.

Rapat Paripurna ke
26/111/21991 - 1992

Senin, 13 Januari
1992

Suara Jela

289

Rapat Paripurna ke 26/111/1991-1992, Volume 3

Side A: Dra. H. Umrah Mahrujah (FraksiPersatuanPembangunan)nengemukakanjenis usaha perasuransiarnyaitu Usahaasurans
kerugian, Usahaasuransijiwa, dan Usahareasuransi,pengelompokantersebut ada manfaatnyadan dapat diartikan sebagaisuatuy
political will berkembangnyasuransi.SelanjutnyaAdi Pranoto (FraksiPDI)menekankarperhatian padatiga aspekdalam RUUtentang
Perasuransiaryaitu: Aspek perlindungan masyarakat,Aspek pembinaandan pengawasan,dan Aspek perlindungan kepada dunia|
perasuransian.

SideB: Prof. Dr. J.B.Sumarlin(Menteri Keuanganmengatakanandasarkonstitusionalyangkokoh mutlak diperlukanmengingatperan
perasuransiardalam perkembangarperekonomianbangsasecarakeseluruhansangatmenentukan.Selainitu dalam hubungandengar
fungsimenanggulangiesiko,usahaperasuransiammerupakankebutuhandalamtata kehidupanekonomirumahtanggayangdiperlukar
dalam menghadapi resiko finansial.

Rapat Paripurna ke
26/111/1991 - 1992

Senin, 13 Januari
1992

Suara Jela

290

Rapat Paripurna ke 27/111/1991-1992 Volume 1

SideA: MembahasPembicaraaKll Pemandangatymum paraanggotaatasRUUtentang KesehatanNanangSurjana SH(FraksiKarye
Pembangunanjnengatakansaranapelayanankesehatantidak membedakarnienis kelamin, suku,agama,budaya,kedudukan,jabatan,
sehinggapelayanankesehatandiberikan pada prinsip melayaniorang yang memerlukan.Selainitu upayakesehatanyangmerupakar
kegiatan pokok adalah pencegahandan pemberantasanpenyakit, peningkatankesehatan, penyembuhanpenyakit, dan pemulihar|
kesehatan.

Side B: NanangSurjana,SH (FraksiKaryaPembangunanmengatakandalam RUUini belum mencerminkanperlindungankeamanat

terhadap masyarakat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya atau unsur makanan yang belum dikehendz

Rapat Paripurna ke
27/111/1991-1992

Senin, 13 Januari
1992

Suara Jela
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291

Rapat Paripurna ke 27/111/1991-1992 Volume 2

SideA: Dr. TeheriNur, ME melanjutkanpenjelasannny@ahwa Manajemenkesehatandirasakanbelum memadaikarenakemampuat
pengelolaarkesehatandi berbagaitingkat masihterbatasdan sisteminformasikesehatanyangmantabbelumada. Selainitu masihada
produk hukum yang tidak sesuaidenganprosedur kesehatan.SelanjutnyaTengkuHj. Gazali(FraksiPPP)mengatakanRUUini masih
memerlukan pembahasan dan penyempurnaan yang lebih menyeluruh dibalik Judul, Isi, dIl.

SideB: TengkuHj. Gazali(FraksiPPP)mengatakanbahwa Pemerintahperlu melakukanpendekatan-pendekataterhadap pelayanar
kesehatarswastadenganmelalui3 aspekpendekatanyaitu: Pendekatammelaluiaspekmanajemen ketenagaanteknologidanfinancial
Denganaspek-aspeltersebut unit-unit swastadibina dan dikembangkarkualitasmutu pelayanansehinggadapatterhindar dari bebarn
pemerintah.

SelanjutnyaDr. SafeiAligumai(FraksDemokrasindonesiamengharapkarmpadasemuapihaklayanankesehatarini janganlahdigunakar
sebagailahan bisnis yang bersifat komersial yang berorientasi pada mencari keuntungan karena obyeknya adalah manusiayang
menderita sakit.

Rapat Paripurna ke
27/111/2991-1992

Selasa, 14 Januar
1992

Suara Jela

292

Rapat Paripurna ke 27/111/1991-1992 Volume 3

SideA: LanjutanDr. SafeiAligumai(FraksiDemokrasilndonesia)berkesimpulanbahwa suksesnygpembangunarekonomi antara lain
sudahdibangunnyandustri besaryangtelah menggunakarparatenagakerja kecil Indonesia.RUUini dikhususkarbagiindustri-industr
makanan restoranbesar,dankatering,misalnyadenganmembuatlaboratoriumkecilyangdapat mengukurstandarkesehatarmakanar,
dan minuman.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
27/111/2991-1992

Selasa, 14 Januar
1992

Suara Jela

293

Rapat Paripurnak ke 28/111/1991-1992 Volume 1

Pembicaraan Tingkat Il, Pemandangan Umum Para Anggota RUU tentang APBN 1992/1993.

SideA: Ir. IndraBambangdJtoyo, SE(FraksKaryaPembangunanperpendapatRAPBN.992/1993merupakarbagiandari RapelitaV yang
harus memprogramoperasionaltahunanyang dapat sasaran-sasaraRapelitaV untuk memasukiRapelitaVl sebagaimandercantum
dalam GBHN 1988.

SideB: Lanjutanir. IndraBambangSEmengatakarpengeluararrutin yangpalingbesaradalahpembayararbungadancicilanluar negeri
yangnaik 10 %dari anggarartahunini. Selainitu di bidangSektorindustrimasihbanyakindustrilokal yangmasihtergantungdari bahar,
baku yang diimpor dari luar negeri, sehingga mengakibatkan beban devisa yang cukup besar.

Rapat Paripurna ke
28/111/1991-1992

Selasa, 14 Januar
1992

Suara Jela

294

Rapat Paripurna ke 28/111/1991-1992 Volume 2

SideA: Suwarno(FraksiABRI)menjelaskarlaju pertumbuhanekonomi 1991/92 mengalamipenurunan2 %, hal ini disebabkarkareng
melonjaknya kegiatan impor dan makin melemahnya kegiatan ekspor, khususnya ekspor migas, sehingga Pemerintah harus
mengendalikanimpor terutama untuk industri yang tidak berorientasi ekspor dan konsisten dengan kebijaksanaanderegulasidan
kebijaksanaarmoneter lainnya. Suwarnojuga mengatakanPemerintahtetap berpegangteguh pada prinsip anggaranberimbangdan|
dinamis yang telah dianut selama ini.

SideB: Lanjutan,Suwarno(FraksiABRI)mengatakardalampenyusunarprogrampembangunarperlu memperhatikanPemanfaatarBLHK
yang ada di daerah agar dilaksanakarsecaraoptimal dengankerjasamapihak pemerintah dan swasta;Partisipasiswastaterutama
penyediaanpelatih dan dukungananggaranlatihan; Peningkatarprogram magang,sebagaisalahsatu wujud praktek pendidikandan|

pelatihan; Masalah penagihan dan pengembangan transmigrasi, khususnya menyangkut lokasi transmigrasi;

Rapat Paripurna ke
28/111/1991-1992

Rabu, 15 Januari
1992

Suara Jela
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295

Rapat Paripurna ke 28/111/ 1991-1992 Volume 3

SideA: Drs.H. BenyaminMattaliti (FraksiPersatuarPembangunanPembicard) menjelaskaruntuk ekspormigas,asumsihargastandal
Amerikaadalahl7 dolar/ barel dari tahun 1992/1993merupakanperingatansifat kehati-hatianmengikutihargaminyakbumi dipasarar
dunia bagi Indonesia.Untuk itu Indonesiadiharapkantetap berperanaktif dalam stabilitas bahkanmenaikkanharga minyak bumi di
pasarandunia, baik melaluiOPEQ@naupunkontak dengannegara-negarg@rodusenlainnyayangnon OPECSelainitu menurutlogikadan
rasionalyang adil penerimaannegaraperlu berorientasipadakeserasiankeselarasandan keseimbangarmpenerimaanpajak langsung
dan tidak langsung.

Side B: Lanjutan Drs. H. Benyamin Mattaliti (Fraksi Persatuan Pembangunan)mengemukakananggaran belanja pembangunal
mempunyaiprioritas pengeluaranpembangunanyaitu: pembangunanprasaranadasar, penyediaanpelayanandasaryang makin luas
kepadarakyat, pembangunanSDM, penyediaanbiaya operasi pemeliharaanyang memadai bagi saranadan prasaranayang telah
dibangun.Berdasarkanprioritas tersebut terdapat 5 sektor pembangunanyang mendapatanggaranyang cukup besar, yaitu: Sekto
perhubungandan pariwisata, sektor pertambangandan energi, sektor pendidikangenerasimuda, sektor kebudayaamasional,sektor,
pertanian dan pengairan, sektor pembangunan daerah desa dan kota.

Rapat Paripurna ke
28/111/1991-1992

Rabu, 15 Januari
1992

Suara Jela

296

Rapat Paripurna ke 28/111/1991-1992 Volume 4

Side A: Drs. Muhamad Mansyur (Fraksi PersatuanPembangunanPembicarall) menjelaskanselain 5 sektor pembangunanyang
mendapatanggaranterdapat 8 sektor lain yaitu: Sektorperumahanrakyat dan pemukiman,sektor kesehatan sektortenagakerjadan
transmigrasi, sektor teknologi dan penelitian, sektor koperasi, sektor agama, sektor perdagangan, dan sektor aparatur pemerir
JajaWinata Kusuma(FraksiDemokrasimengusulkaregardaftar usulanproyek dan kegiatanbagilembagatinggi negaradapat disusur
sendiri oleh lembaga yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan rumusan GBHN.

SideB: LanjutanJajaWinata Kusuma(FraksiDemokrasiymengemukakarmpenerimaansektor non migasdirencanakarpenerimaanPP¥
10,8 triliun, untuk itu Fraksi Demokrasi mengharapkan agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan pemerataan dan pendg

Rapat Paripurna ke
28/111/2991-1992

Rabu, 15 Januari
1992

Suara Jela

297

Rapat Paripurna ke 28/111/1991-1992 Volume 5

SideA: LanjutanJajaWinataKusuma(FraksDemokrasiynengatakaruntuk sektortenagakerjadantransmigrasmendapatanggarar886
miliar yangakandigunakanuntuk pemogramanpemindahanpendudukterutama dari pulau jawa dan bali. Untuk Itu FDImenyarankal
agar pembangunansaranadan prasaranabangunan-bangunarkebutuhandasar di daerah transmigrasiyang sudah ada agar lebih
ditingkatkansehinggamobilitas penyebarardari daerahpemukimantransmigrasimenjadilancar.Selaintu JajaWinatajugamengatakal
Sektor Perumahanrakyat dan pemukiman mendapat anggaran958,8 miliar yang akan digunakan dalam upaya meningkatkai
kesejahteraanrakyat melalui pengadaanperumahandan pemukimanyang layak, aman, sehat, serasidan teratur, serta hargayang
terjangkau.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
28/111/1991-1992

Rabu, 15 Januari
1992

Suara Jela
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298

Rapat Paripurna ke 29/111/1991-1992 Volume 1

SideA: PembicaraarTingkat4 PengambilarKeputusanatas RUUtentang JaminanSosialTenagaKerja. Sunaryo(Ketua PanitiaKhusuy
RUUJaminanSosialTenagaKerja) menjelaskamprosesjalannyaRUUyangdimulai sejaktanggal9 Septemberl 991 dan telah disepakat
antaralain: menambahkarpasal27 (2) yangmenyebutkanbahwasetiapwarganegaraberhakataspekerjaan ketentuanumum pasall
butir 2 tentang pengertiantenagakerja Pansusmenyetujui rumusandisempurnakandengandiresmikanUU ini makaUU No. 2 tahun
1951dinyatakantidak berlakulagi sebagaimanaliatur dalampasal34 baru. SitumorangFraksiKaryaPembangunanjnengatakardalam
pembahasanpengambilankeputusan RUU ini FKPlebih menitik beratkan pada aspek pemerataan, perlindungan, kesejahteraar
kegotongroyongan, peningkatan harkat dan martabat tenaga kerja sebagai perwujudan amalan Pancasila sila ke 4 dan 5.
SideB: LanjutanSitumorang(FraksiKaryaPembangunanjnenjelaskarpandangarstrategisdari FraksiKaryaPembangunanantaralain
yaitu: Eksistensijaminan tenaga kerja hendaknya memberikan cakupan yang luas baik dalam hubungan kerja/ non kerja,
penyelenggaraaraminan sosialtenaga kerja hendaknyadapat menumbuh kembangkansaranadan prasaranakerja, jaminan sosia|
menjadi hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan tenaga kerja. Situmorang juga mengatakan substansi yang perlu
ditambahkan adalah yang berhubungan dengan faktor keamanan, kekayaan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Rapat Paripurna ke
29/111/21991-1992

Rabu, 15 Januari
1992

Suara Jela

299

Rapat Paripurna ke 29/111/1991-1992 Volume 2

Side A: Udiyanto (FraksiABRI)perpendapatbahwa pasal 31 RUU tentang pengembanganpensiun dasar tenaga kerja tidak perlu
dirumuskan,hal ini dapat dikembangkardenganmenggunakarpasal14 RUUyang menyebutkanbahwa Jaminanhari tua dibayarkar
berkalaatau dapat dikatakansebagaipensiun,sehinggapasal31 sebaiknyadihapus.FraksiABRIberharapPemerintahsegeramembuat
peraturanperundangarsebagapenjabarandari UU ini antaralain tentangjaminantenagakerja bagitenagakerjayangmengalamiPHK|
Malik (FraksiPersatuarPembangunaninengatakarRUUini disusundenganmusyawarahmufakat, hasratsungguh-sungguhangdisertai
dengan keterbukaan dan dimana tidak ada pihak memaksakan kehendaknya.

Side B: Lanjutan, Malik (Fraksi PersatuanPembangunan)mengemukakanharapan antara lain: Pemerintah segera mengeluarkal
peraturanpelaksanaaiRUU Jaminarsosialtenagakerja sangaterat hubungannyalenganaspekpengupahartenagakerja, keberhasilal
dari tujuan tentang jaminan tenagakerja sangattergantung pada peningkatansaranadan dana, dan anggaranuntuk Depnakertran
supayaditingkatkan. Budi Harjono (FraksiDemokrasilndonesia)mengatakanmasalahtenaga kerja adalah masalahyang mendasa|
sehinggaperlu mendapatprioritas karenapada hakekatnyamembahasmasalahtenagakerja tidak lepasdari manusiasebagaisubjek
obyek dan tujuan pembangunan nasional.

Rapat Paripurna ke
29/111/1991-1992

Jumat, 17 Januari
1992

Suara Jela

300

Rapat Paripurna ke 29/111/1991-1992 Volume 3

SideA: Budi Harjono (FraksiDemokrasi)mengatakanRUUini hakekatnyabertujuan meletakandasar-dasaryang kuat dan kepastiar
hukum yangkokoh, serta merupakanupaya perlindunganmasyarakattenagakerja secaraluas melalui program jaminan sosial,serta|
memberikanketenangankerja bagi karyawan.JaminanSosialTenagaKerja (Jamsostekjnerupakanusahabersamaantara pengusabhi
dengan tenaga kerja dimana pengusahadan tenaga kerja merupakan mitra yang saling memerlukan. Perlindungantenaga kerja
hendaknya dilaksanakan dan tumbuhkan oleh organisasi-organisasi profesi ketenaga kerjaan.

SideB: Menteri TenagaKerja (Drs. CosmasBatubara)mengatakanlahirnya Jamsostekni merupakansatu langkahlebih maju untuk
bangsa Indonesia dalam upaya memberi perlindungan pada tenaga kerja yang merupakan bagian yang penting dalam prose
pembangunanSelainitu adanyaJamsostekyangmencakupantaralain jaminanhari tua yangdiatur dalam UU ini diharapkanmenjadi

daya tarik bagi kaum muda untuk bekerja di Sektor swasta dan tidak berorientasi dengan jabatan di Sektor pemerintah.

Rapat Paripurna ke
29/111/1991-1992

Jumat, 17 Januari
1992

Suara Jela
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301

Rapat Paripurna ke 30/111/1991-1992 Volume 1

SideA: Pembicaraamk.lIPandangatymum paraanggotatentang: RUUtentang PenataarRuangDr. Ir. Irma AlamsyahlayaPutra, M.Si
(Fraksi Karya Pembangunan)mengatakanRUU ini harus memuat landasanmoral, etik yang kokoh bagi pembangunannasional
meningkatkarmartabat sertakewajibanHAM, meningkatkarkesetiakawanasosial, nenumbuhkanmengembangkangan memelihare
stabilitasnasional.Selainitu RUUyangakanmencakupruang daratan, laut, udara, angkasaperlu dilakukansedemikianrupa sehingg:
membawa terwujudnya kemakmuran rakyat, karena RUU ini mengikat seluruh aparat pemerintah dan masyarakat sehingga Rl
mengatur hubunganantara pemerintahdan warganegara.Asasyang perlu diperhatikandalam RUUini adalahkesesuaiardan sinerg
wilayah.

Side B: Lanjutan Dr. Ir. Irma Alamsyah(FKP)menjelaskanmaksud dan tujuan RUU ini adalah untuk memberi kepastian hukum,
penyederhanaanhukum dan kesatuan hukum dalam mengatur penataan ruang, terkait dengan hal tersebut Pemerintah perlu
memberikan penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud untuk memberi kepastian hukum dan penyederhanaan hukun
NM. Budi Waluyo (FraksiABRI)mengatakanRUUtentang Penataarnruang diharapkanberwawasamusantara,ketahanannasionaldan
berwawaskanlingkunganhidup. Masalahyang berkaitan dengan penataanruang yaitu masih adanyatumpang tindih, gesekanatau
benturan berbagaikepentingan,baik antara pemerintahdenganpengusahaantara pengusahadenganmasyarakatantara pemerintal
dengan masyarakat.

Rapat Paripurna ke
30/111/1991-1992

Jumat, 17 Januari
1992

Suara Jela

302

Rapat Paripurna ke 30/111/1991-1992 Volume 2

SideA: LanjutanNM. Budi Waluyo (FraksiABRI)menjelaskanmengenairuang apa yang akanditata dalam RUUini adalah (1) Ruang
WilayahNegara belumsecaradefinitif disebutkansepertibataswilayahnegarayangdisebutkantermasukPeraturanPemerintahsebaga
dasar sehinggaakan dapat menimbulkan permasalahan,(2) RuangUdara dan Laut, dalam RUU ini masih ada kerancuandalam
mengartikan tata ruang udara dengan tata ruang guna udara dan air.

SideB: Drs. H. Suwandi(FraksiPersatuanPembangunan)mengatakandalam RUUini perlu diatur suatu penegakantentang perlunya
pengaturan atas hak-hak yang mencakup hak guna ruang bawah tanah, hak milik atas satuan ruang bawah tanah. Di daerat
pemanfaatanruang masihmenimbulkankeluhankarenasulit ditertibkan peruntukannyasesuaidenganRUTRyangtelah ada. Selainitu
adatumpangtindih pengertianantararencanatata ruangdan penataanruang, sedangkarrencanatata ruangadalahhasilperencanaal
penataan ruang.

SuwardiWirya Atmaja (FraksiDemokrasilndonesia)mengatakanpertumbuhanekonomi dalam negeri telah tumbuh berbagaiindustri
besarmaupunkecil yangtersebardi berbagaidaerahkhususnyalawadan Sumatera,akibat adanyapenataanruang industri tersebut
telah membawamasalah-masalalyang merisaukandan merugikanmasyarakatbaik menyangkutlokasi, penggunaandan perluasar
tanah, fasilitas pendukung, air, listrik dan limbah.

Rapat Paripurna ke
30/111/1991-1992

Rabu, 22 Januari
1992

Suara Jela

303

Rapat Paripurna ke 30/111/1991-1992 Volume 3

SideA: SuwardiWirya Atmaja (FraksiDemokrasiindonesia)berpendapatdalam penataanruang terdapat beberapahambatan/konflik,
yaitu beredarnyapeta yangdibuat oleh berbagaiinstansipemerintah/pusat/daerahdan yanglebih mengkhawatirkariagi pihak swastg
yangikut membuatpeta. Dariproduk peta yangdibuatinstansitersebutternyataberbedadari segiukuran,batas,luas,isi danketepatan
sehinggamasyarakat/dunia menjadiragu, bingungdan kurang percayaterhadap peta buatan Indonesia.Selainitu dibeberapadaeral
terjadi perubahanfungsiruangyangmembawadampakyangluasbagi penataanruangsecarakeseluruhardan padaakhirnyamerugikar
negara dan masyarakat.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
30/111/1991-1992

Rabu, 22 Januari
1992

Suara Jela
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304

Rapat Paripurna ke 31/111/1991-1992 Volume 1

SideA: PembicaraarTk.llPemandangatymum paraanggotaatas RUUtentang Karantinahewan, ikan dan tumbuhan,dan RUUtentang
BudidayaTanaman.JamarisYunus(FraksiKaryaPembangunanmenjelaskansektor pertanian adalah penghasilberas yang menjadi
bahanmakananutama bagi sebagiarbesarrakyat Indonesia,oleh karenaitu usahaperberasanmerupakanproduksiyangpenting bagi
negarayang menguasahajat hidup orang banyak.Selamaorde baru pengaturanyang menyangkutusahadi sektor pertanian sanga
minimal yang hanya melahirkan satu UU yakni UU No. 2 tahun 1961 tentang Pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit {|
Side B: Lanjutan, JamarisYunus (Fraksi Karya Pembangunan)mengatakanpembangunanpertanian waktu mendatangdiharapkar
menggunakarprinsip berkelanjutandan berwawasaningkunganyangdiarahkanpada perkembangarpertanianyangmaiju, efisien,dan
tangguh.Siahaarn(FraksiABRImenyebutkanbahwaUU No.6tahun 1967tentang Pokok-pokokpeternakandan kesehatarhewanbelum
mengatur secarakonkrit karantina hewan. Terdapatkasuspemalsuanbenih yang mengganggupencapaianproduksi dan merugikar,
petani secarayuridis belum kuat dijadikandasar.Selainitu masalahpestisidamasihdiatur denganPPsebagaipelaksanaaryu No. 11
tahun 1962 yangmengaturtentang VGNA jadi belum ada UU/ PPtentang masalahkarantinauntuk mencegahdan masuknyatersebal
hama penyakit hewan dan ikan.

Rapat Paripurna ke
31/111/1991-1992

Rabu, 22 Januari
1992

Suara Jela

305

Rapat Paripurna ke 31/111/1991-1992 Volume 2
Side A: Tidak ada suara
Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
31/111/1991-1992

Kamis, 23 Januari
1992

Suara Jela

306

Rapat Paripurna ke 31/111/1991-1992 Volume 3

SideA: Lanjutan,Megawati Taufik Kiemas(FDIl)mengatakanbenih tanamansebagaisaranaproduksiutama dalam budidayatanamar
perlu dijagakemurniankualitasnyauntuk itu harusdilakukankegiatanpengumpularplasmanutfah dan pemeliharaantanaman.Selair
itu Megawati Taufik Kiemasjuga berpendapatpengendalian, pengelolaansaranaproduksibudidayatanaman seperti benih, pupuk|
pestisida, alat dan mesin pertanian menurut FDI perlu dilakukan pemerintah.

Side B: Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
31/111/1991-1992

Kamis, 23 Januari
1992

Kosong

307

Rapat Paripurna ke 32/111/1991-1992 Volume |

SideA: PembicaraarTk. Il JawabanPemerintahatas RUUtentang RAPBNPembicaraarTk. | KeterangarPemerintahatas RUUtentang
Perkembangafrodukdan SejahteraPembicaraak. |l JawabarPemerintahatasRUUtentang KesehatanMenteri Keuangar(Prof.Dr.
JB. Sumarlin)menjelaskanbahwa APBNmerupakankristalisasidari cara hidup rakyat sebagaibangsa,yaitu cara memperolehdan
mempergunakansumber-sumberkeuangan negara bagi belanja negara, oleh karena itu penyusunan APBN harus berdasarkal
perhitungan yang sangat cermat khususnya mengenai potensi dan peluang.

SideB: LanjutanMenteri Keuangar(Prof. Dr. JB.Sumarlinynengatakarmasalahmacetnyapemberiankredit oleh bank dapatdisebabkal
2 (dua)faktor yaitu faktor efisiendanintern bank. Faktorintern biasanyadisebabkaroleh kekeliruandalammemberikankredit, kurang
cermatnyadalam antisipasimasalahdan penetapantingkat bungayangterlalu tinggi. Masalahlain yang menyebabkarkredit mace

adalah penetapan suku bunga kredit yang terlalu tinggi.

Rapat Paripurna ke
32/111/1991-1992

Kamis, 23 Januari
1992

Suara Jela
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308

Rapat Paripurna ke 32/111/1991-1992 Volume 2

SideA: LanjutanMenteri KeuangarProf. Dr. JB.Sumarlinberpendapatpenerimaandevisa-devisalari sektor pariwisatajuga akanterus
digalakanantaralain melaluipromosike beberapanegarayangmenjadipasarpariwisatalndonesia,misalnyadenganmengikutibrosur
travelfair di BelgiayakniPergelararindonesiaExtravagansdi Taipeh.SelanjutnyaMenteri NegaraKependudukamlan LingkungarHidup
Prof. Dr. EmilSalimmengemukakamerkembangamatra kependudukardinamisperlu dirumuskanperundang-undangakependudukal
yangbertumpu pada pertimbanganpokok, antara lain: Undang-undangangdihasilkanhendaknyamempunyaiwawasanmasadepan,
serta cukup komprehensif mengatur berbagai segi kependudukan dalam pembangunan.

SideB: Lanjutan,Menteri Kependudukardan LingkungarHidup Prof. Dr. Emil Salimmenjelaskanbahwa pada intinya pembangunal
nasionalmencakupseluruh matra kependudukanuntuk mewujudkankemakmurandan kesejahteraanRUUini menekankarntanggung
jawabmoral setiap penduduk,memeliharadan meningkatkarkeselarasankeserasiaringkungan Setiappendudukmempunyaihak dan
kesempatarseluasnyaintuk berperansertadalamkependudukardanKB.Selaintu jugamenjalaskarsasararutamadari RUUini adalal|
untuk menunjang terciptanya kualitas manusia dan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan jangka panjang 25 tahun

Rapat Paripurna ke
32/111/1991-1992

Jumat, 24 Januari

1992

Suara Jela

309

Rapat Paripurna ke 32/111/1991-1992 Volume 3

SideA: Menteri KesehatarDr. Adhytma, MPHmenanggapPartai PersatuanPembangunanentang JudulRUUtentang Kesehatandan
padakesimpulannygudul akantetap RUUtentang KesehatanMengenaitransparansiorgan (bedahmayat) dalam RUUini merupakar,
bagian dari penelitian masyarakatdan sekaligustermasuk dalam pendidikan dan produk hukum, akan tetapi diharapkandalam
pelaksanaannya sesuai dengan norma-norma agama dan bukan untuk kepentingan komersil.

Side B: Penutupan rapat oleh Ketua Dewan

Rapat Paripurna ke
34/111/1991-1992

Jumat, 24 Januari

1992

Suara Jela

310

Rapat Paripurna ke 33/111/1991-1992 Volume |

SideA: PembicaraarTK.Il Jawabaratas pemandangarumum para anggotaRUUtentang PenataanRuang Menteri Negaralingkunga
HidupProf. Drs.EmilSalimmengatakarPemerintahsependapatenganparafraksimengenaimaksuddan tujuan RUUtentang Penataal
Ruangyaitu Penataanruang sangatpenting maknanyadalam penyederhanaarhukum bagi kegiatanpenataanruang. Dalampenataar,
ruang perlu mengambil prinsip-prinsip kelestarian kemampuan Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup demi terwujudnyg
pemanfaatarruang.Selainitu Prof. Drs.Emil SalimjugamenjelaskarRUUtentang TataRuangni bermuaradan beroperasipadaDaeral
Tk. 11, tapi harus disusun karena izin pembangunan/ lokasi harus sesuai dengan ketentuan RUU yang mengatur alokasi peman
SideB: Lanjutan,Menteri NegaraLingkungarHidup mengataknRencanaPenataanRuangDaerahTKk. | sebagaipenjabaranlebih lanjut
penataanruang Daerah Tk. | merupakanpedoman pemanfaatanruang wilayah DaerahTk. Il yang bersifat operasionaldan dapat
menampung pembangunanfisik serta perubahan sosial ekonomi yang global, sehinggapenataan ruang Daerah Tk. Il ditetapkar
berjangka waktu 10 tahun.

Rapat Paripurna ke
33/111/1991-1992

Jumat, 24 Januari

1992

Suara Jela

Reksur

DPR RI 1989 - 1993 111

Pengolahan Armedbar.



NO.
Volum

URAIAN DESKRIPSI

FILE

KURUN WAKTU

KET.

3

4

5

311

Rapat Paripurna ke 33/111/1991-1992 Volume 2

SideA: Menteri Pertanianlr. Wardoyo menjelaskansalahsatu prinsip yang dikembangkandalam budi daya tanaman adalah prinsip
demokrasi,badanusaha/hukumdalambentuk koperasisangatdiharapkandan didoronguntuk dapat berkembangmewujudkanbentuk
usahabersamayang berasaskarkekeluargaanPadaprinsipnyatujuan pengembangarbudi dayatanamanyaitu untuk meningkatkai
pendapatan taraf hidup petani, perkebunan, nelayan dan memperluas lapangan kerja, menunjang pembangunanindustri serta
meningkatkanekspor. Untuk itu pemerintah menyusunrencana perkembangandan menetapkanwilayah pengembangarbudidaye
tanaman.

SideB: Lanjutan,Menteri Pertanianlr. Wardoyo mengatakanPemerintahjuga akan mengadakarmpengawasarterhadap penggunaal
pestisidaterlarangatau membatasipenggunaarpestisida yangsudahtercantumdalamPasaB1 dan 32 RUU.Selainitu jugamenjelaskal
bahwa pengembangarbudi dayatanamandapat dicapaisecaraoptimal apabiladalam pelaksanaannyanenggunakarteknologisecars
tepat, oleh karena itu pemerintah mendorong dan membina masyarakat untuk melakukan penelitian guna menentukan teknolot

Rapat Paripurna ke
33/111/1991-1992

Senin, 27 Januari
1992

Suara Jela

312

Rapat Paripurna ke 34/111/1991-1992 Volume |

SideA: PembentukarPanitiaKhususRUUtentang PenataarRuangdan Pembicaraarmk. |V PengambilarKeputusaratasRUUPerumahal
dan Pemukiman.
Rifai(KetuaPansusjnenyampaikanaporanprosespenambaharRUUPerumahanadabeberapasubstansiangbukansajamemerlukar,
waktu yang sangat panjang karena ekstensinyasangatdominan atas sukses/tidaknya dibidang perumahandan pemukiman,yaitu:
pemerintah harus siap menanti RUUtentang Penataanruang yang sedangdibahasdan harus dapat mengendalikanpenyelenggar
pengelola pelaksanaannya. Selain itu Abdul Latief (Fraksi Karya Pembangunan) juga menyampaikan pandangan umum fraksi
Pancasilssebagaidasarnegara,falsafatdan pandangarhidup bangsaoleh karenaitu UU tentang Perumahandan Permukimanharus
mewujudkan rumah yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk sosial.

SideB: Lanjutan, Abdul Latief (FKP)mengatakanpembangunandan pemukimanharus berlandaskanpada Trilogi Pembangunangdan
hendaknyaberlandaskanpada UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-PokokPemerintahandi daerah. FKP mengharapkansegerg
terwujudnyakebijaksanaamasionalyangmantap dalambidangperumahandan pemukimantermasukterjaminnyaketertiban hukumdi
bidang perumahan. Selainitu PaulaRejaan(FraksiABRI)mengatakandalam muatan RUUini terdapat masalah-masalalbaru yancg
merupakanterobosan terhadap ketentuan yang telah ada yaitu tentang pembangunanperumahan dan pemukiman siap bangun
pelepasaratastanahmilik masyarakatlan rumahsebagajaminanhutang, untuk itu masing-masingihak harusberhati-hatiagarmateri
UU tersebut tidak berbenturan dengan peraturan Perundang-undangan yang telah ada.

Rapat Paripurna ke
34/111/1991-1992

Senin, 27 Januari
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Rapat Paripurna ke 34/111/1991-1992 Volume 2

SideA: LanjutanPaulaRejaan(FraksiABRI)menyampaikarharapanantara lain: (1) SetelahRUUtentang Perumahandan Pemukimal
Pemerintahhendaknyamempersiapkarpengoperasiannyderupa perangkatyang diperlukan sehinggatertib secaraadministrasi;(2)
Dalam mempersiapkanperangkat tersebut diharapkan pemerintah memperhatikan sungguh-sungguhmasalah antara lain: sidang
pertanahan, peraturan yang berhubungandengan sewa rumabh; (3) Pemerintahsungguh-sungguimembina peran serta masyaraka
dalam penyertaan modal; (4) Pengendalian harga tanah segera diwujudkan.

H.M. Mustafa (FraksiPersatuanPembangunanjnenyampaikansarandan pendapatfraksinya,antaralain: (1) Masalahpelepasarhak
tanahsupayadengansistemkesepakatan(2) Pemerintahperlu memberikanbantuanbimbingandankemegahan(3) Perlufasilitasuntuk
perumahan, khususnya golongan penghasilan rendah melalui bank tanah dan (4) Perlu penertiban penghuni yang bukan hak m
Side B: Lanjutan, H.M. Mustafa (FKP)mengatakan sasaranpembangunanperumahan dan pemukiman adalah akan menangan
pemugaran perumahanyang tidak layak huni. | Gusti Ngurah Yudha (Fraksi Demokrasilndonesia) berpendapat penyelenggaraa
perumahandan pemukimanharusdiarahkanuntuk mendorongdan memperkukuhdemokrasiekonomiserta memberikankesempatal
yang sama dan saling menunjang antara BUMN, Koperasi dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan.

Rapat Paripurna ke
34/111/1991-1992

Rabu, 5 Februari
1992

Suara Jela

314

Rapat Paripurna ke 34/111/1991-1992 Volume 3

SideA: Lanjutan,l GustiNgurahYudha(FDI)mengemukakarpendapatFDl,yaitu: (1) Segeraditertibkan PPuntuk menjalankanUu ini
sesuaiamanatpasal5 ayat2 UUD'45; (2) Pelanggararterhadappembangunarperumahanmenurut RUUini diancampidana;(3) Dalar
kaitan konsolidasitanah yang dilakukanpemilih tanah dilaksanakarsecarabertahap tanpa paksaan.SelanjutnyaMenteri Perumahai
Rakyatlr. SiswonoYudohusodomenjelaskanpendekatanbaru dalam pembangunanperumahandan pemukiman dilakukanmelalui
strategipembangunarkawasarsiapbangundalamkawasaryangbesaryangdikelolaoleh pemerintahuntuk memperhatikantata ruang
dan pertumbuhanwilayahuntuk jangkapanjang.Polaini merupakanstrategipembangunarperumahanyangberjangkamelihat jauh ke
depan, penyelenggaraarilakukanolen BUMN, pola tersebut akan dapat menciptakanpemukimanpenduduk secaraterencanadan
serasi yang terkonsentrasi dalam kawasan siap bangun.

SideB: Lanjutan,Menteri PerumahanRakyatlr. SiswoyoYudohersodanenyampaikarmateri yangdiatur dalam Peraturanperaturan
dalamRUUini adalah(1) Ketentuanmengenaipersyaratanteknis, logis, administratif pengelolaaningkungan;(2) Ketentuanmengena
penghunian,pengalihanstatus dan hak atas rumah yang dikuasainegara;(3) Ketentuanmengenaipendataanrumabh; (4) Ketentuar,

tentang Penghunian rumah dengan cara sewa; (5) Ketentuan mengenai pengendalian harga sewa yang dibangun.

Rapat Paripurna ke
34/111/1991-1992

Rabu, 5 Februari
1992

Suara Jela
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Rapat Paripurna ke 35/111/1991-1992 Volume |

Side A: PembicaraanTk. II Pemandangarmum Anggotaatas RUUtentang PerkembangarKependudukardan KeluargaSejahtera
BambangSupangaiFraksiKaryaPembangunan)menjelaskartujuan utama RUU ini adalahuntuk mencapaiperkembangarpenduduk
yangseimbangserasidan selarasdenganlingkungarhidup dalamkaitannyadenganpembangunarhidup yangberkelanjutan.Penurunat
kualitas lingkunganakan berdampakpula terhadap kulaitas penduduk dan pembangunanpada kesehatan,mutu SDM, pemukiman
keamanandan kesehatankeluarga.RUUini mengatur2 (dua) materi yaitu masalahkependudukardan keluargasejahterayangterkait
menjadi satu, tapi ditinjau dari berbagai segi 2 (dua) masalah tersebut menduduki posisi yang tidak sama.

SideB: Mujono (FraksiABRImengatakanpembangunamasionaldalambidangkependudukardan keluargasejahteratelah menunjukar
keberhasilanperubahanyang cukup menggembirakardari berbagaiciri kependudukan,perubahantersebut antara lain: terjadinya
penurunandalamtingkat penurunanserta dalamlaju pertumbuhanpenduduk,kesadarardan tanggungjawab serta motivasi penduduk
semakin meningkat. Drs. H. Benyamin Mattaliti (FraksiPersatuanPembangunan)mengatakandalam rangka kampanye Keluarg:
Berencana(KB) hendaknyadihindari cara-carapenyebarandan penggunaanalat-alat kontrasepsiKB (kondom, KB, spiral), hal ini
bertujuan supaya tidak disalahgunakan unfrde sex.

Rapat Paripurna ke
35/111/1991-1992

Rabu, 5 Februari
1992

Suara Jela

316

Rapat Paripurna ke 35/111/1991-1992 Volume 2

Side A: Lanjutan,Drs. H. BunyaminMattaliti (FraksiPersatuanPembangunanmenambahkanbahwa peningkatankualitas penduduk
adalahsangattepat jika secarasungguh-sunggubdan simultan didukungoleh pemerataanpembangunardan hasil-hasilnyaDrs. Popc
SunandaHarun(FraksiDemokrasPancasilajnenjelaskarterjadi masalahkomplekkarenasektor kependudukardan keluargasejahtere
mencakupberbagaiaspek (politik, ekonomi, HANKAM,pendidikan, sosial, kesehatan,lingkunganhidup). Karenamencakupberbaga|
aspektersebut makapermasalahannyanenjadirumit, untuk memecahkammasalahtersebut diperlukanpendekatanyang multi dimens
agar mendapatkanpenyelesaianyang tuntas. Sejaktahun 1989 pemerintah telah mencanangkaruntuk memberikan prioritas bagi
pembangunarindonesiabagianTimur, karenawilayahbagianTimur ketinggalandalam bebagaihal dibandingkandenganwilayahlain
Indonesia baik segi prasarana, komunikasi, maupun transportasi.

SideB: Lanjutan,Drs.PopoSunadaFraksDemokrasPancasilajnengatakardari segikepadatanpendudukpadatahun 1990 pulauJawe
paling padat penduduk dengan luas 6,88% dari luas Indonesia, menampung 55,99% penduduk Indonesia, Propinsi DKI. Jakartg

kepadatannyamasih tertinggi penduduknyayaitu 13.990 orang/Knf. Sedangkanirian Jayamenempati urutan terendah hanya 4
orang/Knf.

Rapat Paripurna ke
35/111/1991-1992

Senin, 10 Februari
1992

Suara Jela

317

Rapat Paripurna ke 36/111/1991-1992 Volume |

Side A: Pemandangarmum para anggotaatas RUUtentang Merk. SamsulMu'arif, BA (FraksiKaryaPembangunannenyampaikal
pokok-pokokpikiran antara lain: (1) UU No. 21 tahun 1961 menyebutkansistem deklaratif lebih cocokdigunakanuntuk pendaftarar,
merk mengingatwilayah Indonesiayangluasdan perhubungarantaradaerahsatu ke daerahlain belum cukupmudahuntuk digunakar
pendaftaranmerk. Apabilaada seorangpemakaimerk benar-benarmenggunakannyaneskipuntidak terdaftar dalam sistemini tetap
dilindungi oleh hukum sepanjang dia dapat membuktikan sebagai pemakai pertama.

SideB: Lanjutan,SamsuMu'arif (FKP)menanyakarientangalasarmengapasankspidanaantaraRUUini denganRUUtentang HakPater|
dan Hak Cipta,ancamannygersissamasedangkarpemberianjangkawaktu haknyaberbeda-berbedaDrs. M. Ali Tahla(FraksiABRI
mengatakarkemajuanteknologikhususnyadibidanginformasidan transportasitelah menyebabkartercegahnyaglobalisaspasaryang
menyebabkarmmengalirnyaproduk luar negerike Indonesia.Denganjudul "Merk" makaRUUtidak hanyamenjangkaunerk perusahaal
dan merk perniagaan, tetapi juga akan menjangkau merk dagang, jasa, dan merk kolektif.

Rapat Paripurna ke
36/111/1991-1992
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Rapat Paripurna ke 36/111/1991-1992 Volume 2

SideA: Abubakar SH(FraksiPersatuarPembangunaninengatakardalampasal2 (1) UU No. 21 tahun 1991 telah ditentukanbahwahak
khususuntuk memakaisuatu merk diberikankepadapemakaipertamadari merk tersebut di Indonesia tetapi apabiladikemudianhari
adaoranglain yangdapat membuktikansebagapemakaimerk tersebut, makadapat dibatalkanpendaftar pertamatersebut. Selainitu
Abubakar, SH menjelaskanmerk merupakan simbol sehingga pedagangdapat memperluas dagangannyadan mempertahankal
pasarannya.

SideB: TengkuDahmanMuhzir, SH(FraksiPartaiDemokrasindonesia)mengatakarbahwaPemerintahdalammenyiapkanRUUtentang
Merk ini telah melakukanpenelitian-penelitiancukupmendalamdalambentuk seminar,konsultasi,supayapadaakhirnyaRUUini dapat
membawakesejahteraarbagi masyarakatTengkuDahmanMuhzir, SHjuga menjelaskarprosedurpendaftaranmerk tercantumdalam
pasalsebagaberikut: (1) Pasal Permintaanpendaftaranmerk diajukansecaratertulis kepadakantor merk; (2) Pasall2 ayat 2 Apabile
ada kekurangarnpemenuhanpersyaratandiharapkansegeradipenuhidalamwaktu 3 bulan; (3) Pasall9 Kantormerk secepatnyaakar
mengumumkarsetelahketentuanpada pasal9 dan 12 terpenuhi; (4) Pasal20 Pengumumarberlangsungselama6 bulan; (5) Pasal23,
ayat2 Sanggahadiajukansecaratertulis selambat-lambatny& bulansetelahpengumuman(5) Pasal5 ayat 1 Selanjutnyskantor merk
akan mengadakanpemeriksaanpendaftar merk; (6) Pasal 26 Pemeriksaandiselesaikandalam waktu 12 bulan sejak tanggal
pengumuman/ pemeriksaan; (7) Pasal 29 Sertifikat merk diberikan pada pihak yang mengajukan selambat-lambatnya 30 hari.

Rapat Paripurna ke
36/111/1991-1992

Selasa, 11 Februal
1992

Suara Jela

319

Rapat Paripurna ke 37/111/1991-1992 Volume |

SideA: LaporanKomisiAPBNatasRAPBNL992/1993,LaporanBKSARentangHasilKunjungarDelegaske Jerman LaporanHasilDelegas
DPR RI sebagai Penasehat Khusus Delegasi Rl Sidang Majelis Umum PBB Ke-46 di New York, AS.

Wiratno PuspoAtmojo, SH(Wakil KetuaKomisiAPBN)menjelaskarhasilkompilasiRAPBNsalahsatunyaadalahKomisil, bahwatidak
tercermin di DepartemenLuar Negeri dalam REPELITH alokasi dan sasaranyang digunakansebagaitolok ukur penilaian dalam
pelaksanaan pengawasan.

SideB: Lanjutan,Wiratno PuspoAtmojo, SH(WakilKetuaKomisiAPBNkembalimenjelaskarhasilkompilasiRAPBNKomisiV yangpada
dasarnyamenerimaRAPBNL992/1993,yang perlu diperhatikanadalahbanyakkonsultanyanggagaldalam perencanaarproyek, tapi
tidak pernahmendengarsanksiapayangdijatuhkanpadakonsultandanmasihlemahnyakoordinasipersiaparsertapengawasankomis
VI menyetujui, yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan minyak solar yang menunjukan kenaikan perlu diusahakal
pemecahanny&arenaakanmempengaruhberapabesarnyasubsidi.SelanjutnyaA. Bakri SriHardonomelaporkankegiatandelegasike
Jermanpadatanggal3 s.d 13 Oktober 1991, yaitu pembicaraantentang kerjasamaberupa bantuan pemerintah Jermanperbandingal
sistempembangunarwilayahdan masalahDesentralisasyangditerapkandi Jerman.Ruangingkup pembicaraartersebut lebih menitik

beratkan pada masalah politik dan ekonomi.
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Rapat Paripurna ke 37/111/1991-1992 Volume 2

SideA: A. BakriSriHardonomenjelaskardaporankerjadelegaske Jerman kebijakanekonominegaraJermanmenganutsistemekonom
liberal/ ekonomipasar.Dalamsistemini campurtanganpemerintahdihindari semaksimamungkin,yangdiutamakanadalahkombinas|
antar insanindividu dan prinsip-prinsipkemajuansosial.PrioritasbantuanJermankepadalndonesiaadalah:transportasi,pengadaarair
bersih,industri kecil dan menengah pembangunarpedesaardan pertanian(khususnygulau Sumateradan Kalimantan) Permasalaha
yang menghambatbantuan yaitu keterlambatanpihak Indonesiadalam menyediakandana rupiah dan negarakita seringterlambat
mengajukan proyek.

SelanjutnyaRoesdiRoeslimenyampaikan_aporanDelegasiDPRRI ke New York padatanggal 12 September1991. DelegasiRI untuk
sidangMajelisUmum PBBKe-46bertugasuntuk memperjuangkarkepentingannasionallndonesiadalamrangkakelangsungamprogram-
program pembangunan perdamaian dunia.

SideB: LanjutanRoesdiRoeslimengatakanindonesiaterpilih menjadituan rumah KTTNon Blok Ke-10Tahun1992, makadiharapkar
dapat menciptakankonsolidasidalamgerakanNon Blok sehinggadapat berperandalamrangkamemeliharakedamaiandunia. Kegiatai
antara tanggal 23 Septembers.d 10 Oktober 1991 adalah acara penyampaianpidato persengketaansenjata, pelucutan senjate
diharapkan menyeluruh karena merupakan tanggung jawab bersama negara di dunia.

Rapat Paripurna ke
37/111/1991-1992

Kamis, 13 Februari
1992

Suara Jela

321

Rapat Paripurna ke 38/111/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 1

Side A: Pembicaraantingkat Il pandanganatas para anggota mengenai RUU tentang PerkembangarKependudukandan Keluarg:
Sejahterayangdisampaikaroleh Menteri NegaraKependudukardan LingkungarHidup. Merasakankeprihatinanyang sama,ditangar
Presidenditanganisecaraprioritas makapemerintahmengambillangkahRUUdihadapkanDPRuntuk Hak-hakpendudukdalam segalg
matranya,memperhitungkarketerkaitanpendudukdenganlingkunganfisik dan sosialtempat merekaberadadan mengaburketentuan
mengenaibatas-batasvewenangpemerintahterhadappendudukuntuk penanggulangapendudukmiskindan pendudukrentan lainnyg
diatur secara sistematik dalam RUU dengan peningkatan kualitas pada pembangunan jangka panjang ke-2.

Side B: Lanjutan sambutan Menteri Negara Kependudukandan LingkunganHidup, mengenai masalah single parents dan angke
perceraian, masalah sanksi dan peran serta masyarakat.

scrors 3 menit.

Pembentukarpanitia khususRUUtentang Kesehatanpembacaamama-namaanggotatetap dan anggotapenggantipansusyangakar,
disahkan.

scors 3 menit.

Jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum anggota dewan atas RUU tentang merk oleh Menteri Kehakiman.

Rapat Paripurna ke
38/111/1991-1992

Senin, 17 Februari
1992

Suara Jela

322

Rapat Paripurna ke 38/111/91-92 Senin, 17-2-1992, jam 09.00, Volume 2

SideA: LanjutansambutanMenteri Kehakimanpenjelasantentang SistemKontributif dan SistemDeklaratifdalam RUUtentang Merk,
pandapatdari fraksi-fraksi sanksi-sanksialam RUUtentang Merk, Keterangarasalbarang,jangkawaktu prosedur pendaftaranmerk,
penetapanPengadilanNegeri JakartaPusat sebagaisatu-satunyatempat pengajuandan pembatalanmerk dan penjelasanancamal
pidana untuk tindak pidana di bidang merk.

SideB: LanjutansambutanMenteri KehakimanpahwaRUUtentang Merk yangbaru dan PeraturanPemerintahtentang daftar kelasdan
jenis barang telah ada revisi sebanyak 6 kali.

Pembicaraantingkat IV oleh Menteri Keuangan(perwakilan) RUU tentang Perbankanpenangananoleh Panitia Khusus(Pansus]
SambutanKetuaPansusleh Dr. A. A. Baramulibahwamodal asingtidak akanmendominasiperekonomiannasionalmasyarakatharus
ikut berpartisipasi dalam perekonomian negara dan memperjuangkan Azas Pancasila.

Rapat Paripurna ke
38/111/1991-1992

Senin, 17 Februari
1992

Suara Jela
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Rapat Paripurna ke 38/111/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 3

Side A: Sambutandari FraksiKaryaPembangunaroleh Drs. H.M. Hoesni Thamrin Asaat, S.H.Bahwakonsistenselalu mengarahkal
pandanganpikiran dan analisapadapola pikir yangdidasarkarpadafalsafahbangsadan negarayaitu PancasilalyuD1945, GBHNdan
program umum GolonganKaryayang harus dijabarkandalam pelaksanaampembangunamasional, RUUharus berimplementasidan
tergambar dengan jelas semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Program umum Golkar.

SideB: Sambutandari FraksiABRIoleh Murdono, hal-halyang perlu dipedomanidalam pembahasaryaitu WawasanNusantaradan
KetahananNasional, fungsi bank sebagaiagen pembangunanyaitu meningkatkan produktifitas dan meningkatkankesejahteraal
masyarakat, penjelasan tentang jenis-jenis bank dan harapan-harapan dari Fraksi Karya Pembangunan.

Rapat Paripurna ke
38/111/1991-1992

Senin, 17 Februari
1992

Suara Jela

324

Rapat Paripurna ke 38/111/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 4

SideA: Sambutardari FraksiPersatuarPembangunanhahwabeberapapokok UU perbankanuntuk saatini sudahtidak dapatmengikut|
perkembangarperekonomiamasionaldan internasional perbankannasionaldalamera globalisastdengancaramenjemputbola (paket-
paket deregulasioleh pemerintah), dunia perbankansangataktif menghimpundana masyarakat,RUUtentang perbankanini terlalu
liberal dankurangadanyalandasarfilosofi yangkuat, azas-azafungsidan tujuan, perizinanbentuk hukumdan kepemilikan prinsipbagi
hasil, rahasia bank distribusi peredaran uang dan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Side B: Sambutandari FraksiDemokrasilndonesiaoleh HeronimusEipada Sihombing,penyampaiankeluh kesah masyarakat,DPF
stempelpemerintahdianggapgidak mampubikin UU PerbankanmembutuhkanUU tentang perbankarnyangtetap mengandungilai-nilai
normatif dari PancasilaJUD 1945 dan GBHN |zin bank harus konsekuendan konsistensesuaidenganperaturanyang berlaku dalam
RUUdanLembagaPerbankarharusberfungsisecaraefisien,sehat,wajar dan mampumenghadappersaingarglobal,mampumelindung
dana yang dititipkan masyarakat dan mengeluarkan ke bidang produktif.....suara terputus.

Rapat Paripurna ke
38/111/1991-1992

Senin, 17 Februari
1992

Suara Jela

325

Rapat Paripurna ke 38/111/91-92, Senin, 17-2-1992, Volume 5

SideA: Lanjutansambutandari FraksiDemokrasindonesiaoleh HeronimusEipadaSihombingobahwaBadanhukumkoperasidalamRUU
tentang perbankanini diberikanizin untuk mendirikanBankUmum dan BPRmaka diharapkanpemerintahmemberikansentuhandan
dorongankhususuntuk menciptakaniklim yangkondusifagarbank umum dan BPRyangberbadanhukum koperasidapat didirikandan
berperan sederajat dengan perbankan yang berbadan hukum PT maupun PERSERO.

SambutanMenteri Keuangaroleh J.B.Sumarlinbahwatelah disetujui RUUPerbankaruntuk disahkanmenjadiUU, PerbankarNasiona
diharapkansemakinmampu meningkatkanperan serta didalam mendorongdan meningkatkanpembangunamasional,pertumbuhar
ekonomi yang semakinberkembang profesionalismepara pelaku perbankan,pembinaanperbankan,landasanperbankan,ketentuan
kegiatanperbankan bank denganprinsip bagihasil, pemberiankredit bank, fungsiMenteri Keuangarselakuotoritas yangmemberiizin
atas usahaperbankandan Bank Indonesiasebagaipembinadan pengawasbank dan ketentuan hukum bagi pelanggararnperbankar
(pemalsuan dan penggelapan).

Penutupan oleh ketua sidang.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
38/111/1991-1992

Senin, 17 Februari
1992

Suara Jela
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Rapat Paripurna ke 39/111/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 1

Side A: SambutanKetua rapat pembicaraantingkat IV pengambilankeputusan atas RUU tentang APBN 1992-1993 serta nota
keuangannya.

SambutarKepalaBiro Persidangamuntuk membacakarsurat tentang RUUtentang pembentukanpengadilartinggi agamadi DIYBandal
Lampung dan Jambi.

GambaranprosespenangananRUUtentang APBNtentang APBN1992/1993 serta nota keuangannyasejak masuk Dewan6 Januar
sampaidenganhari ini tanhggal27 Februari1992, amanatpresidenketeranganpemerintahatas RUUtentang APBN1992/1993serta
nota keuangannyadisampaikanPresidendalam RapatParipurnatanggal 6 Januari.Laporandari ketua komisi APBNSdr. Abdul Bakri
Srihardono, pembahasan draf tentang APBN.

Sambutardari FraksiKaryaPembangunamleh MubakarmuangSE. pahwaPancasilaazaskehidupanbermasyarakatRAPBNL992/1992
cukup strategis dalam repelita dan praktek monopoli penguasa kuat harus dicegah.

SideB: Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunarlehh Mubakarmuang,SERembahasafRAPBN penjualanminyak dan non
migas,yang menghambatpengembangamakyat kurang mampu harus ditiadakan, PBBnaik 1% dan anggaranyang sedangberjalan,
pemungutanPBBKTPdIl harusditiadakan,Pengelolaaryayasami BUMN/Departemerperlu ditertibkan, mengurangpinjamanbantuan
luar negeri sebesar7,4 % dari anggaranyang ada sekarang,pemerinhtah perlu bisa menaikkangaji PegawaiNegeri, ABRIdan Parg
PensiunanPeningkatarSektorPembangunarbaerahhdesadan kota 2,9 Triliyun, Pengawasampengembangarkawasanterpadu untuk|
yang berpenghasilarkecil, menghindaripemotongandanainpres desadll, penyempurnaarkebijaksanaarkredit likuiwiditas terhadag
koperasi,untuk mendorongeksportdan devisalndonesiaperlu meningkatkanperan perdagangardan lembagapromosidi luar negeri,
harapan swadana yang diberikan kepada beberapa unit kegiatan, pembebasan tanah dan penanaman hutan industri.

Rapat Paripurna ke
39/111/1991-1992

Kamis, 27 Februari
1992

Suara Jela

327

Rapat Paripurna ke 39/111/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 2

SideA: LanjutanSambutandari FraksiKaryaPembangunamleh MuzakarMuang, SE.,; PeningkatarSDMterutamadi Indonesiabagiar
Timur setingkatdenganlaju pertumbuhanyangdibutuhkan,peningkatareksportnon migas,bidangketenagakerjaatelum memperolef
perhatian sebagaimanamestinya (upah buruk), kekuranganguru, pelayanankesehatandan kebersihanrumah sakit yang memadabhi
kesejahteraarsosial,pelaksanaarkegiatandan proyek masihdilaksanakaroleh pemerintah pusat, kemajuandan pemanfaatanlPTE]|
melalui keberhasilan proses ahli teknologi dan transformasi industri perlu terus dilanjutkan.

Sambutandari FraksiABRIoleh Drs. Habib Makruf : kondisiekonomimoneter tahun 1991 kendalayangkurangmendukung,memulaj
proses tinggal landas Pelita VI, meningkatkanstabilitas ekonomi, APBN harus mencerminkankeserasianantara penerimaandan|
pengeluaransertamengenaipinjamanluar negeriperlu dimanfaatkansebaik-baiknyaintuk menuju pembangunarekonomidan proyek
yang produktif.

SideB: Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh Drs.HabibMakruf : bantuanluar negeriharuslahtidak mengandungkatan politik yang
merugikanapalagimengurangihargadiri dan martabat bangsadan negara,melanjutkanpembangunardengankekuatansendiri, OPE(
belum berhasilmendoronghargaminyaksecarabertahapsesuaiyangditetapkanOPEGebesar21 dolar AS,semakintinggi penghasilal
makasemakintinggi juga pajak penghasilanpemungutanpajak lainnyamenunjukkanhasil yangcukup menggembirakanpengeluaran
pengeluaran rutin yang terbesar, menurunkan pinjaman luar negeri dalam RAPBN1992/1993, peningkatan produktifitas dan|
kesejahteraarpegawai,pemerintahagar mengantisipasimplikasiperubahansistem pendidikan,bantuan sekolahpada daerah-daeral

terpencil, kumuh dan miskin, serta penjelasan-penjelasan dalam berbagai sektor.

Rapat Paripurna ke
39/111/1991-1992

Kamis, 27 Februari
1992

Suara Jela
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Rapat Paripurna ke 39/111/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 3

SideA: Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh Drs. Habib Makruf, bahwa FraksiABRI menyetujui RUUtentang RAPBNL992/1992
menjadi UU dan harapan-harapan dari Fraksi ABRI atas RUU tentang RAPBN 1992/1993.

Sambutandari FraksiPersatuanPembangunamleh H. Mohamad YanisSairudin, menjelaskantentang pemberantasankemiskinan
pematokanhargaminyak per barel, pinjamanindonesiasudahmelebihi batas,penyalurandanasosialharusjujur dan adil, penyediaal
saranadan prasaranaumum, wajib pajak, pemberiankredit, eksportnon migas,pinjamanluar negeri hanyasebagaipelengkapproyek
dari luar negeriperlu ditingkatkan,menggunakarproduksidalam negeriserta FraksiPersatuanPembangunamenyetujui RUUtentang
RAPBN 1992/1993.

SideB: Sambutandari FraksiDemokrasiindonesiaoleh H. SuwardiWiryo Atmajo, menjelaskarbahwa RUUtentang RAPBNL992/1992
masihmemperlihatkanperbedaansistemdan pelaksanaannyayelum mengatursubstansianginspiratif, penerimaanmigas,wajib Pajak
Bumidan BangunanPBB)bea cukaitembakau,penerimaanpembangunardari pinjamanluar negeriuntuk pembangunarproyek serta
penjelasan tentang rincian kegiatan rutin.

Rapat Paripurna ke
39/111/1991-1992

Kamis, 27 Februari
1992

Suara Jela

329

Rapat Paripurna ke 39/111/91-92, Kamis, 27-2-1992, Volume 4

SideA: LanjutanSambutandari FraksiDemokrasiindonesiaoleh H. SuwardiWiryo Atmojo yang menjelaskartentang biaya perjalanar
dinas,lokakarya pengadaarbarang-barandcantor, pembayararjasa-jasayangperlu dilakukanpenilaiankembali,kenaikangaji Pegawa
Negeridan ABRIserta pensiunanmutlak harus dilakukanuntuk menciptakanaparatur yangbersih dan berwibawa, pembayaranbunge
dan cicilanluar negeri,menekankarproyek-proyekuntuk menunjangroda perekonomianserta harapan-harapamari FraksiDemokras
Indonesia dalam berbagai sektor.

Pembacaan RUU tentang RAPBN 1992/1993 oleh Kepala Biro Persidangan.

SideB: LanjutanpembacaarRUUtentang RAPBNL992/19930leh KepalaBiro PersidanganhahwaRUUtentang RAPBNL992/1993telah
disetujui dan sah menjadi UU.

SambutarMenteri Keuanganantara lain tentang perekonomianyang semakinmeningkat,sektor perhubungan kesehatan pendidikan
KB, air bersih semakin meluas dinikmati masyarakat, sektor industri semakin meningkat dan makin mampu bersaing dipasal|
internasional sektor pertanianyangsemakinkokoh,ketergantungarterhadapminyakbumitelah jauh berkurang,penurunankemiskinar
cepat berkurang, ketidakseimbangan makro dan mendorong ekonomi lemah dengan menciptakan usaha.

Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua Rapat.

Rapat Paripurna ke
39/111/1991-1992

Kamis, 27 Februari
1992

Suara Jela

330

Rapat Paripurna ke 40/111/91-92, Selasa, 3-3-1992, Volume 1

Side A: Pembicaraan Tingkat IV pengambilan keputusan atas RUU tentang Benda Cagar Budaya.

SambutanDari Fraksi Karya Pembangunanoleh Drs. Usman Simanjuntakbahwa UUD 1945 mengamanatkanupaya memajukar
kebudayaarindonesiasejarahtidak boleh dilupakanoleh suatubangsajtujuan tidak membeda-bedakakepentingandaerah,keyakinalr
agama dan kepercayaankepada Tuhan Yang Maha Esa dan penjelasantentang RUU tentang Cagar Budaya bertujuan untuk
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta kekuatan dan modal utama bagi bangsa untuk maju mencapai cita-cita.
Side B: Lanjutan Sambutandari FraksiKaryaPembangunaroleh Drs. Usman Simanjuntakmenjelaskantentang syarat-syaratupaye
pengembangan kebudayaan dan larangan-larangan cagar budaya.

Sambutardari FraksiABRbleh Dra.DjumyatniGautamaSuhodomenjelaskarbahwacagarbudayayangsebagiarbesarberasaldari hasil

ciptaan bangsa pada zaman lalu yang merupakan kebanggaan nasional untuk memperkokoh sebagai jati diri negara.

Rapat Paripurna ke
40/111/1991-1992

Selasa, 3 Maret 199

2Suara Jela:
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Rapat Paripurna ke 40/111/91-92, Selasa, 3-3-1992, Volume 2
SideA: Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh Dra. Djumyatni GautamaSuhodomenjelaskarhasil pantauandilapanganoleh Fraks
ABRI, harapan-harapan dari Fraksi ABRI

SideB: Sambutardari FraksiPersatuarPembangunamleh Drs. TengkulamaludinVali menyampaikarharapan-harapamlari FraksiABR
antaralain : nilai budayalndonesiahendaknyaharusdibina dan dikembangkaniradisi dan peninggalarsejarahyangmempunyainilai
perjuanganbangsakebanggaamasionalserta kemanfaatamasional,pemerintahharustanggapterhadapmasalah-masalaliangmasih
dirasakan baik teknis atau penegakan hukum, pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala harus dapat
dipertanggungjawabkagsecarailmiah baik teknis historisarcheologishasilpemugararharusbergunauntuk studi pengembangamomor
9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Sambutardari FraksiDemokrasindonesiaoleh A. TyasSatiyonoSoenartomenjelaskarbahwabendacagarbudayadikuasaioleh negare
tetapi setiap orang dapat memiliki atau menguasaibenda cagar budaya tertentu dan penggandaanbenda cagar budaya wajib
mendapatkan izin dari pemerintah.

Rapat Paripurna ke
40/111/1991-1992

Selasa, 3 Maret 199

2Suara Jela

332

Rapat Paripurna k -40/111/91-92, Selasa, 3-3-1992, Volume 3

Side A: Lanjutandari FraksiDemokrasilndonesiaoleh A. TyasSatiyono Soenarto,apabila RUUtentang BendaCagarBudayasudal
disahkan menjadi UU maka segera dimasyarakatkan secara umum dan persetujuan RUU tentang Benda Cagar Budaya menja
SambutarMenteri Pendidikardan Kebudayaamleh Prof. Dr. FuadHasan bahwakerugianhilangnyabendacagarbudayaolehtindakar
pencurianmaupunpenyelunduparkeluarwilayahRI,bendacagarbudayabukanhanyasekedamerupakankristalisasdari suatuproses
kesejahteraanpendacagarbudayalndonesiayang dilestarikandiakui sebagaiwarisanbudayakemanusiaarseduniadan bendacagal
budaya bersifat teknis dan alamiah.

Penutupan rapat oleh Ketua Rapat.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
40/111/1991-1992

Selasa, 3 Maret 199

2 Kosong,
Tidak ada
Suara

333

Rapat Paripurna ke 41/111/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 1

Side A: Rapat pembicaraan Tingkat IV yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Keimigrasian.

Sambutandari KetuaKomisilll oleh S. Soehardiantaralain membicarakartentang pencegahardan penangkalarterhadaporangasing
dan penyidikan PNS wewenang tugas kepolisian.

SideB: Sambutardari FraksiKaryaPembangunamleh M. RusdyThahir,S.H.antaralain membicarakarbahwasetiapWNI berhakmasuk
keluar di wilayah Indonesia, tindak pidana bagi pelanggarankeimigrasian, pengawasanorang asing dan tindakan keimigrasian

pencegahan dan penangkalan harus dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Rapat Paripurna ke
41/111/1991-1992

Rabu,4 Maret 1992

Suara Jela

Reksur DPR RI 1989 - 1993

120

Pengolahan Armedbar.




NO.
Volum

URAIAN DESKRIPSI

FILE

KURUN WAKTU

KET.

3

4

5

334

Rapat Paripurna ke 41/111/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 2

SideA: Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunaroleh M. RusdyThabhir,S.H.yaitu menjelaskarbahwaHAM harusdiletakkar
secaraproporsional,usulanFraksiKaryaPembangunamntuk mempereratancamanpidana,kesan,pesandan harapandari FraksiKaryz
Pembangunan RUU tentang Keimigrasian.

Sambutardari FraksiABRIoleh SumartiniD, S.H.menjelaskartentang pencegahardan penangkalarhendaknyamemberikanketegasal
tentang siapayangdicegahdan yangditangkapserta menjelaskartentang penangkalarterhadap WNI merupakansuatu kemundurar,
karena melanggar HAM dan warga negara yang kembali kenegerinya sendiri.

SideB: Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh SumartiniD, S.H.menjelaskarbahwaRUUtentang Keimigrasiarmdalahuntuk menjamir]
terpeliharanya ketertiban dan keamanan serta menyampaikan harapan-harapan dari Fraksi ABRI atas RUU tentang Keimigras
Sambutandari FraksiPersatuanPembangunaroleh SukardiEffendi, S.H. menjelaskantentang materi pokok dalam RUU tentang
Keimigrasiarantara lain : masukdan keluar wilayah Indonesia,keberadaanorang asingdi wilayah Indonesia,surat perjalananRI dan
ketentuan pidana.

Rapat Paripurna ke
41/111/1991-1992

Rabu,4 Maret 1992

Suara Jela

335

Rapat Paripurna ke 41/111/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 3

SideA: Lanjutansambutandari FraksiPersatuanPembangunamleh SukardiEffendi, S.H.yaitu menjelaskartentang alasanpencegaha
dan penangkalanmasalahpasporhaji, pengawasarterhadaporang asing,ketentuan pidanabagi orang asingsesuaidenganketentuan
RUUtentang KeimigrasianpenyidikandalampenangkaparbagikasusyangmelanggaRUUtentang Keimigrasiarmpabilaadayangkabur,
serta harapan-harapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

SideB:Sambutardari FraksiDemokrasindonesiaoleh TengkuDahmanMuiji, S.H.menjelaskartentang pencegahan-pencegahd¢e luar,
negeri,tidak menerimapenangkalarbagiwargalndonesiayangdi luar negerikembalike Indonesiawawasarkebangsaarsertaharapan|
harapan dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

SambutanMenteri Kehakimanyang menjelaskantentang kebijaksanaamenyaringanorang asing yang akan menetap di Indonesia
pencegahandan penangkalan,setiap warga negara berhak masuk keluar Indonesia serta Departemen Kehakiman sudah siaf
melaksanakan UU tentang Keimigrasian.

Rapat Paripurna ke
41/111/1991-1992

Rabu,4 Maret 1992

Suara Jela

336

Rapat Paripurna ke 41/111/91-92, Rabu, 4-3-1992, Volume 4

SideA: LanjutansambutanMenteri KehakimarmenjelaskarbahwaWNI yangtinggaldi luar negeriseharusnyaanggaterhadapnegare
RI, sedang disiapkan RPP tentang pengawasan orang asing dan mempersiapkan Keputusan Menteri tentang Karantina Imigray
Penutupan rapat paripurna oleh Ketua Rapat.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
41/111/1991-1992

Rabu,4 Maret 1992

Suara Jela
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337 |Rapat Paripurna ke 42/111/1991-1992, Senin, 9-3-1992, Volume 1 Rapat Paripurna ke Senin, 9 Maret 1992 Suara Jela
Side A:Rapat pembicaraan Tingkat IV yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perfilman. 42/111/1991-1992

SambutanKetuaPansusoleh Krisantonoyang menjelaskartentang pokok-pokokRUUtentang perfilmanyaitu : Dasararah dantujuan,
film bukan hanya karya cipta tetapi seni dan budaya, film sebagaiaspek ketahanannasional, mencegahpemusatansatu tangar
(kelompok)tetapi azasusahabersama,pemerintah melakukanpembinaanterhadap usahaperfilman, film impor sebagaipelengkaj
harusbermutu baik yang dapat merangsangerfilman Indonesia,film nasionalyangditolak sensortidak diumumkanserta penjelasat
tentang penayangan film.

Sambutandari FraksiKaryaPembangunaroleh EndangKusumalnten Suwenoyangmenjelaskantentang kecamanterhadap perfilman
Indonesia,seringmencampuradukkamesanartistik dan nilai kandungannyafilm Indonesiabelum menyaingifilm impor (barat), selerg
penonton sangat menentukan serta sendi-sendi perekonomian disusun usaha bersama.

SideB: Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunamwleh EndangKusumanten Suwenomenjelaskarbahwafilm merupakarkarya
senibudaya,film sebagaimediakomunikasimasapandangdengar,penjelasarntentang sensorfilm sebagapembinanuntuk mendorong
film yang lebih baik, penyerahan urusan serta harapan dan saran dari Fraksi Karya Pembangunan.

Sambutandari FraksiABRI oleh Drs. E. Syarifudinmenjelaskanbahwa usahakebudayaanharus menuju kemajuanadab budayadan
persatuandantidak menolakbahan-baharbaru kebudayaarasing,pembinaanperfilman, kesempatarmasyarakauntuk berperanserta
dalamberkreasi,berkaryadan berusahadalamusahaperfilman serta penjelasantentang sanksiyangtegasatas pelanggararketentuan
pembinaan perfilman untuk melindungi masyarakat pada umumnya.

338 |Rapat Paripurna k -42/111/1991-1992, Senin, 9-3-1992, Volume 2 Rapat Paripurna ke Senin, 9 Maret 1992 Suara Jela
SideA: Lanjutasambutandari FraksiABRIoleh Drs. E. Syarifudinyangmenjelaskarbahwaperlindunganhukum bagiartis dankaryawar| 42/111/1991-1992
film sertaproduserfilm, film impor merupakanfilm pelengkapjmpor film jumlahnyaharusseimbangdenganpeningkatanproduksifilm
Indonesia, pertunjukan dan penayanganfilm di bioskop, pembinaanpemerintah dalam upaya meningkatkankualitas sumber dayg
perfilman serta penyampaian harapan-harapan dari Fraksi ABRI.

Sambutandari Fraksi PersatuanPembangunanoleh Aisyah Amini, S.H. menjelaskanbahwa Fraksi PersatuanPembangunartidak
menghendakmunculnyafilm yangbermuatankepekatanerotika pornografis,film mempunyaipengaruhyangtinggi padamasyarakat
pengembangaiperfilman, perfilmanIndonesiaharusmemperhatikamilai-nilaiagamasertaartis dankaryawanfilm berhakatasjaminar
hukum.

SideB:Lanjutansambutandari FraksiPersatuanPembangunaroleh AisyahAmini, S.H.menjelaskantentang bimbingankepadadunia
perfilman nasionalagar semakinbergerakmaju, menghindaripersaingarusahaperfilman yangtidak sehat,lembagasensorindonesia|
penggolongarusiayanglayak menontonfilm, ancamanpidanayangsudahditolak oleh LembagaSensorindonesiadan produserharus
memahami arah, dasar tujuan perfilman.

Sambutandari FraksiDemokrasilndonesiaoleh Marchel Bedingmenjelaskanbahwa film mengandungpotensi ekonomiyang sanga
tinggi, hak monopoli, film impor tidak bisa disamakandenganfilm nasional,menghindarkanpersainganyg tidak sehat dalam usahe
perfilman, penetapanusahaperfilman, pembinaanperfilman, kelemahanfilm nasionaldan penjelasanbahwa Institut Kesenianlakartg
khususnya Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Film dan Televisi perlu diberikan pembinaan.
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339 |Rapat Paripurna ke 42/111/1991-1992, Senin, 9-3-1992, Volume 3 Rapat Paripurna ke Senin, 9 Maret 1992 Suara Jela

SideA: Lanjutansambutandari FraksiDemokrasilndonesiaoleh Marchel Bedingmenjelaskanperlu adanyapemberianbantuandana
rutin dalamrangkapeningkatansaranayangdiperlukanuntuk mewujudkanperfilmanindonesiasebagatuan rumahsendiri,nasibwarga
masyarakat perfilman Indonesia diberi jaminan hukum dan sosial yang kuat serta harapan-harapan dari Fraksi Demokrasi Indc
SambutanMenteri Keuanganmenjelaskanbahwa dibutuhkan tenaga yang kreatif untuk menghasilkarfilm yang bernilai tinggi, film
Indonesiahanyaterbuka bagi WNI tetapi tidak menutup kesempatanbagi perusahaarmasinguntuk melakukanproduksibersamatetapi
tidak dalam artian mendirikan perusahaan patungan serta film mempunyai potensi untuk pengembangan kebudayaan.

Side B: Penutupan rapat oleh Ketua Rapat.

42/111/1991-1992

340 |Rapat Paripurna ke 43/111/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 1 Rapat Paripurna ke Kamis, 12 Maret | Suara Jela
Side A: Rapat pembicaraan Tingkat IV yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Dana Pensiun. 43/111/1991-1992 1992
SambutanKetua Pansusoleh Dr. Baramuli,S.H.yang menjelaskantentang Laporanhasil akhir RUUtentang DanaPensiun kronologis
dana pensiun dan ketentuan pidana.
Side B:Lanjutan sambutan Ketua Pansus oleh Dr. Baramuli, S. H. tentang penyampaian terima kasih kepada wakil-wakil Ketua
Sambutardari FraksiKaryaPembangunamleh Drs.MuhsinLisanyangmenjelaskarbahwadanapensiundapat menjaminkesejahteraal
para karyawandi hari tuanya dan keluarganyapermasalahartentang judul RUU,dana pensiunbersifat sukarela(hak masing-masin|
peserta), iuran peserta dana pensiun, manfaat pensiun dan ketentuan pidana.
341 |Rapat Paripurna ke-43/111/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 2 Rapat Paripurna ke Kamis, 12 Maret | Suara Jela

SideA: Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunaroleh Drs. Muhsin Lisanbahwa menyetujui naskahakhir RUUtentang Dang
Pensiun serta saran dan harapan dari Fraksi Karya pembangunan.

Sambutardari FraksiABRbleh Maniur PasaribuS.H.menjelaskarbahwapembinaandan pengawasaryangbaik agardipatuhi peraturan
peraturanyangtelah digariskansecaraketat, keberadaandion pengawassifatnyamutlak setiap dana pensiun,penegakansanksiyanc
tegasterhadappelanggararbidangkeuangardan perbankan perampingammateri sertapenjelasartentang danapensiunadalahbersifat
sukarela untuk mensejahterakan karyawannya.

SideB: Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh Maniur PasaribuS.H bahwahak pesertayangmeninggaldanberhenti, ancamarpidana
atau denda atau sanksi pelanggaran peraturan serta sosialisai UU tentang Dana Pensiun.

Sambutandari Fraksi PersatuanPembangunanoleh Drs. H. Ali Sofian yang menjelaskanbahwa dana pensiun bertujuan untuk
kesejahteraanmasyarakat,dana pensiun akan memberikan dampak positif bagi pembangunannasional, azas-azaslana pensiun

peraturan pendirian dana pensiun dan penjelasan tentang hak-hak pensiun.

43/111/1991-1992

1992
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342

Rapat Paripurna ke 43/111/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 3

Side A: Lanjutan sambutandari FraksiPersatuanPembangunaroleh Drs. H. Ali Sofianyang menjelaskantentang hak-hakpensiun
pembinaandan pengawasandana pensiun pemberi kerja oleh Menteri Keuanganserta penyampaianharapan-harapandari Fraks
Persatuan Pembangunan.

Sambutandari Fraksi Demokrasilndonesia oleh Adi Pranoto yang menjelaskantentang jenis dan status hukum dana pensiun
kepengurusan dana pensiun, pembubaran dan penyelesaian dana pensiun serta pemberi fasilitas perpajakan dana pensiun.
SideB: Lanjutansambutandari FraksiDemokrasindonesiaoleh Adi Pranotomenjelaskarbahwadanapensiunadalahuntuk jaminanhari
tua, pembinaandan pengawasardana pensiunoleh Menteri Keuangansanksiadministratif, dana pensiunLermbagaKeuangarserta
ketentuan peralihan dana pensiunn

SambutarMenteri Keuangammenjelaskardanapensiundiharapkanmemberiperanterhadappembangunamasional danapensiunyang
bersumberdari masyarakatagar dikelola denganbaik, dana pensiununtuk memberikanperlindunganbagi kesejahteraarmasyaraka
khususnygpesertadanapensiun,azas-azadanapensiun,danapensiunsetaradenganPTdan koperasi,pengurusardanapensiun,iuran
yangdibayarkanadalahhak peserta,danapensiunmerupakaninvestor kelembagaanMenteri berhakmemeriksadana pensiun,sanks
bagi yang melanggar serta penjelasan tentang ketentuan ancaman pidana.

Rapat Paripurna ke
43/111/1991-1992

Kamis, 12 Maret
1992

Suara Jela

343

Rapat Paripurna ke 43/111/1991-1992, Kamis, 12-3-1992, Volume 4

Side A: Lanjutan SambutanMenteri Keuanganyang menjelaskanbahwa Ketentuan ancaman pidana adalah untuk kesejahteraal
masyarakatserta RUU agar disahkan menjadi UU dengan baik maka pemerintah akan segera menyiapkan peraturan-peraturat
pemerintah.

SambutanKetua Rapatbahwa Pansugdibubarkankarena pembahasarRUUbidangkeuangansudahselesaidan penutupanrapat oleh
Ketua Rapat.

Side BTlidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
43/111/1991-1992

Kamis, 12 Maret
1992

Suara Jela

344

Rapat Paripurna ke 44/111/1991-1992,Rabu, 18-3-1992, Jam 09.10 WIB, Volume 1

Side A: Rapat pembicaraan Tingkat | yaitu keterangan pemerintah atas RUU tentang Perkoperasian.

SambutanMenteri Koperasi, Bustanil Arifin menjelaskanbahwa koperasibertujuan mensejahterakarpara anggotanya,diharapkar
koperasi menjadi soko guru perekonomiannasional, koperasiyang tangguh dan mandiri masih jauh dari kenyataan,dalam aspek
permodalankoperasikurangmampumemobilisasdan meningkatkarmodal yangpenting bagiusaha koperasiadalahbadanusahayang
mengandungnilai sosialdan nilai kekeluargaanpenjelasanjenis koperasi,warganegaraasingboleh menjadi anggotakoperasi,rapat
anggota memegang kekuasaan tertinggi, pengurus adalah sebagai pengelola koperasi serta pengawas harus dibentuk melalui
SideB: LanjutanSambutanMenteri Koperasi, Bustanil Arifin menjelaskantentang fungsi koperasi,permodalanpenyertaan,koperas
simpan pinjam untuk para anggotanya,usaha simpan pinjam bukan usaha perbankan,pembinaankoperasioleh pemerintah serta
membahas pokok-pokok pikiran RUU tentang Perkoperasian.

Skors 10.00 - 10.05 WIB

LaporanBKSAP delegasiRlke KTTOKIyangke-6 di Dakar,Sinegal padatanggal9 Desembermleh Soetedjoyangdilatarbelakangoleh
berakhirnya perang dunia.

Rapat Paripurna ke
44/111/1991-1992

Rabu, 18 Maret 199

P Suara Jela
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345

Rapat Paripurna ke 44/111/1991-1992,Rabu, 18-3-1992, Volume 2

SideA: LanjutanlaporanBKSABIleh Soetedjobahwalndonesiaelah terpilih menjadiWakilKetuaSidang<TTOKIke-6 bersamaPalestin:
dan Suriah yang telah memimpin 3 kali sidang.

LaporanBKSARentang muhibah ke Pakistanpadatanggal 16 - 23 Desemberoleh Drs. H. YanMokoginta, antara lain : memperolel
gambaranpembangunardi Pakistan,Pakistanmenganutdemokrasiparlementer, perkembangarhubunganekonomiantara Pakistan-
Indonesiamasihsangatterbataspadasejumlahkerjasamaertentu, proyekkelapasawit di Pakistan Indonesiaakandilaksanakamntuk
produksi minyak, Indonesiaberhasildalam melaksanakamprogram KB dan Pakistanmempunyaipusat riset yang canggihdalam Iimu
Kedokteran dan Ilmu Farmasi.

Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
44/111/1991-1992

Rabu, 18 Maret 199

P Suara Jela

346

Rapat Paripurna ke 45/111/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 1

SideA: RapatpembicaraanTingkatlVV pengambilarkeputusanatas RUUtentang BudidayaTanamardan RUUtentang KarantinaHewan
Ikan dan Tumbuh-tumbuhan.

Sambutanoleh AbdurahmanRangkutimengenailLaporan ProsesPembahasarRUU tentang BudidayaTanamandan RUU tentang
Karantina Hewan, lkan dan Tumbuh-tumbuhan.

Sambutan dari Fraksi Karya Pembangunan oleh Drs. Syarif Al Khadi membahas mengenai pasal-pasal, bab dan judul RUU.
SideB: Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunaroleh Drs. SyarifAl Khadiantara lain menjelaskantentang penyempurnaal
judul RUU, panen dalam budidaya hewan, pemerintah meringankanbeban petani yang berlahan sempit, ciri-ciri usaha budidaye
tanaman, FKPmenyetujui RUUuntuk disahkanmenjadi UU, tujuan budidayatanamanadalahuntuk meningkatkantaraf hidup petani,
prinsip padat karya harus dipertahankan serta pencegahan peredaran pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi persyaratan ¢

Rapat Paripurna ke
45/111/1991-1992

Rabu, 18 Maret 199

P Suara Jela

347

Rapat Paripurna ke 45/111/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 2

SideA:Lanjutarsambutandari FraksiKaryaPembangunaroleh Drs. SyarifAl Khadi antaralain : pemerintahharussegeramengeluarkal
peraturanpelaksanaarkeduaUU tentang tentang BudidayaTanamandan RUUtentang KarantinaHewan,lkan dan Tumbuh-tumbuhar
serta permohonan maaf dan ucapan terimakasih.

Sambutardari FraksiABRboleh Ibu Siti Sundarimenjelaskartentang ke dua RUUini memiliki pola keterkaitanbahkanakanmemberikar
dukunganlangsungbagi rencanapembangunanjangkapanjangke dua yangtelah diambangpintu kehidupanbangsalndonesia,RUU
masih perlu disempurnakan,budidaya tanaman menyangkut rakyat banyak serta penjelasantentang azas manfaat lestari dan
keberlanjutan.

Side B: Lanjutan sambutan dari Fraksi ABRIoleh Ibu Siti Sundari menjelaskantentang aspek kependudukanagar tidak terisolasi
transmigrasi,kepadatanpenduduk dan lapanganpekerjaan, Fraksi ABRImenyetujui RUU menjadi UU, sosialisasiUU, menertibkar
peraturan pelaksanaan, penyuluhan kepada petani tentang UU ini.

Sambutandari Fraksi PersatuanPembangunanoleh Moh. Jafar Sidig menjelaskantentang perlindunganbudidaya tanaman, carg

mengahsilkan pangan yang berkualitas serta mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya petani.

Rapat Paripurna ke
45/111/1991-1992

Kamis, 19 Maret
1992

Suara Jela
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348

Rapat Paripurna ke 45/111/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 3

SideA: Lanjutan, Sambutandari FraksiPersatuanPembangunaroleh Moh. Jafar Sidiqgyang menjelaskartentang kemajuanagronom
Indonesiaharusdiperlukanpenelitian, penjagaarstabilitasharga, mutu pestisidayangsangatrendah,sumberalam hewan nabati perlu
dijagadan dikembangkantindakankarantinahamapenyakithewan, penyuluhankepadamasyarakaentang UUDdalammeningkatkai
pembangunan serta peningkatan teknologi saat panen.

Sambutandari FraksiDemokrasindonesiaoleh JajaWinata yang menjelaskartentang pentingnyaUU tentang BudidayaTanamandan
RUUtentang KarantinaHewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuharserta tingkat kesejahteraarmasyarakatidang pertanian masihdibawat
garis kemiskinan.

Side B:Lanjutansambutandari FraksiDemokrasilndonesiaoleh JajaWinata menjelaskanbahwa petani memiliki kebebasanuntuk
memilih jenis tanaman, pemerintah mengusahakaragar petani memperoleh jaminan tertentu, hama (organismepengganggukarn
menurunkan kualitas hewan dan ikan.

SambutanMenteri Pertanian Rl yang menjelaskantentang masyarakatmemperoleh jaminan mutu, pengendalianusahatanaman
organisasiprofesi, pemberian penghargaankepada kwalitas unggul/badan hukum yang memiliki unggulan tertentu, pemberiar
penyuluhanyang mendukung perkembanganteknologi tanaman serta efisiensi yang menyangkutazaskarantina ikan, hewan dan|
tumbuhan.

Rapat Paripurna ke
45/111/1991-1992

Kamis, 19 Maret
1993

Suara Jela

349

Rapat Paripurna ke 45/111/1991-1992,Kamis, 19-3-1992, Volume 4

SideA: LanjutansambutanMenteri PertanianRlyangmenjelaskarbahwaUU ini harusdilengkapidenganperaturan pelaksanaaragat
peraturan pelaksanaan dapat dilaksanakan secepat mungkin

Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
45/111/1991-1992

Kamis, 19 Maret
1994

Suara Jela

350

Rapat Paripurna ke 46/111/1991-1992, Jumat, 20-3-1992, Volume 1

SideA: Rapatpembicaraarpengambilarkeputusanatas RUUbidangperhubungan:RUltentang PerkeretaapianRUUtentang LaluLintas
dan Angkutan Dijalan, RUU tentang Penerbangan dan RUU tentang Pelayaran.

SambutarKetuaPansuoleh Drs.H. BomerPasaribuS.H. menjelaskarientangrumusanyangdisepakatimerupakarhasilmufakatbulat,
jujur dan obyektif, peranan DPR mengalami peningkatan optimasi serta penjelasan tentang sistem transportasi nasional.
SideB:LanjutansambutanKetua Pansusoleh Drs. H. Bomer Pasaribu,S.H.,bahwa RUUharus mempertimbangkansejumlahberbaga
ketentuan-ketentuan Internasional, konvensi-konvensi Internasional karena kita menjadi anggota masyarakat sedunia.
Sambutardari FraksiKaryaPembangunamleh Drs.H.M. LaluPatriwijayaantaralain menginginkaradanyapokok-pokokpikiran sebaga

fondasi untuk membahas merumuskan paket RUU bidang perhubungan dan menyetujui ke empat RUU tersebut.

Rapat Paripurna ke
46/111/1991-1992

Jumat, 20 Maret
1992

Suara Jela
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351

Rapat Paripurna ke 46/111/1991-1992, Jumat, 20-3-1992, Volume 2

SideA: Lanjutansambutandari FraksiKaryaPembangunaroleh Drs. H.M. Lalu Patriwijayaantara lain operasionalisasuU di bidang
perhubungansangaterat kaitannyadengan SDM, dampak lingkunganhidup dan sarana.Faktor ini akan menentukanbaik buruknye
penyelenggaraan pada gilirannya akan berpengaruh pada keselamatan dan keamanan perhubungan.

Sambutandari FraksiABRIoleh Ir. Soedjatmomenjelaskanmasalahtransportasimempunyaiperananyang sangatluas, transportas
untuk mewujudkanwawasamusantarapoleksosbudhankankeselamatardan keamanarharusdiperhatikansertamenjaditransportas|
nasional yang handal.

SideB: Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh Ir. SoedjatmobahwaFraksiABRImenyetujuiRUUtentang perkeretaapianRUUtentang
LaluLintasdan AngkutanDijalan,RUUtentang Penerbangardan RUUtentang Pelayararuntuk disahkanmenjadi UU oleh PresidenRl
serta harapan-harapan dari Fraksi ABRI.

Sambutandari FraksiPersatuanPembangunaroleh ZarkasihNoor bahwa transportasiakan menjadikanpembangunanyang semakir
pesat, kereta api merupakantransportasimasadepan, kereta api mempunyaihubunganstrategisuntuk mempererathubunganantar,
bangsakewajibanmutu pelayanamrmasyarakatdari Perumka,STNKoerlakusekurang-kurangny& tahun, kendaraarpribadi tidak wajib,
diasuransikarkarenamemberatkanmasyarakat)ndonesiaharus mempunyaipenerbangarnyangtangguh,rute penerbangarserta tarif
angkutan penumpang pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR.

Rapat Paripurna ke
46/111/1991-1992

Jumat, 20 Maret
1992

Suara Jela

352

Rapat Paripurna ke 46/111/1991-1992, Jumat, 20-3-1992, Volume 3

Side A:Lanjutansambutandari FraksiPersatuanPembangunaroleh ZarkasihNoor bahwa industri transportasinasionalharus dipacu
untuk mengurangi ketergantungan dari luar negeri serta Fraksi Persatuan Pembangunan menyetujui RUU menjadi UU.
Sambutandari FraksiDemokrasilndonesiaoleh Anwar Datuk menjelaskarntentang aspek-aspeldalam RUUyang harus diperhatikan
sistemtransportasinasional FraksiDemokrasindonesiaprihatin atasangkutanKeretaApi padasaatlebaran,mendukungperanswaste
ditingkatkandalam mendukungpembangunanhak dan kewajibanpengemudi,usul dan sarandari FraksiDemokrasilndonesiaserta
Fraksi Demokrasi menyetujui disahkannya RUU menjadi UU.

Sambutan dari Menteri Perhubungan bahwa ketiga UU ini mempunyai makna untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

SideB: Lanjutansambutandari Menteri Perhubungarbahwatelah disetujui pokok-pokokpikiran transportasinasionalyaitu ketiga UU
ini, ditambahkanRUUtentang Pelayararserta transportasimempunyaiperananyangsangatpenting dan strategisdalampembangunal
nasional.

Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat pada pukul 11.35 WIB.

Rapat Paripurna ke
46/111/1991-1992

Jumat, 20 Maret
1992

Suara Jela
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353

Rapat Paripurna ke 47/111/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 1

SideA: RapatpembicaraanTingkat! yaitu keteranganpemerintahatas RUUtentang PerkembangaiKependudukardan Pembanguna
Keluarga Sejahtera.

(suara teknisi ikut terekam sehingga suara rapat tidak jelas)

Sambutandari PimpinanKomisiVIIl dan X (RapatGabungan)leh Drs. Markus Bawalan,membacakarjadwal pembahasaratas RUU
tentang PerkembangaiKependudukamlan PembangunafKeluargaSejahteraalasankeraguartidak terselesainyaRUUini, penyelesaia
RUU harus tepat waktu, proses materi RUU, pasal-pasal yang disepakati dan yang belum disepakati.

SideB: Lanjutansambutandari PimpinanKomisiVIll dan X (RapatGabunganpleh Drs. Markus Bawalanyang menyampaikarucapar
terimakasih atas kerjasamadari fraksi-fraksisehinggaterselesainyaRUU tentang PerkembangarKependudukandan Pembanguna|
Keluarga Sejahtera.

Sambutandari FraksiKaryaPembangunaroleh Dr. Hida Yusli Dahlanyang menjelaskanhasil Munas ke-4 Golkar tahun 1998 juga
merupakanpedomandalam RUU,HAM harusdikaitkandengankepentinganyanglebih luas, FraksiKaryaPembangunamenolakfaham
individualisme hak yangdilindungiuntuk menentukanjumlah besarkecilnyakeluarganyadan menentukankualitaskeluarganyahakdan
kewajibanmasalahkependudukandiatur dalam RUU,pembahasarRUUoleh FKP FKPmenyetujui RUUmenjadi UU serta kesandan|
harapan RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Sambutan dari Fraksi ABRI oleh Dr. Fahri Nur menjelaskan bahwa rapat gabungan komisi bertujuan untuk mencapai mufakat.

Rapat Paripurna ke
47/111/1991-1992

Sabtu, 21 Maret 1992Suara Jela

354

Rapat Paripurna ke 47/111/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 2

SideA:Lanjutansambutandari FraksiABRIoleh Dr. FahriNur menjelaskarbahwaaspekpembangunaryangharusdiperhatikanadalal
masalahkeluargasejahtera,penurunantingkat kelahirandenganKeluargaBerencangKB),pola pikir yangmendasariFraksiABRIdalam
membahasRUU,KB menentukankualitas penduduk, pembahasartentang judul RUU,FraksiABRImenyetujui RUUmenjadi UU serta
harapan-harapan dari Fraksi ABRI.

Sambutandari FraksiPersatuanPembangunamleh Drs. SuwardiHambaliyangmenjelaskarbahwa berbagaiperombakanyangintensif
dalampembahasarRUUoleh FraksiPersatuanPembangunanfaktor untuk kelancarandalam pembahasarRUU besarkecilnyajumlah
penduduk berpengaruh pada kualitas, sikap kurang menghargai kehamilan yaitu penggugurananak, pelanggaranasusila yaitu
menyebarkaralat KBsecaratidak pantasdipakaiuntuk mencegahAlDSsertamenyambutbaik Norma KeluargaKecilBahagiaSejahterg
(NKKBS).

SideB:Lanjutarsambutandari FraksiPersatuarPembangunaimleh Drs. SuwardiHambaliyangmenjelaskarbahwapengaturankelahirar
dan mobilitas penduduk, populasi penduduk, perbaikan penduduk dengan sarana dan prasarana serta pembinaan tentang
kependudukan, pelaksanaan KB sebagian besar adalah hanya orang yang berpendidikan serta penjelasan tentang pendidikan
Sambutandari FraksiDemokrasiindonesiaoleh NanaDumanaWiradi Putra menjelaskartentang jumlah pendudukyangbesarkurang
selaragdan serasi jumlah pendudukyangbesartetapi berkualitas kemandirianmasyarakatkeluargasejahteradibentuk dari pernikahar
yang membentukkeluargayang sejahtera,kebahagiaarahir batin dan berketuhananYME kasus-kasugang menyebabkarkeresahal
masyarakat, sensus penduduk, kesehatan, transmigrasi, dll serta penjelasan tentang judul RUU oleh Fraksi Demokrasi Indone

Rapat Paripurna ke
47/111/1991-1992

Sabtu, 21 Maret 1992Suara Jela
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355

Rapat Paripurna ke 47/111/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 3

SideA: Sambutanoleh Menteri NegaraKependudukardan LingkungarHidup antara lain menjelaskantentang jumlah pendudukyang
tidak selarasdan serasiakanmenghambatpembangunamasional perkembangarkualitaskeluargadengankB,hak-hakdan kewajiban:
kewajibanpenduduk,macam-macanperkembangarkualitashidup, kemudahan-kemudahanntuk pendudukyangcacatfisik danmental
sertakemudahandalampendidikan tiga cakupankebijaksanaakependudukanpenjelasartentang keluargadan kelahiran,hak asasiKE
akandilindungi hukum, peragaanalat KBhanyaboleh dilakukanoleh petugasyangberwenang,pengendalianrdampaklingkunganfisik
dan non fisik serta sosial budaya dan sanksi-sanksi pelanggaran terhadap peraturan RUU.

SideB: Lanjutansambutanoleh Menteri NegaraKependudukaman LingkungarHidupantaralain menjelaskanientangtingkat kematiar
menurut suksesnya pembangunan nasional, jumlah penduduk yang besar menjadikan tantangan bagi suatu negara.

Skors rapat 10 menit.

PidatoPresidenpenutupanmasapersidanganil masasidang1991/1992: pembahasampermasalahan-permasalahatari komisi-komisi
15 RUUyangtelah disetujui menjadiUU padamasapesidangarill, adalima RUUyangmasihakandilanjutkanmasasidangselanjutnya|
jadwal delegasi-delegasi.

Rapat Paripurna ke
47/111/1991-1992

Sabtu, 21 Maret 199

2Suara Jela

356

Rapat Paripurna ke 47/111/1991-1992, Sabtu, 21-3-1992 Volume 4

Side A: Lanjutan sambutan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup antara lain menjelaskan tentang masal
yaitu tentangtata niagacengkehkarenapetani masihsusahdalampenjualancengkehmasalahtata niagajeruk KalimantarBaratkarene
kesukarardalam masalahpenjualanjeruk sehingganengalamikerugian,penarikaniuran televisioleh PT.MekatamaRaya pemerataar,
dijadikan gerakannasional,perlindungankepadanasabahbank masih lemah, persengketaan-persengketaganah, pengenaanpajak
yang tinggi untuk warisan dengandamai serta pimpinan telah menerima Tuan Huan Somaviautusan khusus SekjenPBBmengena
peningkatan usaha pembangunan kesejahteraan manusia di dunia.

(suara teknisi ikut terekam sehingga suara rapat tidak jelas)

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
47/111/1991-1992

Sabtu, 21 Maret 199

2Suara Jela

357

Rapat Paripurna ke 48/1V/1991-1992, Senin, 15-6-1992, jam 09.10 WIB, Volume 1

SideA: SambutarKetuaSidangdalam masapersidanganV oleh M. KharisSuhudmenjelaskartentang kunjungankerja DPRke daerah:;
daerah,delegasi-delegasnuhibahDPRke luar negeri,harapansemogastudi bandingadamanfaatnya penerimaandelegasi-delegasiari
luar negeri, pembahasar8 RUUyangtersisadalam masapersidanganV serta yangmendapatkanperhatianadalahsidangkonferens|
tingkat menteri Gerakan Non blok di Bali.

SideB: LanjutansambutanKetua Sidangdalam masapersidanganV oleh M. KharisSuhudmenjelaskantentang ABRlyangmencegal
militerisme, ABRIbersamamasyarakatmenciptakanstabilitas nasional,Pemilu sekarangebih mantap dibandingkankemarin-kemarip
serta dibentuknya pola kampanye yang baik.

(skors sidang beberapa waktu)

SambutarKetuall oleh Drs.SoerjadiRapatpembicaraartingkat| pengambilarkeputusanatasdua RUUtentang Penghitungaringgaral
Negara tahun 1989/1990 dan RUU tentang Tambahan dan Perubahan APBN tahun 1991/1992.

SambutanMenteri Keuanganoleh Prof. Dr. JB.Sumarlinmenjelaskantentang persoalaninflasi, suplai minyak dunia, perkembanga
ekonomi mempengaruhiAPBN,penggunaanAPBNtahun 1991/1992, penerimaandalam negeri di luar migas dalam memperkokol
struktur penerimaandalam negeri, realisasipenerimaan-penerimaarulalam negeri, penerimaandi luar migasmengalamipeningkatar
karenasuksesnygenyuluhandan pembinaantentang pajak, peningkatanbea cukaiserta penerimaandi luar migaslainnyamisalnya:
pajak ekspor media masa dIl mengalami penurunan.

Rapat Paripurna ke
48/1V/1991-1992

Sabtu, 21 Maret 199

2Suara Jela
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e
1 2 3 4 5
358 |Rapat Paripurna ke 48/1V/1991-1992, Senin, 15-6-1992, Volume 2 Rapat Paripurna ke Senin, 15 Juni 1992 Suara Jela

SideA:LanjutansambutanMenteri Keuangaroleh Prof. Dr. JB.Sumarlinmenjelaskartentang pelaksanaaranggarannegara,anggarai 48/1vV/1991-1992
subsidi BBM, realisasipengeluaranpembangunantahun 1991/1992 meningkat, penyebab penurunan pembiayaandaerah, realisas
pengeluarandaerah,garis-garisbesar penghitungananggarannegaratahun 1989/1990 serta penjelasantentang rincian sisaanggarai
tahun 1989/1990.

Penutupan Rapat oleh Ketua Rapat.

Side BTidak Ada Suara

359 |Rapat Paripurna ke 49/1V/1991-1992, Senin, 22-6-1992, Volume 1 Rapat Paripurna ke Senin, 15 Juni 1992 Suara Jela
Side A: Rapat pembicaraan tingkat Il yaitu tentang pemandangan umum para anggota atas RUU tentang Perkoperasian. 49/1V/1991-1992
Sambutandari Fraksi Karya Pembangunanoleh Sumardjo Partodiwiryo menjelaskanbahwa ekonomi disusun berdasar atas azas
kekeluargaankoperasiadalahpelaku ekonomidan BadanUsaha(gerakanekonomirakyat), koperasibelum memberikansumbangal
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, kendala-kendalayang menyebabkan koperasi ketinggalan dalam peranan bisnis
mengembangkatkerjasamakoperasidenganBUMN, koperasiharus diarahkanmenuju demokrasilndonesiatanggapanusul dan sarar
dari FraksiKaryaPembangunardalam RUUtentang Perkoperasiankoperasimenjadi soko guru perekonomiannasionalserta koperas
harus sesuai dengan makna, tujuan dan fungsi.

SideB: Sambutandari FraksiKaryaPembangunaroleh SumardjoPartodiwiryo menjelaskanbahwa dalam RUUtidak ada pasalyang
mangatur mengenai sanksi dan RUU tentang perkoperasian menjadi ujung tombak Demokrasi Indonesia.

Sambutandari FraksiABRIoleh H. Ahmad Gunardimenjelaskarbahwakoperasibelum bisa menjadiwadah ekonomirakyat yangkuat
dan tangguhsebagaitulang punggungperekonomiannasional,koperasisebagaipelaku ekonominasional koperasiBadanUsahayang
dikelola secaraprofesional,koperasijuga harus berperan sebagaiwadah demokrasi,koperasiharus melindungianggota-anggotany,
belum ada kejelasankerjasamaantara koperasidenganBUMN, pengaturanpemerintahtentang tidak adanyacampur tangantentang
aparatterhadap perekonomian tanggapandan pertanyaandari FraksiKaryaPembangunankoperasisudahmenjadi anggotakoperas
internasional, modal koperasi dari modal sendiri dan modal pinjaman dan kekuarangan modal koperasi tidak bisa menyaingi sy
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360

Rapat Paripurna ke 49/1V/1991-1992, Senin, 22-6-1992, Volume 2

SideA: Lanjutansambutandari FraksiABRbleh H. AhmadGunardimenjelaskarbahwamuatandari anggarardasar(besarnyamodaldan
jangka waktu), jenis-jeniskoperasi berdasarkanpada persamaankegiatan dan kepentinganekonomi, keanggotaankoperasiwarga
negaraasing, kewajiban anggota, modal koperasi, pengawasarkoperasi, penggabungardan peleburan koperasi, kerjasamasaling
menguntungkan serta penjelasan tentang ketentuan pidana dalam RUU tentang Perkoperasian.

Sambutandari FraksiPesatuanPembangunaroleh Drs. H. SofyanAli yang menjelaskantentang pokok-pokokpikiran RUUtentang
Perkoperasian,azas-azakoperasi, prinsip-prinsip dasar koperasi, peran koperasi dalam perekonomianIndonesia serta kebijakar
perekonomian Indonesia.

SideB: Lanjutansambutandari FraksiPesatuarPembangunaileh Drs.H. SofyanAli yangmenjelaskanientang dukunganperkembanga
koperasilndonesia faktor-faktor pendorongdan faktor-faktor penghambatperkembangarkoperasi,aturan pembentukankoperasioleh
masyarakatkesamaarpersepsiuntuk kemajuanekonominasional,tanggapan-tanggapapersepsiuntuk kemajuanekonominasional
tanggapan-tanggapaRUUtentang Perkoperasiarleh FPP peran Menteri sangatdiharapkanuntuk kemajuankoperasiserta koperas
juga melayani simpan pinjam.

Sambutan dari Fraksi Demokrasi Indonesia oleh M. Marbun, S.H yang menjelaskan bahwa koperasi berkembang dari bawah.
(suara mendengung sehingga suara tidak jelas)

Koperasi sebagai pelaku ekonomi masih kecil, permasalahan utama yang berkaitan dengan koperasi, koperasi harus tangguh
pemerintah harus menjelaskanlebih rinci tentang koperasi,pemerintah harus memberikan perlindunganhukum terhadap koperasi
koperasi untuk memberikan kesempatan perolehan pekerjaan, memperoleh pendapatan serta untuk kesejahteraan masyaraka

Rapat Paripurna ke
49/IvV/1991-1992

Senin, 22 Juni 1997

P Suara Jela

361

Rapat Paripurna ke 49/1V/1991-1992, Senin, 22-6-1992, Volume 2

SideA: Lanjutansambutandari FraksiDemokrasindonesiaoleh M. Marbun, S.Hyangmenjelaskartentangprinsipidentitaskeanggotaa
koperasi, jenis usaha yang sama akan menjadi efektif untuk usaha koperasi, koperasi untuk menjadi kepastian hukum bagi
berkembangny&operasisebagatumpuanbagiparapengusahakoperasimemerlukanmanajemenyangobyektif dan fleksibel,koperas
harussiapmenghadappersaingardenganusahayanglebih maju, koperasidiperkenankaruntuk penumpukanmodal dari anggotaatau
simpanpinjam koperasi,prinsip kemandirianharus ada bantuan dari pemerintah serta penjabaranpokok-pokokpikiran RUUtentang
Perkoperasian ini.

Side BTidak Ada Suara

Rapat Paripurna ke
49/1V/1991-1992

Senin, 22 Juni 199

P Suara Jela

362

Rapat Paripurna ke 50/1V/1991-1992.

Side A: Tidak ada suara.

SideB : Pembahasatentang pembentukkanRRUPengadilartinggi agamadi DaerahlstimewaYogyakartaBandarLampungdan Jambi
RUUini di buat sebagapelaksanaardari UU No 7 tahun 1989 tentang pengadilanagama,denganamanatpresidenNo R02/PU/11/199]
tanggal 18 Februari1992. Hal yang melatarbelakangpembentukkanPengandilandi 3 daerahini karenaberatnya beban tugas dan
luasnyalingkup tugasyangharusdilaksanakardan dilayanidalam rangkaefisiensidan tertib administrasipengadilanagamauntuk itu
perlu di bentuknya pengadilanagamadi daerah yangtelah memenuhisyarat.Beberapgenjelasanatas diajukan RUUtersebut: (1)
Perkarasemakinmeningkat, (2) Penyelenggaraapengadianyang bersifat sederhanacepat dan biayaringan, (3) Memenuhi aspiras|
daerah,(4) Pembinaardan peningkatanefisiensidan efektfitas pengadilanagama,(5) Kemampuaranggararsetiap daerah.Diharapkal
peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat akan lebih terwujud dalam bentuk pemerataan memperoleh keadilan.

Rapat Paripurna ke
50/1V/1991-1992.

Senin, 22 Juni 1991}

P Suara Jela
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e
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363 |Rapat Paripurna ke 51/IV/1991-1992 Volume | Rapat Paripurna | Rabu, 24 Juni 1992 Side A Tida
Side A : (1) Pembicaraartingkat Il Jawabanpemerintahatas pemandangarumum para anggotaatas RUUtentang perkoperasian(2)| ke51/1V/1991-1992 ada suara.
LaporanBKSARJari ke 4 delegasi,yaitu laporan delegasiDPRRI ke konferensi para anggota parlemen tentang pemukimandan| Side B Suar,
pembangunartanggal14-20 Maret 1992 di FrancoverKanadaaporandelegasimuhibah DPRRI ke Spanyoldari tanggal21-28 Maret jelas

1992, LaporanDelegasiDPRRI ke konferensilVU ke 87 di YaundeKameruntanggal 6-11 April 1992. penyampaianpendapattelah
disampaikaroleh masing-masindraksiyaitu Sdr. SoemardjoParto Soedirjodari fraksi KaryaPembangunanyangmenyarankartentang
azas,landasandan semangatkoperasi.dari fraksi PDI (Demokrasilndonesia)menanggapitentang prinsip-prinsipkemandirianyang
meminta penjelasan mengenai batas-batasan perkataan kemandirian yang dianut dalam RUU.

Side B : Membahastentang pencantumananggarankoperasibesarnyamodal dalam anggarandasar koperasi untuk mempertega:
koperasisebagaibadan usaha. Usahakoperasiboleh berada di dalam/ di luar negeri sepanjangusahatersebut untuk kepentingar
anggotadan harusada kesinambungarantara usahakoperasidenganusahaanggotanyamengenaikeanggotaarkoperasibagi warga
asingpenjelasannyaimumnyamerekaadalahsebagakonsumensesuaidenganprinsipkoperasiyaitu keanggotaarbersifatsukareladan
terbuka, keanggotaanwargaasingtidak samadengankeanggotaanVargaNegaralndonesia.pemerintahharus memperlakukarsame
antara koperasi dengan badan hukum lainnya. penjelasantentang dasar simpan pinjam anggota. Hubunganantara pengurusdan
pengelolaanggotakarenakekuatanperekonomiankoperasiterletak padapotensidan kemampuanekonomianggotanyakoperasiyancg
di dukung oleh anggotanya akan menjadi lembaga ekonomi yang kuat.

364 |Rapat Paripurna ke 51/1V/1991-1992 Volume 2 Rapat Paripurna ke, Senin, 29 Juni 1992 Suara Jela
Side A : Lanjutantentang RUUPerkoperasianLaporanBKSARiari 1. Sdr. ClementioDos Ares Ameral tentang komisi HAM ke 48 di| 51/Iv/1991-1992
Genet, 2. Dra. Ulfah AS Harmanto, 3. Dra. Ine Erna Adriana Soekaryo, 4. Sdr. Gewe Sudikse.

1. Clementio Dos Ares Ameral

membahas26 tata cara yang meliputi beberapapembahasantentang pelaksanaardan pelanggaranHAM, beberapayang menonijol
sebagakepentingamasionalantaralain : Questionof the realitation of the right to the roofmen, Theright of peopleto, Questionof the
humanright of, Questionof the humanright andfundamentalfreedomwith particularreferenceto colonialandother depenercountrieg
and teritorized. Indonesia telah ikut berpartisipasi aktif dalam membahas matacana sidang tersebut.

Side B : 2. Dra. Ny. Ulfah ASHarmanto, Tiga hal utama yang menjadi sasaranyang hendakdi capaiyaitu 1. Urbanisasiglobal dan
lingkunganhidup, 2. menumbuhkaninstitusi organisasglobal parlementedon habitat denganmenyusunanggarandasardan anggaral
rumah tanggaserta pemilihan pengurus,3. MenyusunResolusi/Deklarasintuk disampaikarkepadaUNICEHi Brazilpada bulan Jun
1992,DelegasDPRRIdi pimpin oleh BapakDr. H.J.Naro SH,wakil ketua DPRRIdengananggotaNy. SusilastutiSutopolsnomo,Kemay
Fajarudin, Ulfah As Harmanto, dan 2 (dua) narasumber Dr. H Kholil MPH, Ir. Rahmadi Bambang Sumardjo.

Dr. Acil Ramadhanmengatakanbahwa kunci keberhasilandari transisi menuju pembangunanlingkunganhidup yang berkelanjutar,
adalah pemukiman dan hunian bagaimana menggunakannya, Sumber Daya Alam, perkembangannya dan memanajnya.

3. Dra. Ine Soekarya

tentang HubunganSpanyoldenganindonesiaterutama dalambidangpariwisata.Delegasdi ketuai oleh wakil ketua DPRRIBapakSaifu
Sulun, dengan anggota JamaludinTambunanSH, Ine Soekaryo,Subiono, SH, Drs. Husni Thamrin, Nicolas MTH, Dra Sri Sumaryat
HaryantosebagaiSekretarisHasildari delegasiadalahSpanyoldenganindonesiapada Januaril976 (Hub. Diplomatik), Spanyoimenilai
IndonesiasebagaKeyCountrydalammengembangkahubungandankerjasamadengannegara-negard SEANerutama dalamekonomi
dan perdagangaruntuk turut membantupembukaanjalur Spanyol-JakartdenganpesawatSiberia.HubunganPolitik, Ekonomi,Sosia
Budaya, Pertahana, Ketahanan Perdagangan antara Indonesia dan Spanyol semakin meningkat baik.
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365 |Rapat Paripurna ke 51/1V/1991-1992 Volume 3 Rapat Paripurna ke Senin, 29 Juni 1992 Suara Jela
Side A 4. Gewe Sudikse 51/1V/1991-1992

Tanggal6é April 1992, sidang eksekutif komite dari Indonesiadi wakili oleh Marzuki Darusmanmenyampaikanpersetujuanlaporan
keuangaryangdisampaikarauditor IVUTati SumiatiDarsoyo. Sidangpleno GeneralTheBitchyangdiperdebatkanmasalahinternasiona
danregional(SosialBudaya Ekonomi).selainitu berlangsundugakonferensiwanitayangmenghasilkan 1. Prosegperumusarresolus|
mengenaimasalahdemokrasidan keanekaragamaetnik serta deklarasimengenailingkunganhidup Indonesiaterpilih menjadianggote
perumus, 2. Berhasilmencegahpihak Portugal dan Angola menyinggungmasalahTimor-Timur dalam resolusi akhir IVU, 3. Sidan(
eksekutifkomite, Indonesiaberperanaktif mengusulkaragarkomisidekronisasiVUdi hapuskankarenadekronisasiVU sudahselesai
4. Padasidanganggotaparlemenwanita IVUwilayahAsiaPasifikkembalimenjadisebagakoordinator wanita IVUwilayahAsiaPasifik 5.
Pertemuan Delegasi Indonesia dan Belanda yang menolak bantuan dari Belanda.

Side BTidak ada suara

366 |Rapat Paripurna ke 52/1V/1991-1992, Jum'at 3 Juli 1992. Rapat Paripurna kg Senin, 29 Juni 1992 Suara Jela
Side A : LaporanDelegasistudi perbandinganBadanUrusanRumahTanggaDPRRI ke Filipina, Thailand,Jepang Korea Selatan,New| 52/I\V/1991-1992
Zealand/SelandiBaru.SebagaKetuaDewanSuryadiyangseharusnyanemimpinrapat pleno parpol SaifulSulun,PelaporDelegasBdr,
Dr. MP Pasaribuadapunsasarardititikberatkan padabidangkelembagaananggarankesekretariatardan perpustakaanMasukanyanc
mendasardari studi Banding: 1. Kelembagaandi Indonesiamasajabatanyaitu sekitar5 tahun, sedangkardi Jepang,Thailand,Koreg
Selatanselama4 tahun denganjumlah anggotadi Indonesiasebanyak500, Jepang521, Korea Selatan299, Filipina 250( 3 tahun),
Thailand360 (4 tahun), SelandiaBaru 97 (3 tahun), 2. PenyusunarRUUdi KoreaSelatansudahada komite khususuntuk penyusunai
RUU sehinggadalam1 tahun dapatmenghasilkart00 RUU,3. BidangAnggarardi KoreaSelatanpembangunardilakukanswastabukan
dari RAPBNdi Jepangperpustakaardan buku-bukusangatlengkapdan baik sehinggasangatmendukungfungsidewan, di sekretariatar
contoh Filipina setiap orang mendapat 12 orang staf dan staf ahli termasuk pembuat RUU.

Saran: 1. Mengkaji, merumuskan,menambahperlengkapanDPR/RImeningkatkanprosedur tata kerja, serta peningkatanSDM, 2.
Dibutuhkanpola baru/khususuntuk pembuatanUU dan RUUatau adanyasuatubadanperancangardU, 3. Dalampenyusunaranggaral
DPR RI dipihak pemerintah ikut dilibatkan.

Side B Tidak ada suara
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367 |Rapat Paripurna ke 53/1V/1991-1992 Senin, 13 Juli 1992 Volume | Rapat Paripurna k¢ Jum'at, 3 Juli 1992 Suara Jela

SideA : Membahagtentang 1. laporanBKSAREntangdelegasiMuhbah DPRRIke Jerman(SuryatiAtastinah),2. LaporanBKSARentang 53/1V/1991-1992
delegasiMuhibah DPRRI ke Vietnam (Drs. Suseno),3. Laporanstudi perbandingankomisi ke luar negeri (Suwarno).selainitu ada
tambahan tentang usul pencalonan Ketua Mahkamah Agung.

1. LaporanSuryaniAtastinahLegowo: muhibahDPRRIke Jermanpadatanggal26 April - 2 Mei 1992, delegasidi pimpinoleh R.Soekard
wakil ketua DPR,Anggotalr. Loekasnari_okhidari FraksiKaryaPembangunarndonesia(FKPI) Siswandidari FraksiABRIH. Tahirar|
Sakarimdari FraksiPersatuanPembangunarfFPP)NanaDumanaWiradiputradari FraksiPDI,Drs. Sf Prihatasekretarisdelegasiuntuk
memenuhi undanganketua UNDESRABermandan mempererat persahabatan kejasamayang saling menguntungkandalam bidang
ekonomi, perdaganganteknik, kebudayaanmelalui jalur legislatif dan menjelaskankebijaksanaardan langkahyang diambil dalam
hubungan pelaksanaan pembangunan RI serta mengenai peristiwa Dili tanggal 12 Nopember 1991.

2. LaporanDrs.Susena muhibahDPRRIke Viethampadatanggal3-9 Mei 1992, delegasidipimpin oleh M. KharisSuhudketua delegasi
Anggota Suseno,SusilastutiSutomo Isnomo, Drs, Mulyono Martosuwarno, Muh. Ja'far Sidik, Ny. Megawati Taufik Kiemas,Drs. S,
Adibrata sebagaisekretarisdelegasi.Studi bandingtentang hal pemerintahan,ekonomi, bahan perbandinganpeningkatanhasil kilang
minyak/sumber minyak.

Side B : Lanjutan, HambatandagangIndonesiadengan Vietnam kesulitan dalam sistem pembayaranakibat devisa keras Vietnam
dilakukankredit tapi selalutertunda-tundapembayarannyadalamhal eksporimpor antara Indonesiadan Viethamyangkuranglancar,
namun hubungan Indonesia dan Vietnam sangat memuaskan, kecuali masalah penyelesaian garis batas wilayah kontinen.

3. Soewarno(ke AmerikaSerikat,Jerman,PerancisBelgiadalambidangAPBNYahap Il. KomisiAPBNanjutan studi bandingke Jepang
KoreaSelatan,Thailand Malaysiapada bulanMaret-April 1992,dalambidangpenyusunardan penetapanAPBNuntuk menyajikandatal
masukan sebagai perbandingan tentang penyusunan APBN antara dewan dengan pemerintah.

368 |Rapat Paripurna ke 53/1V/1991-1992 Senin, 13 Juli 1992 Volume 2 Rapat Paripurna k¢ Senin, 13 Juli 1994 Suara Jela
SideA: Pembangunarasilitasumum di luar negeridiserahkan/dikerjakampadaBadanSwastacontohnyadi PerancisDi Indonesiatidak| 53/1V/1991-1992
ada penyampaianpendahuluandalam RAPBNPadahakikatnyapembahasanJU perancangarRAPBNdilakukandenganwaktu yang
relatif cukupcepatdantepat, terutama diadakannygpembicaraarpendahuluanrRAPBNstrukturisasianggararpadake-4 negaradi atag
sampaipadaprogramdan proyek,sedangkardi Indonesiahanyapadasektor dan subsektor,untuk tambahanperubahananggararpada
negara-negardersebutkecualiPeranciglilakukansetiapsaatsesuadenganparlemendan adanyaotonom padaparlemen(harusadanyg
ahli, harus adanya kegiatan program dan proyek dalam anggaran).

4. Usul pencalonanketua MahkamahAgung, ketua dan wakil ketua MahkamahAgungdi angkat dan diberhentikan langsungoleh
Presiden kekosongarpada bagianjabatan ketua, wakil ketua diusulkan2 calon dari masing-masindraksi, pemberhentianterhormat
padasurat salinantanggal8 Juli1992 Sdr. Ali Said,SHterhitung dari tanggall Juli 1992, pengusulartentang nama-namacalonketua|
Mahkamah Agung oleh dewan dalam rapat musyawarah dewan 16 Juli 1992.

Side B Tidak Ada Suara
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369 |Rapat Paripurna ke 54/1V/91-92 Volume | Rapat Paripurna k¢ Senin, 13 Juli 1994 Suara Jela

SideA: Pembicaraarningkat IV pengambilarkeputusanatas2 Rancangatndang-Undangentangtambahandan perubahanatas APBN
tahun 1991-1992, RUU APBN tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1989-1990.

1. Ibu Ir. Hj Niken Tari Musdiono pembicara pertama dari fraksi Karya Pembangunan

2. Drs. Sutikno dari Fraksi ABRI, H. Moh. Hartono dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan

3. Ibu Clara Sitompul Tambunan dari fraksi PDI.

ketua komisi APBNDrs. Afif Ma'ruf menyampaikariaporan hasil pembicaraartingkat 11l RUUtentang tambahandan perubahanAPBN
tahun 1991-1992 RUUtentang perhitungan AnggaranNegara Tahun Anggaran1989-1990pembentukantim perumus dari anggotg
semua fraksi terdiri dari 10 orang dan dari pemerintah 5 orang.

SideB : Pendapatakhir dari masing-masindraksi KaryaPembangunarr. Hj. Niken TariMusdiono.Masalahmoneter semakinbesarnys
kredit macet, perbankanperlu mengembangkarstrategi yang tepat dalam mengambilkebijakanuntuk menyelesaikarkredit macet,
tentang akuisisiperusahaanneracapembayararyangsemakinbesarnyadevisitberjalankarenaimpor yangmeningkatdan menurunnyze
ekspor barang. Penerimaannegara dari sektor non migas telah semakin mantap selalu lebih besar daripada penerimaanmigas
penerimaandari sektor migas merupakansumber dana yang potensialdan masihdapat digantikan.Selainitu permasalaharyangdi
bahasyaitu tentang masalahkepulanganama'ahhaji yangterlambat, kenaikantarif jalantol karenatidak dibicarakandahuludengar
DPR, sektor perumahan rakyat dan pemukiman yang dibangun di daerah kumuh dengan swasta, sektor pertambangan dan en

54/IV/1991-1992
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SideA: SektorIndustri, Sektortenagakerja dantransmigrasiupahminimumtenagakerja perlu di tinjau kembali), Sektorkesejahteraal
sosial dan peranan wanita (lebih disiapkansecarabaik dalam bantuan bencanaalam, termasuk program pengiriman dan dalam
penyediaan P3K), Sektor pendidikan, Sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian.

Pendapatakhirdari SutiknoFraksiABRIdalampembahasarRUUtersebuttidaklahterlepasdari pengaruhperkembangarekonomidunia|
dan perekonomiamasional.PerkembangarkonomiDuniayangmempengaruhyaitu perdagangarnnternasionalcenderungmengalam
perkembangarpertumbuhanyangkurangmenggembirakansituasiduniayangkurangmenguntungkardan meningkatnyahargaminyak
bumi padaakhirtahun 1990dan awal 1991 menyebabkartingkat inflasi seluruhnegarakhususnygadanegaraberkembangkerjasamg
ekonomiregionalkurang menguntungkarterhadapterciptanyapola perdagangarinternasionalyangterbuka, situasiperekonomiandi
dalam negeri yang meningkatnya perluasan kegiatan industri dan investasi secara besar-besaran dan meningkatnya arus kred|
Side B Fraksi ABRI menyetujui kedua RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU oleh Presiden.

Pendapatdari H. Moh. Hartono dari fraksi Partai PersatuanPembangunanKedua RUUtelah disampaikankepada Dewan Rakya|
berdasarkanamanat Presidenpada tanggal 7 Maret 1992, perubahantidak terlepas dari pihak intern dan ekstern, yaitu politik,
kebijaksanaar28 Februari1991, kenaikantarif listrik, kenaikanangkutanumum, impor kendaraanniaga, kewenangarbea dan cukai,
kenaikanharga dasar gabahdan pupuk. Denganadanyapengaruh-pengarutiersebut diperlukan adanyatambahandan perubahan
perubahan pada APBN 1991/1992, sebagai berikut:

-Penerimaan Anggaran Negara.

Rapat Paripurna ke
54/1V/1991-1992

Rabu, 15 Juli 1992 Suara Jela:
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371 |Rapat Paripurna ke 54/1V/91-92 Volume 3 Rapat Paripurna k¢ Rabu, 15 Juli 1992 Suara Jela

SideA: Lanjutan, pembicaraardari H. Moh. Hartono : AgarRUUtentangtambahandan perubahanAPBNelah dapatdisampaikaroleh| 54/I\V/1991-1992
pemerintah kepada dewan dan telah di setujui oleh dewan. Agar segeradapat dibentuk tim komisi APBNdan pemerintah untuk|
merumuskanmekanismepembicaraansiklus APBNsesuaidengan UUD'45 dalam melaksanakarDemokrasiPancasila,jumlah saldg
anggaranlebih agar jumlah maksimumsupayadi batasi dan kelebihannyadibukukan sebagaipendapatanpembangunananggarail
berikutnya, agar tarif money policy harus dilonggarkan, pendapatan dalam negeri supaya terus di tingkatkan.

Pendapatdari Ibu ClaraSitompul Tambunandari fraksi PDI: agar penerimaandevisanegaratidak terlalu tergantungpada migasperlu
kebijaksanaan dan pengelolaan sumber devisa lainnya.

Side B : Lanjutan, pendapat Clara Sitompul Tambunan: pinjaman luar negeri dapat di tekan sekecil mungkin. Agar pemerintal
menyampaikarsegeraRUUtentang perlindunganusahaskalakecil, yangmemberikanjaminan pangsabidangusahadan pangsapasal
bagi usahakecil sehinggamenjadi visible, perhitungannegaratahun anggaran1989/1990, sisaanggaranlebih yang ada agar dapat
dipergunakan sebaik-baiknya.

372 |Rapat Paripurna ke 54/1V/91-92 Volume Volume 4 Rapat Paripurna kg Rabu, 15 Juli 1992 Suara Jela
SideA : Lanjutan,sambutanperwakilandari pemerintahmengenaiRUUtentang tambahandan perubahanAPBN penyampaiarterimal 54/1\V/1991-1992
kasihkepadadewan.Perwakilandari pemerintahmenyatakarbahwaperkembangarperekonomiamasionaltidak dapatdilepaskardari
perkembangarperekonomiandunia, demikian pula denganpelaksanaarAPBN1991/1992 sebagaipelaksanaaroperasionaltahun Ill
Repelitake-Vtidaklahterlepasdari pengaruhinternal dan eksternal.Halyangsangatmenggembirakami dalammelaksanakamnggaral
APBN1991/1992tingginyarealisasipenerimaanpajak dan makin intensifnyapelaksangpenyuluhandan pelayananserta pemungutar
pajak oleh aparatur perpajakan.Dalamtahun anggarantahun 1991/1992 pemerintah telah menyisihkanpula sebagianpenerimaar,
negaradalam bentuk cadangananggaranpembangunan(CAP)sebesarRp. 1,5 Triliun. PembentukkanCAPtersebut untuk menjamir|
kesinambungarpembiayaanpembangunamasionaldari kemungkinantidak tercapainyasasaranpenerimaannegarayangbersumbe|
dari luar negeridalamtahun anggaranl992/1993,pemerintahsenantiasamengharapkaragarkerjasamayangbaik yangtelah berjalar
keterbukaan dapat di pertahankan sampai depan.

Side B: Tidak ada Suara
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373 |Rapat Paripurna ke 55/1V/1991-1992 Volume | Rapat Paripurna k¢ Rabu, 15 Juli 1992 Suara Jela

SideA : Pembicaraartientang pengesahamama-namacalonketua MahkamahAgungberdasarkamapat dewanmusyawarahtanggall6
Juli 1992, Pembicaraartingkat 1V pengambilankeputusanatas RUUpembentukanPengadilanTinggi Agamadi YogyakartaBandar
Lmpung, dan Jambi.

Pengesahan nama-nama calon ketua Mahkamah Agung, yang dibacakan oleh Biro Kepala Persidangan. Adapun nhama-nama
yang di setujui yaitu : 1. Hr. Poerwoto S. Ganda Subrata SH, 2. M. Jaelani, SH, 3. Prof. H.Mustamul, SH. 4. H. Adi Handoyo Si
KetuakomisilX,H. Sugionamenyampaikaaporanhasilpembahasaringkat |1l atasRUUtersebut. Pembicarayangakanmenyampaikal
pendapattentang pembahasarRUUPembentukarPengadilarTinggiAgamadi YogyakartaBandarLampungdan Jambidari fraksi-fraks
yaitu :

1. Drs. H. ParindoRusliMokoginta dari fraksi KaryaPembangunanFraksiKaryaPembangunamenilai Pancasilasudah menjiwai RUU
tentang pembentukanPengadilarTinggiAgamadi YogyakartaBandarLampungdan Jambi.RUUini sudahsesuaidenganisi dan makne
uu'45.

SideB: Lanjutan,PembentukarketigaPengadilarTinggiAgamadi YogyakartaBandarLampungdan Jambisudahtepat untuk memenuh
aspirasidari ketiga daerahyangbersangkutannantinyaakan lebih memudahkandalam mencarikeadilandi tingkat bandingdi daeral
tersebut. Fraksi Kaya Pembangunan menyetujui RUU ini di jadikan Undang-Undang.

2. Drs.Mulyono Abdurahmandari fraksi ABRI.FraksiABRIberpendapatbahwa RUUini sesungguhnyanerupakanpolitik negarayang
menetapkandibentuknyaPengadilanTinggiAgamadi ketigalbukota Propinsitersebut sebagaperwujudandari ketentuanpasal4 ayat2
dan pasal 8 no 7 UUD tentang Pengadilan Tinggi Agama.

55/Iv/1991-1992

374

Rapat Paripurna ke 55/1V/1991-1992 Volume 2

Side A : TujuanpembentukanPengadilanTinggiAgamadi tiga daerahtersebut adalahuntuk meningkatkankualitaspengadilandi tiga
daerahitu yangdiwujudkandalampenyelenggaraapengadilanyangbersifatsederhanagcepatdanbiayaringan. FraksiABRImenyetujui
RUUuntuk di sahkanmenjadi Undang-UndangHarapanfraksi ABRIuntuk pemerintah agar membentuk PengadilanAgamadi daerat
yang belum mempunyai Pengadilan Tinggi Agama.

3. Drs. Tengkwlamaludinwali fraksi PersatuanPembangunanAgarpemerintahmempersiapkarRUUtentang PengadilanTinggiAgame
terutamadi tiga ProvinsiDaerahTingkatl BengkuluDaerahTingkatl SulawesiTenggaragdanDaerahTingkatl Sulawesilrengahselainitu
mengharapakaragar perhatian sungguh-sungguldari Instansi Pusatdan Pemerintah Daerahuntuk ikut terlibat dalam penyediaal
perangkat-perangkakeras,lunak dan personilnyatanpa adanyapembeda-bedaarantara pengadilansatu denganpengadilanlainnya
Fraksi Persatuan Pembangunan menyetujui RUU ini menjadi Undang-Undang.

SideB: 4. Atias SatiyonoSunartodari FraksiPDI.PerlupengukuhanJUDPengadilarTinggiAgamadi PalembangAceh,Medan, Padany
dan Pekanbaru.Sebagaitindak lanjut dari pengesahanRUU menjadi Undang-Undandiendaknyasegeradi tempuh langkah-langka
konkrit denganpola sebagaberikut : Prosespengadilanyangmenjadilebih sederhanagcepat, tepat denganbiayayangterjangkauuntuk
semualapisanmasyarakatperlu lebih ditingkatkanpenyelenggaraapemberianbantuanhukumdan konsultasibagilapisanmasyaraka
yangkurangmampu, untuk menunjangkelancarartugas,fungsidan misi peradilanagamayangbersangkutardi segalatingkat perlu di
realisir dan terus di tingkatkan penyediaansaranadan prasarana,peningkatanpembinaanmaupun pendayagunaannyaesuaidengg
dengan UUD'45. Frakasi Partai Demokrasi Indonesia menyetujui RUU ini di sahkan menjadi Undang-Undang.

Rapat Paripurna ke
55/1V/1991-1992

Rabu, 22 Juli 1992 Suara Jela
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SideA : Pembicaraaringkat IV pengambilarkeputusanatas RUUtentang Merk. RUUtersebuttelah disampaikarpadaRapatParipurnd 56/1\V/1991-1992
DPR tanggal 7 November 1991 dengan amanat Presiden. Ada 4 pembicara yang meyampaikan pendapat akhirnya yaitu :

1. Hartini Muchtar Kasran, SH dari Fraksi Karya Pembangunan.

2. Drs. M. Zahri Amin dari Fraksi ABRI

3. H. Sukardi Effendi dari Fraksi Persatuan Pembangunan

4. Teuku Dahman Musir, SH darl Fraksi PDI.

Pembicara pertama dari Hartini Muchtar Kasran, SH dari Fraksi Karya Pembangunan : Pembentukan RUU tentang Merk tidak
program-program umum Golongan Karya yang sangat mendukung pembentukkan RUU ini.

Side B:

Lanjutan, Hartini Muchtar Kasran,SH: Penggunaammerk oleh seseorangatau badan hukum, jika ada yang tidak sesuaidengar
permintaan pendaftaranmerk yang bersangkutarbisa dihapus/ digugatuntuk dibatalkan,kemudahanprosedurtentang penggunaal
merk, harusadanyaperlindunganhukum, peningkatanpelayanandari sistemkonstitutif. FraksiKaryaPembangunamenyetujuiRUUini
disahkan menjadi Undang-Undang Merk.

Drs. M. Zahri Amin dari fraksi ABRI: Agar Undang-Undangentang merk mampu mengantisipasperkembangardunia usahanasiona|
maupun internasional serta dapat mencegah dan memberantas segala bentuk persaingan curang dan pemalsuan merk.

376 |Rapat Paripurna ke 56/1V/1991-1992 Volume 2 (Lanjutan) Rapat Paripurna k¢ Kamis, 23 Juli 1992 Suara Jela
SideA : FraksiABRImengusulkaragar pemalsuanmerk terkenal yangtidak terdaftar di Indonesiaharuskhususdi atur dalamUndang| 56/1V/1991-1992
Undangmerkini. DiharapakarRUUtentangmerk ini akanmampumengantisipasglobalisasdunia usahasertamemilikidayasesuaiang
cukup panjang, pada saat pemberlakuanUndang-Undangni hanya satu azasyang dipakai yaitu azaskonstitutif. Harapannya:
diharapkanpemerintahmulai merintis pembentukanUndang-undangentangkonsumen selainitu perlu disebarluaskanny&Umerkini,
koordinasi antara instansi di daerah dengan pusat terutama dalam pemberian pelayanan.

Slde B : Lanjutan, H. SukardiEffendi, SH dari fraksiPersatuanPembangunan: Penggunaansistem kontitutif lebih baik daripade
penggunaansistem deklaratif karena konstitutif lebih menjamin kepuasanhukum, lebih menguntungkanuntuk negara-negar
berkembangdan akanlebih menumbuhkankepastianhukum dan rasaadil pada saat pengumumanpendaftaransedangkardeklaratif
hanyamenghasilkaranggaparkebenaransecaraformal sajadantidak memberikanjaminansecaramaterial dantidak pula memberikar,
kepastian hukum.

Harapan: mampumenciptakansuasanayangmerangsandgumbuh suburnyapotensi,inovasibangsadi bidangindustri dan perdagangar
pelaksanaarundang-undangentang merk harus diperhitungkansedemikianrupa, praktek-prakteknegatif peniruandan penyerupaat
merk-merk,sistemmerk yangdigunakanharusbenar-benarmerupakanjaminankepastianhukum dan harusmendorongpertumbuhar
industri dan dunia usaha yang sehat.

Sdr. TengkuDahmanMusir dari fraksi PartaiDemokrasiindonesia.Suatumerk baru dapat didaftarkanbila mempunyaidayapembede
dengan merk lain yang sudah terdaftar dan harus digunakandalam perdaganganbarang dan jasa. Merk terdaftar mempunya
perlindungan hukum selama 10 tahun dan berlaku sejak tanggal penerimaan merk bersangkutan.
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377 |Rapat Paripurna ke 56/1V/1991-1992 Volume3 (Lanjutan) Rapat Paripurna k¢ Kamis, 23 Juli 1992 Suara Jela

SideA: Lanjutanpembicaraandari TengkuDahmanMusir, SH: Pemilik merk terdaftar berhak memberikanlisensikepadaoranglain| 56/1V/1991-1992)
denganperjanjianmenggunakammerknyabaik untuk sebagiammaupunseluruhjasayangtermasukl kelas.Harapan: agarpemerintal
memanfaatkarpeluangwaktu sampaisaatakanberlakunyaUndang-Undangi tanggall April 1993, menyiapkarkantor merk yangakar
memberikan pelayananterbaik terhadap masyarakat,agar Undang-undangni dapat berlaku pada waktunya secara efektif maka
peraturan-peraturarpemerintahdan keputusanmenteri semuanyaharusditerbitkan tepat padawaktunya,mengenaiberita resmimerk
yang merupakanlembaran resmi yang mempunyai kekuatan/kebutuhanhukum yang sama dengan tambahan berita negarayanc
memuat hal-hal yang harus dimuat menurut Undang-UndangDasar hukum pembentukkannyasebenarnyatidak ada. Fraksi PD
menyetujui dan menerima RUU ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Side B : Sambutan dari pemerintah oleh Menteri Kehakiman, ucapan terimakasih dan ucapan rasa syukur.

378 |Rapat Paripurna ke 57/1V/1991-1992 Volume | Rapat Paripurna kg Kamis, 23 Juli 1992 Suara Jela
SideA : Pembicaraartingkat IV pengambilankeputusanatas RUUtentang Pelayarandenganamanat PpresidenNo R 03/PU/I1/1991 57/IV/1991-1992
tanggal19 Februari1l991 RUUtentang Pelayarandisampaikarpemerintah kepadapimpinan DPR.Sebelumpenyampaiamembicaraal
dari setiapfraksi, terlebih dahuluada penyampaiariaporanhasilpembahasartingkat I1l oleh ketua PansusRUUtentang PelayararSdr,
Drs. H. Bomer Pasaribu, SH. RUU pelayaran ini merupakan hasil karya ke-5 PANSUS. Pendapat akhir dari 4 fraksi yaitu :

1. Ir.Sm Tampubolonfraksi KaryaPembangunan Diharapkanundang-undangpelayaranini dapat menjawab seluruh permasalaha
pelayarannasionalmaupun internasionalsehinggadapat berdayagunadan berhasilgunabaik untuk kepentinganbangsa,negaradan|
seluruh rakyat Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang.

SideB: Lanjutan,pembicaralr. SMTampubolon: FraksiKaryaPembangunamenyetujuiRUUuntuk disahkanmenjadiUndang-Undang
Harapan: salahsatu tujuan yang diamanatkanUndang-Undangni untuk memperlancararus perpindahanorang dan barangmelalui
perairanserta sebagaipenunjang,pendorong,perangsangoencapaipembangunamasionaldiharapkanpemerintah berpedomanpada
tujuan tersebut.

2.AminudinNawir dari FraksiABRI: RUUini merupakanbagiandari paket rancangarundang-undandidangperhubunngansebagaiyy
yang ke-4 yang di bahas oleh panitia khusus sejak tanggal 27 Januari 1992,
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379 |Rapat Paripurna ke 57/1V/1991-1992 Volume 2 Rapat Paripurna k¢ Jum'at, 24 Juli 1992 Suara Jela

SideA : LanjutanpembicaraanAminudin Nawir : Harapan: setelahpengesaharRUUini fraksi ABRImenghimbaukepadapemerintal| 57/IV/1991-1992
kiranyadapat segeramenyiapkanberbagaiperangkatyangdiperlukandalam pelaksanaamperasionalUUDtersebut, demi tercapainye
keserasiankeselarasandan keterpaduanantar fungsipelaksanasetiap undang-undangermasukpelaksanaundang-undangelayarar,
diperlukankerjasamayangbaik antar instansidan pemerintah,untuk memacupertumbuhanekonomidankesejahteraarrakyatkiranyg
pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masalah angkutan perairan di perbatasandan daerah terpencil yang belum
berkembang. Fraksi ABRI menyetujui disahkannya RUU pelayaran menjadi Undang-Undang oleh Presiden.

3. H. Muh Namubuan,SHdari fraksi PersatuanPembangunan melalui pembahasardan pengkodifikasiarRUUtentang pelayaranini
harusdi capaitujuan denganmenjadikanperusahaarangkutandi perairanmampumenjadituan rumahdi perairanindonesia salahsatu
usahauntuk mencapaitujuan yang dimaksudadalahangkutanperairan harus di dukungoleh kemampuanindustri perkapalandalam
negeri dan hal itu harus tercermin jelas dalam RUU tersebut. RUU ini mengamanatkankepada pemerintah untuk benar-bena
memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap angkutan laut nasional.

Side B : Lanjutan, Harapan: fraksi PersatuanPembangunanagar pelabuhan merupakan pula sebagaitempat kegiatan tempat
pemerintahantelah diakomodasikari dalamRUUini, memintaperhatianpemerintahterhadaptenagakerja yangbekerjapadamenarg
cuar akan kesejahteraanmereka, harus ada pembinaan SDM dalam pelayarankarenaitu sangatpenting, segerasetelah RUUini
diundangkan menjadi undang-undang,pemerintah untuk segera memasyarakatkanundang-undangini, serta pemerintah perlu
mengambil langkah-langkah penyempurnaan terhadap aparat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

4. T. Muh. Yusuf Ali dari fraksi Persatuan Demokrasindonesia (PDI). Pelayaransebagaisalah satu modal transportasi maka
penyelenggaraannyharusditata dalamsatukesatuansistemtransportasiyangnasionalsecaraterpadu sertamampumenyediakarjasg
transportasi yang seimbang dan aman, nyaman, tertib, lancar, teratur dan biaya yang terjangkau masyarakat.

380 |Rapat Paripurna ke 57/1V/1991-1992 Volume 3 Rapat Paripurna ke, Jum'at, 24 Juli 1992 Suara Jela
SideA : LanjutanpembicaraanT.Muh YusufAli : PDImengungkapakaada3 aspekpentingyaitu : Aspekperlindunganterhadapangkutar| 57/IV/1991-1992|
laut di dalam negeri, Aspekperlindunganterhadap pelayaranrakyat sebagaiusaharakyat yang bersifat tradisional, Aspekpembinaar,
pelayanardengantujuan untuk memperlancarmarusperpindahanorangatau barangmelalui perairandenganmengutamakammelindung
pelayanannasionaltermasuk pelayaranrakyat. Harapan: mengharapkanperhatian dari semuafraksi dan pemerintah untuk segerg
melakukanupaya-upayamemasyarakatkamndang-undangni secaraluas,khususnyalikalangammasyarakapelayaran setelahRUUini
disahkanmenjadi undang-undangsegeradikeluarkanperaturan-peraturanyang berkenaandengannya,menegakkarke semuapihak
yang terkait dalam operasionalisasundang-undangni agar dapat melaksanakartugas sebaik-baiknyaFraksiPDI menyetujui RUL
pelayaran untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sambutan Menteri Perhubungan wakil dari pemerintah, ucapan terimakasih.

Side B : LanjutansambutanMenteri Perhubungan: RUUtentang pelayaranini telah diatur dalam Bab tersendiri yang merupakar
substansibaru yang mengenaitentang SDM. SelesainyaRUU pelayaranini masih ada tugas berat bagi pemerintah yaitu menyusur
peraturanpelaksanaannyéaik berupa PP, Kepres maupunkeputusanmenteri. Hal-halyangtelah disampaikaroleh semuafraksi-fraks
dalam pandangan akhir akan dijadikan perhatian pula dalam menyusun pelaksanaan peraturan undang-undang tentang pelaya
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381

Rapat Paripurna ke 58/1\V/1991-1992

SideA: MengakhirisidangRapatParipurnake-IV,masasidangke-1Vdi mulai padatanggall5 Juni1992, DPRdisibukkandenganberbaga
kegiatanyangberkaitandenganpelaksanaarke-3 tugaspelaksanaannyayaitu bidang perundang-perundangarbidanganggaranserta
bidangpengawasanPadamasapersidangarke-IVini telah di berangkatkan3 delegasiteknis yaitu Delegaskomisi DPRke konferens|
pimpinankomite luar negeri parlemense AsiaPasifikdi FokuwokalepangDelegaskomisil DPRke sidangAMMPMC(AseanMinistrim
Meeting Post Conference)di Manila Piliphina, DelegasiAlIPOke Cinadi pimpin oleh ketua DPRselaku PresidenAIPO. Selainitu
membahagentang masalah-masalapiangberkembangdi masyarakatyangmembutuhkanpendalamansepertimasalahantaraperanar
pers, masyarakatdan pemerintah perlu terus dibina, masalahpertanahan,masalahpenyampaiarkonsepawal GBHNkepadaOrsospog
telah mendapat pula bahasan komisi Il DPR dengan pemerintah.

SideB : Lanjutan,Budayadan etika Pancasildharusselalumendasariucapandan sikapkita dan sesuaidenganazaskekeluargaarsemug
keputusandan usahakammelalui musyawarahuntuk mufakatsehinggatidak akanadaterjadinyadiktator oleh mayoritasataupuntirani
oleh minoritas.

Rapat Paripurna ke
58/IV/1991-1992

Jum'at, 24 Juli 1997

P Suara Jela

382

Rapat Paripurna ke 1/1/1992-1993 Volume |

SideA : Hal-halyangberkaitandengantugaspengawasardewan, tugasdewan dalampengawasardiatur dalamUndang-Undand 945,
ketetapanMPRdan diatur secararinci dalamtata tertib DPR.PengawasamPRdilakukanmelalui penampungarumum aspirasirakyat
dan monitoring dinamikakehidupanmasyarakatFungsipengawasardewanmelaluirapat-rapatyangdilakukandengandialoglangsung
antara pemerintah dan DPRsecaraintensif. Amanatpresidentanggal16 Agustus1988 antara lain telah menegaskardisiplin nasiona
akanmerupakanprasyaratyangsangatdiperlukanbagitahaptinggallandas,padatanggall April 1994 akandimulai tahun RepelitaVI|
yang merupakan langkah pertama pembangunan jangka panjang yang kedua.

Side B : Volume 3 ada di dalam Volume no. 383.

Rapat Paripurna ke
1/1/1992-1993

Sabtu, 25 Juli 1997

Suara Jela

383

Rapat Paripurna ke 1/1/1992-1993 Volume 2

SideA: Isi Volumetentang pemberianpenghargaanerhadapguruteladantingkat nasionaldari TKsampaiSMA,Guru,KepalaSekolahsC
daerah terpencil. Disambungdengan sambutan PresidenSoehartodalam awal tentang hari kemerdekaan: Pancasilasebagaisatu-
satunyaazasmakin terasamenyatukangolongandan semualapisan.Kita semuaperlu menarik pelajarandari Pemilutahun lalu, untuk
merenungkanpelaksanaarpemilu pada tahun yang akan datang. DalampelaksanaarDemokrasiPancasilamaka ABRItelah menjadi
bagian yang tidak dapat dipisahkansebagaikekuatan perjuangan mempertahankandan menegakkankemerdekaannasional ikut
memikul tanggung jawab atas jalannya kehidupan bangsa dan negara.

Side B : Lanjutan Side A No.382.Volume I

Hasilpemilu tahun lalu mempunyaiarti yangsangatpenting bagiperkembangarbangsakita yangakandatang,yangakanmenghasilka
GBHNuntuk masayangakandatang,yangakanmemberi arah bagi perjalananbangsaini dan pembangunamasionaljangkapanjang
tahap Il dalam era tinggal landas dalam kebangkitannasionalke-2. Padatahun 1991-1992perekonomianindonesiatelah berhasi
mengatasiujian denganselamat, laju inflasi yang semulameningkattelah menunjukkanmenurun pada bulan-bulanterakhir ini. Hargg
pangandan barang-barangpokok menjadi normal kembali dan penyediannyacukup lancar, keberhasilandalam mengendalikanaju
inflasidan mengamankameracapembayarannternasionalsungguhmembesarkarhati tapi tidak boleh membuatkita lengah.Selainitu
stabilitas yang mantap dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus disertai dengan pemerataan pembangunan dan has
seluruh rakyat.

Side B : Volume 4 Tidak ada Suara.

Rapat Paripurna ke
1/1/1992-1993.

Sabtu, 15 Agustus
1992

Suara Jela
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NO.

Volum URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.
e
1 2 3 4 5
384 |Rapat Paripurna ke 1/1/1992-1993 Volume 5 Rapat Paripurna kq Sabtu, 15 Agustus| Suara Tidal
Side A :Pembacaan do'a oleh Menteri Agama RI dan penutup sidang Paripurna di iringi lagu kebangsaan Indonesia Merdeka. {  1/1/1992-1993 1992 Jelas
Side B : Tidak ada suara
385 |Rapat Paripurna ke 2/1/1992-1993 Rapat Paripurna k¢ Sabtu, 15 Agustus| Suara Jela
SideA : Pembicaraartingkat keteranganpemerintahatasRUUtentang penetapanPeraturanPemerintahpenggantiUUNo.1 Tahun1992[  2/1/1992-1993 1992
tentang penangguhammulai berlakunyaUndang-UndandNo.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutanjalan menjadi Undang
Undang. RUU pengganti ini berdasarkanamanat PresidenNo R.06/PU/VIIl/Iitanggal 13 Agustus 1992. Beberapapokok pikiran
pemerintah dalam penyusunan undang-undanglalu lintas : Mengutamakan keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam
penyelenggaraatalu lintas dan angkutanjalan, Mudah di fahami dan diketahui oleh masyarakatuas, terbuka dan ada keseimbanga
antara kewajibandan hak masyarakatdan aparatapemerintah, menyederhanakamprosedur, kejelasanwewenangdari masing-masin
instansiserta keterpaduananatar instansi,menjamin kepastianhukum, menampungaspirasidan pendapatmasyarakatPokokpikiral
pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan selaku wakil dari pemerintah.
Side B : Tidak ada suara
386 |Rapat Paripurna ke 3/1/1992-1993 Rapat Paripurna kg Sabtu, 22 Agustus| Suara Jela

SideA: LahirnyaketetapanMPRNo. 2 tahun 1978tentang PedomarPenghayatafPancasilaebagatindak lanjut dari wujud pengamalal
Pancasilanemberikanbukti mengenaikearifan. Melalui KeputusanPresidentahun 1969 ditetapkan Repelital yangakandi berlakukar,
tanggal 1 April 1969, maka sejak saat itu dimulailah pembangunannasional Indonesia yang pertama yang berkesinambunga
berdasarkansuatu rencana pembangunanlima tahunan. Keterbukaanpolitik dalam kehidupan kenegaraanberdasarkantatanan
kehidupanpolitik DemokratisPancasilgpada gilirannyaakan menambahbobot dan kualitasDemokrasiPancasilaBerdasarkarkepadg
pertimbanganbahwa suatu RUUyang dibicarakanoleh dewan denganpemerintah haruslahmencerminkansuatu sosial politik yang
berkembangdalam masyarakatserta mencerminkanaspirasimasyarakatmaka pembahasansuatu RUUtidak dibatasi oleh adanyg
kendala waktu. Mengenai fungsi DPR dalam penetapan APBN.

SideB : Lanjutan,DalampenetapanAPBN kritik dan saran,sorotantajam masyarakaterarah padapelaksanaarhak the vooting yaitu
hak mengkrutingdewanyangdinilai masihlemahdan belum sesuaidenganUUD1945. DalamDemokrasiPancasil&ita pentingkanjalan
musyawarahuntuk menyelesaikarmasalahdalam suasanakebersamaandan kekeluargaan Diharapkanhasil pemilihan 1992 nanti
anggota dewan untuk tidak jemu-jemunya memikirkan mutu dan percakapan personil dan fasilitas pendukungnya dalam pelaya
APBNPembangunamasionalyangdilaksanakarsecaraberkelanjutandan berencanadi sampingmemberikankegembiraardi salahsatu
pihak tapi di samping lain juga memberikan problematika-problematika yang banyak di bicarakan masyarakat.

3/1/1992-1993

1992
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387

Rapat Paripurna ke 3/1/1992-1993 Volume |

SideA: LahirnyaketetapanMPRNo. 2 tahun 1978tentangPedomarnPenghayatafPancasilaebagatindak lanjut dari wujud pengamalal
Pancasilanemberikanbukti mengenaikearifan. Melalui KeputusanPresidentahun 1969 ditetapkan Repelital yangakandi berlakukar
tanggal 1 April 1969, maka sejak saat itu dimulailah pembangunannasional Indonesia yang pertama yang berkesinambunga
berdasarkansuatu rencana pembangunanlima tahunan. Keterbukaanpolitik dalam kehidupan kenegaraanberdasarkantatanan
kehidupanpolitik DemokratisPancasilgpada gilirannyaakanmenambahbobot dan kualitasDemokrasiPancasilaBerdasarkarkepadg
pertimbanganbahwa suatu RUUyang dibicarakanoleh dewan denganpemerintah haruslahmencerminkansuatu sosial politik yang
berkembangdalam masyarakatserta mencerminkanaspirasimasyarakatmaka pembahasansuatu RUUtidak dibatasioleh adanyz
kendala waktu. Mengenai fungsi DPR dalam penetapan APBN.

SideB : Lanjutan,DalampenetapanAPBN kritik dan saran,sorotantajam masyarakaterarah padapelaksanaarak the vootingyaitu
hak mengkrutingdewanyangdinilai masihlemahdan belum sesuaidenganUUD1945. DalamDemokrasPancasil&ita pentingkanjalan
musyawarahuntuk menyelesaikarmasalahdalam suasanakebersamaandan kekeluargaan Diharapkanhasil pemilihan 1992 nanti
anggota dewan untuk tidak jemu-jemunya memikirkan mutu dan percakapan personil dan fasilitas pendukungnya dalam pelaya
APBNPembangunamasionalyangdilaksanakarsecaraberkelanjutandan berencanadi sampingmemberikankegembiraardi salahsatu
pihak tapi di samping lain juga memberikan problematika-problematika yang banyak di bicarakan masyarakat.

Rapat Paripurna ke
3/1/1992-1993

Sabtu, 29 Agustus
1992

Suara Jela

388

Rapat Paripurna ke 3/1/1992-1993 Volume 2
Side A : Tidak ada suara
Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
3/1/1992-1993

Sabtu, 29 Agustus
1992

Suara Jela

389

Rapat Paripurna ke 5/1/1992-1993 Volume |

SideA : Pembicaraariingkat IV atas pengambilarkeputusanRUUtentangkesehatan atasamanatPresiderNo. R16/PU/9/199ltanggal
27 September 1991. Dihadiri juga oleh Menteri Kesehatan Rl yang diwakili oleh Dr. Adiyatma, MPH.

Daftar pembicara dari berbagai fraksi tentang penyampaian pendapatnya :

1. Dra. Ine ErnaAdriyanaSoekaryodari KaryaPembangunan2. SoewitoS. dari fraksi ABRI,3. H. Kun Solihudindari fraksi Persatual
Pembangunan4. Sarjito Darsukidari frkasi Demokrasiindonesia.Sebelummenyampaikarpendapatdari setiap fraksi terlebih dahuly
adapembicaraardari ketuaPansufRUUKesehataryaitu Dr. Bawadimammelaporkanhasilpembicaraartingkat 1. Rapatpansusdi ketua
oleh Dr. Bawadimanyapattim kecil di ketuai oleh wakil ketuapansusMA. Tambunardan di bantu oleh PNMarkum SH.Pansusersams
pemerintahyangdihadiri wakil ketua DPRRIKoordinatorbidangKesraDr. H. Naru padatanggal5 Septemberl992 mengesahkafRUU
Kesehatan.

Side B : Penyampaikarpendapat akhir dari FraksiKaryaPembangunarDra. Ine Erna Adriyana: penyampaikantentang beberapz
masalah, usulan dan tambahan :

Rahasigenyakitpasiendankode etik harusdirumuskanlagi sehinggaberbunyimenghormatihak pasien,dalamkonsideranmenimbang
RUUIni belum terlihat denganjelasfilosofis maupun politis yangmendasaridibuatnyaRUUini, penggugurarkandungan(aborsi)tidak

setuju dicantumkan dalam RUU ini karena sudah teratur dalam KUHP.

Rapat Paripurna ke
5/1/1992-1993

Sabtu, 29 Agustus
1992

Suara Jela
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390

Rapat Paripurna ke 5/1/1992-1993 Volume 2

Lanjutan.

Side A : Harapan: Tujuan pembangunankesehatanadalah untuk meningkatkankesadaran,kemauandan kemampuan,untuk itu
pemerintah mempunyai tugas bukan saja mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraaanupaya kesehatan tapi juga
menyelenggarakamupaya kesehatanyang merata dan terjangkauoleh masyarakat,adanyaPP yang mengikuti undang-undangyang
disusun. Fraksi Karya Pembangunan menyetujui RUU kesehatan ini disahkan menjadi undang-undang.

2. FraksiABRISoewito,S.: FraksiABRIkurangsependapatdengansaranuntuk merubahjudul RUUmenjadisistemkesehatan.Dengar
adanyakesepakatarRUUini tetap menjadiRUUKesehatanuypayakesehatandilaksanakarmmelalui pola pendekatanseperti yangsering
di sebut4 pilar upayakesehatanyaitu : Peningkatarkesehatan promosikesehatan rehabilitatif yangdilaksanakarsecaramenyelurut
dan berkesinambungan.

Side B : Lanjutan, Fraksi ABRImenyetujui RUU kesehatanini untuk disahkan menjadi undang-undang.Harapan: Dalam rangke
pengoperasianundang-undangbaru ini pemerintah perlu menyiapkanpiranti lunak dan piranti keras untuk menanganiberbaga
permasalaharyangtimbul, perlu segeradibuat PPdan PPpelaksanaannydi lapangandenganmengindahkarkondisisosialmasyarakat
perlu segeradisebarluaskamundang-undangentang kesehatanini agar masyarakaturut berpartisipasisecaraaktif melalui peraturan
dan penyuluhan.

3. FraksiPersatuanPembangunard. Kun Solihudin: Kesehatarsebagaisalahsatu unsur kesejahteraarumum harusdiwujudkansesua
dengan cita-cita bangsa Indonesia, melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD |

Rapat Paripurna ke
5/1/1992-1993

Selasa, 8 Septembe
1992

Suara Jela

391

Rapat Paripurna ke 5/1/1992-1993 Volume3

Lanjutan.

SideA : Mengharapkaragar kinerja peraturan pelaksanaannyanengenaiperaturantersebut dapat diadakantepat sasarandan tepat
guna.Selainitu pengrajinmakanandan minumanserta pengusahaingkat industri rumahtangga,industri kecil supayaselaludibina dan
dibimbingoleh pemerintah.Ukuranberhasilatau tidaknyaaplikasiRUUini diukur dari kebijaksanaampemerintahatas hal-haltersebut,
FraksiPersatuanPembangunarmengharapakaragar pengawasannyalipertegas,FraksiPersatuanPembangunammenyetujui RUUini
untuk disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah.

4. Partai Demokrasilindonesia,Sardjito Darsuki: Pokok-pokokkesehatanadanyajaminan pemeliharaankesehatanmasyarakatsudat
sesuai dengan amanat GBHN 1988, semua pokok kesehatan yang ada pada setiap batang tubuh undang-undang.

SideB : Lanjutanpembicaraanpokok-pokokkesehatan: Jumlahpendudukyangbesardan pertumbuhanyangtinggi dan distribusiyang
optimal tidak merata, Percakuparpelayanankesehatanyangbelum memadai,ketenagakerjaaryang tersediabelum mencukupi,obat
belumterjangkauoleh sebagiamrmasyarakabesarkarenabiaya, Statusgizi yangkurang.FraksiDemokrasindonesiamenyetujuiRUUini
untuk disahkarmenjadiundang-undanggdanberharaphendaknygpemerintahsegeramenerbitkanPPsebagaperaturanpelaksanaanny
agar didalamnyaterisi ketentuan-ketentuantentang kewajiban Rumah Sakit Pemerintahterutama swasta yang menyediakan25%
fasilitas pengobatan perawatan untuk golongan yang tidak mampu.

Rapat Paripurna ke
5/1/1992-1993

Selasa, 8 Septembg
1992

Suara Jela

392

Rapat Paripurna ke 5/1/1992-1993 Volume IV
Side A : Sambutan dari Menteri Kesehatan dan Pidato penutupan rapat paripurna yang terakhir dari DPR masa bakti 1987/199

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
5/1/1992-1993

Selasa, 8 Septembg
1992

Suara Jela
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5

393

Rapat Paripurna ke 6/1/1992-1993 Volume |

SideA : Pembicaraartingkat IV pengambilankeputusanatas RUUtentang penetapanperaturan penggantiundang-undangNo.1 tahun
1992tentang penangguhamulaiberlakunyaUndang-Undanglo.14tahun 1992tentanglLlu Lintasdan AngkutanJalanmenjadiUndang
Undang.Pembicarapenyampaiarpendapatakhir dari fraksi-fraksi,1. FraksiKaryaPembangunami\bdul Latif, SH,2. FraksiABRIOmbur|
Simatupang, 3. Fraksi Persatuan Pembangunan H. Muh. Buan, SH. 4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Gusti Ngurah Yuda.
Penyampaiarpendapatterakhir dari 1.FraksiKaryaPembangunanmbdul Latif, SH,FraksKarya Pembangunarsependapatterhadag
tanggapanpemerintah menghadapireaksi dan kerisauandikalanganmasyarakat,tindakan pemerintah mengeluarkanPP penggant
undang-undang untuk menunda berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1992 merupakan tindakan yang tepat dan bijaksana,
SideB : Harapan: Perludipersiapkarsaranadan prasaranaterutama untuk penerbitanPPsebagaipelaksanaamundang-undanglengar
sebaik-baiknya.

2. FraksiABRIOmbun Simatupang,Harapankiranya pemerintah dapat segeramenuntaskankesiapanseluruh PeraturanPelaksanaa
yang berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1992 tentang LLAJ.

Rapat Paripurna ke
6/1/1992-1993

Selasa, 8 Septembe

1992

Suara Jela

394

Rapat Paripurna ke 6/1/1992-1993 Volume 2

SideA : Fraksi PersatuarPembangunarH. Muh Buan,FraksiPersatuanPembangunamengharapkaragar penangguharangkawaktu
selamal tahun tidak diartikan sebagaimenangguhkandan meredamkanuntuk sementara kegelisahanmasyarakatdengan akar
diberlakukannyadJndang-Undangno 14 tahun 1992 padatanggal17 September1993 nanti, agar DPRdan pemerintah meneliti ulang
terhadapketentuanpidanakhususny&etentuandendayangdi cantumkandalamUndang-Undandlo.14tahun 1992dan harusmengact
padaketenttuanundang-undangangberlaku,apabilaUndang-Undango.14tahun 1992 dilaksanakamadatanggall7 Septemberl993
kiranya budaya denda damai dan upaya mencari kesalahan-kesalahan supir tidak terdengar lagi.

FraksiPartai DemokrasiindonesiaGustiNgurahYuda,bahwa pemerintahtelah mengambilbeberapalangkahdalam memasyarakatka|
undang-undangersebut, diantaranyamenyampaikarnpenjelasankepadamasyarakatmelalui media massacetak maupun elektronik|
mengadakantatap muka dengan penyediajasa angkutanjalan, memberikanpenjelasanUndang-UndangNo. 14 tahun 1992 dalam
berbagai lokakarya dan seminar.

SideB : Saran: Agar pemerintahsecarasungguh-sunggumempersiapkardan membangunsaranadan prasarangalan sesuaidengar
kewajiban pemerintah yang di amanatkan Undang-UndangNo 14 tahun 1992, pemerintah secaraterus menerus menyiapkalr
penyusunarperangkatPeraturanPelaksanaadari Undang-Undanglo. 14 tahun 1992, jangkawaktu penangguharselamal tahun agat
pemerintah dengan penuh tanggungjawab memenuhi dan melaksanakansegalasesuatunyadengan sebaik-baiknya Fraksi Partali
Demokrasi Indonesia menyatakan persetujuannya atas RUU No. 14 tahun 1992 untuk ditangguhkan.

Wakil pemerintah memberikan sambutan yang di wakili oleh Menteri Perhubungan.

Rapat Paripurna ke
6/1/1992-1993

Selasa, 15 Septemb

1992

Suara Jela
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NO.

Volum URAIAN DESKRIPSI FILE KURUN WAKTU KET.
e
1 2 3 4 5
395 |Rapat Paripurna ke 6/1/1992-1993 Volume 3 Rapat Paripurna ke Selasa, 15 Septemhb| Suara Jela
SideA : Lanjutansambutandan ucapanterimaksihdari Menteri Perhubungarperwakilandari pemerintah.Bahwadalam penyusunal|  6/1/1992-1993 1992
peraturanpemerintahtersebut digunakanpokok pikiran denganmenampungpendapatdan aspirasimasyarakatmendorongpartisipas
masyarakatlalampembangunanalu lintas, angkutanjalan, menciptakaniklim usahayangsehatdi bidanglalu lintasdan angkutanjalan,
Masih perlunyadi tingkatkandalam pemahamanpersiapandalam pelaksanaatndang-Undango 14 tahun 1992, sehinggadiperlukar
penangguhantentang Undang-UndangNo.14 tahun 1992. Secara konsepsional pemerintah telah menyiapkan langkah-langka
pemasyarakatamgunalebih meningkatkarpersiapandan kesiapansegenapaparatpemerintahdan masyarakapadaumumnya.Melalui
programterpadu dan berkesinambungasebagaigerakannasional permasalaharyangsangatmendasardalamupaya-upayaertib lalu
lintas adalah upaya-upaya untuk meningkatkan disiplin masyarakat dan lalu lintas di jalan.
Side B : Tidak ada suara
396 |Rapat Paripurna ke 7/1/1992-1993 Volume | Rapat Paripurna ke Selasa, 15 Septemb| Suara Jela

Side A : Pembicaraartingkat IV Pengambilankeputusantentang RUU PerkoperasianPembicaradari setiap Fraksi: 1. Sdr. Umbu
HaramburuKapitadari fraksiKaryaPembangunan?. Sdr.H.YSanggoFraksiABRI 3. Drs.YusufSakirFraksiPersatuanPembangunaré.
Dempi Hariyanto Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

Penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat 11l atas RUU tersebut oleh Ketua Komisi 7 DPR RI H. Saiful Anwar Husain.

1. UmbuHaramburuKapitadari fraksi KaryaPembangunanDalamlandasanperkoperasianni kemakmuranuntuk rakyat bukanuntuk
perorangan atau kemakmuran seorang atau perorang.

SideB: Lanjutan,FraksiKaryaPembangunardarapan agarmemasyarakatkasemuahal yangditentukan sepertidigariskandalambab
pembinaanundang-undangni agardirencanakardan dilancarkansebagaprogramkerja yangdiutamakan,agar RUUini dapat menjadi
pendorongdan salahsatu acuanutama untuk membentuk undang-undangentang perekonomiannasionalyang mewujudkansister|
perekonomian nasional sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang 1945.

2. H.YSanggedari FraksiABRI Koperasharusmenumbuhkarpartisipasirakyat secaramenyeluruhsebagaiwadahuntuk berdemokras
dalamkehidupanekonomimemberikanmanfaatekonomidan perlindunganbagianggotanyssertadapatbekerjasamasecaraserasidan
dapat saling menguntungkan bagi anggota ekonomi lainnya dan telah ditampung dalam RUU koperasi ini.

7/1/1992-1993

1992
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397

Rapat Paripurna ke 7/1/1992-1993 Volume 2

SideA : Terdapat3 perubahanyangsangatmendasaryangperlu ditonjolkandalamforum ini : Adanyapenambaharbaru yangtertuang
pada butir C konsideran menimbang, Rumusan baru definisi koperasi, Rumusan baru tentang tujuan.
Selainadanyaperubahan-perubaharnni, RUUini telah membatasiperanan pemerintah. Harapan: segeradimasyarakatkammelalui
saranayang ada, baik pemerintah pusat dan daerah menentukandan merencanakanbidang-bidangkegiatan ekonomi yang akar
diusahakarkoperasisebagaivujud perlindungankoperasidan sekaligusnempermudahpermodalanyangdiperlukan,untuk menjadikar
koperasi benar-benar mampu berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional adanya sekolah kejuaraan koperasi.
SideB : Drs. YusufSakir FraksiPersatuanPembangunanKoperasimasih memerlukanbimbingan,kemudahandan perlindungandari
pemerintah.Harapan: Bahwamasalahpemerataandan rasakeadilanterutama di bidangsosialekonomiakanmenjadititik sentraldari
pelaksanaarhak-hakasasimanusiapada era pembangunamon jangkapanjang,agar secarabertahap kehidupandan perkembangal
koperasi lebih mantap dan lebih baik, pemerintah perlu mengambil langkah-langkahkebijaksanaanagar kondisi negatif yancg
mempengaruhipertumbuhan koperasidapat di eliminir, dalam melakukanpembinaandalam kehidupan perkoperasianpemerintal
hendaknyatetap berpegangteguh pada prinsip koperasi,dengandibuka seluas-luasny&operasibagi permodalanswastauntuk ikut
menanamkanmodalnya dalam usaha koperasi hendaknya diupayakan secara bersungguh-sungguloleh masyarakatdan gerakar,
koperasi terutama pemerintah agar tidak terjadi munculnya koperasi alih dagang.

Rapat Paripurna ke
7/1/1992-1993

Rabu, 16 Septembe
1992

Suara Jela

398

Rapat Paripurna ke 7/1/1992-1993 Volume 3

SideA : DempiHariyantodari FraksiPartaiDemokrasindonesia: menilaiRUUini tidak sajapenggantiUUNo. 12 tahun 1967 akantetapi
untuk lebih menempatkankoperasi dan peranan koperasi sebagaibadan usaha sesuaiyang diamanatkan UUD 1945. FraksiPD
mengharapkarmalamhal pendidikankoperasi,makadalamhal pengertianSHUdan tujuan koperasidapat dijadikansebagaimateri yancg
pentingkarenamenurut pengamatarfraksi PDlIselamaini sebagiarbesarmasyarakaberpendapatbahwatujuan koperasiadalahuntuk
meningkatkanSHUantara lain sebagaicontoh Bank Bukopinmengejarkeuntungansebesar-besarnya:raksiPDIberpendapatbahwa
perananpemerintahdalam pembinaankoperasimasih diperlukandalam hal menciptakandan mengembangkariklim dan kondisidan,
memberi bimbingan kemudahandan perlindungan, dalam hal ini fraksi PDI berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh terlalu
mencampur urusan internal organisasi koperasi.

SideB : Sarandan Harapan: mengharapkarsemuapihak yangterkait denganoperasionalisasundang-Undandentang Perkoperasial
agarmenjalankartugasdengansebaik-baiknyasektorkoperasiberperansejajardengansektor swastadan BUMNsertaberperanutama
dalamsegalabidangperekonomiamasional,pemerintahagarsegeramenerbitkanPPdan peraturanpelaksanaannyantuk menghindar
keadaan yang tidak menentu yang berlarut-larut untuk dapat efektif berlaku dan dapat dilaksanakan.

Rapat Paripurna ke
7/1/1992-1993

Rabu, 16 Septembe
1992

Suara Jela

399

Lanjutan Volume 4
Side A : Lanjutan sambutan dari Menteri Koperasi dan ucapan terimakasih.

Side B : Tidak ada suara

Rapat Paripurna ke
7/1/1992-1993

Rabu, 16 Septembe
1992

Suara Jela
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Reksur DPR RI 1989 - 1993

Rapat Paripurna ke 8/1/1992-1993 Volume |

SideA : Dalammasasidangke 1 dewantelah dapat menyelesaikat buah RUUuntuk disahkanmenjadi Undang-Undangaitu : RUL
tentang PenataanRuangdisahkanpada tanggal 31 Agustus1992, RUUtentang Kesehatandisahkantanggal 8 September1992, RUU
tentang penetapanPerpuNo.1 tahun 1992 tentang penangguhammulai berlakunyaUndang-UndandNo. 14 tahun 1992 tentang Laly
Lintas dan Angkutan Jalan disahkan tanggal 15 September 1992, dan RUU tentang koperasi disahkan tanggal 16 September ]
SideB : DPRelah membentukpanitia khususuntuk membahasRepelitayaitu PansusRepelita.Dalamkurun 5 tahun telah terbentuk 10
grup kerjasamadalam rangka menggalang membina, mengolahdan mengembangkarhubungan persahabatanDPRdengannegare
sahabatsepertiDPRdengan parlemenJerman,PerancisTurki,JepangKoreaSelatan Australia,BangladesMeksiko,SelandiaBaru,dan
Italia. Untuk masabakti 1987/1992telah dapatdikirim 23 delegasimuhibahDPRke berbagainegarasepertiRumania,Thailand,Mesir,
Hongaria,India, Belgia,Kolombia,Finlandia,Belanda KanadaUni Soviet,PapuaNugini, Australia,KoreaUtara, Perancis)talia, Selandii
Baru,RRCMaroko, Tunisia Pakistan SpanyolVietnam, TanzaniaRepublikFederasilerman.Sesuatengankeputusansidangumum IFC
ke-12di Thailand,bulan september1991 makapadatanggal21-26 Desemberl992 Indonesiaakanmenjadituan rumah sidangumum
IFO ke-13 di Hotel Sahid Jakarta.

Rapat Paripurna ke.9 / 11 / 92-93, Volume 1

SideA : PembacaarPengumumarLembagaPemilihanUmum oleh Nugroho,PresidenSoehartomemasukiruangansidanagPembukaal
rapat Paripurnaoleh ketua DPRsementaraoleh KyaiH. UsmanAbdullah. SekretarislendralDPRRI Soelaksonanembacakarpetikan
Keputusan Presiden RI No. 240/M/1992. Pengambilan Sumpah dan Janji sebagai Anggota DPR.

Side B : Penandatangan secara simbolis berita acara dan sumpabh janji. Pidato presiden Rl Soeharto.

Rapat Paripurna ke.9 / 11 / 92-93, Volume 2

SideA : LanjutanPengambilanSumpahAnggotaDPR,PembacaarpengumumanLPUoleh sekretarisUmum LPU,PembukaanRapa
paripurna oleh ketua MPR sementara, Pengambilan Sumpah dan Janji sebagai anggota MPR dipimpin oleh ketua Mahkamah
Side B : Upacara penutupan Rapat paripurna, Presiden Rl meninggalakan ruang rapat.

Rapat Paripurna ke. 10 / 11 / 192-93, Volume 1

Side A : Pembukaanrapat, Agendarapat terdiri dari Pengesahgadwal kegiatan Rapatparipurna DPRRI sampai3 oktober 1992,
Penetapan penggunaan tata tertib dan persidangan, pengesahan pembentukan fraksi-fraksi pada DPR RI.

Side B : Kosong

Rapat Paripurna ke.11 / Il / 92-93, Volume 1

SideA : SambutanRapatParipurnaoleh ketua DPRSementaraPembacaarpasal45-48 peraturantata tertib DPR (tata carapemilihar
PimpinanDPRRI)oleh kepalaBiro PersidanganUsulanFraksiABRIi ketuaioleh Sutejo,UsulanFraksiKaryaPembangunali ketuaioleh
Wahono, Usulan faksi PDI di ketuai oleh H. wahono.

Side B : Kosong.

Rapat paripurna ke. 11 /11 / 92-93, Volume 2

SideA : Lanjutan,UsulanFraksiPersatuanPembangunali ketuai oleh H. Wahono.Ketuasidangmembacakarsusunarketua dan wakil
ketua tetap DPR KetuaDPRsementaramembacakaragendarapat selanjutnyatanggal3 oktober 1992 tentang pengambilansumpal
pimpinan DPR RI tahun 1992 - 1993. Ketua sidang menutup rapat Paripurna.

Rapat Paripurna ke
8/1/1992-1993

Sabtu, 19 Septembe
1992

Suara Jela

Side B : Kosong.
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Rapat Paripurna Ke
Volume 1

Rapat Paripurna Ke
Volume 2

Rapat Paripurna Kg
10, Volume 1

Rapat Paripurna Kg
11, Volume 1

Rapat Paripurna Kg
11, Volume 2

Rabu, 30 Septembe
1992

rabu, 30 Septembe|
1992

Kamis, 1 Oktober
1992

Jumat, 2 Oktober
1992

Jumat, 2 Oktober
1992
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Suara Jela

Suara Jela

Suara Jela

Suara Jela
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406 |Rapat paripurna ke. 12/ 11/ 92-93, Volume 1 Rapat Paripurna K¢ Sabtu, 3 Oktober | Suara Jela:
Side A : PembukaanRapatoleh Ketua DPRSementara,agenda PengambilanSumpahPimpinan DPRtahun 1992-19930leh ketua 12, Volume 1 1992
Mahkamah Agung.
Pembacaametikan surat DPRRImengenaipenetapanpimpinanDPRRI oleh SekjenDPRNo. 8/DPRRI/11/1992-1993tentang penetapar
pimpinan DPR RI.
Side B : Kosong

407 |Rapat Paripurna Ke 12, Volume 2 Rapat Paripurna K¢ Sabtu, 3 Oktober | Suara Jela
SideA : Lanjutan,PembacaarkeputusanRapatparipurnake Il MPRyangdi tuangkandalam Kep. Majelis No. 2/MPR/19920lehSekjel 12, Volume 2 1992
MPR mengenai Susunan pimpinan MPR RI
UpacarapengambilanSumpahdan Janji pimpinan MPR terpilih yang di pimpin oleh Ketua MA. sambutan pimpinan terpilih MPR
pembacaan anggota tetap dan anggota pengganti oleh Fraksi ABRI, FKP, FPDI, FPP.
SideB : Lanjutanpembacaananggota,penentuantugas-tugasdan jadwal penentuan jadwal acara sidangbadan pekerja, penentuar
jadwal sidang umum Majelis tahap ke 2 bulan Maret 1993.

408 |Rapat Paripurna Ke 13, Volume 1 Rapat Paripurna K¢ Kamis, 15 Oktober| Suara Jela
SideA: Tugas tugasparapimpinanDPRPeriode1992-1997(dibacakaroleh KetuaDPRWahana) pembacaardaftar dan susunarcalon 13, Volume 1 1992
keanggotaarbadan musyawaraholeh kepalabiro persidanganSekjenDPR.Pembacaardaftar susunandan nama calon Keanggotaa|
BadanUrusanRumahTanggaPembacaardaftar susunandan namacalon KeanggotaamBadanKerjasamaantar Parlemen,Pembacaal
daftar Susunan dan nama Calon Komisi I.
SideB : Pembacaamaftar susunandan namacalonKomisill, Pembacaamaftar susunandan namacalon Komisilll, Pembacaardaftar
susunandan namacalon KomisilV, Pembacaardaftar susunandan namacalon KomisiV, Pembacaardaftar susunandan namacalon
Komisi VI.

409 [Rapat Paripurna Ke 13, Volume 1 Rapat Paripurna K¢ Kamis, 15 Oktober| Suara Jela
Side A : Lanjutan, Pembacaardaftar susunandan nama calon KomisiVIl, Pembacaardaftar susunandan nama calon KomisiVIIl, 13, Volume 2 1992
Pembacaamiaftar susunandan namacalonKomisilX, Pembacaamaftar susunandan namacalonKomisiX, Pembacaardaftar susunar
dan nama calon Komisi APBN,
Side B : kosong

410 [Rapat Paripurna Ke 13, Volume 1 Rapat Paripurna K¢ Kamis, 15 Oktober| Suara Jela
SideA : Pembentukardan penetapansusunarkeanggotaaralat-alatkelengkapardewan,badanMusyawarah Komisi- komisiBURTdan 13, Volume 1 1992
Badan Kerjasama antar perlemen.
PenentuanBadanMusyawarahdi atur pasal50, 51 ayat1, 2, 3; BKSARIi atur padapasal65 dan 66 ayat1 dan 2; BURTdiatur pasal61
dan 62 ayat 1,2 dan 3.
Side B : pembacaan daftar susunan dan nama calon, di mulai dari BKSAP bagian dari FPP.

411 |Rapat Paripurna Ke 13, Volume 2 Rapat Paripurna K¢ Kamis, 15 Oktober| Suara Jela
Side A : Lanjutan, pembacaan daftar susunan dan nama calon di mulai dari komisi VI, Komisi VII. 13, Volume 2 1992
Side B : Lanjutan pembacaan daftar susunan dan nama calon, sampai penutupan rapat oleh Ketua DPR Wahono.

412 |Rapat Paripurna Ke 14, Volume 1 Rapat Paripurna K¢ Rabu, 18 Novembe| Suara Jela:

Reksur DPR RI 1989 - 1993

SideA : PembukaarRapatParipurnake 14 masasidandke 2 oleh PimpinanDPR AgendatentanglaporanBKSARentangdelegasDPRRI
ke luar negeri. Pembacaan laporan Delegasi DPR RI ke Konferensi IPU ke 88 di Stockholm swedia oleh HM Jafar Rosidik.

Side B : Kosong
149

14, Volume 1

1992
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